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motto :

Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa
Tanpa raga , fiwa hanyaiah udara hampa
Tanpa jiwa, raga adalah kerangka tanpa makna

{ Kahlll Gibran)
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RINGKASAN

Kajian perlindungan korban melalui bekerjanya peradilan pidana dari
paradigma kiiminologi kritis bagi perspektif vildimologi, memberikan orientasi bagi
paradigma perlindungan korban untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan
kemanusiaan masyarakat untuk fidak menjadi korban dalam arti luas, Sebagaimana
dalam politik kriminal bahwa kebijakan kriminal khususnya melalui hukum pidana
memiliki tujuan untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan
kesejahteraan sosial sebagai bagian dari kebijakan sosial.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian (socio - legai)
. dengan pendekatan dalam taraf empiris maupun normatif-evaluatif. Oleh karena
mengkaji hukum fidak hanya dalam f{ataran norma (rwies) ftapi juga perilaku
-{behavior), yang diselaraskan dengan nilai -nilai dalam perlindurigan korban.

Paradigma perlindungan korban secara lebih luas berarti mencakup
pemahaman ferhadap kondisi dan proses sosial dari terjadinya viktimisasi sebagai
suatu konstruksi sosial. Oleh karena itu didapat suatu analisis bahwa reaiilas sosial
bekerjanya peradilan pidana mewujudkan perlindungan korban merupakan hasil
konstruksi sosial yang terbentuk dari suatu interaksi dinamis antara masyarakat /
korban, bekerjanya penegak hukum termasuk dalam hubungannya dengan pelaku,
dan formulasi / pembuatan perundang-undangan hukum pidana tersebut. Paradigma
korban dalam arti luas mengakui keberadaan korban jauh lebih kompleks daripada
paradigma korban datam definisi hukum pidana, yaitu bahwa tidak semua perbuatan
yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan masyarakat dipersepsi dan direaksi
sebagai telah menimbulkan korban (alaupun second victimization) baik oleh
pembuatan dan bekerjanya lembaga dan pranata hukum.

Sistem pendekatan terbuka mengetengahkan bahwa konstruksi sosial
perfindungan korban diawali dari seleksi terhadap kejahatan yang ada (sefecfed law
violations) yang terdeteksi / tidak terdeteksi, serta kejahatan vyang dilaporkan/ fidak
dilaporkan melalui pendefinisian dan respon terhadap timbuinya korban dari persepsi
dan reaksi masyarakat, penegak hukum dan formulasi pranata hukum uniuk merespon
petlindungan korban melalui proses peradilan pidana.

Bekerjanya peradilan pidana unfuk melakukan perlindungan korban dapat
dikategorikan dalam dua lingkup vaitu ;

a. Petlindungan korban setara tak langsung
Yaitu perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan yang identik
dengan petlindungan HAM atau kepentingan hukum masyarakat,

b. Perlindungan korban secara langsung
Yaitu perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas
penderitaan dan kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk
hak korban untuk memperoleh keadilan , perlindungan ( ‘acces fo justice and fair
freatment’, assistance’) dalam peradilan pidana.

Berdasar hasil penelitian didapat suatu kesimpulan bahwa bekerjanya
peradilan pidana belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan korban, bahkan tidak
menutup kemungkinan bekerianya peradilan pidena ity sendiri memunculkan
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viktimisasi struktural bagi korban. Bekerjanya peradilan pidana adalah seperti cermin
pasar malam vyang tidak sepenuhnya memantulkan realitas korban dan
perlindungannya dalam masyarakat.

- Berdasar perspeklif interaksionisime simbolik yang terjadi antara korban,
pelaku dan penegak hukum termastuk pengaruh pranata hukum yang ada untuk
mempersepsi dan mereaksi korban didapat suatu hubungan interaksi sosial yang
mempengaruhi perlindungan korban. Dalam penelitian diperoleh beberapa fenomena
yaitu ;

a. Persepsi dan reaksi korban/masyarakat

Dalam seleksi terhadap definisi korban oleh masyarakat, fermnvata
masyarakat lebih mempersepsi kejahatan warungan daripada kejahatan kerah
putin/ kejahatan korporasi sebagai kejahatan serius, antara lain kejahatan
konsumen ataupun Kkejahatan oleh penegak hukum. Hal ini karena masyarakat
Korban lidak menyadari sebagai Korban (bersifal absfract victim), maupun karena
budaya hipokritas yang masih melekat dalam masyarakaf. Oleh karena itu
kejahatan yang dilaporken juga lebih banyek kejshatan yang warungan, yang
berakibat pada pengawasan dan kefja polisi yang berat sebelah. Dalam kejahatan
terlentu khususnya kekerasan dalam rumeah tangga {(domestic violence} bagi
korban potensial yailu wanita dan anak-anak maupun kasus kesusilaan, kultur
masyarakat masih merasa sungkan untuk diangkat dalam peradilan pidana dan
beberapa {idak mempersepsi sebagai telah tetjadi peristiwa viktimisasi.

Dalam pengalaman .masyarakat terhadap bekerjanya peradian pidana,
didapat sueiy fenomena bahwa bekerjanya penegak hukum kurang
mencerminkan periindungan korban seperii karena adanya ‘korupsi’ dikalangan
penegak hukum, maupun penyelesaian masalah yang dirasa kurang memenuhi
harapan keadilan bagi korban. ‘

b. Persepsi dan reaksi penegak hukum

1. Polie
Paradigma kekuasaan masih melingkupi pola keria polisi, sehingga
bekerjanya polisi bersifat berat sebelah, ferprioritas pada kejahatan
warungan, dan kurang pada kejahatan korporasi. Dalam bekerjanya polisi
untuk mewujudkan petlindungan korban secara tangsung, memunculkan
fenomena justru bekerjanya polisi telah menimbulkan korban untuk
keduakalinya (‘risk secondary victimization). Paradigma polisi yang
berorientasi pada kekuasaan dan perspekiif dogmatis kureng merespon
terhadap perlindungan korban.
Nilai-nilai patriakal masih pula mewarnai kinetja polisi.

2. Jaksa
Paradigma kekuasaan masih pula melingkupi bekerjanya jaksa, khususnya
dalam perkara korupsi.
Dalam melakukan perlindungan korban secara langsung, jaksa kurang
memperhatikan kepentingan korban.

3. Hakim
Paradigma dogmatis, yaitu hakim hanya sebagai corong perundang-
undangan memberikan pertimbangan hakim vang jauh dari perwujudan
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perlindungan kotban. Dalam keputusan hakim, pertimbangan keadaan korban
masih tersubordinasi dari kepentingan pelaku. Hal ini tampak dalam kasus
perkosaan, maupun kasus penganiayaan. Dalam persepsi masyarakat,
paradigma kekuasaan juga masih melekat pada diri hakim, terbukli dengan
adanya keputusan hakim yang dirasa kontroversial.

a. Kelemahan perundang-undangan

Formulasi perundang-undangan vang tidak mencerminkan perlindungan korban
mempengaruhi  penegakan hukum perlindungan korban baik secara langsung
maupun tidak langsung. Ukuran dari perlindungan korban dalam pranata hukum
adalah dengan mengadopsi instrumen-instrumen  internasional  sesuai
perkembangan masyarakat beradab, dan nilal yang dijunjung tinggi dalam
masyarakat, Hal ini merupakan betasan perundang-undangan vyang ikut
membentuk konstruksi sosial perfindungan korban. Kelemahan perundang-
undangar: ini muncul dalam KUHP maupun KUHAP, seria perundang-undangan
lainnya, antara lain kelemahan vang ada dalam UU No., 3 Tehun 1971
mempengaruhi bentuk perlindungan korban, demikian pula kelemahan dalam UU
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, UU No. 7 drt 1955 tentang
Tindak Pidana Ekorntomi.

Perspektif di atas memunculken pemikiran penfingnva aspek ‘accountfability
for criminal justice’ dan implikasinya tarhadap confroflability and responsivenes dar
lembaga dan pranata hukum pidana untuk mewujudkan petlindungan korban.



ABSTRACTION

Critical crimonology having contributed fo victimology perspective is giving
orientation to victim’s protection paradigm for prosperity and foundation humanity of
the society in order not to be victimized in broad sense. As in crime politics, the crime
policies were aiming to reach a society protection and social welfare policies especially
through criminal law , as a part of social policies. The social reality of crminal justice ,
which realized viclim protection, was the realization of social construction, build from
dynamics interaction between society and /for viclim included law officer and the
formulation of criminal law. Not all of the society action, which caused damage and

loss, was believed as a caused of the victim (second victimization) either by the
preparation and undertaking of law.

The opennes system posit that social construction of victim protection was

started from the selected law violations through the definition and responses to the rise
of victim which undergo perception and reaction of the society , law officer and the
formutation of law systems in order to respond the victim protection. '
Results of research conciuded that the criminal Jaw works not entiely realized
victim protection direct or indirectly, even criminal justice could establish structural
victimization for the victim himself. Criminal justice working as a mirror of fair which was
nort entirely point out the victim protection realty in community.,
Few phenomenon were found on the research :
a. Perception and reaction of victim / community
The community gives more reaction and perception fo the ordinary or
street crime than to white collar crime as a serious crime. This was due to
the lack of supervision and completeness of work by the pofice officer. In
cerlain crime, specially the violence domestic for potential victim either
women and children or in decency case, there still reluctantly from society
culture take the case before the court and most people not believe that a
crime was committed. Society reaction to the criminal justice explained that
criminal justice could bring up victimization.
b. Perception and reaction of law officer
Power paradigm stili covered the pattern of work for. 8o that police,

nrove~ior and judge works one-sided, tocused on ordinary crime, and -

tack for the corporation crime or white collar crime. in executing the works,

emerged phenomenon which caused risk secondary victimizatin. Dogma

paradigm as a back ground for'the attitude of law officer made the victim

tights sstill subordinated from the executor side.

¢. The weakness of formulation of criminal law.

The formulation of laws which not refiecied victim protection influenced jaw

enforcement of victim protection, as in KUHP, KUHAP, or in UU No. 3,

1971about cleaning of corruption

The above perspective emerged ideas of the importance of accountability
for criminal justice, and their implications for the controllability and responsivenes of
the institution and criminal justice regulation to bring up victim protection. '
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konggres PBB ke -7 yang membicarakan “The Prevention of Crime and the
treatment of offenders di Milan melalui Declaration of Basic Principle of Justice for
Victims of Crime and Abuse of Power sebagal rancangan resolusi tentang
perlindungan Korban, dan akhirnya menjadi Resolusi MU PBB No. 40434

mendefinisikan korban kejahatan dalam butir no.1 sebagai -

“Dersons who individually or collectively, have suffered harms, including
physical or mental injry, emotional suffering , economic 1088 of substantial
impairment of their fundamenial rights, throughs acts or omission that are in
vioiation of criminal faws operative within member states, including those

{aw proscribing criminal abuse of power. "

PDaiain  butir ke 18 dinyatakan pula bahwa pendeﬁnisian koiban termasuk
juga orang atau sekelompok orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan
yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana naéional yang
berlal, tetapl sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM vang

diakui secara international.”

1 peport Seventh United Nations Congress On The Prevention of Crime and The Treatment
of Offenders, Milan, 26-6 Septemnber 1985 , (New York -United Nations, 1986), hal. 45
2 jbid, hal. 47 ,

| BT YT A Y \5: £
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Paradigma pendefinisian korban dalam instrumen internasional tersebut di
atas, mensubstansikan bahwa paradigma mengenai korban tidak hanya dikéitkan
dengan pengertian korban dalam arli sempit dengan kejahatan dalam artian klasik
saja. Perkembangan paradigma vikiimologi memperluas pengertian korban dengan
suatu realitas alternafif yailtu mengkaitkan dengan perbuatan-perbuatan lain yang

bersifal menimbulkan korban di luar bidang hukum pidana, termasuk didalamnya

perbuatan yang melanggar hak-hak asasi korban dari penyalahgunaan kekuasaan.®
Pendefinsian korban yang mempertanyakan ‘siapakah korban?’ adalah lerkait
dengan persoalan mengenai perlindungan terhadapnya . Zvonimir Paul Separovic

merberikan definsi korban sebagai berikut :

..those persons who are threatened , injured or destroyed by an act or
omission of gnother (man. structure, organization or instifution) and
consequently. A 1v'r'chr'm woulfd be anyone who has suffered from or been

| threatened by  a punisable act (not only criminal act but also other

: punishable acts as mfs&emeanors, économfc offences, non-fulfitment of work

duties} or from an accident (accident af work, at home, traffiic accident, efc).
Suffering may be caused by another man (man-made victimjor another

structure , where people are also invoved.?

| 3 \stilah /definisi korban dapat dikemukakan dalam definisi legal {yang dibatasi oleh perafuran
| perundang-undangan hukum pidana, tetapi juga definisi sosiologis yang merupakan
konstruksi korban secara luas meliputi pengertian korban yang berada diluar jangkauan
hukum vang diartikan sebagai:

-perbuatan yang tidak tercanfum dalam KUHP ataupun tidak melanggar undang-undang,
namun sangat merugikan masyarakat, dan perbuatan yang tidak terjangkau oleh penegakan
| hukum karena sifat penerapan hukum yang seiektif dan beragam, Lihat Mardjono
| Reksodiputre, Kriminojogi dan Peradilan pidana, (Jakarta :lembaga kriminologi Ul,1994a),
: hal. 88

; 4 Zvonimir Paul Separovic, Victimology Studies of Victims, (Zagreb : Samobor - Novaki
Lo bb,Pravni Fakultet, 1885}, hal. 23

&
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Perlindungan korban tercakup di dalamnya dengan masalah perlindungan
hak-hak asasi manusia dalam sistem struktural yang ada. Hal ini terllihat dari
perspekiif Separovic yang memperluas studi mengenai korban dalam viktimologi
mencakup penderitaan manusia. Selanjutnya dalam halaman lain Separovic
menegaskan pula “ The .rights of the victim are a component part of the concept of

human rights.”®

Sehubungan dengan definisi serta ruang lingkup korban, dapat dikemukakan
pendapat Ezzat A. Fattah yang memberikan pemahaman bahwa dalam banyak
kejahatan, korban tidak selalu bersifat nyatla dan orang yang dapat teridentiﬁkasi,
tefapi korban dapat bersifat abstrak seperli arli nilai-nilai yang ada dan menjadi
kepentingan masyarakat : public order, religion, mortality, decency, public security,
public health, etc. ®Separovic mengemukakan pula cakupan korban meliputi &
physical or moral persons (corporation, state, association) or non specific ,an
abstraction (public order, public healith, retigion). 7

Berdasar lerminologi di atas, dapat dikemukakan ruang lingkup pengertian
korban dalam pengertian ini adalah dalam pengertian arti luas, meliputi : penderitaan
alau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik ataupun psikis, dan

reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti perwujudan fungsi hukum

5 Ibid, hal. 43.

5 Ezzat A. Faitah, The Use of The Victim As An Agent of Seff Legitimation : Toward A
Dynamic Expfanation of Criminal Behavior, dalam Viano, Emilie, Victims and Society
Washington D.C.: Visage Press, 1976),hal. 110.

7 Separovic,Op.cit, hal. 23. Dalam lbid, hal. 8 diutarakan bahwa dalam Klasifikasi kriminologi
mencakup pula non-crime vickims, such as accident viclims, actuat and potential victims,
knwon and unknowan (non-reportingjvictims, the simulateng (false victim, the victim of an
attempt offense, te co-victim, and some ofhers.



delam mengakomodasi nilai hak asasi manusia antara lain nilai keadilan, nilai
per!indungan, dan nitai demokrasi, karena perbualan-perbuatan kejahatan ataupun
penyaléhgunaan kekuasaan.®

Pemahaman korban dalam makna iuas di atas didukung oleh pemikiran kritis
atas Konsepsi lama viktimologi mengenal korban yang senantiasa dikaitkan dengan
peranan kohan datam {etjadinya kejahattasm..g Sehagaimana viktimologi  vang
dikemukakan Von Hentig dan Mendelson, merupakan vikiimologi yang berwawasan
sempit. Dalam perkembahgan terakhir yaitu ‘new victimofogy’ pendekatan viktimologi

berkembang luas dengan kajian permasalahan korban karena abuse of power dan

8 J.E.Sahetapy, Bunga rampal \iklimisasi, (Bandung :Eresco, 1995), halvi Korban yang

meliputi orang/sekelompok orang/komunitas terlentu/sebagian dari rakyat bukan saja
menderita secara fisik, melainkan inklusif dalam anti finansial ekonomis, sosial, agama,
dan dalam artian psikis secara luas. Bandingkan dengan Aril Gosita, AMasalaeh Korban
Kejahatan, (Jakarta Akademika Pressindo, 1993), hal.83 bahwa korban adalsh mereka
{individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerinta) yang menderita jasmaniah dan
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri
sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang
menderita .

s Konsep pemikiran klasik-positivistik dalam kriminologi hubungan-hubungan menyebabkan

studi viklimologi masih berkutal pada pola pernahaman mencari hubungan sebab akibat
amara perilaku korban dengan pelaku kejahatan. Pemahaman korban sempit terbatas oleh
definisi korban menurut hukum pidana positif dalam kejahatan klasik. Pemahaman korban
senantiasa dipelajari dati  victim-offender relationship yang dilakukan dengan
menggunakan konsep 'vickim precipitation atau victim provocative dalam kerangka
tanggung jawab fungsional korban dalam terjadinya kejahatan. Baca Stephen Schafer,
\The Beginning of Victimology, dalam Israel Drapkin , Emilio Viano ,Victimology (Toronto -
London : Lexington Books, 1974}, hat. 17-28. Lihat Richard Quinney, Who /s The Victim
?dalam fbid, hal, 105.
Baca pula Leslie Sebba, Victims of Offences, dalam Criminal Law In Action, ed.van Dijk,
Haffmans, Ruter, Schutte, Stolijk,(Deventer, Netherlands :  Kiuwer Law and Taxation
Publiher,1988), hal.379-380, The more recent second generalion of victimologists
perkaps better fermed victims advocates, such as Marlens Young and Irwin Waller by
pressing for legal and political recognation of the rights of victims have by implicafion
smphasized and lrengthened the normative dichotomization between offender and
victims.
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hak-hak asasi manusia. '° Paradigma demikian mempelajeri proses viktimisasi
struktural, atau penimbulan korban oleh struktur sosial tertentu dan sistem--sisternya

khususnya dalam penelitian ini adalah dalam peradilan pidana.

Hal ini terihat dari proses pertumbuhannya, viklimologi mendekati kejahatan

dari 3 segi, pertama peranan korban sebagai bagian integral dalam proses interaksi -

yang menim.bulkan kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep
mengenai kejahalan datam pengertia_n luas pula seperli white collar crime / corporate
crime, kedua perlindungan‘hak korban selama ini terabaian dibandingken hak pelaku
dalam proses peradilan pidana, ketiga perlindungan hak korban meliputi kejahatan
konvensional dan non-konvensional, termasuk korban kekerasan struktural.!’

Sejalan dengan terminologi di atas, ruang tingkup perlindungan korban dalam
penelitian ini lebih ditegaskan apakah lembaga dan pranata_‘"lhukum dalam peradilan
pidana sebagai system of institutionaf trust menjalankan fuﬁgsi ‘.h'ukumnya sebagai
criminal justice bagi korban yang mengakomodasi hak-hak asasi korban, ataukah
justru bekerjanya peradilan pidana memunculkan suaty ‘korban ganda’ yang terjadi_
sebagai suatu viklimisasi struktural. Beranjak dari terminologi ini difokuskan perhatian

kepada korban yang timbul karena proses viklimisasi dari peradilan pidana.

0 R.Elias, dalam Separovic, Op.cff, hal. 29. Perkembangan viktimologi memiliki 3 fase,
pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja sebagai penal or speciaf
victimology, kedua diperiuas meliputi korban kecelakaan sebagai ‘general victimology,
dan fase ketiga konsep diperluas dengan korban karena abuse of power and human righfs
sebagal ‘new victimology.

Bandingkan dengan Mulyana W Kusumah,Kejahatan dan Penyimpangan Suaty Perspekiip
Kriminologi (Jakarta : YLBHI, 1988), hal. 111.

1




Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan

selama ini terabatkan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana
positif, pelaku kejahéian tebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of
offenders, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain.?* Hal ini merupakan suatu
bentuk ketidakadifan bagi korban, karena sebagal pithak yang dirugikan hanvya
difungéikan sebhagal sarana pembuklian saja, dan tidak jarang pula hak-hak asasi
korban ierabaikan. Bekerjanya peradilan pidana baik dalam lembaga dan pranata
hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan {offender oriented). Eksistensi
korban tersubordinasikan  dan tereliminasi sebagai risk secondary victimizations

dalam bekerjanya peradilan pidana . '®

Fenomena ketidakadilan yang dialami korban yang meﬁja!ani viktim‘isasi lagi
oleh karena bekerjanya hukum merupakan suatu paradigma vang berkembang dalam
viktimologi dan selaras dengan pemikiran kritis dalam kriminologi yang membawa
perspektif baru pula dalam vikiimologi untuk mengkaji permasalahan korban. Hal ini
{ak lepas dari pengaruh perkembangan dalam kriminologi setelah tahun 1970-an yakni
dengen lahimya ktiminologi kritis yang memperiuas dan meredefinisi kejahaten .'*

Untuk dapat memahami persoalan perlindungan korban dalam peradilan pidana

2 Hak -hak tersangka / terdakwa lebih banyak pula diatur dalam KUHAP dibandingkan
dengan hak korban, seperii hak bantuan hukum, mengajukan saksi a de charge dan saksi
ahli, ganti rugi, rehabilitasi, pra peradilan,

Hal ini merupakan bentuk viklimisasi yuridis dari aspek peradilan maupun menyangiut
dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan’ hukum kekuasaan’.
Sahelapy,Op.cit, hal. vii.

Baca Separovic,Op.cit hal.25. The new radical crrmmofogy inevitably leads s fo
consider the possibilify of a new radical victimology.
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sebagai proses sosial maka tak lepas dari pemahaman bekerjanya fungsi hukum
dalam keseluruhan realitas sosial. | |

Perubahan paradigma dalam kriminologi menimberikan pemahaman dalam
viklimologi bahwa timbulnya kesadaran bahwa masalah kejahatan atau kausa
kejahatan {proses penimbulan korban) tidak cukup dipelajari melalui perbuatannya
{mazhab klasik) dan atau -pe!akunya (mazhab positivistis). Konteks yang dipelajari
dalam kriminotogi kritis ac;alah terbentuknya masyarakat yang lebih berkeadilan sosial
dengan mempetajari seluruh proses latar belakang perilaku dari agen-agen kontrol
sosial (aparat penegak hukum).'® Oleh karena itu di samping pelanggaran undang-
undang, juga perundang-undangan pidana dan péherapannya menjadi fokus
persoalan untuk mengkaji bekerjanya kepeniingan-kepentingal:{ yang mempengaruhi
pihak-pihak yang terlibat dalam proses viklimisasi terhadap korban, yaitu aparat
penegak hukum, termasuk bagaimanakah penegak hukum ‘berinterpretasi dan
bertindak dalam interaksinya dengan korban, pelaku / perpetrator.

Dampak dari Buku Becker ‘Outsiders—stud{es in The Sociology of
Deviance’pada tahun 1960-an belum begitu besar, nar‘;iun dengan dikeluarkannya
buku Quinney ‘The Social Reality Of Crime' (1970) dan Chambliss & Seidman ‘Law
,Oi’den and Power , maka limbul pemahaman tentang 'The process of defining
specific people and actions as criminal’ yang merupakan dasar pemikiran Kritis dan

membuke mata terhadap proses-proses yang berlangsung dalam peradilan pidana.

5 1 g Susanto, Kejahatan Korporasi , {Semarang : UNDIP, 1995),hal, 6 -9. Lihat pula Hugh
D. Barlow, /ntroduction To The Criminologi, (boston : Litle Brown, 1978), hal. 25-26.




Meskipun begitu Teori Labeling Becker mt-emberikan makna untuk mempelopori
pemikiran krilis dalam mengkaji kejahatan.

Terminologi wacana korban dalam ardi luas, memberikan makna bahwa
keberadaan korban merupakan fenomena yang tlimbul selaras dengan
pengkonstruksian kejahatan itu sendiri. Konsepsi pemahaman korban menjadi lebih
kompleks dan dalam jangkauan yang lebih luas dari apa yang lerdapat dalam konsep
pemahaman tentang korban dalam hukum pidana.'® Dengan demikian pengkajian
diarahkan pada pandangan bahwa kejahéian merupakan status yang direﬂeksikan
dari batasan perundang-undangan dan bekerjanya perundang-undangan. '’ Studi
korban berarti mempertanyakan mengapa perbuatan tertentu dikategorikan sebagai
telah menimbulkan korban, sedangkan perbuatan yang lain tidak, demikian pula
dengan memperlanyakan proses sosial dari batasan pembuat korban dari perundang-
undangan_danbekerjanya penegak hukum yaitlu ‘mengapa pembuat korban tertentu
dikategorikan sebagai pembual korban dan mengapa vyang lain tidak. Hal ini
diarahkan selaras dengan perspektif perlindungan terhadap korban.

Dalam kerangka konstruksi sosial, maka keberadaan dan respon korban

terhadap realitas kejahalan/peristiwa viktimisasi terhadapnya merupakan suatu

s Konsepsi lama dalam Kriminologi hubungan-hubungan yang mempelajari viklimologi

senantiasa dikaitkan dengan victim-cffendsr refationships vyang dilakukan dengan
menggunakan konsep ‘victim precipitation’ dan tanggungjawab fungsional kerban ataupun
provakasi korban.

Baca Schaffer, Cp o/, hal.17-28

" Howard $. Becker,Outsiders, Studies In The Sociofogy of Deviance, (New York The free

Press, 1963), hal. 8. Dikemukakan pula oleh Becker bahwa Frank Tannenbaum telah lebih
duiu melakukan pendekatan serupa dalam Crime and ihe Community.

Barlow juga menegaskan bahwa crime is a label that is attached to human conduct by
those who creafe and administer the criminal jaw. Barlow, Op.¢if, hal.9.




pengkonstruksian terhag:iap realitas  kejahatan/proses penimbulan korban dslam
dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan hirckrasi di dalamnya, seria
konteks masyarakat sebagai suatu totalitas. Dengan demikian realitas sosial terhadap
perlindungan korban dalam masyarakal melalui peradilan pidana dikonstruksikan oleh
formulasi maupun bekerjanya perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.

Richard Quinney menyatékan hahwa kejahatan adalah suatu rumusan
tentang-peri!aku manusia yang diciplakan oleh alat-alat berwenang dalam suatu
masyarakat yang diatur secara politis terorganisasi, dan kejahalan adalah suatu
rumusan perilaku yang 'diberikan terhadap sejumiah orang oleh orang-orang lain,
sehingga kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.'®

Pemikiran Quinney di atas, membawa pula paradigma baru dalam viktimologi,

dengan mengemukakan sebagai berikut :

Not alf conduct which could conceivably result in social harm is regulated
by faw. Only those acts which cause harms fo those who are able to make
and enforce the law becomes crimes. And similarly, when the social harms
thaf are a part of the written law cease fo be regarded by those in power as a

harm to their interest, thesei aw are no longer enforced.'®

Berdasar konsepsi diatas dapat dikemukakan cakrawala baru viktimologi
vang dibawa oleh paradigma kriminologi kritis yaitu masalah kejahatan (proses

penimbulan korban) dan perlindungannya dilihat secara menyeluruh sebagai suatu

'®  Lihat Richard Quinney, Criminology : Analysis and Critiqgue OF Crime [n America,

(Boston : Little Brown and Company, 1975), hal. 3741,
¥ Quinney, Op.cit, 1974 hal. 104,



proses konstruksi sosial dalam struktur yang berlaku dalam masyarakat.®® | Oieh
karena Hu realitas sosial ferhadap pendefiniian korban dan perlindungannya tidak hisa
diterima sebagai ‘taken for granted’ namun harus dihal proses sosial seha'ri-hari
melalui bekerjanya pemegang kekuasaan vyaitu mempertanyakan kembali dokirin
normafif lembaga dan pranata hukum peradilan pidana dalam konteks totalifas
masyarakat. yang terus-menerus berproses.

Oleh karena itu, tidak semua perbuatan yang merugikan dan mencelakaan
masyarakat dianggap sebagai sebuah kejahatan melnurut hukum.. Konsep korban
demikian lebih mengacu kepada kedua bentuk korban yang abstrak maupun yang
konkrit. Dalam fenomena sosial bentuk korban yang konkrit lebih ditonjotkan
keberadaannya, sehingga masyarakat lebih terpengaruh kepada bentuk pemahaman
yang keliru terhadap korban dan fidak memperhatikan bentuk viktimisasi yang
ditakukan oleh fhe rulling class sebagai bentuk abuse of power and human rights.,
yang tidak muncul ke permukaan sebagai korban absirak.

Pendefinisian korban secara sempit dalam batasan legal belaka
mengindikasikan hilangnya makna proses sosial sebenarnya yang melingkupi
bekerjanya lembaga dan pranata hukum lermasuk pembuatan perundang-undangan

untuk memberikan perindungan terhadap korban. Hakekat korban atau proses

¥ Realitas sosial sebagai suatu konstruksi sosial memberikan gambaran kehidupan sosial/
kondisi sesial yang mempengaruhi konstruksi sosial mnegenai pendefinsian korban dan
perlindungan melalui peradilan pidana. Lihat Peter L. Berger, Thomas Luckmann, The
Social Construcifon of Reality A Trealise in The Sociology of Knowladys, {New York :
Anchor Books, doubleday & Company, Inc. Garden City , 1966), hal.1-15 bahwa reality is
socially constructed and that the scciology of knowledge must analyze the processes
.sosiologi  pengetahuan mengarahkan studi pada pembentukkan kenyataan oleh
masyarakat. ,
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penimbulan korban adalah suatu gejala sosial atau kenyataan sosial yang melibatkan
keseluruhan proses sosial yang mempengaruhi bekerjanya lembaga dan pranata
hukum termasuk pembuatan perundang-undangan. Dalam hal demikian dibutuhkan
suatu pemikiran sosiologis uniuk memberikan pemahaman vyang iebih untuk
memberikan perlindﬁngan korban yang memperoleh legitimasi sosial?'  Berger
mengemukakan bah\ya sosiologi memiliki empat motif analisis vang disebut sebagai
motif debunking, unrespectability, relativizing, dan cosmopolitan motif %

Keberadaan korban dalam pemahaman korban secara luas ‘membuka
wawasan dan cara pandang terhadap korban guna perlindungan terhadapnya, yaitu
mencakup Konsep korban sebagai hasil viktimisasi dari bekerjanya birokrasi. Akibat
perilaku birokrasi yang mungkin dapat menyebabkan viktimisasi terhadap masyarakat,
maka pengaruhnya tidak hanya secara personal, melainkan juga terhadap masyarakat
secara {uas.

Perspeldif teréebut di atas merupakan suatu benluk pengkonstruksian

terhadap terjadinya viktimisasi struktural dalam lembaga dan pranata peradilan pidana.

A Sociologist have been interested in exploring the victim's role as a means or agent of
social control. Lihal dalam J.E. Halt Williams, Criminofogy and Criminal Justice, (London :
Butterworth , 1982), hal 177. ‘

2 peter L. Berger, /nvitation To Sociology : A Humanistic Perspective , (New York: Anchor
Books, Doubleday & Company, Inc..Garden City, 1983), hal41.53. Debunking motif
berusaha untuk mengetahul apa yang ada dibalik kenyataan sosial yang diterima orang
banyak, unrespectability motif berusaha mempertanyakan apa vang ada dan tidak
menerima kenyataan sebagai sudah semestinya, molif ini tidak berarli bersikap
revolusioner, karena cenderung konservative bias, tetapi sadar terhadap ilusi ‘status quo’
yang ada sebagai tak mungkin diperbaiki atau berlaku abadi.Relalivizing motif adalah nilai
pemikiran manusia yang dikondisikan menurut tempat dan waktu. Cosmopofifan molif
membangun sifat terbuka pada dunia untuk cara berpikir dan bertindak lain . Perspektif ini
bersifat ltas, terbuka, dan emanispasi pada kehidupan manusia.
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Viktimisasi struktural sebagai fenomena sosial merupakan pula suaty pembatasan
struktural dalam menjelaskan situasi viktimisasi tersebul.

Dalam realitas pengejawantahan ‘janji-janji hukum melalui sistem peradilan
pidana , janji-janji hukum lersebut hanya menjadi mitos belaka bagi pencari keadilan.
Korban seringkali menempati posisi sebagai ‘risk secondary victimizations atau
sebagai korban ganda dalam peradilan pidana . Paradigma viktimologi ini
memberikan pembahasan yang bermakna mengenai korban dengan mengkaji dari
perspektif korban (slachtofer optiek) atau kacamata korban, deri sudut pandangan
korban dengan menempatkan korban sebagai subjek, karena selama ini viklimologi
lebih melihat korban sebagai objek (melihat peranan bersalahnya korban). 2° Hal ini

- mengkritisasi wacana lama yang berperspektif ‘offender centered’ dalam bentuk
diskriminasi perundang-undangan balk datam KUHAP maupun KUHP dan perundang-
undangan lainnya maupun dalam ‘beker}anya hukum  yang cenderung
menelantarkan korban .

Perlindungan korban dalam peradilan pidana fidek bisa dilihat, dikaji, dan

dipahami tanpa melihat proses sosial yang sebenamya sebagai suatu konsfruksi

soslal. Pengkajlan proses soslal viktimisasl atau penimbulan korban ganda dalam
peradilan pidana menjadi utuﬁ dalam konteks bagaimanakah proses tersebut
berlangsung dalam institusi peradilan pidana.

Bekerjanya peradilan Pidana seharusnya tidak hanya mempertahankan

undang-undang, namun terlebih harus memperjuangkan manfaat f kepentingan sosial.

B Reksodiputro, 18944, hal.88
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peradilan pidana diharapkan menjadi suatu bentuk lembaga yang menciptaken, dan
melaksanakan keadilan. Berbagai pertentangan antara apa yang dicita-citekan dan
kenyataan yang berhubungan dengan permasalahan moral dan hukum sebagai upaya
memberikan petlindungan terhadap korban mengakibalkan keragu-raguan terhadap
adanya keadilan bagi korban. Akibat yang lain adalah dipermasalahkannya wibawa
moral dan hukum terhadap setiap penegak hukum dalam peradilan pidana.

Dalam penelitian ini akan dikeji bagaimana berjalannya proses-proses yang
memperkaitkan antara lembaga dan pranata hukum dalam melindungi korban dengan
herbagai képentingan yang melingkupinya. Tata hukum dan bekerjanya hukum
bukanlah suafu rumue;an yang kering, sesuatu yang bebas nilai, melainkan sesuatu
yang saral dengan ussha perwujudan nilei-nitai tertentu yang dijunjung dalam

masyarakat. Oleh karena itu peranan integritas para penegak hukum menjadi penting.

B. Permasalahan

Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi bekerjanya peradilan pidana
dalam mewujudkan petindungan terhadap korban. Hal ini mencakup berbagai
persoalan untuk menjaWab benarkah hukum pidana melaksanakan janji-janji hukum
dengan memberikan perlindungan bagi korban, dan benarkeh bekerjanya hukum
pidana dan penerapannya dalam peradilan pidana  menimbulkan efek yang
dikehendaki berupa perlindungan bagi korban. Korban dalam penelitian ini
didefinisikan sebagai- perfama : korban dari kejahatan, balk yang timbul karena

pelanggaran KUHP ataupun tindek pidana di luar KUHF’ khususnya kejahatan korupsi
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perhuatan merugikan yang tidak ditunjuk sebagat kejahatan oleh perundang-
undangan, dan kedua 'korban ganda’ yang timbul karena viktimisast dari bekerjanya
peradilan pidana menyangkut ketentuan formulasi perundang-undangan untuk
melindungi kerban, maupun korban yang timbul karena bekerjanya aparal penegak
hukum yang merugikan hak-hak korban.

Permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai herikut

Bagaimanakah proses bekerjanya peradilan pidana untuk memberikan

petlindungan terhadap korban 7

Dalam hal ini akan difelusuri bagaimanakah peradilan pidana mewujudkan
perindungan korban dengan mengakomodasi hak-hak korban melalui data
kejahatan yang telah diproses, diseleksi oleh aparat penegak hukum baik polisi,
jaksa, hakim, termasuk pengacara serfa proses peradilan yang diafami
korban/masyarakat. Daiam hai ini akan ditelusuri pufa p;rsepsi dan reaksi baik
dari penegak hukum dan masyarakat terhadap viktimisasi dan perlindungan
korban.

Akan ditelusuri bagaimanakah proses viktimisasi terhadap korban dari
keseluruhan proses bekerjanya hukum pidana di masyarakat melalui persepsi dan
peritaku dalam interaksi sosiel pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu korban

dan penegak hukum, termasuk hubungannya dengan pelaku.




C. Tujuan penelitian

Viktimologi berkembang dalam kriminologi hubungan-hubungan / criminology
of relationship.** Paradigma korban ini selaras dengan perkembangan kriminologi
waktu. itu secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting peranan korban
dalam kompleksitas terjadiya i«ejahaﬂan.é5 Perlindungan korban dengan konsep-
konsep ‘victim precipitation’atau provokasi korban lebih melihal peranan korban dalam
artian kejahatan kiasik sajg atau kejahatan warungan yang cenderung melihat dalam
konteks kejahatan yang meianggar perundang-undangan pidana.

Perluasan pandangan vikfimologi dipengaruhi kemudian oleh perkembangan
terakhir dalam- kriminologi setelah tahun 1960-an dengan lahimya kriminologi kritis
yang memperluas dan fneredeﬁnisi Kejahatan.

Pandangan Interaksionis Simbolik dan lahirnya Teori Labeling mempengaruhi
persektif kriminologi kritis ini dan memberikan paradigma sosiologi mengenai korban,
yang mereaksi paradigma korban yang bersifat legalistik dari kriminologi klasik
ataupun kriminologi positivistis, |

Paradigma korban vyang luas ini menjangkau realitas korban dalam
keseluruhan proses so-s‘ia! yang ferjadi. Oleh karena itu konteksnya adalah
perlindungan korban yang lebih adil dalam birokrasi hukum yang ada. Dikaji dafam
paradigma sosial ini bahwa pendefinisian korban termasuk respon sosiainya adalah

sebagai konstruksi sosial yang diciptakan dalam perundang-undangan vaitu KUHAP

2 W H. Nagel, The Notion of Victimology in Criminology, dalam Drapkin, Viano, Op.cit, hal.
14, |
% Seaffer, Op.cif, hal.27 Korban memiliki tangungjawab fungsional terjadinya kejahatan.




mauplun KUHP dan pelrundang-undangan lainnya maupun penerapannya melalui
keputusan-keputusan dan findakan yang diambil penegak hukum.”® Hal ini berarti
bahwa fenomena korban di samping dilihal sebagai akibat pelanggaran perundang-
undangan {ersebut, juga memfokuskan pada bagaimanakah kepentingan atatpun
hambatan yang ada dalam perundang-undangan ataupun bekerianya perundang-
undangan dalam mereaksi térhadap korban. Pandangan yang dilopang pemikiran
kritis ini memperbaharui kunéepsi lama mengenai kornam yang senantiasa dikaitkan
dengan peranan Korban dalam kejahatan, sehingga perhatian ata§ proses viklimisasi
menjadi lebih luas dengan konsep ‘proses viklimisasi siruldural’ akibat bekerjanya
strukiur ketidakadiian baik oleh ﬁukum maupun penerapannya.

Paradigma luas kotban secara sosiologis sebagai studi yang mempelajati
lalar belakang sosial proses bekerianya lembaga dan pranata hukum dalam
membentuk konstruksi sosial terhadap korban dan reaksi sosial. Fenomena
periindungan korban dikaji sebagal proses dan hasil bekerjanya birokrasi peradilan
pidana dalam menciplakan, menafsirkan, dan bertindak untuk mewujudkan janji-janji
hukum tersebut. Realilas sosial bekerjanya birokrasi peradilan pidana takriepas puia
darl pembentukkan konstruksi sosial pendefinisian kejahatan / penimbulen korban
dalam masyarakal atau dari sisi interprefatif korban terhadap situast sosial yang

melingkupinya.

Pembahasan mengenai studi korban dan bentuk perlindungannya melibatkan

pihak aparat penegak hukum dan kotban yang berinteraksi dan beradaptasi dalam

% Becker, Op.cif, hal.9
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birokrasi peradilan pidana untuk menelusuri bagaimanakah wujud perlindungan
korban, dan reaksi agen kontrol sosial dalam mereaksi proses viklimisasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan bagaimana proses beketjanya peradilan pidana
untuk memberikan perlindungan korban, secara umum tesis ini bertujuan :

« Mengidentifikasi dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap korban dalam
bekerjanya lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana, serta
menjelaskan proses sosial perlindungan terhadap korban melalui analisis terhadap
makna latar helakang persepsi dan perilaku pihak-pihak vang berintaraksi dan
ierlihat, dalam Konteks masyarakat sebagal suetu tolalitas yang mempengaruhi

bekerjanya peradilan pidana.

. Wietode Pepelitian

1. Paradigma Penelitian
Cara ketja dalam penelitian ini adalah sesuat paradigma alamiah (nafuralistic

paradigm).”’ Melihat sifat realitas sebagai realitas yang bersifat ganda, hasil

2

Metode pendekatan kualitatif mempunyai ciri atau prinsip ketja, yaitu 1).sumber data

diperoleh melalui natural setting 2).Peneliti sebagal instrumen penelitian, 3).bersifat
deskripitif 4).mementingkan proses maupun produk, 5).mencari makna dibelakang
kelakuan atau perbuatan guna memahami masalah atau situassi, 6).mengutamakan data
langsung, 7)triangulasi, 8)Menonjolkan rincian kontekstual, 9j.subyek yang diteliti
dipandang berkedudukan sama dengan peneliti, 10).mengutamakan perspekiif emic
11).verifikasi, antara lain melalui negative case analysis, 12).sampling purposive,
13).audit frafj, 14).parisipasi tanpa mengganggu,i5).mengadakan analisis sejak awal
penelitian, 16).Disain penelitian tampil dalam proses penelitian. Lihat dalam Nasution,
Metode Panelitian Naturalistic Kualitatif, (Bandung Tarsito, 1996), hal.8-12. Lihat pula |,
Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitati, Dasar-dasar dan Aplikasi, (Malang ‘yayasan Asih
Asah Asuh, 19803, hal. 18. Bandingkan Noeng Muhajir, Mefodolog/ penefitian Kualitatd,
ed.3, (Yogyakarta : rakesarasin, 1996), hal.136-138. Lihat pula Lexy Moleong,
Metodologi Peneiitian Kualitatlf, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1996}, hal4-8.
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konstruksi dalam pengertian holistik, serta tidak bebas nilai | sehingga hukum dilihat
sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang terkail dengan fenomena sosial
yang lain. Pendekatan kualitatif digunakan datam penelitian yang menelili tatanan

perilaku dan kehidupan manusia yang merupakan makna aksi individu dan interaksi

antara individy.2®
)
Paradigma penelitian kualitatif memberikan pemahaman dalam deskripsi luas
dan berlandasan kokoh untuk memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi

dalam menggali makna gejala perilaku dan persepsi pihak-pihak yang terlibat dalam

. proses viktimisasi.

Pendekatars terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian
mempergunakan metode dalam studi hukum yang digolongkan dengan pendekatan
sosiologi hukum / socio-legat . ° Dalam tesis in digunakan pendekatan sosiologi

hukum kontemplatif, khususnya dalam sosiologi hukum pidana.

% Esmi Warassih, Mefodologi Penelitian Bidang illmu Humaniora, makalah Pelatihan
Metodologi llmu Sosial, Metodologi Penelitian limu Sosial: dengan orientasi Penslitian Bid.
Hukum, , Bagian Hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Wei
1989, hal. 43-44

# Cotterel mengemukakan bahwa Hukum memiliki dua wajah sebagai mekanisme regulasi
kehidupan sosial mefalui institusi tertentu dan bekerjanya , serta seperangkat doktrin atau
ide yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan menurut logika atau dogma. Qleh karena itu
hukum diihat baik sebagai persoalan pengalaman sosial maupun sebagai logika vang
abstrak, meskipun dalam teori tidak selalu demikian. Lihat dalam 1.S. Susanto, Seminar,
Paradigma fimu Hukum Dalam Memasuki Mitenium Ketiga, Fak, Hukum UNDIP,

- Semarang, 18 Nopember 2000, hal. 1-2. Dikemukakan bahwa hukum menunjuk pada
- banyak aktivitas dan aspek dari kehidupan sosial.

Sosiologi hukum adalah teori tentang hubungan anmtarz kaidah hukum dan kenyatan
masyarakat.Sosiologi hukum dibedakan dalam sosiologi hukum empirik dan sosioclogi
hukum kontemplalif. Sosiclogi hukum empirik mengumpulkan bahan-bahan dari perspektif
eksternal, dengan metode kuantilaif, sedangkan sosiologi hukum kontemplatif memberikan
perspektif internal menjadi bagian dari masyarakat dan mengenal akrab kaidah hukum
yang berfungsi di dalamnya, yakni perspektif partisipan yang ikut berbicara. Dalam
_penelitian ini pendekatan sosiologi hukum kontemplatif memberikan proposisi tambahan
dalam analisis terhadap perspekiif normatif dan evaluatif, disamping empirik, tanpa
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Dengan demikian studi terhadap pra_nata huku.m pidana bersatu dengan
studi dan penelitian sosioldgis vang tidak dabat melepaskan dirt dari “ finding the
means fo realize the true good of the community “*° Perundang-undangan bukan
dilihat sebagai pekeriaan teknis-profesional, melainkan pekerjaan yang berlatar
helakang proses sosial yang memiliki {ujuan dan dampak sosial.

Dalam metode penelitian ini dikaji interprelative understanding dalam

persepsi dan perilaku dengan mefode verstehen terhadap berbagai fenomena yang

_ berpengaruh pada perlindungan korban dalam lembaga dan pranata peradilan pidana

Teori yang dipakai dalam kerangka feori ini adalah dalam rangka
mengadakan ftafsiran unfuk mengetahti makna proses sosial yaitu bagaimana
peradilan pidana mempu mewujudkan ‘criminal justice’ mengenai perlindungan

korban, dan fidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran teori.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Semarang.

mendikotomiskannya. Perbandingan antara sosiclogi empirik dan kontemplatif , vaitu
sosiologi hukum kontemplatif lebih jauh mempersoalkan kemurnian penelitian empirik.
Paradigma ini beranli pula penelitian dalam tesis ini dekat dengan perspekiif filsafat hukum ,
yang mengkaji hubungan hukum dan morai baik dari sisi ontologi hukum, aksiologi hukum
yaity penetapan isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan, dsb,
nitai dan ideologi hukum berupa pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia
dan masyarakat. Baca dalam J.J. H. Bruggink, Refleks! tentang Hukum, terj. Sidharta,
Avief B., (Bandung :Citra Aditya Bakli, 1869), hal.163-181.
Rahardjo, Satjipto, Penyusunan Undang-Undang Yang Demckratis (Suatu Kajian
Sosiologi Hukum), makalah dalam Jurnal fimy Hukum Vo 1No.2 Th [1/1838, UMS, hal.s,




‘3. Penentuan Responden

Berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan proses sosial

petfindungan korban dalam peradilan pidana , maka difentukan responden sebagai

berikuf :

a. Korban

Persepsi dan perilaku korban melalui victim survey daiam rﬁendeﬂnisi dan
mereaksi perbuatan yéng menimbulkan Kerugian baginya merupakan fenomena
sosial penting bagaimaﬁ'a korban menciptakan realitas viktimisasi terhadap
masyarakal. Korban /masyarakal juga sebagal penguji terhadap bekerjanya
pgradifan pidana Lmtuk menghasilkan keadilan dan perlindungan bagi korban.
Dalam hal ini akan dikemukaken sikap dan tindakan korban atau reaksi korban
terhadap viktimisasi terhadapnya, maupun persepsi dan pengalaman korban
terhadap bekerjanya peradilan pidana untuk melakukan perlindungan terhadap
korban. K3JHAM (Kelompok Kerja Keadilan Jender dan HAM merupakan
responden LSM unfuk lebih mengetahui realitas viktimisasi dalam masyarakat.

Oleh karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang persepsi
dan reaksi korban terhadap bekerjanya peradilan pidana, maka akan diperhatikan

puia faktor-fakior fertentu seperii pendidikan, dan status sosial ekonomi.

b. Aparat penegak Hukum
Wawancara dengan para penegai hukum tidak dimaksudkan untuk meneliti teknis

kerja operasional, telapi mencoba untuk ditelusuri makna sosial yang
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melatarbetakangi persepsi dan perilaku penegak hukum terhadap periindungan

korban dalam setiap sub peradilan pidana .

1} Kepolisian

Responden diambil secara purposive yaifu Poltabes dan Satlantas Kota
Semarang. Keduanya dipilih mengingat tingkat kesatuan bagi penegakan hukum
oleh polisi di Kofa Semarang disentralkan di Poltabes Semarang. Satlantas
dijadikan fempat .penelitian mengingat dalam proses penyelesaian kasus
pelanggaran pasai 359 dan pasal 360 dapaf dikaji sejauhmana perlindungan
korban. Responden diarahkan pada pefugas reserse, atau penyidik, pada
Kaurbinopserse, dan Polwan pada Unit KPA.

2) Jaksa

Responden diambil secara purposive dengan melihat kasus-kasus yang pernah
ditangani, baik terhadap jaksa penuntut umum dalam kasus pidana umum maupun
'jaksa penuntut umum dalam kasus pidana khusus. dalam hal ini wawancara
dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang persepsi d'an reaksi jaksa
{erhadap perlindungan korban.

3) Hakim

Responden diambil untuk menggambarkan bagaimanakah pertimbangan
hakim untuk mempersepsi dan mewujudkan perlindungan korban . Dalam hal ini
dilihat berbagai peﬁimbangan dan perilaku hakim, fermasuk faktor-faktor internat

hekim dalam memberikan keputusan untuk mempersepsi perlindungan korban.
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4. Jonis dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Data
primer diperoleh dari responden, dan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen
kasus khususnya dalam penyelesaian di kepolisian, surat dakwaan dan puiusan
hakim, kebijakan-kebijakan instansional, dan hasil-hasil penelitian semacam yang

terdahuiu.

Data yang dipergunakan datam penelitian ini adalah date kuafitatif unfuk
mengkkaiji paradigma‘mikrososial, dengan deskripsi narasi, serta tabel sederhana
unfuk memuat data bekerjanya aparat penegak hukum.

Pemakaian data dilakukan secara sederhana, dan tidak berarii memberikan
cara uniuk mengkaji jenis-jenis masalah seperti kalkulasi tepat tentang hubungan
antara rubahén i hubung\an-hubungan signifikan, memberikan estimasi-estimasi
tentang kecenderungan dan penyebaran fenomena, mengambil kesimpulan dari
sampel terhadap populasi dan seterusnya. Hal ini sebagai cara untuk menyimpulkan
materi kualitatif sebagéi alternatif bagi presentasi data yang kurang begitu
menentukan. *' |

Data kualitatif yang diperoleh mengenai interpretasi terhadap perlindungan

korban oleh korban ataupun penegak hukum berangkal dari berbagai sinyalemen

3 Bandingkan dengan Alan Bryman dalamJulia Brannen, Memadiu Metode Penelitian
Kualitali dan Kuantitatif, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1999), hal.07,88. Hal ini berkaitan
dengan dua hal, yaitu pertama, data yang diperoleh dari metode pengumpulan data yang
berhubungan denngan penelitian kualitatif, dengan wawancara tidak berstrukiur dan
observasi kadang-kadang diukur /dikuantifikasikan. Kedua, instrumen-instrumen survey
sosial seperti wawancara-wawancara terstruktur dan angket yang disusun sendiri
perhubungan denngan penelitian kuantitaif , kadang-kadang memasukkan pertanyaan-
perianyaan terbuka yang menghasilkan data kualitatif.




yang datang dari luar, maupun yang berasal dari integritas pihak-pihak yang terlibat
dalam proses viklimisasi struldural yang menimbulkan posisi korban sebagat korban
ganda {ersebut. Konstruksi sosial yang berpengaruh terhadap hekerjanya peradilan

pidana , yang kemudian dikualitatifkan dengan perlindungan korban.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang ferkumpul dideskripsikan sesuai dengan Kebutuhan
penelitian, kemudian dilakukan analisis deskriptif berdasarkan kerangka teori. Data
sekunder dipakai untuk mendukung dafa primer dengan menggunakan analisis
kualitatif.

| Pengumpulan data penelitian dilakulan melaiui penggabgngan teknik, yaity

teknik wawancara mendalam (depth interview), tidak ferstrukiur, pedoman questioner'
serla leknik observasi berupa pardticipant as observer. Unluk mengupayakan
pencarian data yang luas dan mendalam dilakukan victim survey. Terlebih dahulu
dilakukan penciptaan rapprot meialui empat tahap, yaitu
-1).apprehension, 2}.exploration, 3).cooperation, 4).pasticipation.® Namun, demikian
menurut peneliti raport yang baik bukanlah tujuan dari wawancara, karena tujuan
wawancara adalah memperoleh data.

Untuk menganalisis apa yang diobservasikan digunakan “The Bafes System
 of Categories For Recording Group Inferacfion’ aari Bales yang mengklasiﬁkésikan

kategori-kategori ke dalam empat kelompok mulai dari yang menunjukkan solidaritas

2 Sanapiah, Op.cif, 1990, hal.54-55.
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sampai pada yang menurijukkan permusuhan (antagonism).®® Arti penting dari Bafes

Category Sysfem ialah bahwa Bales memberi suatu kerangka teoritis dimensi-dimensi
dasar dari interaksi dalam tatap muka..

Dalam rangka wawancara mendalam, sewektu-wakiu mengadakan ‘probing’,
yaitu mengajukan pertanyaan yang febih dalam kalau ternyata bahwa pertanyaan tidak
dipahami responden aiaﬁ kalau jawaban kurang jelas. Probe question dilakukan
kareﬁa responden menunjukkan err'losi besar atau responden tidak menjawab

perlanyaan atau sebaliknya hanya membeti jawaban yang berhubungan dengan

pertanyaan tetapi lidak atas jawaban penelili. Apabila jawaban yang diberikan oleh

- responden tidak konsisten dan menunjukkan pertenlangan antara jawahan,

digunakan ‘anfegonistic probe’ secara halus.

Lewat teknik wawancara mendalam digali data selengkap-lengkapnya,
tentang apa yang diketahui, dialami, dan apa yang ada secara metafisik pemahaman
yang ade di belakang pandangan, persepsi atau perilaku yang terobservasi. Untuk itu
digunakan skedul, pedoman wawancara (inferview guide) sebelum pertanyaan
dilakukan.

Teknik observasi parlisipatif dilakukan unfuk mengumpulkan date-data yang
tidak dapat terkumpul lewat wawancara, seperli situasi, sikap ataupun aklivitas dalam

struktur sosial kemunitas sasaran, inklusif struktur-struktur sosial dalam bekerjanya

B pales merumuskan dimensi dasar dari pencapaian raport dengan 4 kategori , yaity
1). Social Emotional Area Positive, 2)dan 3). Task Area Neutral 4}, Social Emotional Area
Negative baca dalam Jacob Vredenbregt, Jacob | Metode Dan Teknik Penelitian
Masyarakat (Jakarta : Gramedia, 1978), hal.77-78.
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peradilan pidana guna memberikan keadilan bagi korban, baik secara institusional

maupun individu /aklor pihak-pihak yang tertibat didalamnya.

6. Teknlk Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsehan data dilakukan {eknik pemeriksaan yang
didasarkan atas sejumiah kriteria lertentu, yaitu derajat kepercayaan (credibiiity),

keteralihan  (fransferbility), kebergantungan (dependabilify), dan kepastian

{confirmability).**

Teknik pemeriksaan data untuk mengurangi subyektivitas dalam kriteria
kredibilitas dilakukan dengan perpan}angefn 'keikutserlaan, ketekunan pengamatan,
triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negative, dan
pengecekah anggota. Unituk kriteria keteralihan diuraikan secara rinci, kriteria

keberganiungan denﬁan cara audit kebergantungan (Nasution dengan cara auditrail),

dan kriteria kepastian dengan audit kepastian, yaitu bila hasil penelitian adatah sama

siapapun pengamatnya.®®

¥ Tahap-tahap ocbservasi dalam penelitian kualitatif dimulai  dari  1).descriptive
observations/observasi deskriptif yang berusaha memperhatikan dan merekam sebanyak
mungkin aspek situasi sosial yang diobservasi sehingga diperoleh gambaran umum,
2).focused observation /fobservasi terfokus vaitu kegiatan observasi yang telah
disempitkan fokusnya, akan tetapi lebih dicermati secara mendetail atau terinci,
3).selected observations/observasi lerseleksi yang dikembangkan untuk mendapatkan
data guna analisis komponensial mengenaai komlras-kontras antar set kategori dalam
berbagai dimensi. Lihat Sanapiah, Op.cit, hal.80.

Tatacara praktis membuat catatan observasi lapangan akan mengikuti petunjuk Nasution,
Op.cit , hal.99-101, '

¥ Moleong, Op.cif , hal.173.
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Dalam teknik pemeriksaan ‘trianguiasi’ yang digunakan secara dominan

adalah triangulasi sumber dan triangulasi mefode %

7. Toknlk Analisis dan Interpretasi data

a. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini pada awalnya bersifat terbuka, open-ended,
dan bersifat induktif, kemudian unfuk mengkaji teori makro dipakai analisis deduktif,
dan kemudian ditarik lagi dalam enalisis induktif yang mengcirikan sebagai penelitian
kualitatif. |

Langkah analisis da’m penelitian dilakukan dengan mengikuti model interaktif
sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman. Oleh
karena itu aidivilas penelitian bergerak dalam 3(tiga) siklus kegiatan komponen-
komponen eonalisis data yang terjédi secara kebersamaan, Yaitu réduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan / verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin
pada saat, sebelum, selama, dan sesudah pengumpuian data untuk membangun

analisis.¥ Reduksi data dijuruskan ke arah gagasan baru guns dimasukkan dalam

% Triangulasi sumber menurut Patton dilakukan dengan jalan 1).membandingkan data hasil
pengamatan dengan data hasil wawanncara, 2).membandingkan apa yang dikatakan
orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,3). membandingkan
apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian denngan apa apa yang dikatakan
sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

‘pendapat sesuai kuakfikasi tertentu, 5).membandingkan hasi! wawancara denngan isi
suatu dokumen.
Strategi yang dilakukan pada triangulasi dengan metode, yaitu 1).pengecekan derajat
kepercayaan temuan penelitian lewat beberapa teknik pengumpulan data, dan
2).pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
Lihat Moleong, /b/d, hal.178.

¥ Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusataan dan perhatian pada penyederhanaan ,
pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
fapangan. Reduksi data berlangsung terus menorus selama peneiitian berlangsunyg, baik
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suatu matriks sebagai bentuk penyajian data. Dalam hal matriks terisi, maka hat itu
‘ekan membawa pada kesimputan awal, dan seterusnya yang akhirnya menguji
kesimpulan tersebut, melalui reduksi, dan penyajian data yang berlanjut, dan
berulang-uiang.

Model interakiif merupakén proses siklus dan interaksi aniara kegiatan
reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan atau verifikasi, dilakukan secara terus
menerus hingga data yang diperoleh tidak lagi berubah-ubah atau telah bersifat
permanan. Kegiatan analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan dan kegiatan pengumpulan data adalah rangkaian kegiatan analisis yang
susul menyusu! dan interaktif. Makna yang muncul dari analisis adalah valid, yang
diindikasiken oleh kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan
merupakan suatu konfigurasi yang utuh, karena tiga alur analisis tersebut di atas,
digulirkan secara terus menerus baik dalam analisis emik maupun maksud interpretasi
etic. Analisis data merupakan jalinan terpadu dengan penafsiran data.

interaksi-interaksi dengan data berfokus pada level-level berbeda, pembetian
umpan balik kepada garlisipan, pemahaman terhadap situasi dan pengujiannya. Data
dalam analisis tidak untuk rﬁengu]i hipotesis, melainkan memunculkan ‘hunches’

dalem penafsiran data untuk mengetahui makna proses sosial yang terjadi.

sebelum data terkumpul selama, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Penyajia data
sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah
mencari arti dari data yang sudah terkumpul, yaitu mencari keteraturan, pola-pola ,
penjefasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin , alur sebab-akibat, dan proposisi. Lihat
dalam Matthews Miles, Michae Huberman, Anafisis Data Kualitatif. (Jakarta Ul Pers,
1992), hal. 16-19. '
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b. Interpretasi Data
Untuk melakukan interpretasi data, dilakukan pendekatan elic maupun
pendekatan emic. Penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menguraikan latar

belakang persepsi dan perilaku korban, dan aparat penegak hukum dan hambatannya

dalam proses sosiat perlindungan korban..

E. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini pehulié fokuskan pada persepsi dan perilaku pihak-pihak yang

lerkait dalam proses viklimisasi atau proses penimbulan korban dalam peradilan

_ pidana. Wacana yang digunakan adalah kajian secara vikiimologis vang tidak lepas

dari perspekstif sasfofogi hukum Kontemplatif dalam hukum pidena melalui paradigma
terpadu. *
Fenomena fingkat makro diperhitungkah melalui studi-studi hubungan sosial,

yakni interaksi dalam situasi sosial yang menekankan penjelasan dan proses yang

“kreatif interaktif. Dalam tataran mikro sosiologis melalui teori labeling yang

memberikan kontribusi bagi teori simbolik interaksionis, dan dikemas dalam Sistem

pendekatan terbuke mengenai korban berlandaskan teori David Lewis Smith dan Kurt

¥ pendekatan terpadu memperhatikan berbagai tingkat realitas sosial secara integratif.
Realitas sosial tingkat makroskopik seperti struktur sosial, dan ketentuan normatif tanpa
mengabaikan ari penting dari realitas sosial fingkat mikroskopik. Manusia bertindak,
berinteraksi dan menciptakan realitas sosial yang pada tataran tertentu berpengaruh pada
proses sosial dalam masyarakat. Namun di sisi lain, individu tersebut bertindak atas nama
ataupun dipengaruhi oleh masyarakat. Lihat George Ritzer, Sosiofogi {fmu Psngetahuan
Berparadigma Ganda, terj., (Jakarta ; Rajawali Pers, 1982), hal. 171.
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Weis®®, akan peneliti prediksi perspesi dan tindakan individu-individu dalam proses
viktimisasi , yaitu pribadi individu penegak hukum dalam peradilan pidana , dan
korban itu sendiri dalam mempersepsikan dan bertingkah laku dalam berinteraksi yang
dibingkai dalam konstruksi sosial dalam pemahaman korban. Konstruksi sosial ini
didukung dari kajian makro sosiologi bahwa lembaga peradilan pidana sebagai suatu
institusi atau birokrasi hukum dengan struktur yang melingkupinya seperi sosial,
politik, kultur, norma, nilai-nilai yang mempengaruhi  peradilan pidana sebagai

Criminal Justice System untuk memberikan perlindungan bagi korban.

1. Bekerjanya Peradilan Pidana Dalam Konteks Sosial

Peradilan pidana pada hakekatnya merupakan ‘open sysfem’, dan bukan
sebagal lembaga steril yang bebas dari berbagai kepentingan. Bekerjaﬁya hukum
tercakup dalam suatu dimensi sosial masyarakat , sehingga peradilan pidana adalah
suatu instilusi yang bekerja dalam suatu konteks sosial termasuk politik, ekonomi,

sosial budaya masyarakat. peradilan pidana melakukan interaksi dengan sistem-

sistem sosiat tersebut.*®

® David Lewis Smith, Kurt Weis, Toward an Open -System Aproach to Studies in The Fisld
of Victimology, dalam Viano, Op.cif, hal. 43. mengemukakan bahwa penelitian dan
penulisan tentang korban dapat disusun menjadai suatu disiplin ilmu fertentu vang jefas
atau mungkin dapat digolongkan dalam satu atau lebih iimu pengetahuan sosial yang
“berhubungan dengan tingkah faku masyarakat. Penggunaan sistem terbuka membuka
kemungkinan bantuan ilmu fain dapat membantu.

La Patra mengemukakan bahwa : “many diferemt societaf system have an impact on an
individual before he has contact with CJS. Selanjutnya..the system approach should be
used o explore ihe relationships belween the factors that confrol how a
particularindividual becomes an offender as defined by society laws.” Lihat JW.Lla

Patra,.,Analyzing of Criminal Justice System, (Toronto-Londan: Lexington Books, 1878,
hal. 85.

48
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Peradilan pidana sebagai suatu sub sistem sosial terkait dengan dimensi
sosial, sehingga memilki quliknya sendiri. Dengan demikian peradilan pidana tidak
bisa mengklain sepentthnya sebagai instilusi yang bebas dan mandiri. Peradilan
pidana sebégai suatu birokrasi merupakan sualu sub sistem sosial yang bekerja
dalam lingkungannya, dan mempunyai cara dalam mencapai tujvannya. Perlu untuk
diingat bahwa sistem peradﬂan pidana melaksanakan ‘janji-janji’ hukum y.ang terfuang
dalam landasan normati}‘ yaitu KUHP dan KUHAP, sserla perundang-undangan
lainnya sebagai instrumen bekerjanya peradilan pidana .

Peradilan pidana merupalz(an suatu ‘abstrak system’ atau sistem konseptual
yang merupakan kesatuan ide yang lerluang dalam landasan filosofi unfuk mencapai
tujuan tertentu , yaitu bagaim'.anakah peradilan pidana mewujudkan ‘criminal justice’
dengan menegakkan fungsi hukum.* Hal ini berarti tak iepas dati perspektif kritis
untuk menelaah ferwujudnya fungsi hukum terhadap perlindungan hak-hak korban
dalam formulasi perundang~uﬁdangan yang ada yaitu KUHAP , KUHP serta

perundang-undangan lainnya, serta bekerjanya aparat penegak hukum itu sendiri.

Pembenahan lingkungan peradilan dalam setiap sub sistem peradilan pidana

perlu untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih terbuka. Mengingat bahwa badan

peradilan sebaga institusi yang walaupun terbuka terhadap berbagai sistem sosial

4 Lihat 1.S. Susanto, Orasi , Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim
“Orde baru, , UNDIP, Semarang 12 Oktober 1999, hal.18 Hukum seringkali berpengaruh
kontradiktif, di satu sisi memberikan perlindungan dan kesejahteraan secara adil,namun
dapat juga menimbulkan penderitaan bila sudah terkeoptasi oleh dan menjadi alat
kekuasaan. Hukum seharusnya dapat membuat hidup sedikit lebih baik,sedikit lebih
gampang dan sedikit lebih bebas bagi sebagian besar orang dan waktu.
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yang melingkupinya, namun sistem peradilan. pidana adalah lembaga tertutup dalam
mengemukakan cara-cara untuk menyusun keadilan.*?

Mekanisme sistem peradilan pidana cenderung terlutup dan dikondisikan
dengan lemahnya pengawasaan atau kontrol sosial terhadap keadilan yang
dikeluarkannya. Oleh karena itu sebagai institusi hukum , SPP mempunyai mekanisme
kerja yang sedikit birokraiis.

Terkail dengan hal lersebul di atas perlu dikemukekan pendapat Donald
J.Newman bahwa ‘efficiency is only one desire& goal of our criminal justice systent.
Dikemukakannya pula bahwa otoritas dari a/! criminal justice agencies ‘umtuk
memaksakan bentuk penyelesaian konformitas. ' Hal ini mempengaruhi bentuk
perlindungan terhadap korban. Aparat penegak hukum memiliki diskresi untuk
menentukan kasus mana yang diprioritaskan, oleh karena penegak hukum dalam
peradilan pidana juga merupakan administrator dalam menegakkan dan memelihara
ketertiban dalam masyarakat .

Perlu diingat bahwa peradilan hidana bukanlah institusi netral yag hanya

| bekerja menurut bunyi perundang-undangan yang tertulis seperti KUHAP dan KUHP

dan perundang-undangan khusus lainnya, metainkan bekerja atas dasar komitmen

tertentu dan dijiwai oleh integritas dan kredibilitas para pelakunya secara individual.

G Bandingkan dengan Peter M.Blau, Marshall W. Meyer , Sirokrasi Dalam Masyarakat
Modern, (Jakarta Ul Press, 1985), hal5,6 bahwa birckrasi merupakan lembaga yang
sangat berkuasa , yang mempunyai kebaikkan atau keburukkan karena birokrasi adalah
sarana administrasi rasional yany netrai dalam skala besar. Masalah yang dihadapi
masyarakat adalah pengawasan demokrasi terhadap birokrasi, agar dapat bekerja demi
kepentingan rakyat banyak.

%3 Donald J Newman, /nfroduction To Criminal Justice |, third ed. (New York :Random House,
19886), hal. 87,88
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Untuk itu perlﬁ dikaji dalam taral mikroskopik berbagai faklor yang terkait

dengan perlindungan korban dalam peradilan pidana , yailu korban [/ masyarakat

]

sendiri dan aparat penegak hukum | balk dalam persepsinya maupun tindakan/ respon

sosialnya {erhadap peristiwa viklimisasi lersebut, serlta hambatan-hambatan vang

dihadapinya.

2. Konstruksi Sosial Mengenai Korban

Faktor internal yang bersumber pada persepsi ataupun pola pikir
melafarbelakangi tindaké‘n -tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses
vikfimisasi, yeitu korban/masyarakaf, pelaku, dan aparat penegak hukum. Faktor
internal dari sisi aparat penegak hukum ini dikaji karena dalam birokrasi SPP terdiri
dari aperat-aparat pendukung, yaitu manusia berinferaksi dengan birokrasi yang
mewadahinya. Aparat penegak hukum dilihat sebagai individu yang menggantungkan
diri pada birokrési sebagai wujud eksistenst dirinya melalui ‘proses inferprefative’
individu dan lingkungannya. Demikian pula faktor internal korban yang dipercieh
dengan viclim survey berusaha memahami proses interpretasi korban dan interaksi
terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam ‘proses viktimisasi terh'adap dirinya termasuk
respon Korban akibat peristiwa tersebut. Hal ini juga melalui taraf berpikir dari korban
yang berada dalam lingkup sosial dan memandang dari kacamata korban
bagaimanakah perlindungan hukum  ferhadapnya dari ‘peristiwa pengorbanan
iersebutl.

Berdasar terminologi diatas, peneliti berusaha memprediksikan proses sosial

perlindungan korban melalui analisis ‘teori Labeling * dari Howard Becker. Teori
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labeling memberikan kontribusi bagi perspeklif simbolik interaksionis yang akan
dianalisis kemudian.**

Teori Labeling mengkaiji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan
seseorang, melainkan merupakan akibat dilerapkannya sanksi dan peraturan oleh
orang lain kepada seorang pelanggaar. Penjahat adalah seseorang yang kepadanya
dikenakan fabel sebagai penjahat. Oleh karena ifu Teori Labeling memberikan dasar

pemahaman batasan k_ekuasaan melalui perundang-undangan dan penerapan sanksi

untuk mendefinisikan korban dan pembuat korban *°

Dalam kerangka perspektif Labeling diatas, dikeitkan dengan perlindungan
korban, maka memberikan pemahaman bahwa pengenaan Label kejahatan / penjahal
termasuk penimbulan korbannya haruslah mempermasalahkan peranan bekerjanya

penegak hukum termasuk formulasi perundang-undangan dalam mendefinisikan telah

terjadinya suatu peristiwa peristiwa / situasi ‘“viklimogen’. Hal ini berarti mengkaii

faklor-fakior internal respon sosial atau interaksi dari pelaku, penegak hukum maupun
dari korban /masyaraket/ agen kontroi lainnya terhadap korban.

Perspektif Labeling memberikan pemahaman bahwa dikenakannya findakan
terlentu sebagai kejahatan atau suatu tindakan telah menimbukan korban termasuk
rgspon sosialnya adalah selektif. Dalam hal ini muncutah apa yang dikenal dengan

‘dark number’ dari kejahatan. Halt Williams mengungkapkan bahwa dark number ini

“ Wiliams, op.cit, hal. 142.

Becker, Op.cit, hal. 9.Sebelumnya diungkapkan olehnya bahwa ‘social groups create
deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance, and by applying
those rules to particular peopie and labeiing them as outsiders.
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sebagal suatu ‘an ice bery' type situation in that very large pmbamon of offences lies

beneath the surface and is never revealed or recorded, ¢

Sebagaimana diungkapkan diawal, bahwa Teori labeling memberikan
kontribusi bagt Teo;i Simbolik Interaksionisme , Herbert Blumer (1969). Seniral
{erminologi dari teori simbolik interaksionisme ini adalah :

-Behaviour should be regarded not so much in terms of what it means

{o others and sociely in general buf what it means to you, the actor.

Also the way other peopfe reacf or respond fo your behaviour

powerfuily influence your own response and reaction. We aii live in a

world made up of our own perception of reality, which may or may

not correspond with the fruth, and we act and interact inaccordance

- with our reading of the sifuation , which include of course our
perception of the way other people are reading it */

Apabila Teori Sim'bolik‘ Interaksionisme ditelusuri, maka berakar pada
pragmaftisme atau instfuméntalisme dari teori Pengenalan / Psikologi Sosial George
Herbert Mead. Cara pandang ini menyatakan bahwa pikiran manusia bukan fotocopi
dari dunia luar, melainkan merupakan hasil kegiatan manusia dalam lingkungannya
secara makro. Aktor akan menimbang, menilai dan akhimya memilih sikap dan
perbuatan tertentu dari berbagai kemungkinan yang ada melalui berpikir sebagai

proses individu berinteraksi dengan diri sendiri, individu memilih sfimulus yang akan

ditanggapinya.*®

 Wiliams Op.cit, hal. 156,

" Ibid, hal. 142 lebih lanjut dikemukakan bahwa sosiclogi membamu memberikan dukungan
untuk mengkaji petilaku , dan simbol-simbol yang dipakal oleh aktor. bandingkan Ritzer,
Op.cit, hal.61 Dalam proses inleraksi antara stimulus yang diterima dan respon yang
terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi akior. Proses interpretasi adaiah
proses berpikir manusia.

 Herbert Blumer, Symbolic Interactionism, Psrspective and Method, (Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice-Hall, Inc 1968), hal. 5 dan 79. disebut sebagai a process of




Dalam proses yang aktif ini fikiran manusia lidak hanya berperan sehagal

instrumen untuk bertindak atau berperilaku  melainkan menjadi bégian sikap dan

peritaku manusia itu. Perilaku manusia selalu diawali dengan proses pemahaman dan

penafsiran.

Tiga premise dari teori simbolik interaksionisme dari Herbert Blumer adalah:

First premise is that human beings act toward things on the basis of the
meanings that the things have for them.Such things include eveything that
human being may nofe in his word -physical objects, such.categories of
human beingss ssuch as friends or enemies , institutions, guiding ideals,
_The second premise is that the meaning of such things is derived from, or
arises out of, the social inferaction that one has with one’s feflows. The third
premise is thaf these meanings are bandefecf in, and modified through, an
interpretative process used by the person in dealing with the things he

encounters. **

Pemikiran Biumer memberikan pemahaman bahwa perilaku seseorang

ditandaskan pada ‘makna sosial’obyek fertentu, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun

abstrak. Pemberian makna terhadap simbol-simbol mencerminkan sualu proses

dimana seseorang menciptakan indikasi antara satu sama fain melalui bekerjanya

iembaga dan pranata hukum . Perilaku manusia adaleh hasil penafsiran dan hasil

kénstruksi sosial. Masyarakat melalui kulfurnya menyediakan seperangkat arti sama

interpretation sebagal mediasi antara slimulus dan respons dalam perilaky manusia.
Bandingkan Ritzer, Op.cif hal.67. Bandingkan dengan K.J.Veeger, Realifas Sosial
refloksi tisalat sosial atas hubungan Individu-masyarakst dalam cakrawala sejarah
sosiologi, {Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 19893} hat. 222-224. Tidak ada pikiran

yang timbul lepas bebas dari suatu situasi sosial. Teori ini menghasilkan citra manusia

yang dinamis, antideterministik, dan penuh optimisme.

9 ipid, hal.2
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terhadap simbol-simbol tertentu. Perileku sosial dikonstruksikan melalui proses. Aktbr
mencatat , menafsirkan, dan kemudian memasuki situasi yang diha&apkan padanya.
Ketefkaiian hubungan yang kompleks perilaku-perilaku tertentu yang terjadi baik
secara organisational, ketembagaan, pembagian kerja berada dalam kerangka
interaksi antar satu dengan lainnya, dan berlangsung dalam masyarakat dinamis:.

inti kehidupan sosial yang terdiri dari mekanisme-mekanisme struktural /
birokrasi pengadilan, niia}nilai politik / budaya, peranan sosial, dan sebagainya tidak
berpengaruh  secara laringsung. Namun berpengaruh sejauh melokalisir dan
membatasi situas intekr'algsi.ﬁ“

Teori simbolik interaksionis mensubstansikan bahwa tindakan manusia
bﬁkan merupakan suatu {anggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang
datang dari dari lingkungarinya atau dari luar dirinya,”® yang merupaken hasil proses
belajar dalam arli memahami simbol-simbol dan saling menyesuailkan makna dari
simbol-simbol #u. Meskip'un norma nilai-nilai sosial dan makna dari simbol-simbol
memberikan pembatasaﬁ ierhadap lindakannya, namun denngan kemampuan berpikir
yang dimilikinya manusia mempunyai kebebasan untuk meneniukan tindakan dan
tujuan yang hendak dicapainya. Oleh karena itu pengaruh faktor pendidikan peneliti

pandang merupakan faktor fundamenta!l datam diri setiap aklor.

50 )ihat K.J. Veeger, /bid, hal. 225-228. Bandingkan dengan teori sosislogi behavioral |
interaksionisme simbolik beranggapan bahwa behaviorisme menilai perilaku manusia
semata merupakan tanggapan terhadaap rangsangan dari luar dirinya. Penilaian perifaku
manusia sebagai hasil proses stimulus -->respons ini dipandang oleh inferaksionisme
sebagai merendahkan derajat perilaku marusia sampal ke batas kelakuan binatang yang
memang semata-mata merupakan hasil proses stimulus --» respons.Lihat Ritzer,,
Op.cit, hal. 60. :

5 Lihat Ritzer, /bid, hal.69 Bandingkan Satjipto Rahardjo, /imu Hukum , (Bandung 'Citra
Aditya Bakti, 1996), hal. 326-328.
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,

Berdasar perspekiif teori Labeling dan Teori Simbolik !nteraksionisme

: d'iét‘_es,\ mendukung pemahaman mengenai pentingnya proses sosial délam

mempelajari proses viklimisasi dan respon sosialnya dalam ra_ng_ka perlindungan

‘terhadap korban. Proses sosial ini mencakup baik dalam pembuatan undang-undang

méuoim hekerjanya hukL!m dalam peradilan pidana .

Dalam proses blekerjanya hukurn dapal dipelajari mampukah lembaga dan
pranéta hukum dalam peradilan pidana menciptakan, menafsirkan, dan menerapkan
Iparundéng-,undangan guna mewujudkan criminal justice bagi korban,

Dengan demikian dapat dipahami proses konstruksi sosial tentang kejahatan
f penimbu!an korban dan respon sosialnya yang melibatkan pihalk-pihak yang
befihteraksi b‘dan terlibat dalam intervensi terhadap perlindungan korban melalui
peradilan pidana .

Pemahaman terhédap keberadaan korban sebagai hasil konstruksi sosial
diuﬁgkapkan lebih tegas oleh Richard Quinney dalam “Who Is The victim® vyang

membuka ferobosan pemahaman alternatif tenlang Korban. Pandangan alternatif

‘tentang korbar ini dilandasi dari pela pemahaman korban yang berasal dari pengaruh

kekuasaan, misainya oleh polisi, korban dari pemberlakuan suatu sistem, korban dari
kekerasan penguasa, dan korban dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. %

Konteks studi di atas memberikan perspekiif bagi perbaikan dalam bekerjanya

peradilan pidana untuk mengkaji pengaruh-pengaruh kekuasaan dalam realitas sosial

periindungan korban.

" 8 Quinney, Op.oit, 1874, hal. 104,107-108.
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Apabila dikembangkan perspektif konstruksi sosial mengenal korban dan
respon.sasialnya datam proses sosial sesuai dengan pemikiran teoreti; di atas, dapat
direfleksikan dalam Sistem Pendekatan Terbuka Datam Viktimologi yang dikemukakan

~ oleh David Lewis Smith dan Kurt Weis.®® Model ‘open S}stem’ Lewis dan Smith ini
menpersepsikan 'baHWa proses sosial pendefinisian ‘viktimisasi’ diasumsikan pada
situasi sosial, interaksi sebelumnya dan interaksi dinamis sebagai é?emen penting
dalam penjelasan peristiwa sosial timbulnya viktimisasi tersebut.’* Dalam sistem ini
mempelajari dinamika proses kejahaian dan definsi kejshatan (lermasuk korban)
dengan suatu tepri konsiruksi melalui suatu pembelajaran terhadap seleksi tentang
korban.

Pengkajian perlindungan korban dalam peradilan pidana meialui Model
‘Open Sysfem’ ini dipelajari dengan mensubsfansikan penegak hukum dalam
peradilan pidana , {ermasuk polisi, pengadilan, dan pengacara = sebagai pemberi
ketetapan yang terpenling dalam pendefinisian / seletivilas dan respon sosial

{erhadap korban.

Teori Konstruksi mengenai selektivitas terhadap pendefinisian korban dan

respon sosialnya dalam Mode! ‘open systen’ ini digambarkan dalam keseluruhan

proses 7 arus timbal batik yang saling mempengaruhi, berinteraksi dan menjelaskan

53 Penelitian tentang korban kejahatan dapat digolongkan dalam satu atau lebih ilmu
‘pengetahuan sosial yang berhubungan dengan tingkah laku masyarakat temasuk dalam
hal interaksi antara para pelanggar, para korban kejahatan dan masyarakat. Penggunaan
Mode! Sistem Terbuka dalam Pemahaman korban menunjukkan adanya kemungkinan
interaksi lidak terbatas antara lingkat pengorbanan yang berbeda dan respon sosialnya.
Model ini memberikan tinjauan luas yang berarli ada suatu proses dinamisasi, diantaranya
dalam definisi harian mengenai korban menempatkan interaksionisme simbolik sebagai
konsep penting. Lihat Smith ; Weis Op.cit, , hal43-44, 46,

5 tbid, hal 45 . \
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sgmﬁa situasi, peristiwa, dan proses sosial antara tingkafan pendefinisian korban dén
j'uéa résppn sosial yang didefinisikan sebégai kejahatan (penimbul kar-ban).

o Hatl ini ter'cakup dalam model dari proses sosial yang dipolakan dati Creation
of deﬁniﬁén of Victims by legal, every day, and scientific process (A), Application of
thésé definitions (B), Victims reactions Post Victimization behaviour (¢}, dan Sociaf

responses system for dealing with victims (D). *°

F.Sistematika Penulisan

Sisi‘einatika pénulisan {erdiri derl empal bah. Bab Pertama Pendahuluan
mengetengahkan latar belékang penelitian yang memberikan ierminblogi bagi
munculnya permasalahan, tujuan peneiilian, metode penelittan dan kerangka
pemikiran.

Bab kedua dikemukakan Kerangka Teoretis yang memuat aspek
perlindungan. korban dalam peradilan pidana melalui studi viktimologi. Tinjauan
pustaka mengenai pers;;éktif Vikfimologis dalam rangka memberoieh kajian proses
sosial perlindungan korban dalam peradilan pidana . Hal ini dengan menguraikan
proses viktimisasi dalam peradilan pidana, yang tercermin dalam heketjanya lembaga
dan pranata hukum dafam peradilan pidana sebagai konstruksi sosial perlindungan
korban melalui kebijakan formulatif hukum Pidana dan urgensi bekerjanya lembaga

dan pranata hukum untuk mengakomodasi perlindungan korban.

55 peneliti berpendapat paradigma pendefinsian korban dalam definisi legal dan harian
merupakan pola konstruksi sosial yang berperan penting dalam pendefinisian korban
termasuk reaksi sosialnya.
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Dalam Bab ketiga' Hasil Penelitian dan Analisis merupakan analisis
masalah yang memuat hasil penelitian dan pembahasannya. Bab iﬁi akan disajikan
hasil peneiitian mengenai bekerjanya peradilan ﬁidana melalui lembaga dan pranata
hukum dalam melindungi korban secara empiris; Analisis terhadap hal ini akan
difokuskan pada studi viklimologis yang mempelajari proses sosial perlindungan
korban. Taraf makro sosial dengan data kuantitatif akan dianalisis bekerjanya birokrasi
peradilan pidana sebagai lembaga hukum dalam sfrukiur sosial, sedangkan taraf
mikro sosial dengan data kualitatif akan disajikan persepsi dan perileku individu-
individu yang terlibat dalam prosés viktimisasi struktural korban.

“Bab keempat merupakan Penutup yang memuat Kesimpulan yang dapat
dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beseria analisisnya sebagaimana diuraikan
nada hab {erdahulu. Bab ini juga akan memuat heberapa rekomendas! yang relevan

dengan kesimpulan yang diajukan.
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BAB li

KERANGKA TEORI

A. Bldang Jelalah Viktimologl

Pasca 1940-an  berkembang ilmu viktimologi yang secara khusus
memusatkan perhatian‘pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik
berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan. Hal ini sebagai implikasi
studi kejahatan berupa réaksi terhadap pemikiran korban sebagai objek pasif. Terlihat
dalam buku karya Von Hentig yang berjudul ‘Remarks on The Inferaction of
FPermpetrator and Victim' (1941), ‘dan The Criminal and His Victim (1948), lstileh
viktimologi sendiri baru muncul tahun 1947 yang diperkenalkan oleh - Benjamin

Mendelsohn dengan artikelnya benudul ‘New Bio-psycho social Horizons

| .'Wctfmd!ogry’ (1947). Dapat dikemukakan bahwa fulisan kedua tokoh tersebut

merupakan awa! bagi perkembangan viktimologi.*® Karya-karya dalam studi viktimolog
tersebut memperoleh pengakuan bagi perhatian {erhadap korban dengan Simposiurm

Internasional 1 fentang Viktimologi pada tanggai 2-6 September 1973 di Jerusalem,

hingga sampai Simposium Keiima di Zagreb , Yugoslavia tahun 1983,

5% | ihat Hans Von Hentig, Remarks n The Interactions of Perperirator and Victim , dalam
Drapkin, dan Viano, Op.cit, hal.ix, 45-53, :
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Perspektif vi!dimoiogi dalam mengkaji korban memberikan orientast bagi
kesejahteraan  masvarakal, pembangunan kemanusiaan masyarakaf, dalam
upayanya untuk menjadiken para anggota mesyarakat fidak menjadi korban dalam arti

luas. Sebagaimana dikemukakan Mendelsohn bahwa : ... thaf victimology should be
a separate and autonomous science, shoild have its own institutions and should be
alfowed to develop for the well-being and progress of humanity. ¥ Hal ini sejalan
pula dengan pemikir‘ viktimologi seperti Ellias ataupun Separangvic memberikan
kajian viktimologi untuk menged‘epankan wawasan hak-hak asasi manusia maupun
dari sisi penderitaen manusia / human suffering guna lebih mengekspresikan ‘the

right to life, freedom and security. %°

Selaras dengan pemikiran viktimologi yang mempelajari korban sebagai
human prdblem. viklimologi memberikan pemahaman lebih baik untuk melakukan

petlindungan terhadap korban, yaitu:

1). Victimology is the most significant innovation in the latest devefopment of
penal and penitentiary scienbes and it is progressing in the theoretical
and practical fields. Hts subject has still not been clearly defined and
defimited from other refated disciplins.;

- 2). The study of personality and ;ituat:‘on of the victim, the manifest form and
causes of human suffering, is socially relevant for the prevention or
alevation of suffering.; |

3).The basic question is not what did a victim do and why, but how can we
prevent the same or ancther person from repesting this, from finding
himself in the same situation. Not all people are exposed fo the same

57 Benjamin Mendelsohn, The Crigin of The Doctrine of Victimology dalam Drapkin; Viano,
Op.cit, hali1.
% dalam Separovic,0p.cif, hal.29,42 43
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risk of suffering, but it is present in all. Some categories of citicents are
patticulary at risk.... ;

4).The right to life, liberty and security are the fundamentail nefural rights of
man. A person's right fo life, liberly and security must not remain a dead
letler on paper. ;

5).Victims are alt those who sulfer af the hands of other people or of the
sysiem, in soclely and it nature. A well-conceived system for the
profection of a potential victims from suffering should be develop.,

6).The potential and real vicctim in the legal system does not satisty his
human rights and thus his rights to life, health, and security must be
piomofed..' :

7).The victim may be and is an important factor inseeing thet the law is
carried out; the measurers by the institution of formal and social control

il largely dep_end on the victim’s willingness to repart his suffering...

Studi korban dalam vikfimologi, memberikan suatu gagasan bidang jelajah dslam
viktimologi yaitu °:

1. Konteks sosial yanﬁ menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konleks sosial

menunjuk pada niiai-nilal kultural tradisi den struktur-struktur yang mempengaruhl.
- perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial,

konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan strukiural antara tujuan dan cara dari
sistem sosial, peluang untuk melakuken jalan lain untuk mdmakai cara-cara yang
fidak legal dan untuk ‘differential association’., serta care-cara penyelesaian
konflik. Misainya kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknye
dengan kelcuasaan; sehingga penya!nhgﬁnaan kekuasaan dilihat sebagal suatu
yang bersifat endemik terhadap viktimisesi: '

2. Akibet-akibat sosial dari viklimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap .
individu terfentu, kelompok, masyarakat luaes, maupun kemanusiaan- pada

® Separovic, Op.Cit, hat. 20.
8 \sahakn N. Dadrian, An attempt at Defining Victimolog/ , dalam Viano, Op.cit, hal. 40-41.,




uhumhya baik secara medis, psikiatri, kriminologi, dan implikasi sosial. Hal ini
melibatkan problem terienfu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar usntuk
dipahami kareha masyarakat atau pemegang kekuasaan dari mésyarakat adalah
cukup peka urituk menentukan pengaruh buruk , sebagai problema masyarakat.
Dengan keta I{ain pengaruh kuaf mungkin eksis dan melekat dalam jangka wakiu
lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematik.

Berdasaré pendapat tersebut di atas, dapat digarisbawahi peran penting
viktimologi sebagsi suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai auatu
kenyataan sosial Manfaat perspekiif ini memberikan pemahaman lebih mendalam
mengenai makna ilatar belakang pendefinisian korban , dan berbagai segmen sosial,

perilaku dan subjek yang dapat terlibat dalam proses penimbulan korban atau

viktimisasi. Hal ini@untuk lebih memberdayakan masyarakat terhadap berbagai benfuk

viktimisasi dalam :realitas sosial, untuk memberikan dasar pemikiran bagi upaya

perlindungan bagiikorban.

B, Paradigma Kofnstruksl Soslal Korban

Hal pertama yang periu diutaraken adalah bahwa metode dari viklimologi
adalah melipuli n}etode komprehensif yang memiliki perspektif mulli disipliner dari
sosiologi hukum |fnidana, kriminologi dan psikologi sosial secara khusus. &1 IOIeh
karena ilu dapat :pula diasumsiken bahwa obyek dari viktimologi adalah berusaha
memahami dan nienganalisis kondisi dan proses dari viktiimisasi. Koretasi hal ini
adalah beratti péngkajian mengenai korban adalah untuk menganalisis konstruksi

sosial mengenat korban.

¥ bid, Vzkiimologi: maupun kriminologi dalam penulisan ini mempelajari hubungan antara
praktek hukum pidana dan kenyataan masyarakat
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Perhatian terhadap korban kejahatan sebenarnya dimulai pada tahun 1937
datam penulisan Mendelsohn terhadap korban baik secara biologis, sosiologis dengan
cara meneliti ‘personafity of the criminal, Disimpulkan bahwa ‘personalify of the
acciised from the bioc-psycho-social point of view and paralely into the ‘data
concering the personality of their victims and even of their social relations.
Mendeisohn mengemukakan bahwa aplikasi dari hal ini ierlihat dalam studinya tentang
‘Rape in Criminoiogy.®

Perkembangan pemikiran dalam Viktimologi oleh Mendelsohn diatas
dibantah oleh Willem H. Nage! terkait dengan berkembangnya kriminologi. Pada
awainya Willem H. Nagel mengemukakan bshwa gagasan viklimologi {idak
berkembang dalam kriminologi klasik, sehingga hanya mampu dikembangkan dalam
wacana kriminologi modern dengan sebutannya %> criminofogy of relationships”.
Hoefnagels mengungkapkan kelahiran viktimologi sebagai ‘The Allied Science’ yang
tergantung dengan kriminologi.®*

Perkembangan viktimologi sebagai suatu studi tentang korban dengan segala
aspeknya pada awalnya merupakan ‘daerah dominion’ dari kriminologi, dengan aspek
dan faset kepidanaan atau kriminologi menjadi fokus perhatian.

Perkembangan viktimologi sekarang diakui mandiri sebagai sualu ilmu yang
berdiri sendiri, sebagai iimu baru di Indonesia, yang dapat dipandang sebagai suatu

Yerra incognite.®® Dalam ulasennya Sahetapy menyatakan bahwa beranjak dari

52 Mendelsohin , Op.cit, hal.3.

% Nagel, Op.oif, hal. 14.

G. Peter Hoefnagels, The Qther Side of Criminology, An Inversion of The Concept of
Crime, (Holland : Kluwer-Deventer, 1973}, hal.63

J.E. Sahetapy, ed. Vikfimologi Sebuah Bunga Rampai, {Jakarta :Pustaka Sinar Harapan,
1987), hal.8-9,25
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pangkal tolak viktimitas, maka masalah korban tidak petlu selalu dihubungkan dengan
fakior kejahatan. Oleh karena victimity tidaklah sama dengan crime. Penulis kurang
sependapat dengan  Sahetapy, karena dengan demikian, beliau mendefinisikan
kejahatan hanya datam kajian legal belaka, ti_dak meliputi abuse of power.

Perdebatan mengenai kriminologi dan vikiimologi menjadi issue dalam
simpositim pertama vikiimelogi di Yerusalem tanggal 2-6 September 1973, Walaupun
subyek dati simposium tersebut adalah korban kejahatan (the penal couple), namun
masih berbasis pada pemikiran kriminologi. W.H. Nagel mengemukakan bahwa
viktimologi didefinisikan sebagai study of the victim in generai. Mendeisohn sendiri
mengemukakan bahwa basis itmu viktimologi dibangun tidak hanye difokuskan pada
kerban kejahatan, melainkan semua bentuk Korban, dan segala aspek dari
pengorbanan fempaf masyarakat memifiki kepentingan.”®

viktimologi yang berasal dari bahasa latin ‘vicfima’ berarti ‘korban dan “fogos’
yang berarti itmu, adalah suatu bidang itmu yang mengkajl permasalahan korhan
beserta segala aspeknya. Perkembangan viktimofogi sebagai suatu kajian iimu dalam
awal perkembangannya memang tak lepas darl perkembanga‘n kriminologi Klasik dan
nositivistis. ©° Dinyatekan oleh Gibbons dan Garabean dalam Barlow . bahwa
kriminologi konservatif { pen : vaitu klask, maupun positivistis), mempelajar

1). criminai law is & given and is interprefed as the codification of prevailing
moral precepfs;
2) in accordance with this view, criminals are looked upon as morally

defective;

% Bepjamin Mendelsohn, Victimology and Contemporary Society Trend's dalam Viano,
_ Opoit, hal.20.
57 Bariow, Op.cif, hal. 25
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3) the questions appropriete for the criminolgist to study include : How are
morally defective persons produced and ‘How can sociely beiter protect
itself against criminals?;

4). when dealing with efiological conservative criminologist advocate the

multifactor approach , emphasizing a combination of personalily and
biological and environmental factors; and

5) conservative ‘ériminologist fends fo have ‘Taith in the ultimatte perfectabiify
of the police and criminal justice machinery.'

Jelaslah bahwa studi tentang korban dalam pengaruhnya :dari kriminologi
idasik-positivistis, menerapkan pendefinsian korban dari kacamata pdsi!lvisme dalam
kriminologi dengan menentukan sebab-sebab kejahatan (penimbulan korbannya) , dan
mencari sebab kejahatan dari perbedaan antara penjahat dan bukan penjahat dari
batasan biologis, psikis ataupun soalal, menganggap bahwa kejahatan adalah hasil
pilihan bebas individu dan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar
undang-undang pidana, dan penjahat adalah orang yang melakuken kejahaten dalam
batasan undang-tindang. '

Implikasi dari pemikiran beberapa sarjane diatas dalam awal perkembangan

viktimologi, masih.  senantiasa dikaitkan pula dengan peranan korban/partisipasi i

korban dalam terjadinya kelahatan dalam batasan undeng-undang. Stephen Schefer
mencoba untuk memberikah kiitik terhadap Hentig dan  Mendelson yang
dikatekannya bahwa Mendeison membedakan antara bersalahnya pelaku dan
korbannya, sedangkan Hentig menggunakan klasifikasi sosio biologl sebagai faktor

society made victims atau biojogicel qualities that indicate a more or fess lasting
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vulnerability to crime . Schaffer menyebul sentral issue dalam criminal-victim

relationship sebenamya adaleh functional responsibility for crime. %

Perkembangan awal viktimologi yang senantlasa mengkaitkan korban
sebagal bagian integral terjadinya kejahatan dari peranan bersalahnya korban
menempatkan korban hanya sebagal obyek {urut bersalahnya terhadap terciptanya
kejahatan tersebut, tanpa memperhetiken ‘/ega/ remedy’ bagi korban. Dalam konteks
kafian viktimologl Ini masih dipengaruhi oleh kiiminologi kiasik ataupun kriminologi
positivistis, Penulis berpendapat bahwa kajian viktirﬁo!ogi periu dipahami dalam
realitas lebih luas tidak hanya dikaitkan dengan peranan korban dalam terjadinya
kejahatan yang oleh para ahli kiiminologi digunakan konsepsi ‘victim precipitation
‘ataupun provokasi korban . Realitas sosial korban yang ada, bahwa si korban adalah
sama Sekall tidak tahu bahwa dirinya menjadt korban di samping iu sangatlah
diragukan apablla posisl korban yang demikian menjadikan adanya keragu-raguan
terhadap kesalahan dari ‘perpetrator'.®®

Pengksjian viktimologi yang mempelajari sebab -sebab timbulnya korban den
mengkaji peranan korban dalem peristiwa kejahatan tersebut semeta dari kejahatan
klasik dan berkeralderistik positivistis , memberikan perspekiif viktimologi pade waktu

itu dengan paradigma korban dalam sekedar penerapan hukum positif yang

® Bandingkan dengan Schafer, Op.cit, hal. 18, 23, dan 27.

€ sieven Box, Fower, Crime, and Mystification, {london, New York : Tavistock Publications,
1083), hal.17 dikemukakan The majorily of those suffering from corporate crime remain
unaware of their victimization-either not knowing it has happened to them or viewing their
misfortune as an accident and ‘no one's fault.




48

berparadigma Jege/ realism dan memberi makna sempit pada hukum dart viktimologi.

yang dipengaruhl oleh Kriminologi idasik dan positivistis.

Apabila hanya mengkejl penerapan hukum oleh profesional hukum memberi

stigma hukum yang terlepas dari kehidupan sosial. Berpikir secara ‘hukum  dalam.

ranah ini hanya diartikan sebagai bagaimana para profesional hukum bokerje sebagai
tukang hukum (crafmanshipf) yang semata mempelajaral teknis hukum. Viklimologi
vang berkembang dalam pengaruh kriminologi kiitis mereaksi terhadap paham

posifivisme dalam kriminologi posiivistis yang tadinya dianggap mampu menerangkan

kenyataan dan menjangkeu keseluruhan kenyatasn melalul ilmu- hukum. positif

tentang ‘penimbutan korban® dan reaksi sosialnya.
Pandangan positivislis. ini menulup mata terhadap munculnya persoalan-

persoalsn baru, karena hanya memperlahankan suatu ielanan yang ada mengenal

adanya stabiltas terteniu. Pedahal hukum bekerja dalem magyarakat  dan selalu
mengaleml ujian. Dikemukakan oleh Prof. safjipto: bahwa hukum tidak pemnah sepi.
dari referendum atau. selalu mengalami. referendum. Hukum hanya menjadi. hukum

apabila diterima -oleh masyarakai. Legilimasi hukum senarﬂiasa.-nﬁngalqml ujian..

dihadapan masyarakz;i untuk menunjukian otoritasnya.™

Separovic mengemukakan perkembangan pemikiran viktimologi- tidak - hanya. .
berlingkup pada korban dari kejahatan. - Sepatrovic- membedakan antare viktimologi -

yang sempit etau victimology in the namower dan viktimologi yang ljuas atau

victimology in the broader sense. Dikemukekan sebagal berikut :

" Satjipte Rahardjo, Seminar, Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Dari kajian
Sosio-Kuftural, Semarang, 27 Juli 2000, hal. 10,
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in a narrower sense, victimology is the empirical, factual study of victims of
crime and offenses, and such is closely reiated to criminofogy, and thus may
be regarded as apait of the general victim probiem. But, we want to make
clear here is that victimology, as we shall use it includes both, victims of
crime and victims of accident.

So, in its broadest sense, victimology is the entire body of knowledge
regarding victims, victimization, and efforts of society to prevent victimization

and fo reserve the righf of victim...lfs is includes within its scope fthe

acfivities of law enforcement agencies, legislative bodies, courts,

educational institutions, insurance agencies, and private and public social
agencies. ....

The final aims of victimology, therefore, are .
1}. to analyze the magnitute of victim problem;
2). to explain causes of the victimization, and

3). fo deveiop a system measurers to reduce victimization.

Terminologi Separovic mengenai perkembangan ruang lingkup viktimologi
diatas membawa pemikiran bahwa korban tidek hanya diartikan sebagai korban |
kejahatan belaka, melainkan lebih pada persoalan kualitas kehidupan dan keamanan
kehidupan untuk mereduksi penderitaan manusia /human suffering afau disebuf

Separovic sebagai human living or human risk problem. Hal ini berarti viklimologi

menggunakan pendekatan interdisipliner dan difetapkan sebagai victimo-political

" Separovic , Op.ci, hal. 16. hat ini dibandingkannya dengan studi criminologi yang lidak
hanya studi tentang kejahalan dalam /ega/ sense, tetapi juga pada perilaku antisosial
manusia yang tidak didefinisikan sebagai kejahatan seperti yang dikemukakan Lopez Rey
bahwa pendekatan kriminologi termasuk conirof of crime, iaw enforcement and the
administrafion of justice lihat hal.15

| UPT-PUSTAR- UNDIP!
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principles. 2 Kaljian viktimologi ini berarti memberikan perhatian pula kepada segala
bentuk viktimisasi termasuk dari akiivilas penegak hukum .

Dalam psrkembangan studi viktimologi, Ellias mengemukekan liga fase
perkembangan viklimologl yang pada akhimya diinkiusifkan dengan kajian Mak-hak
asasi manusia dan disebut sebagal ‘new victimology ° Dalam fase pertama
perkembangan sebagal penal or special victimology konsep korban hanya dikaitkan
dengan kejahatan. Pada fase kedua, konsep-viktimologl tidak hanya mengkaji korban
kejahatan, tetapi juga korban kecelakaan (termasuk kecelakaan falu-lintas, kecelakaan
di tempat kerja, termasuk bencana alam yang disebut sebagai ‘general viclimology.
Fase 'ketiga yang disebut Eliiés sebagai. ‘New Victimology' konsep Korban sudah
berkembang lebih luas, yaitu pengkajian korban karena penyalahgunaan kekuasaan
dan hak-hak asasi manusia atau abuée of power and human rights yang diusulken
United Nations Organizations (victims of power abuse), dan oleh radical criminologi
(pen; critical criminofogy) veng mengketegorikan korban dari korben kejahatan

konvensional dan kejahatan dari dominasi dan represi oleh ‘the ruiling class’.

Beranjak dari. pembahasan diatas dapal disimpulkan bahwé ruang fingkup
viktimologi membawa pada paradigma korban dalam arti luas, yaitu meiiputi
bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban stau imrfokus pada proses terjadinya
viktimisasi  yang bukan hanya karena kejahatan, melainkan juga karena
penyalahgunaan kekuasaan atau bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak

berkeadilan. . Balas ruang lingkup viktimologi fidak harus selalu dikaitkan dengan

72 tpid, hal. 16-17
3 1bid, hal.28, 29




52

faktor kejahetan, karena ditentuken oleh apa yang disebut ‘viktimitas’ yang fidak sama
dengan crime. ™

Beranjak dari terminologi di atas, pendefinisian korban yanh berﬁkibat péda
pergeseran ruang lingkup kajian terhadap eksistensi korban adalah dari kejian korban
kejahatan l(ommn'.sionalg atau meminjam Istilah 1.8 Susanto sebagai kejahafen
warungan’® sepeti penganiayaan; pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain-lain,
beralih kepada studi tentang korban dari kejahatan non warungan atau kejahatan
korporasi . ataupun kejahatan white colflar crime termasuk kepada bekerjanya
penegakan hukum untuk tidak menimbulkan proses viktimisasi. Realitas viklimisasi
dengan demikian diperiuas mencakup penyalahgunean secara melawan hukum
kekuasaan umum (Hlega? abuses of public power) seperti pelanggaran terhadap hak-
hak asasi mantsia, penyalahgunean wewenang oleh pemegang kekuasaan, ataupun
iflegal abuses of economic power dan beniuk—bentuk viktimisasi éiruldural Jainnya
seperti diskriminasi dalam perundang-undangen, ketidekadilan dalam lembaga dan
pranata hukum a: "pembuatan dan bekerjanya hukum. Pendekatan ini sejalan dengan
perhatian yang diarahken untuk memperiuas realitas korban dalam masyearakat.

Bentuk korban yang luas adalah mencakup korban dari vikiimisas| struktural.
Perumusan viktimisasi strukiural olsh Gosita dikatakan sebagal :

suatu viktimisasl (mental, fisik, dan sosial ) yang diakibatkan oleh ada dan
fidak adanya unsur -unsur strukfur sosial terientu serta pelaksanaannya.

Lebih lanjut dikemukakan :

............ pada hekekatnya merupaken tindakan seorang individu yang
diiakukannya sendiri alau bersama-sama dengaan orang lain sebagei unsur

™ Sahstapy, Op.cit, hal. 25,
5 susanto, Op.cit,1995, hal.1
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suatu kelompok (korporasi tertentu, Individu inl bersikep dan bertindak
berdasarkan atau -atas funtutan unsur-unsur sfrukiur sosial tertentu yang
membudaya. Unsur-unsur struktur sosial tertentu tersebul adalah
kepentingan, lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma, siatus, dan
peranan. Unsur kepenlingean merupakan motivasl orang fne!akukan
viktimisasi strukiural berdasar suatu sistem ({atanan hukum) tertentu; unsur
lembaga sosia! lembaga sosial, pemerintahan /publik, dsb; unsur nilai sosial
berarti penafsiran, pengembangan dan pengamalan nilai sosial oleh golongan
tertentu demi kepentingan tertentu; unsur norma ferutama hukum, peraturan
yang dapat menimbulkan penderitaan, korban mental, fisik, dan soslal dalam'
pengamalannya' yang tidak mengembangken perspekiif kepentingan yang
diafur melainkan perspektif kepentingan yang mengatur, misainya belum ada
pengaturan dalam hukum pidana mengenai gantl rugl; unsur status misainya
golongan berkuasa, atau tidak swasta atau pemerintah; dan unsur peran
sesual dengan statusnya. 7

Sshetapy mengemukaken paradigma viktimisasi dalam berbagal golongen,

yang dinyatakan tidak bersifat limitatif, yaitu :

Periama , viktimisasl politik dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek
penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan haek asasi manusia, campur tangen
angkatan bersenjara di luar fungsinya, terdrisme, infervensi dan peperengan
lokal atau dalam skala interasional.

Kedua |, viktimisas! skonoml, terutama kolusi antara penguases dan
pengusaha, produksi barang-banarng yang tidak bermutu atau yang merusak
kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran lerhadaap lingkungan
hidup dan rusalmya ekosistem.,

Ketiga, viktimisasl keluarga, sepeni perkosaan antara keluarga, penyiksaan
terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manula (manusia usla
lanjut) atau orang tuanya sendiri.

™ Gosita, Op.cit, hal. 140.




Keempst, viktimisasl medla dalam ha! ini depat disebut penyslahgunaan
obat bius, alkoholisme, mal pratek di bidang kedokieran, ekssperimen
kedokieran yang melanggar (ethik) perikemanusian.

Kelima vikiimisasl yuridis. Dimensi int cukup luas dan menyangkut aspek
peradilan (dan Iembagﬁ pemasyarakatan), maupun yang menyangkut diﬁwnsl
diskriminasi perundang-undangan, fermasuk menerapkan ‘hukum kekuasaan,

kematlan perdala, dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek
peradilannya.”’

Peruasan wawasan viklimologi tersebut, dipengaruhi oleh perkembangan
terakhir dalam kriminologi khususnya setelah tahun 1970-an dengan lahimya
kriminologi kritis yang mempeﬁuas dan meredefinisi kejahatan. Pendekatan kriminologi
kritis menenfukan pula macam-macam korban dan perhatian yang lebih bermakna

terhadap kejahatan korporasi daripada kejahatan tradisionit. ™

Studi Sutherland lmenyatakan bahwa obyek studi Kriminologi diantaranya
ialah sosiologi hukum pidana yang dikemukakan sebagsi ‘which is an affempt ef
scientific analysis of the conditions under which criminai faws develop . Sutherland
akhimya juga menyimpulkﬁn bahwe kejahatan adalah pengertian relatif ,"crime is
relative from the legal point of view and also from the social point of view'”® Stud)

Sutherland dihargal dalam karyanya tentang ‘white ~coflar crime’. Namun Sutherland

7 gahetapy, Op.cit, 1995 , hal. vivii.

™ Airan pemikiran baru dalam kriminologi yeng meninggakan pendekatan asik yang
mencari kejahatan dalam ranah perundang-unfdangan dan kejahatan Kasik, serta
pendekatan positivistis yang mencari sebab-musabab kejahatan :eticlogi kriminal, lebih
memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peraditan pidana dan struktur
masyarakatnya ( pendekatan kriminologi kiitis ; critical/radical criminology). Baca dalam
Barlow,, Opcit, hal. 25-26, dan hal.65-67.

™ Edwin H. Sutherland, Donald Cressey, Principle of Criminciogy, fifth edition, (Chicago :
Lippincott Company, 1955}, hal. 3 dan 15,
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masih mengarahkan studinya.dalam bidang etiologi kriminil dalam ranah kriminologi
positivistis.

Pendekatan kriminologi yang berkembang setelah tahun 1970-an adalah
kriminologt kritis yang niengarahkan pada fokus proses-proses menusia membentuk
dunia soslal tempat dia hidup. Mengkaji proses-proses dengan sejumlah perilaku der
orang tertentu yang ditetapkan sebagai kejahatan dan penjahat (maupun korban)
termasuk pembualan dan beketjanya hitkum, Pendekatan ini masih dibedakan antara
a) Pendekatan yang mempslajari ‘artl ‘vang diberikan oleh suatu masyarakal pada

kejahatan yang terjadi (pendekatan interaksionis), dan
b) pendekatan yang menitikberatkan pada masalah kekuasaan dalam pengeriian

kejahatan (pendekatan konflik).5°

Pendekatan interaksionis bersumber pada pemikiran Symbolik interactionism
dari Herbert Blumer yang mellhat bahwa masyarakat sebagai suetlu sistem sosial
penafsiran yang mengatur perilaku masyarakat. ' Demikian pula dalem memberikan
persepsi makna kejahatan (lermasuk korbannya) yang dimiliki masyarakat , dan

perilaku agen kontrol sosial melalul proses interpretasi ferhadap simbol-simbol sosial.

Pendekatan Interaksionis inl memperoleh kontribusi dari  teori Labelling yang
diceluskan olsh Howard S.Becker yang mengemukaekan bahwa kejahatan atau
perilaku menylmpang adalah sebagai akibal penerapan cap . Teor Labeing oleh
Howard Becker, yaitu bahwa :

..Social groups create deviance by meking the miles whose infraction
constitutes deviance, and by applying those rules to particuiar people and

% ihat dalam Susanto,Op.cit, 1895, hal.8-10.
® Blumer,.Op.cit, hal. 18, Sociey as symbolic interaction
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labeling them as outsiders. ..Deviance is not & qualfly of the act the person
commits, but rather @ consequence of the application by others of rules and
sanction to an offender. The deviance i3 one to who that label has
succesfully been applied, deviance is behavour that people so label. *

Pendekatan konflik dalam kriminologi kritis mensubstansikan peranan.

kekuasaan dalam menciptakan batasan-batasan kejahatan. Penganut teori ini dalam
buku * the new Criminology for a social theory of deviance ‘ antara lain adalah Ralf

DahrendoiPs, Austin Turk, dan Richard Quinney. %

Richard Quinney memfokuskan peranan kekuasaan dalam memformulasikan

dan menerapkan batasan-batasan kejshatan. ®* Richard Quinney dalam Sociology of

Criminal Law mengemukakan sebagai " The Legal System isn't taken for granted,

and reseamh' is aimed at explaining how the system operates with studies on how
iaw are formulated, enfo}ced, and administrefed. Untuk menegaskan hel tersebut ,

penulis mengutip pula feori realiles sosisl kejahatan Quinney yang {erformulasi

dalam :

1. Kejahatan adaish batasan perilaku manusia yang diciptekan oleh penguasa dalam
suatu masyarakat yang dlorganisasikan secara politis.

2. Baiasan fentang kejahaten menggambarkan suatu perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan kepentingan dari bagian yang punya kuasaa uniuk
membentuk suatu kebijaksanaan umum.

% Becker, Op.cif, hal.

 |an taylor ; Young wakon, Young Jock, The New Criminology ; For & Social Theory of
Deviance, (London, Boston : Routledge & Kegan Paul, 1973), hal. 237-287. Dikemukakan
balwa Dahrendorf (1958) meengidentifikasikan tugasnyaa untuk menggantikan Teori
Mandst , sebab muncul dalam formulasi non-mandst, dan diterima oleh Turk (1964), dan
Quinney (1964). Ketiganya mempersoakan pengaruh kekuasaan yang memilki “ruling
interest’, _

®  Quinney, Op.cit, 1975, hal. 37-41. Baca pula Barlow, Op.cit, hal. 68.
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3. Batasan perilaku kejahalan dilekukan oleh bagian maasyarakat yang punya kuasa
unfuk menjalankan undang-tundang pidana.

4, Pola perbuatan kejahatan tersusun dalam bagian organisasi sosial terhadap

perbuatan orang-orang tertentu yang secara relatif mempunyal kemungkinan untuk
diberiken batasen sebagai kejahatan.

5.. Konsep-konsep tentang kejahatan dan penjahat dikonstruksikan dan disebarkan
dalam bagian-bagian masyarskat melalui berbagai alat komunikasi.

6. Realitas sosial tentang kejehalan dikonstruksikan oleh formulasi den penerapan
batasan kejehaten, perkembangan deri pola-pola perbuatan yang dihubungkan
dengan balasan kejahatan' dan konsiruksi dari konsep -konsep
kejahatan/penjahat.

Penulis sependapat dengan Quinney bahwa realitas sosial kejahatan
merupakan hasil konstruksi sosial yang terbeniuk melalui pemyataan-pemyataan
dalam perumusan perundang-undangan dan melaul tlndakan-tlnd:;kan-yang diambil
terhadep kejahatan-kejahatan fersebut.

Pendekatan kriminologl kritis memberi bentuk pula pada pemikiran
viktimologis untuk memperianyakan ‘deﬁhisi korben' dan reaksi sosialnya sebagai
suafu hasit konstruksi sosial. °° Pendefinisian korban den reaks! soslainya merupakan

suetu hasil proses sosial yang melalui konstruksi sosial dalam masyarakal.

Proses terjadinya kejahatan / penjahat resmi ditampilkan dalam ragaan

'
ay
T,

berikut 58

% Dalam penulisan ini akan digunakan pendekatan interaksionis dan konfik untuk lebih
menggmbarkan proses sosial yang dimiliki masyarakat maupun peranan penguasa dalam
ikut mempersepsikan, memformulasikan, dan menerapkan makna korban dan
periindungannya.

I.S.Susanto, disertasi, Siatistik Kriminal Sebagai Konstruksi Scsial: Penyusunan,
Penggunaan Dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminolog/, 1990, hal.34 (unpublished).
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Pelgnggar
\ Penegak Hukum —_ykejahatan/penjahat

/ (polisi)

Korban dan anggota
rmasyarakat

Dalam disertasi tersebut, memang dikhususkan /dibatasi penegak hukum
sebagai polisi. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa penseleksian “faw
vio!aﬁons' dan pelakunya adalah juga melibatkan aparat penegak hukum baik hakim,
jaksa maupun polisi.

Berdasar ragaen tersebut dapat dikemukakan suatu kerangka teotritis bahwa
pendefinisian kejehatan / penimbulan korban maupun penjahat resmi digamberkan
metalui proses hubungan interaksi antara subyek-subyek yang teriibat ddalam proses
tersebut, yaitu antara peianggar dan korban, antara korban dan penegak hukum , dan
antara pene_galk hukum dengan pelanggar. |

Oleh karena itul{ berdasar ragaan tersebul di alas, peranan penegak hukum
melalui bekerjanya proses peraditan pidana memiuliki arli penting bagi perlindungan
korban. Meliputi persepsi dah tindakan penegak hukum terhadap peristiwa terjadinya
penimbulén korban, dan reaksi ataupun interpretasi korban sendiri terhadap perisliwa

yang menimpanya sebagai {elah menimbulkan kerugian atau tidak.

Analisis ierhadap_ hubungan interaksi dalam ragaan tersebut di ates terkait

dengan perspekiif interaksionisme simbotik antara pihak-pihak yeng terlibat. Dalam
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hal ini Herbert Blumer menyambung gagasan Mead dengan konsep 7). the self, 2).the
act, 3). social interaction, 4).objects, and 5) joint action.?”, yaitu :

Pertame : konsep dirl / the self, bahwa manusia mempunyal kesadaran skan

dirinya (an organism having a sel) melalui proses interaksi dengan diri
sendiri dan proses pemaknaan dan penafsiran,

Kedua , konsep j)erbuatan ! the act. Manusla menghadapkan diri pada
macam-macam hel -seperti kebutuhan, perasean, tujuan, perbuatan orang
lain, pengharapan dan tuntutan orang lain, sef /magenya. la merancangkan
perbuatennya untuk mengatasi situasinya sebagai konstruktor perbuatannya.
Ketige, konsep interaksi soslal/socia/ interaction . Blumer menyebut sebagal

proses interprelasi atau menentuken arll darl perbuaten -perbuatan atau
menilai orang lain.

Keempat, konsep objekiobjects. Manusia hidup di tengah objek yang

dimengerti dalam arti luas, yang dapat bersifat fisik, khayalan, kebendaan,
ataupun konisep absirak sepertl kekuasaan , dsb.

Kelima, konsep joint acfions memeakan wakiu dengan joint actions, melalui

unsur konstitulif yang bukan unsur kebersamaan melainkan penyssualan dan
penyerasian.

Beranjak dari perspekiif tersebut di itas. Herberl Blumer menegaskan bahwa
Humen interaction is mediated by use of the symbols, by interpretation, or by

ascertaining the meaning of one anothers actions. The mediation is equivalent to

inserting a process of inferpretation hetween stimualus and response in the case of
human behavior.%®

% Bumer, Op.cit, hal. 61-77
8 150, hal. 79.




Apabila disublansikan penulls memberikan ragaan mengenal konsep teori

interkalsonisme simbolik sebagai berikut .

sStimulus——— proses interpretasi ————* respons

Penulls menyimpulkan bahwa teori simbolik Inferaksionisme mensubstansikan
bahwa findakan manusia bukan merupakan suaiu tanggapan yang bersifat langsung
terhadep stimulus yang datang dar lingkungan atau dari luar dirinya. Penulis
berpendepat  kesan volunter dalam feorl tersebut dapat dieliminasl kamna Inti
kehidupan sosial yang terdiri deri mekanismé -mekanisme strukiural ateu birokrasl
pengadilan, nilai-nilai politik/ budayﬁ, peran sosial, dsb. tidak berpengaruh secara
langsung, nﬁmun befpengaruh sejauh melokalisie dan menbatasi situasi interaksl.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menyatakan bahwa sosiologi

pengetahuan berusaha menekuni analisa pembentukan kenyataan oleh masyafakat -

ssbagai sualy ‘ social construction of realify * . Kenystaan didefinisiken sebagai suatu
kualitas yang terdapat dalam fenomenon yang diakui sebagel membiki keberadaan
yang {idak tergantung kepada kehendak kita sendii, sedangkan pengetahuan
didefinisikan sebagai ke'pgstian pahwa fenomenon -fenomenon nyata dan memiliki
karakteristik sﬁestﬁk. 8  pemikiran Barger dan Luckman memberiken wacena bahwa
realitas sosial mengen;ai sesuatu hal, bukan sesuaty yang herus diterima
sebagaimana adanya realitas sosial merupakan suatu konstruksi sosial. Berger
memandang bashwa masyaraket sebagai produk manusia dan manusia sebagal produk

masyarakét, melalul penafsiran suafu perbuatan yang didahulul pengetahuan yang

® Berger; Luckmann, Op.cft, hal.i-3.
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merupakan “proses dialekiis dari obyektivasi, eksfeméfisas£ dan infemalisasi.
Ketiga momen ini bersesuaian dengan karaklerisasi esensiaal dari dunia sbsiai.
Masyarakat merupakan produk manusia, sehingga masyarakat merupakan kenyataan
objektif , dan manusia merupakan produk sosial,

Pemikiran diatas dapat diterapkan pula dalam konteks sosial terbentuknya
realitas korban melalui tindeken terhadap ‘kejehatan’ atau penimbulan korban oleh
aparat penegak hukum , khususnya polisi dan perlindungan korban oleh peradilan
pidana dan melalui interpretasi ‘ deﬁnisi korban ' oleh masyarakat. Penafsiran suatL;
perbuatan sebagai telah menimbuilkan korban atau viktimisasi memeriukan suatu

pengetahuan dari manusia sebagai pencij:tta kenyalaan sosial

Terminologi Labeling, Interaksionisme simbolik maupun perspektif teori konflik
dalam kerangka ilmu hukum dalam penulisan ini , serta sosiologi pengetahuan di atas
dapat dipakai dalam mengkaji korban melalui sistem pendekatan terbuka. Berbagai
pendekatan tersebut dapat digolongankan dalam studi yang menunjukkan perhatian
pada interaksi antara pelanggar, para korban, dan masyaraket termasuk respon
sosial dari agen-agen sosial dalam iembaga penegakan hukum pidana. Pendekatan
tersebut merupakan perspektif dinamis yang mendukung pada penulisan mengenai

korban kejahatan, dalam perhatian terhadap pendefinisian korban dan respon atau

0 6 hal.60-61.Proses produk-produk akfivitas manusia yang dieksternalisasi memperoleh
sifat objektif adalah objekiivasi,yaitu pelembagaan sebagal obyektivasi makna lingkat | dan
legitimasi sebagai objekiivasi makna tingkat kedua. Proses inemalisasi adalah dalam
dunia sosial yang sudah diobjektivasi dimasukkan ke dalam kesadaran selama
berlangsungnya sosialisasi. Proses eksternalisasi apabila anggota masyarakatl secara
individual serentak menyatakan keberadaannya dalam dunla  sosial dan
menginternalisasinya sebagai kenyataan objektif.
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reaksl sosial dari agen-agen masyarakat terhadap korban dalam rangka
perlindungan keponlingaﬁnya.

Persoalan korban kejahatan melalul sistem pendekatan terbuka dari David
Lewis Smith den Kurt Wels **mengetlengahkan model yang menunjukkan
kemungkinen interaksl tidak terbatas antara proses penimbulan korban dan respon
soslalnya, balk dati sisi seleksi korban sendirl maupun masyarakat dan pihak penegak
hukum yang terlibat, Jajaran respon yang kemungkinan muncul pada lembaga
peradilan yang memberi cap ‘korban’ atau sebagal {elah menimbulkan korban atau
tidek , semuanya memberikan merespon pada perilaku dan dirasekan sebagai
persoalan oleh korban kejahatan , khususnya dalam penulisan ini adalah intetaksi
dengan beketjanya peradilan pidana.

Seluruh bidang didefinisikan sebagal . peristiwa yang pofensial uniuk
menunjukken bahwa tidak semua pertemuan dapat disebut korban walaupun
perilakunya telah menggambarkan kriteria eksplisit dengan jelas. Peristiwva seleksi
korban ini melibatkan definiisi seperti beberapa bagian kelompok sepetii dari kalangan
minoritas dan miskin dapat dikatakan s'eb.agal 1slah menerime apa yang seharusnya
mereka terima’ .

Teori konstruksi mengenai kofban ini dalam bagan dilndikasikan dengan
panah febal dari kolak utama melalui daerah A sampai D, panah kecil beraril jalan
pintas, pengaruh bolak-balik dan keadaan saling {ergentung yang tidak berujung
pangkal, dan bise bersifat sinergi. Hal-hal yang berada dalam daftar dalam kotak

tersebut adalah suafu contoh. Tidak ada definisi dan daftar eksplisit yang diusahakan.

9 Smith; Weis , Op.cif, hal, 4348,
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Pada bagan A definisi kejahaten diidentifikasikan antara definisi legal dalam
perundang-undangan dan definisi harian dalam konstruksi sosial , dan definist ilmiah .
Tahap B tambahan definisi pemberi ketetapan sebagai korban diuterakan yang paling
penling adalah sistem peradilan pldana termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, dan
koreksi fuas yang menginléraksi serta pengaruh dari korban. Tingkah lahu korban
sefelah terjadi viktimisasi ada dalam bagan (C), dan respon masyarakal termasuk
lembage penegak hukum (D) adalah hal tersendiri dari aplikasi definisi dan status
korban. Konsekuensinya menjadi korben tidak hanya dli_kuti\oleh satu pola saja, {etapi
perilaku korban juga mendeﬂnisikan konsekuensi dan perubahan dari definisi tersebut
{erutama pada sistem respon yang berhubungan dengan korban, Dalam contoh
tersebut Kurf dan Smith mencontohkan korban Kkejahatan perkosaan ataupun
penipuan /perampokan yang memancarkan nilai seperri malu, takut , sementara
mungkin yang lainnya mencari pertolongan. Respon individu mempunyai efek
bumerang (balik) dengan melembagakannya. Pengadilan misalnya apakah

membesarkan hati atau mengecilken hati korban.

Melalui sistem pendekatan terbuka diatas , penulis meneliti proses dinamisasi
dati konstruksl sosial pendefinisian korban dan respon terhadabnya yang melibatkan
korban, masyarakal, dan penegek hukum termasuk pelaku®® Inkiusif di dalamnya
melalui peradilan pidana. Hal ini aken menggambarkan pula bagaimana perlindungan
Kkorban dimulal dari seleksi terhadap ‘definsi kotban’ dalam taraf persepsi dari interaksi

korban / masyarakal/ penegak hukum terhadap situasi atau peristiwa tertentu yang

2 palam bagan Kurt dan Weis tidak dieksplisitkan pengaruh pelaku dalam situasi yang
menimbulkan korban dan reaks] sosialmya. Namun penulis berpendapat balwsa pendekatan
terbuka Ini memberikan akernatif fenomena yang berkembang dan berinteraksi dan
berpengaruh dalam kenyataan sosial mengenai korban.




berkemungkinan didefinisikan sebagat telah menimbulkan viktimisasi, yang akhimya

mempengaruhi periindungan hukum terhadapnya.

Ragaan dati sistem Pendekaten terbuka tersebut dapat dikemukakan sebagai

berikut ;%

Semus situasi, peristiwa, dan proses yang mempunyai kemungkinan yang
dapat didefinisikan sebagai kejahatan

Y

A. mempelajari definisi kreasi
oleh korban secara :
1. proses legai
2. Proses Harian

3. Proses secara ilmiah

B. Mempelajati tambahan
definisi :
1. Pengontro}
2. Hal-hal penting lain
3. Masyarakat
4. Penulisan {erhadap
petilaku daﬁ sosial

5. Korban sendiri

}

=

D. mempelajari respon masyarakat:
Sistem untuk memperiakukan
1.intervensi krisis
2. pelayanan sosial
3. police
4 prevention
5. medical

6. civit court

C.mempelajari reaksi

Korban : Perilaku

setelah viktimisasi
1.minta perolongan

2 komplain
3.reaksi thd respon

orang iain

®  Smith; Weis, Op.cif, hal. 45,
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C. Pen Ko

Berangkat dari pemikiran viktimologi yang dipengaruhi oleh Kriminologi,
maka definisi korban atau siapakah korban mempunyai makna sempit dalam kajian
kriiminologi klasik dan positivistis. Makna korban dalam arti sempit sebagaimana
dikemukakan Perkins sebagal : @ crime is any social harms defined and punishable
by faw . Dalgm pengertian fegal definitions of crime , maka pengetlian korban adatah
sebagai penderitaan / kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena
perbuatan jahat sebagal mana yang telah dirumusken dan dapat dipidana dalam
hukum pidana.?

Dalam pengeriian / definisi korban secara sosiologis, maka keberadaen
korban jauh febih kompleks daripada konsep korban dalam hukum pidana. Hal ini tidak
lain akibat pengkonstruksian pemahaman terhadap pengkonstruksian kejahatan itu
sendiri oleh kekuasean melalui lembaga dan paranat hukum khususnya dalam
peradilan pidana, dan akhimyé memberikan pengkonstruksian korban. *° Qleh karena
itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian
dan kerusakkén masyarakal dapat dipidana. Pendefinisian korban secara luas
mengkali proses-proses sosial yang mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya

lembaga dan pranata untuk mempersepsi dan mereaksi terjadinya korban.

Hal ini sejalan dengen pemikiran agar ruang lingkup viktimologi jangan

| dibatasi oleh hukum pidana. Konggres PBB Keenam di caracas Tehun 1980 dalam

pembicaran mengenai ‘crime and the abuse of power’, offences and offenders beyond

% Quinney, Op.cit, 1974 hal. 103,
% 1bid, hal. 104
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the reach of the lew ‘ memberi makna pula pada parkembangaﬁ viktimologi.

Pengertian di luar jangkauan hukum harus diartikan sebagai :

1) Perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP steupun tidak moianggsr undanﬁ-
undang, namun sangat meruglkan masyarakat,

2) Perbuatan yang telah terjangkau oleh undang-undang , akan tetapi tidak
terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapen hukumnya yang selektif

dan beragam. *°

Berdasarkan pemikiran tersebut diates, dapat dikemukakan definisi korban
dalam vikttimologi baru sebagaimana dikemukekan oleh Separovic sebagai ‘who are
threatened, Iuﬁ:md or destroyed by an act or ommision of another (man, structure,
organization, or institution)... %7

Sebagaimana dirumuskan dalam Declaration of Basic Principle of Justicefor
Victims of crime and Abuse of Power, bahwa korban didefiniskan dalam victims of
crimes dan victims of abuses of power. Dinyatakan bahwa :

A. Victims of crime

1. Victims means persons who, individual or collectively, have' suffered
harm, including physical or mental injury, emotional suffering , economic
Joss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or
omissions that are in violation of criminai laws operative within member
States, including those laws prescribing criminal abuse of power.

2. A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless
of whether the peretrator is identified, apprehended, prosecuted or
convicted and regardiess of the familial relationship between the

% Reksodiputro, op.cit 1994 a, hal.88.
%  geparovic , Op.cif, hal. 23.
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perpeirator and the victim. The fterm ‘victim' also includes, where
appropriate, the immediate family, or dependants of the direct victim and
persons who have suffered harm in intervening fo assist victims in
distress or fo prevent victimization.

komentar terhadap angka 1 dikemukekan : # nofes that the provisions in
question apply to those who are victims of crimes as determined by laws,
operative within state. Such laws, may be promuligated at the national, state,
or focal leveis.

B. Victims of abuse of power

18. Victims means persons who, individually or collectively, have suffered
harm, including physical or mentef injuty, emotional suffering, economic
joss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts
or omissions that do not yet constitute violations of national criminal
laws but of internationally recognized norms relating to hamen rights.”

implikasi ari prinsip ke-18 dinyetakan .

States should reviewtheir law and practises with aview fo improving the
position of victims of violations of internationally recognized norms relating
fo human ﬁghf&. including norms of infernational law protecting the life,
tiberty, personal security, and well being of individuals and groups under
Atticle 38 of the Stetute of the Internetional Gourt of justice, The sources of
intemational law under Atticle 38 are intemational convention, whether
general or patticular , establishing rufes expressly recognozed by the
contesting States; international custom , as evidence of a generaal practise
accepted as law; the denemf principles of iew recognized by “civilized

% M. Cherif Basslouni, The protection of Human Rights in the Administration of Criminal
justice, a Compendium of United nations Norms and Standards, collaboration with Alfred
de Zayas, (Geneva: Irvington-on-hudson, New York, Centre for Human Rights United
Nations, 1984), hal. 295,

®  ibid, hal. 323.
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nations", and subject to arficle 59 of the Statufe of the Infernational Court of
Justice, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified

publicist of the various nations, as subsidiary means for the determination of
niles of law.

Berdasar definisi tersebut, jelaslah bahwa definist korban meliputi puia
definisi direct victims of crime atau korban tindak pidana yang seceara Iangsung, dan
korban findak pidana yang tidak langsung (indirect victims of crime) baik secara

individu maupun secara koleklif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental,

~maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan .

Korban langsung (direct victims ) yaitu korban yang langsung mengalami dan
merasakan penderiteaan dengan adanya tindek pidana kejahatan . Kerban langsung
remiliki kar'akieristik , yailu :

1. Korban adelah orang, baik secara individu atau secara kolekiif,

2. menderita kerugian , lermasuk : luka-luka fisik, luka-luka mental,
penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap
hak-hak dasar manusia.

3. Disebabkan oleh adanya perbuaten atau kelalsian yang terumuskan
dalam hukum pidana baik dalam {araf nasional ,maupun local levels

4. atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (indirect Victims ) yaitu korban dari turut campurtya
seseorang dalam membentuk korban langsung (direct victims) atau turut melakukan
pencegahan timbulnya korban, tetepi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan,

dalam hal ini adalah pihak ketiga, dan atau mereka yang menggantungkan hidupnya
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kepada korban langsung (direct victims), seperti istri/suami, anak, dan keluarga
terdekat.'®

Beniuk Kotban kedua berdasar Dekiarasi tersebuf adalah korban
penyalahgunasn kekuasaan. Bentuk korban ini meliputi manusia baik inmdividu
maupun kolektif yang menderita karena tindakan-tindekan yang menimbulkan
pendetitaan , yang walaupun befum dicantumnkan dalam perundang-undangan pidana
nasional , namun sudah diekui sebagai norma yang berhubungan dengan hak asasi
manusia oleh ketenfuan internasional. Hak asesi ini mencakup hak untuk hidup,
kebebasan, hak untuk memperoleh rasa aman, dan kemanusiaat sebagaimana diakui
dalam peradilan internasional.

Karalderistik Korban dalam Deklarasi of Basic Principles of Justice for
victims of cﬁme and ab&se of power menurut penulis lebih ditujukan pada korban
secara konkril atau real dan dapat diidentifikasikan sebagai ‘persons’ baik individual
ataupun kolekiif. Penulis be;pendapat bahwa korban tidak hanya ditujukan pada
benfuk person atau kolektif, namun juga dapat di tujukan pada nilai-nilai yang abstrak
seperti nilal demokrasi, dan nilai keadilan. '”'

Karekteristik korban depat dikeitkan puia dalem kejahatan klasik atau
kejshatan warungsn den ‘white collar crime ‘ termosuk didaiamnya ‘corporate crime.

Anatomi dari kejahatan warungan diidentikkan dengan kejahatan pelanggaran KUHP

190 Dalam pasal 72 dan 73 KUHP dinyatakan ahli waris terdiri dari suamifistii dan keluarga
sedarah garis lurus serta garis menyamping. Keluarga sedarah garis lurus terbagi dua,
yaitu garis lurus ke atas: orang tua, dan garis lrus ke bawah : anak-anak dan cucu.
‘Keluarga sedarah garis menyamping adalah sampai derajat ketiga.

10t pandingkan dengan A. fattah, Op.cit, hal. 110 bahwa korban dapat bersifat abstrak
seperti public order, religion, moralily, decency, public security, public health | dsb.
Bandingkan Separovic, Op.ci, hal. 43 bahwa cakupan korban meliputi ‘e physically or
moral persons (corporation, state, association, or hon specific , an abstraction (public
order, public health, religion, efc).
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sepei perkosaan,,pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. anaiohi pelaku
kejahatan bersifat perorangan, kelompok kecil, motif kebutuhan hidup, balas dendam,
dengen alat' sederhana dan sifat kejahatan adalah kekerasan, korban bersifal
perorangan. Adapun anatomi kejahatan whife coflar atau corporate crime sebagai
kejahatan dimensi baru diahatomikan pelakunya adalah pejabat pemerintah, eksekutif
swasta, badan hukum, memilki ilmu pengetahuan dan keahlian, dengan motif
ekonomi, maupun politis, dan sifat kejahatan adalah umumnya non-violence, korban

bersifat perorangan, perusahaan , negara.’®

Istileh White coffar crime diistilahkan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland
sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat, dari kalangan atas ,
kalangan bisnis maupun profesional sehubungan dengen kedudukannya. Tipe
kejahatan kerah putih dalam bisnis maupun profesionaal memiliki prinsip kejahatan
terhadap kepercayaan yang telah diberikan, dan dapat direduksi dalam dua kategoti,
yaitu : 7). misrepresentation of assef values dan 2). duplicity in the manipulation of

power.'®

Karakteristik korban dari white collar crime dfnjfatakan Sutherfand sebagai
kelemahan dari korban itu sendiri / weakness of their victims. Korban ini bersifat tidak
terorganisir, kekurangan pengetahuan teknis, dan tidak dapat melindungi diri mereka

sendiri, Perbedaan dati kekuatan korban kejahatan dari kelas bawah dibandingkan

102 w senarto, Budaya Bisnis dan Kriminalitas, finjavan khusus upaya kriminalisasi terhadap
Korporasi, dalam Fraktik Bisnis Curang, penyunting Meliala, Adfrianus, (Jakarta Pustaka
Sinar Harapan , 1993), hal, 172. Bandingkan dengan pendapat penulis mengenai korban
abstrak.

3 Fawin H. Sutherland, White-Coliar Criminality, dalam Geis, Gilbert; Meier, Robert F.,
White Coffar Crime , Offenses in Business, Polifics, and The Profesions, (New York :The
Free Press, 1977}, hal.38-40
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dengan white collar crime adalah pada pelaku kejahatan white collar crime relatif

menikmati kekebalan terhadep penuntutan.'®

Istitah kejahatan termasuk korbannya lebih luas dari cakupan hukum pidana.
Hal ini terlihat dari pengertian kejahatan korporasi oleh Clinard dan Yeagé.r bahwa : A
corporate crime is any act committed by corporations that is punished under
administrative , civil, or criminal law. '°° Hal sama dinyatakan oleh Steven Box
sebagal berikut : Corporate crime is crime irrespective of whether it is only punishable
by administrative body, ‘or whether it merely violates individuals civil rights. it might
b;e wondered why nwc}bgcorpomte crime is dealt with by administrative agencies
rather than criminal courts, but that does not justify excluding corporate acts regulated
by administrative agencies from the study of corporate crime.’®

Adapun karekleristik dari korban kejahatan korporasi diungkepkan oleh
Clinard dan Yeager sebagai : Victims of corporate crimes ... are often unware that
they have been taken. Examples are share holders who receive a falsified balance
sheet, consumers who have paid an inflated price for a product as aresult of antitrust
collusion, or consumers who have accepted with confidence the misleading
advertising claims made for a product without knowledge of its financial or health

effects on them. '%7

'™ gutherland , /bid, hal. 46.

105 pMarshall B Clinard , Peter C.Yeager, Corporate Crime,cokaboration of Ruth Blackburn
Clinard, { New York, Colier Macmiflan, London : Free Press 1980), hal. 18,

% Box, Op.cit, hal.22

7 Ciinard; Yeger, Op.ci, hal. 7




Steven Box mtefngemukakan bahwa karakteristik korban kejahatan korporasi
mempengaruhl penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi {ersebut.
Dikemukakan Box bahwa korban kejahatan korporasi tidek menyadari menjadi korban
sehingga berakibat pada pengawasan yang tidak efektif atau denda yang kecll dan
hukuman ringan. Pemberian cap kriminal yang kecil atau sedildt kurang memberikan
efek jera {general maupun special), pengaruh kejahatan menjadi meluas, kavena
dibenarkan dan tidak ada reaksi dari masyarakat, sedikit dimuat di media massa . '%

“karakteristik korban kejahatan korporasi di atas , memberikan fenomena
persepst korban terhadab perbuatan merugikan terhadapnya. Hal ini dapat pula
dikategoriken sébagai ‘abstract victim&’dan collective victims karena tidak menyadati
sebagal korban, dan suﬁtnya korban teridentifikasi . Misalnya pada masyarakat

pembeli barang atau konsumen.

Apabila penutis' kaitkan dengan judu! penulisan ini, maka korban dari
bekerjanya peradilan pidena pun dapat berkarakleristik sebagal ‘absfract victims’,
disamping kedudukan korban yang berposisi sebagai korban konkrit . Alasan yang
ada adalah pertama karena kejahaten yang menimpanya, den kedua ialah menjadi
korban karena periakuan merugikan dari bekerjanya peradilan pidana .

Perlu pula dikemukakan bentuk korban lainnya yang termasuk dalam muatan
teori criminal-function Relationship dari Stephen Schafer, yaitu teori yang mencoba
menelaah tanggungjawab fungsional dalarﬁ hubungan korban dengan pembuat

kejahatan. Dalam hal ini dikemukakan pendapat Benjamin Mendelsohn dan Stephen

" pox, Op.cif, hal 64
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Schafer mengenai kualifikasi korban meliputi bentuk keterlibatan korban datam

terjadinya kejahatan.

Mendelsohn mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan
dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kategori berdasarkan derajal kesalahannya, yaitu :

1. Korban sama sekali tidak bersalah

2 Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri
3.Korban sama salahnya dengan pelaku

4 Korban lebih bersalah daripada pelakunya

5.Korban adalah satu-satunya yang bersalah

6.Korban pura-pura dan korban imajinasi. '

Schafer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut :

1. Unrelated victims, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapuﬁ dengan
penjahat kecuali jika gi penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut
Schafer semua masyarakat polensial unfuk menjadi korban. Hal ini berarti tak
seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah
sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan peiaku. Dalem hal
tanggungjawab terletak penuh di pihak penjahat;

2. Provocative victims, yeilu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya
pelanggeran , konsekusnsinys fhenjadi persfgsang stay mendorong untuk
menjadi korban, Misalnya mempunyai ‘affeir’ dengan orang lain. Dalam hal ini
korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pitak korban
dan pelaku.

3. Precipitative victims, yailu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu.

terhadap penjahat, tetapi tidak terpikitkan bahwa tingkah lakunya mendorong

09 gohafer, Op.cif, hal. 19
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pelaku untuk berbual jehat terhadap dirinya. Misal berjalan sendiri di ’tempat
gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok atau memperkosa.
Pertangggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

4. Biologicaf weak victims, adalah mereka yang mempunyal benfuk fisik, atau mental
tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya
anak kecii, lanjut 'usia, wanite, orang cacat , dan lainnya. Dalam hal ini

pertanggungjawaban {erletak pada masyarakal atau pemerintah sefempal, karena
fidak melindungi para korban yang tidak berdaya.

5. Socially weak victims, merupakan orang-orang yanng tidak diperhatikan oleh
masyarakat juas sebagai anggota dalam masyarakat tersebuf. Misalnya para
imigran, penganut agama tertenfu, minortas etnis, dan lainnya yang mempunyai
kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, perianggungjwaban penuh
terletak pada penjahat atau masyarakat.

6. Self-victimizing victims, adelah mereka yang menjadi korban, karena kejahatan
yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan
tanpa korban. Akan tetapi pandan.gan ini menjadi dasar pemikiren bahwa fidak ada
kejashatan tanpa korban. Semua/setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu
penjahat dan korban.. Contoh pencandu obat{)ius, homoseks, alkohoiik, dan judi.

Pertanggungjawaban terletak penuh pada sipelaku, yang juga sekaligus menjadi
korban.

7. Political victims, adalah mereka yang menderite karena lawan pblitiknya. Korban
ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggung jawabkan.'1?

Ezzat Abdel fettah mengemukakan tipologi korban sebagai berikut
1. Non-paiticipating victims/korban non partisipatif

2. Latent or predisposed victims / korban yang bersifat [aten

10 pajam Separovic, Op.cif, hal. 158.
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3. Provocative victims Korban provokatif
4. Participating victimsf korban partisipatif

5. Faise victims I korban karena kekeliruan.

Korban non partisipelif ialah mereka yang mempunyai sikap menolak atau
anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan dan mereka yang tidak berperan serta
dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan terhadap mereka. Korban yang bersifat
laten ialeh mereke yang mempunyai ciri-ciri terfentu yang cenderung menempetkan diri
mereka sebagal pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu. Korban provokatif
jalah mereka yang bersikap mempercepat atau merangsang timbulnya kejahatan,
dimaksudkan di sini bahwa sikap dan perilaku korban cenderung menimbulkan
rangsangan bagi pihak pelaku kejahatén untuk melakukan kejahatan terhadap
mereka. Korban partisipatif adalah korban yang karena sikap pasifnya cenderung
menjadikan diri mereka mudah menjadi korban kejahatan. Korban karena kekeliruan
ialah mereka yang memang bukan dari bentuk kejahatan apapun tetapi mereka

merasa ateu menganggap dirinya sebagai korban.'"!

Pendapat Mendelsohn dan Schafer , dan Fattah tersebut diatas memberikan
perspektif bagi dlkajinyt; peranan korban dalam sebab-sebab terjadinya kejahatan.
Pendapat tersebut masih mengacu pads pemkiran positivistik pada kejahatan-
kejahatan Klasik belaka, ataupun kejahatan yang telah ditunjuk oleh undang-undang
sebagai kejahatan. di samping itu fokus perhatian studi yang masih beMat pada

sebab musabab kejahatan akan menutup mata terhadap bentuk kejahatan atau bentuk

M gSeparovic, Op.cif, hal. 158,

| UpT-pUSTAY - ENDIE,
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tindakan yang menimbulkan korban, namun tidak diklarifikasi sebagat perﬁuataﬁ jéhat
yang menimbulkan korban oleh perundang-undangan, baik secara psikis maupun
ideologis sebagai telah melanggar nilai-nilai moral, misalnya akibat bekerjanya hukum
ataupun akibat bekerjanya aparat penegak hukum yang mengetiminasi hak-hak asasi
kotban. Pemikiran Mendelsohn, Schafer, dan Fattah hanya mencakup lingkup korban
dalam arti sempit saja berupa kejahatan-kejahatan konvensional, tanpa meﬁgacu
pada proses sosial yang tetiadi di masyarekal, walaupun penulis mengakui bahwa
dengan mengetahui pe?anan dan karakteristik korban dalam ferjadinya dellik,
bermanfaat bagi penegak hukum khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan
kejahatan, dan memberi perspektif pula dalam mempelajari peranan korban dalam
kejahatan 'korporasi. Tipologi tipe-tipe korban yang potensial untuk menjadi korban
seperii wanita dan anak-anak dalam keluarga menurut penulis bermanfaat pula untuk
mengkaji berbagai realitqs sostal proses viktimisasi yang kurang mendapat perhatian

masyarakat sebagai telah menimbulkan korban.

Pemikiran korbén memiliki tanggung jawab fungsional atas ferjadinya
kejahatan dibahas pula dalam Seminar Kriminotogi It yang diadakan di UNDIP Oktober
1976. Pemikiran ini memperoleh kritik dari Soemardjo, pemrasaran dari kepolisian dan
dinyatakan tentang kekureng sepakatan beliau terhadap uraian bahwa korban
mempunyai  tanggung jawab fungsional alas terjadinya kejahatan. Kekurang
sependapatannya terhadap peinikiran korban sebagai panisipan dalam findak pidana,
yaifu andaikata hukum juga meminta perfanggungjawaban korban, maka
menimbulkan keadaan dimana korban fidak lagi atay enggan melaporkan afas

{erjadinya suatu tindek pidana yang menimpa atas dirinya. Fungsi kewaspadaan dari
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individu sebagai korban maupun celon korban dalam mencegah terjadinya kejahatan
telah ada yaitu alat keamanan atat.l penegak hukum. Apa yarng bisa diakibatkan oleh
sikap afau perbuatan korban sehingga letjadi tindak pidana ifulah yang menjadi
pettimbangen hukum untuk menemukan suatu perkara dan mungkin dijadiken daser
bagi hakim .' Alasannya adalah bahwe batas-batas tertentu korban memang
mungkin apabila sikap atau perbuatan korban nyafa-nyata provoking . Dalam hal
korban nyeta-nyata bersikap atau berbuat proveking, meka ini adalah porsi hekim
untuk :

1. menentuken berat ringannya hukumean terhadap pelaku tindak pidana , tetapi

bukan unluk meminta pertanggungjawaban korban.

2. Menentukan besear kecilnya ganti rugi yang akan dibebankan kepada pelaki: tindek

pidana.t?

Apabila dikaitkan dengan wacana baru viktimologi, perspekiif korban memang
tidak hanya semata-mata ‘victim centered’. Namun perlu pula dikaji optlk mengenal
korban yang patut diperhatikan dalam rangka strategi unfuk melihat korban lebih
sebagai subjek daripada sebagal objek unfuk melihat kesalahan korban.!™?

Pemikiran viklimologi yang dilandaskan pada kerangka pemikiran baru telah
meninggalkan pendekatan positivistis (mencarl sebab musabab kejahatan), etiologl
kriminal), yaitu dalam kriminologi krilis fentical criminology) lebih memperhatikﬁn
proses-proses vang lerjadi dalam sistem peradilan pidana dan strukiur

masyerakainya, sehingga membuka mata pula terhadap proses penegekan hukum

112 goemardjo, Kedudukan Si Korban Di Dalam Tindak Fidana, laporan Seminar Kriminologi
IN, Lembaga Kriminologi Fak. Hukum UNDIP, 26-27 Oktober 1976, Semarang, hal. 169-
170.

M3 Lihat Reksodiputro, Op.cif, 1994 a, hal. 88.
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dan perundang-undangan yang dirasa justru menimbulkan fakta viklimisasi terhadap

masyarakaf.
Pendefinisian vikiimisasi dikemukakan cleh Sahelapy sebagai :

Penderitaan batk secara fisik ataupun secara psikis atau mental bertalian
dengan pelbagai perbuatan. Perbuetan yang dilakukan itu bisa dari
perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga
dari pihak penguass, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan
dapat pula beberapa orang, sekelompok orang afau komunitas tertentu atau
sebagian dari rakyat yang menderita bukan saja secara fisik, melainkan
inklusif dalam atti finansial, ekonomis, sosial, agama. dan dalam artian psikis
secara luas.'"

Oleh karena itu viklimologi membawa perspektif pula bagi pembuatan dan
penegakan hukum pidana yang dikaitkan dengan pemikiran perlindungan bagi korban.

Terminclogi diatas meml;eri arti bagi sumbangan viktimologi dalam hukum pidana.

D. Bekerjanya Birokrasi Peradilan Pidana

Dalam mengkaji bekerjanya penegak hukum yaitu peradiltan pidana dalam
mewujudkan perlindungan' hukum terhadap korben tidak hanya dilihat bagaimanakah

para profesional hukum dalam peraditan pidana bekerja sebagail tukang hukum yang

115

hanya beketja menerapkan perundang-undangan dalam kajian positivistis Dalam

"4 Sahetapy, Op.cit, hal.1995, halvi.

15 proges positivisasi hukum pada hakekatnya adalah suatu proses objektivisasi sejumiah
norma metayuridis menjadi sejumiat norma positif. Proses tetap saja berlangsung dalam
wacana positifistis , sehingga kajian bagi hukum adalah tetap saja berdasarkan norma
normologik, dan tidak beriogika normelogik yang induktif untuk menemukan fenomena
empiris yang signifikan dalam kehidupan sosial dan kukural. Hubungan kausal antara fakta
hukum dan akibat hukum dianggap hasil normative judgements dan tidak berlandaskan
pada hasif observasi untuk menjamin objektivitas dan refiabilitas. Teori hukum positivistis
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penulisan int, 'bekerjanya penegak hukum dikaji secara validitas yang objektif, karena
dalam kenyataannya timbul penegakan hukum yang bersifat berat sebelah, dan jauh
dari kenyatsan sosial kebutuhan masyarakat aken terciptanya hukum yang
melindungl. '

Dalam kejian {ethadap bekerjanya hukum pada peradilan pidana secara
fakiual , tak dapat dilepaskan dati fenomengu ‘Critical Legal Studies ¢ yang mengkaji
hukum secara empifis dengan mencari hubungan antara tertib hukum dan tertib sosial
yang lebih luas dalam kehidupan masyarakal. Gagasan Critical Legal Studies /ICLS .ini
bertolak dari kekritisannya terhadap kesenjangan antara apa yang diidealkan dengan
realitas, antara das Sollen dan das sein. Roberto Mangabeira Unger
mgngungkapkannya dalam * instability to amrive at a coherent understanding of the
relations between rules and values in social life.'’®

Selaras dengan pengkajian fenomena sosial terhadap hukum dan bekerjanya
hukum, CLS ﬁiuncul sebagal oposan terhadap teori, doktrin, dan asas-asas hukum
liberal. Dalam hal ini adalah aliran legalisme hukum dengan berusaha memecahkan
reglitas mitos-mitos hukum seperti * equality before the faw', dan ideologi kepastian
hukum.

Teotl hukum libers! dlanggap gsgal memahsmi Kohsréns! afitars tules dan

value. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa self-contradiction dalam struktur

internal doktrin hukum liberal tidek bisa merekonstruksikan hukum secara sosial dalam

" hanya sesuai dengan masyarakat dalam keadaan relative stabil, tetapi tidak tagi sesuai
manakala orang sudah mulai mempertanyakan tidak adanya stabikitas sosial.

116 01 § dimulal dari tahun 1977 di Madison Amerika Serikat. r,Roberto Mangabeira Unge,
Gerakan Studi Hukum Kritis, terj., (Jakarta :Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,
1999) hal. xvd. _




kerengka sosial masyarakal. Dealam hal inl perlu dikemukekan analisis hubungan

antara struklur soslal dengan hukum di indonesia.

Anaslisis hubunghn antara strukfur sosial dengan hukum di Indonesia antara

fain untuk memenuhi kebufuhan yang cukup prakiis misalnya '’

1. I'jalam rangka pembuatan dan pelaksanaan hukum yang efektif,

2. Unluk keperuan diagnostik, artingya menjelaskan tentang penyakit-
penyekit dalam kehidupan hukum kite yang bersumber pada adanye
ketidakcocokan antara strukiur susila dan hukum yang dipakai yang
berada di luar faktor hukum.

Berdasar pendapat tersebut, penulis menggarishawahi bahwa pendekatan
‘rechtsdogmeatic’ yang hanya mengkaji penerapan hukum tanpa melihat bekerjanya
hukum di masyarakat dan akibat-skibainya, adalah tidak menjawab korelasi hukum
dan pembangunan senyatanya. Kesenjangan antars das sein dan das sollen peru
dil&illsasl, antara hukum di atas kerlas dan hukum yang dijalankan. Pemahaman
h;.lkum secara komprehensif demikian berakar pada realitas sosial hukum pada akar-
akar sdsial, politik, budaya, ekonomi, dan bukan hanya dari sistem hukum serta
peraturan-peraturannya. Hal ini berhubungan dengan kenyataan-kenyaiaan nprmatif
masyarakal, yang tidak hanya dilakukan ofeh hukum dari sumber-sumber formal.

Dengan demikian telah terjadi perubahan paradigma dalam pemahaman
bekerjanya hukum melalui ‘ critical fegal studies movement' | yaitu kerangka pikiran
yang semula membeﬁkan pemildran bahwa pembuatan dan bekerjanya hukum adalah

otonbm dan mandiri, teriepas dari  konieks lingkungannya, kini konteksnya adalah

"7 Satjipte Rahardjo, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, (Bandung :Alumni, Bandung,
1980), hal.14
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pada masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Fungsi yang ada dalam
kepentingan di belakang hukum diperfanyakan secara kritis dan tidak diterima begitu
saja.

Dalem studi krills terhadap perundang-undangan dan bekerjanya hukum
dapat dikaji sejauhmana pembuatan perundang-undangan dan bekerjanya justru

dapat menghalang-halangi tercapainya masyarakat adil dan makmur.'®

Perbedaan antara hukum dalem ungkapan formil dan kenyataan seheri-hari
dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman . Dalam kajian mengenai birokrasi rasional
dan formal yang menjadi cii masyarakat koempleks, dijelaskan bahwa beketjanya
birokras_i penegak hukum dalam praktek pengambilan keputusan-keputusannya
didasarkan ada periimbangan praklis dari organisasi penegak hukum tersebut.
Dikemukakan sebagai berikut

...an organization end its members tend fo subtitute for the official goals and
norms the organization, ongoing policies and activities which will maximine

the rewards aand minimize the strains for the organization.'’?

8 Bandingkan dengan istilah fungsi manifest dan latent dari Robert Mertonuniuk
menunjukkan maksud yang ditentukan secara resmi suatu institusi atau pengaturan
terlentu, serla maksud terselubung yang ada dibelakangnya. sosiologl mempelajari
bekerjanya efek-efek yang lidak dapat dikatahui dan mengurangi fungsi hukum, namun
dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manifest dirumuskan
sebagai ‘categories of subjective disposition {needs, interest, purposes),atau
menunjukkan konsekuensi objektif vang menguntungkan untuk menyesuaikan dan
beradaaptassi seperti yang diharapkan, dan fungsi latent disebut sebagai ‘categories of
generally unrecoghized but objective funclional consequences{uniqque advantages,
never consclous conseqquence,unintended ... service to soclely, atau menunjukkan
konsekuensi yang tidak diharapkan dan tidek diskui dari perintah yang sama . Lihat
Robert Merton, Social Theory and Social Structure, 11 th.ed., (Glemcoe:Free Press,
1978), hal. 62-63.

19 ywjiliam Chambliss, & Robert B. Seidman , Law, Order, and Power,(Massachuseits:
Addison-Wesley Publishing Company , 1971) hal.266.




Orgenisasi penegak hukum oleh Chambliss dan Seidmann diungkepkaen
bekerja dalam suatu konteks sosial tertentu, dan organisasi ataupun anggotanya

menjalankan kebijakannya dalam mengambil keputusannya apabila dirasa

menguniungkan bagt kepentingannya.

Deskripsi Chambiss dan Seildman menegaskan bahwa apa yang diperkirakan

terjadi antara das sein den dés Sollen adalah tidek selalu significan. Lebih lanjut

dikemukakan bahwa :

This general principle is reflected in the fact that in administration of the
criminal law persons are arrested, tried, and sentenced who can offer the
fewest rewards for non enforcerments of the laws and who can be processed

without creating any undue strains for the organizations which comprise the
fegal system.'*°

Menjadi jelaslah bahwa keadilan, perlindungan dan kepastian hukum adalah
menjadi mitos-mitos hukum dalam konsep Chamblis dan Seidman. Realitas hukum
berada dalam suatu realitas sosial yang penuh dengen kepentingan-kepentingan

seperli ekonomi, politik. ataupun sosial.

Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai lembaga Jorganisasi yang
merupakan instrumen rasional untuk mencapai tujuan. Organisasi memiliki sumber
daya seperti sumber keuangan, fasilitas fisik, dan pola-pola budaya seita hasit yang
ingin dicapainya. SumBer daya yang melingkupi birokrasi adalah unsur penting dan

berperan sebagai fakior pendukung dalam mewujudkan tujuan yang telah dit_etapkan.

120 10id,
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{

Proses mengenal bagaimana {ujuan birokrasi {ercapai terletak pula pada bagaimana

interaksi antara lembaga maupun lingkungatinya. '**

. Ota Weinberger mengemukekan tipikasi -tipikast dari insfitusi bersumber

pada tesis-tesis berikut :

1. The law, social structure and politicel events must be analyzed from the
" perspective of the theory of action.

2. Actions, social institution and every kind of instituonai fact posses & core
of practical informations, they can be comprehended only if these
practical information are grasped.

3. Human exixence being the life of a communal being with the capacily to
act is aprocess of interaction between individual and society; psyche and
behaviour of the individual are fun;:ﬁonaily dependent on his relafions in
the community, While the functioning and the dynamics of the social
institution and their structures can be explained only by taking into

account the creative infiuence of the individual.'#

Penulis setuju dengan pendapat Weinberger tersebut, mengingat institusi

khususnya peradilan pidana merupakan institusi hukum yang ferbingkai dalam

- dimensi sosial yang ada. Hal ini memberikan suatu hubungan interaksi individu

sebagai produk masyarakat. Namun, wenberger mengemukekan infi dari institusi
sosial dalam bingkai kerja sistem perilaku manusia adalah practicall informations tidak

memiliki formulasi secara eksplisil.

21 Dalam Blau and Mayer,Op.cit, hal. 27-32 Max Weber mengemukakan bahwa ciri birokrasi
adalah pembagian tugas jelas, dan spesialisasi, menetapkan prinsip hirarkis wewenang,
adanya sistem peraturan yang abstrak dan konsisten, sikap sine ira et studio (formal dan
tidak bersikap pribadi), jenjang karir, menonjolkan efisiensi administrasi.

122 g3 Weinberger, Law, fnstitution and Legal Politics ; Fundamental Problems of Legal
Theory and Social Philosophy.( Bosten, London: Kluwer Academic, Dordrecht, 1991), hal,
19-21




Terkait dengan pendapat Weinberger tersebut interaksi antara institusi dan
lingkungannya dalam kenyataannya sulit memunculkan  birokrasi ideal sebagaiz;nana
dikemulﬁakan Weber. Badan peradilan pidana sebagai birokrast sosiel mempunyai
struktur buatan yang dikondisikan ‘social environment'nya. Dikemukakan oleh Blau
dan Meyer bahwa birokrasi bermuka dua, yaitu disafu pihak membawa keuntungan-
keuntungan bagi individu dan masyarekat luas, namun di lain pihak merupakan

ancaman terhadap kebebasan, spontanitas, dan kemajuan sosial.'?®

Terkait dengan hal ini Abraham S. Blumberg mengemukakan bahwa ' the
criminal court is trully a clossed community. This is more than just usuel case of
bureucratic ‘secrets’ which are fanatically defended from outside view.'** Lebih lanjut
dikemukekan Blumberg bahwa * The court, uniike most ofher formal organizafions,
functions as a genuinely “closed conimunfty * in that it succestully conceals the true
nature of its routine operations from the view of outsiders- and some times evenfrom
.§ome of participants themseives.'* Jelasiah dalam hal ini bahwa birokrasi peradilan
pidana sangaf ierfulup dalam mengemukekan bagaimanea ‘keputusan-keputusan’
birokrasi tersebut diperoleh. Hal ini untuk melindungi kepeniingan dari birokrasi

ataupun individu-individu dalarm birokrasi tersebuf.

Dalam peradilan pidana diskresi penegak hukum sebagai administrator
berarti memiliki kewenangan pula untuk mendefinisikan kejahatan sesual dengan

kepenfingan yang diprioritaskannya. Sebagaimana halnya dikemukakan Blumberg

1B bid, hat, 4.

12 Apraham S, Blumberg, Criminal Justice’, (Toronte : Burns and MacEachern Ltd., 1967),
hal. x

125 jpid, hal 70.
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bahwa *“ The criminal courts is that part of the “ communify screen” which sifts out

and labels the acused person.'*°

Selektivitas penegak hukum Terhadap kejahalan untuk tidak mendefinisikan
suafu peristiwa atau Siiqasi sebagai kejahatan /penimbulan korbannya seperti ;
a) They may be decide that is not crime , but should be regarded in some other way
and dealt with accordingly.
b} They may be decide it is not a serious offence, and as has been mentioned
ahove, the only record kept of offence known to the police i3 of serious offences.
c) [t may well be thaf although a serious ofence has been commited it will be regard
as too stale to requi}é investigation, or to trivial, 5o thet it can be disregarded. '*

Hal ini tertihat dari proses peradilan pidana yang digambarkan ddalam bagan
berikut :

REPORTED CRIME DETECTED CRIME

|———> SELECTED LAW VIOLATION

I

POLICE COURTS PROSECUTION AND
DEFENSE

PROBATION CORRECTIONAL PAROLE
- INSTITUTIONS

‘Bagan : proses peradilan pidana'®®

12 1pid, hal. 40.
Yo \Wiliams, Op.cif, hal.155,




Bagan di atas menggambarkan bahwa bekerjanya peradilan pidena dimulai
dari seleksi terhadap kejahatan, dalam artl meliputi ‘response selected’ dari aparat
penegak hukum yang dimulai dari kepolisian sebagai ‘gatekeeper ‘peradilan pidana.
Bagan ini berarti pula bahwa ada pula fenomena ‘undetected crime’ yang bisa
dinamekan sebagai ‘ the invisibility of certain crime ' dipengaruhi oleh bermacam-

macam kondisi .

Kehyataan mengenal ‘undetected crime' dalam tidak adanya laporan korban

tentang pertistiwa vang dialaminya memiliki beberapa sebab menurut Mardjono

sebagaimana dikutipnya dari Steven Box , antara lain 12

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi fidak bersedia

melapor karena:
a. Menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan mempedulikan laporannya;

b. Menganggap bahwa peristiwa itu merupakan ‘urusan pribadi , karena :

1). aken menyelesaikannya langsung di luar pengadilan dengan si pelaku
(extrajudicial)

2). merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di polisi maupun pengadilan
(misainya dalam kejahatan kesusiiaan atau mengalami penipuan karena

kebodohanniya ;

128 Alan Coffey, Edward Eidefonso, Waler Hartinger, An introduction to The Criminal Justice
System and Process, (Englewood Cliffs, New Jersey : Preentice-Hall, 1874), hal5.

12 ‘Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan,
kump.karangan buku kesatu, (Jakaria :Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
fembaga kriminologi Ul, 1994), hal.37-38.




2. Korban tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban suatu peristiwa kejahatan
(misalnya dalam penipuan yang dilakukan secara halus dan dalam kasus
penggelapan uang atau barang yang dilakukan secara rapih;

3. Kerban yang sifatnva absiral (abetrart viofind ran areng o sukar ditsntukan
secara khusus gan jelas (misalnya masyarakat pembeli barang ),

4. Korban mengalami peristiva kejahatan karena sendiri terlibat dalam kejahatan
(victims of their own criminal activity).

5. Secara ‘resmi’ tidak menjadi korban , karena kewenangan ‘diskres palisiuntuk

menentukan peristiwva apa dan mana yang merupakan kejahatan {hal ini

mmenyangkut kebijakan dalam penegakan hukum.

Pendapat Mardiono Reksodiputro di atas menegaskan pula suetu gejaia
kriminatitas yang ada di masyarakat , namun lidak terungkap dalam statistik kriminal
resimi dengan keadaan yang biasa disebut sebagai adanya ‘dark numbhers of crime’.
Penulis berpendapat bahwa fenomena ini juga merupakan suatu kritik dari adanya ’

sefective process in the administration of justice’

Fenomena 'undefected crimes’ apabila dikaji dengan penyusunan Statistik
Kriminal, menurut 1.S. Susanto merupakan penjelasan bahwa penyusunan Statistik
Kriiminil harus dipertanyakan mengenai apa yang dicatat, bagaimana angka tersebut
dikumpuikan, dan bagaimana angka-angka tersebut dimanipulasiken. Qleh karena itu
statistik kriminal tidak bisa dijadikan sebagai cermin yang jeles dan memantulkan
kejahatan yang terjadi di masyarakat.  Statistik kriminil sebagai produk sosial

merupakan hasil akhir dari proses bekefjanya hukum. Apabiia— dalam proses




bekerjanya hukum ferjadi tindaken yang berat sebelah dalam arti terfuju pada
kejahatan/pelaku kejahatan tertentu maka akan mempengaruhi hasil akhir dari

penyususnan statistik kriminal yang juga akan bersifat berat sebelah.!*®

Penulis menyetujui pendapat fersebut di atas karena menekankan bahwa
bekerjanya aparat penegak hukum tak lepas dari berbagai kepentingan vyang
disimulasikan oleh persepsi aparet terhadap perbuatan tertentu alaupun pelaku
kejahatan tertentu sebagai telah menimbulkan Xorban.

Pada kejahatan-kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi dikemukakan
pula bahwa perbuatan-perbua!an yang dijadikan sebagai kejahaian {tindak pidana)
terutama adalah kejahatan warungan dan sanga! langka pada kejaheatan white-coilar /
kejahatan korporasi. Pelaku yang ditindek adalah ferutama pelaku kejahatan

warungan dan langke terhadap pelaku kejahatan white -coliar f korporasi.'™!

Perspektif-beral sebelah dari aparat penegak hukum daiam menseleksi
terhadap kejahatan tertentu /pelaku kejahaten terientu memberikan efek pula bagi
perfindungan hukum terhadap korban. Dalam hal ini diskresi aparat penegak hukum

demikian harus mendapat socia{ control.

Diskresi yang merupakan kebijakan di luar perundang-undangan merﬁberikan
kebebasan kepada kepolisian untuk melakukan alternatif tindakan. Mary Jeaneite
Hageman mengemukakan bahwa Discretion is a by-product of profesional judgement

where by individuals working in the criminal justice system are granted/attitude in

¥ Susanto, Op.cit, 1990, hal.137,222
3 susante, Op.cif,1995, hal.3.




choosing among afternative possible actions (for example, to arrest,or not fo arrest, to

prosecute or not to prosecute).'*

Diskresi menurut penulis terkondisi oleh pendefinisian kejahatan /penimbuian
korban dati aparat penegak hukum terbentuk delam persepsi dan integritas moral
penegak hukum yéng berinteraksl delem birokrasi yang mewadahinva, hal ini
berpengaruh pula pada respon sosial terhadap perlindungan korban. Dapat

dicontohkan penegakan hukum oleh polisi yang berwawasan  demokras

dikemukakan sebagal ‘includes sensitivify to the sociat Implications of enforcing laws

that by their nature discriminate unfairly’. Hal ini dapat dikaitkan dengan arli dari

ienninqlogi penegakan hukum sebagai :

The complexity of enforcing faw has increased sfeadly with the advent of
Magna Carta, Bilf of Rights, and Fouith Amendement, ali of which have

molded the foundation of modern consfitutional government.'™

Bekerjanya penegak hukum dalam Peradilan pidana, yakni polisi, jaksa, dan
hakim dalam menangani suatu perkare pidana penuh dengan berbagal kepentingan-
kepentingan yang seringkali dalam pemenuhan kepentingan tersebut menimbulkan
konflik kepentingan. Kepentingan korban hanyalah salah satu dari kepentingan-
kepentingan yang dipertimbangkan, vyang mungkin akan berhadapan dengan
kepentingan status guo lainnya, sehingga tidak memuat penegaken hukum yang

demokratis dan mewadahi unfuk mencari keadilan dan hak-hak asasi manusia. Dapat

'3 Hageman, Mary Jeanette, Police-Community Relations, (Beverly Hills, London, New Delhi
: Sage Publications, Inc.,1985), hal. 29-30.
' Coffey, Edward; walter, Op,cif, hal. 53.




dlkutip pendapat Donald Black dan Maureen Mileskd dari penemuan Mayheﬁir and
Reiss bahwa dalam kaitan antara hukum dan statifikasi sosial, ‘ the legal pmce;ss is
geared jargely to serve the requirements of the upper strata’. ' |
Sehubungan dengan ‘moral force' dalam bekerjenya penegakan hulif:um .
perlu dihargai pencantuman tegas Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun I1 997
mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa : “ Dalam melaksargtakan
tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senariﬂlasa

bertindak berdasarikan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopnan,

kesusitaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. FPencantuman ini diharapkan

- tidaklah hanya menjadi mitos , dalem arli hukum diatas kerias belaka, namun harus

diimplementasikan dalam bekerjanya penegak hukum khususnya polisi.

Perspekiif di atas memunculkan pemikiran pentingnya aspek ‘ accountability

for criminal justice’ dan implikasinya terhadap ‘ coafrolfability and msponsivenies of

institution’. *** Fokus deri acountabiiity within criminel justice dapet dikaj* dari
perilaku penegak hukum, keputusan-keputusannya, atau peristiwa-peristiwa s:eperti
komplain terhadap etika dari individu petugas polisi, atau struktural, pola peirila'ku

I
institusi , sepertl abuses of power, corruption, discrimination. :
i
|

Penulis setuju terhadap perspektif ‘pertanggungjewaban’ penegak h kum

dalam keadaan tertentu peradilan pidana dari Stenning tersebut. Nemun, Stenning
. . |

'3 Donald Black, Maureen Mileski, The Soclal Organization of Law, (New York San
Franslsco London, Seminar Press, 1973), hal.8 |
Phlip C. Stenning, ed, Accountability for Criminal Justice, Selecled Essays, (T oronto
Bufalo, London University of Toronto, 1995), hal. 3-14, Dikatakan bahwa /t /s not enough
fustice is done, it must be seen to be done,
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lebih mengemukakan bertanggungjawaban ini dalam akar kebiasaan dan kekuasaan
daripada’ dalam hukum acara atau peraturan-peraturan. '*® Penulis berpendapat
dalam rangka pertanggungjawaban moral dan hukum vang merefleksikan fungsi
perlindungan, pengayoman, dan keadilan deri peradilan pidana, make
pertanggungjewaban ini tidak hanya menjadi wacana bagi peritaku penegak hukum,
namun juga harus dijiwai dalam pefrundang-undangan yang ada. Dalam konteks
implementasi, hal ini melibatkan berbagai dimensi sosial, seperti faktor politik, sosial,

dan teknologi.

E. Fungsl Hukum Dalam Perlindungan Korban

Beranjak dari terminologi paradigma korban seperti yang telah diuraikan di

~awal pembahasan ini, dapat dikemukekan bahwa viktimologi memberikan perspektif

luas untuk memahami perlindungan kofban dengan lebih baik, mencakup analisis
korban yang bisa berjatuhan karena institutional victimization , khususnya dalam
penulisan ini adalah viktimisasi terhadap korban dalami pembuatan maupun
bekerjanya hukum oleh aparat penegak hukum khususnya dalam Peradilan pidana.
Kajian vikltimologi berarti memberikan wawasan ‘ bagaimanakah pembuatan dan
bekerjanya hukum mampu mewujudken kesejahteraan, mewujudkan keadilan
mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi korben’, serta menjelajahi
fenomena apakah justru dalam upaya korban untuk mencari keadilan, untuk mencari
sdlusi bagi penderitaannya justru ‘dikorbankan’ lagi dalam sistem peradilan pidana

sebagai ‘korban peradilan’. Dengan kata lain apekah justru bekerjanya peradilan

% 1bid, hal. 5.




pidana memunculkan fenomena Sistem Peradilan Pidana yang kriiminogen ataupun

\)iktfnwogen. Dimaksudkan dengan peradilan di dalam penulisan ini dib

proses pemeriksaan, sampal diputus di peradilan.

Hukum erat kaitannya dengan usaha -usaha unfuk mewu

tertentu. Konfllik entera dua pandangan dalam hukum, pertama yang
diterima begitu saja dan pandangan idealistis hukum yang mencita-cita

tuiuan-tujuan sosial,

berkeadilan.

atesi mulal dari

lidken nitai-nilai
melihat hukum

kan {ercapainya

memberikan fenomena antara status -quo dan yang lebih

Diseminasi nilai keadilan dafam hukum menunjukkan bangkilnya kembalii

pikiran-pikiran hukum alam selaras dengan tuntutan dinamika kehidupaen hukum

.Philip Selznick mengemukkan peranan hukum alam dalam memberikan muatan ‘nilai

filsafati’ dalam hukum, yaitu :

1.
2.

Hukum alam menerime adanya suatu pengkajian ilmiah

Hukum alam menetima adanya suatu pandangan final, suafu ideal utama

yang memimpin kita dalam melakukan pengkajian

mengenai hakikat menusia yang mempunyai relevansi
kebutuhan akan harga diri

. Hukum alam mencari dan merangkumkan kebenaran-kebenaran abadi

moral, sepepti

Hukum alam mencari dan merangkumkan kebenaran-kebenaran abadi

mengenai hakekat masyarakat yang mempunyai relevansi moral, seperti

pembagian dan penggunaen kekuatan sosial

Hukum alam mencari dan merangkumkan kebenaran-kebenaran abadi

mengenai hakekat dan persyaratan suatu tertib hukum. '

Y7 Philip Sebznick, Sociofogy and Natural Law, dalam Donald Black, Maureen Mileski,ed., The
Social Organization of Law, (New York, San Fransisco, Liondon : Seminar Press, 1973),

hal. 33-34




Kebutuhan hukurﬁ dalam masyarakat dirasakan untuk menciptakan
keadilan, dan peraturan-perafuran yang ada serta penerapannya menjamin kepastian
dalam hubungan merekg satu sama lain . Mengutip dari Radbruch nilai-nilai desar dari
hukum adalah keadilan, kegunaan, dan kepastlan, dengan kesahan beriaku secara
filsafati, sosiologis, dan yuridis. Dalam kehidupannya kefiga nilai dasar hukum
tersebut, sering memunculkan ketegangan satu sama lain. 1%

Mengacu pada konsep KUHP, ketegangan antara nilei kepastian hukum dan
keadilan di!_egaskan dalam Pasal 18 konsep KUHP Baru, bahwa hakim harus sejauh

mungkin mengutamakan nilai keadilan daripada nilai kepastian hukum. %°

Dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno bahwa ketegangen antara tuniutan
kepastian hukum dan tunfutan ager hukum sesuai mungkin dengan perasaan
keadilan masyarakaf {ermasuk hakikat hukum ifu sendiri dan akan muncul kembali
datam pgﬂentangan antare teori Hukum Kodrat dan Positivisme Hukum . Namun
ketegangan itu tidak perlu menggagalkan cite-cita hukum. Hukum memang herus
pasti., kepastian adaleh dasar hukum, t'anpa kepastian keadilan fidak dapat
terlaksana. Tetapi kepastian tidak boleh dimutlakkan. Agar hukum {etap adil, perlu ada

keluwesan, 14°

1% Satjipto, Op.cit. 1996, hal.18-20 |

'® Barda Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 1996), hal. 92,

"% Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moraf Dasar Kenegaraan Modern,
(Jakaria : Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 83-84. Teori hukum kodral menuntut
hukum positif hanya diakui sah apabila sesuai dengan tuntutan dasar martabat manusia,
dan tidak berlentangan denhgan norma dasar moral terutama keadilan. Kelamahan hukum
kodrat bahwa paham kodrat lidak dapat dipastikan secara objektif, dan bahwa
bagaimanapun tidak dapat menarik kesimpulan normatif darl suatu kodrat faktual dianufir
dengan paham bahva norma-norma , atau hukum, moral tidak lagi dipahami sebagai
hukum kedrat melainkan menurut paham etika pada umunya. Ehat Ibid, hal. 95,98-99




Penulis berpendapat bahwa konflik antara kepastian hukum dan keadilan
{idak saja menjadi persoalan dilematika bagi hakim, namun ketegangan antara kedua
nilai ini yang harus dimenangkan oleh keadilan selayaknya menjadi acuan bagi
strategl bekerjanya hukum pidana baik dalam taraf di kepolisian maupun kejaksaan.

Meakna ‘keaditan’ #tu merupakan suatu perscalan tersenditi yang sebagian
pendapat dikaitkan dengan {atanan masyarakat. Uniuk hal ini dapat dikemukakan
deskripsi makna keadilan sebagal suafu ukuran yang dipakai dalam memberikan
perlakuan terhadap obyek di luar diri kita yang tidek dapat dilepaskan dari ukuran

perlakuan kepada menusis atau kemanusiaan.' ¢!

Terjadinya ‘finkage’ antara kepastian hukum dan keadilan mengetengahkan
suafu fenomena jarak antara kebuluhan rakyal dengan peraturan-peraturan yang
ada. Lehirnya produk hukum dan bekerjanya hukum yang cenderung defensif
daripada yang akomodatif seringkali terjadi.

Pada kenyataannya hukum tidak berada dalam ruang hampa dalam arti
konsepsi hukum yang dilihat dari aspek pembuatan dan bekerjanya hukum sering
herada daelam situsasi ‘confict of interest’ karena bekerjanya dipengaruhi oleh suatu
lingkungan. Dengan kata lain hukum berada dalam suaty sistem sosial bukan variabel
tersendiri, melainkan bekerjanya lergantung pada landasan terlib sosial yang lebih

iuas

" Satjipto,Op.cit, 1996, hal. 185.
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Dalem wacana tersebul, AAG. Peters mengungkapkan konsep hukum
responsif dari Nonet dan Selznick sebagai jawaban atas kritik bahwa seringkali hukum

‘tercerai berai dari kenyataan pengelaman sosial dan dari cita-cita keadiian sendiri. '*2

Untuk lebih mengkaji hukum responsif, periu diperbandingkan fipe hukum
dalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh arsiteknya, Philippe Nonet dan
Philip Selznick , vaitu ‘repressive law, aufonomus few, dan responsive faw' dalam
bukunya ‘Law and Society in Transition."* Hukum represif seringkeli dipakai sebagai
dalih untuk menjamin keténiban, dengan kekuasannya negara dapat menafsirkan arti
tata tertib sesuai dengan kebutuhan dan perspekiif mereka sendiri. Tujuen legitimasi
dalam hukum ini adatah demi kepentingan negara sendiri. Hukum dipakai sebagai alat
kekuasaan represif, Reaksi dari hukum represif adalah timbuinya hukum otonom yang
menekankan legifimasi, dengan tujuan legitimasi adalah keadilan prosedural. Hukum
dipakal sebagal suatu pranata yang mampu menetréiisir represi dan melindungi
integritas hukum itu sendiri. Hukum dilepaskan dari realitas sosial. Model kekuasaan
berdasar hukum ini adalah lebih menganjurkan tunduk kepada otoritas dari pada kritik
atas otoritas. Dalam perkembangannya timbul kritik terhadap hukum otonom -dalam
bentuk kritik ferhadap kekakuan legislalif yang asing terhadap kehidupan umum
dalam masyaraket. Hukum responsif menekankan pada kompetens| dengen tujuen

legitimasi adalah memberi keadilan substantif sebagai jaminan bagi perlakuan adil,'**

142 AA.G Peters, Koesrianl Siswosoebrolo, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Il
(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1990}, hal. 158.

'*? Philippe Nonet, Philip Zelnick, /aw and Socisty /n Transition, {(Lenden : Harper and Row
1978}, hal. 18, Dikemukakan bahwa repressive faw, aufonomous, and responsive faw are
not distinc types of law buf in some sense, stages of evolution in the relation of law to
the political and social order,

" ibid, hal16,18,42 43, 84-71,73,93.
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Penulis dapat memberiken contoh dalam permahaman ketegangan antara
kepastian hukum dan keadilan, yaitu dalam hal penerobosan terhadap asas legalitas
khususnya terhadap lingkup pengertian melawan hukum. Dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1998 tenfang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan
dalam penjelasan umum bahwa : |

‘Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi

perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suaty

korporasi secara meiawan hukum dalam pengertian formal dan material.

Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum tindak pidana

korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan fercela yang menurut

perasaan keadilan harus dituntut dan dipidana.”

Hal menarik dalam rumusan di atas merupakan suatu nilai keadilan substantif
yang diperjuangkan delam penegakan hukum, yang didekati fidak hanya dalam rénah

positivistik namun datam pemikiran ‘inwoord fooking dari rase keadilan masyaraket.

Berdasar pemikiran tersebut, nilai keadilan adaiah menjad! nilai yang harus
terrefleksikan dalam hukum , baik dalam pembuatan hukum maupun bekerjanya
aparat. Peranan berjalannya fungsi hukum dengan menjalankan keadilan merupakan
suatu cite hukum, dan bukannya hanye menjadi mitos belaka. Sejalan dengan
penamaan ‘criminal justice’ apabila hanya di atas kertas belaka menjadi ‘criminai

injustice’,




Pada hakekainya perlindungan lterhadap korban sebagal janji-janji hukum
oleh Sistem Peradilan Pidana, berusaha mewujudian fungsi primer hukum yang

diungkapkan oleh 1.S. Susanto dalam 3 diga) hal '**

1. Pedlindungan
Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan findakan-
tindakan yang merugiken dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang
ditakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang
dari luar, yang ditujukan terhadap fisk, jiwa, kesehatan, nitai-nilai dan hak

asasinya.

2. Keadilan
Hukum menjaga, melindungt dari keadiian bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat
dikatakan bahwa hukum yang fidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan
dipandanng melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan

dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan
Hukum dipekai sebagai kendaraan baik dalam meneniukan arah, fuiuan, dan
pelaksanaan pembangunan secara adit. Artinya, hukum sekaligus digunakan
sebagail alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan

dilaksanakan secara adil.

Beranjak dari fungsi hukum tertsebut di atas, dalam penulisan ini akan dikaji
bagaimanakah peradilan pidana baik dalam pembuatan hukum maupun bekerjanya
penegak hukum merealisasikan fungsi hukum tersebut dalam mewujudkan

perfindungan hukum bagi korban.

"5 susanto, Op.cif, 1998, hal.17?
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F. Perlindungan Korban Dalam Hukum Positif

Selaras dengan perspekdif pemahaman korban sebagai suaty konstruksi

sosial, maka konstruksi sosial ini muncut dalam perundang-undangan.

Pengkajian terhadap perlunya petlindungan terhadap korban kejahatan

dikemukakan oleh Mutadi dengan alasan-alasan sbh %8

1. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan
konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan  sebagai wewenang
sesuai asas legalitas, vaitu poena dan ciimen harus ditetapkan lebih
dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana.
Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan
pidana melalul infrastrukiur penitensier (hakim, petugas lembaga
pemasyarakatan, dsb). Di sini terkandung tuntutan moral, dalam wjud
keterkaitan filosofis pada satu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam
kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis,
masyarakat sebagai ‘system of institutional trust’ | sistem kepercayaan
yang melembaga, dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam
struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadiian, iembaga
korreksi, dsb. Tefjadinya kejahatan atas diri  korban bermakna
penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana
dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai
sarana pengembalian sistern kepercayaan tersebuf.

2. Adanya argumen kontrak sosial yaitit negara memonopoli seluruh reaksi
sosial terhadap kejahatan dan melarang findakan-tindakan yang bersifat
pribadi, dap argumen solidaritas sosial bahwa negara harus menjaga
warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya / apabila warga
negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat
berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediekan oleh

" Muladi, Hak Asasi Manusia, Politi Dan Sistem Peraditan Pidana, (Semarang UNDIP,
1997}, hal176-177




248}

negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan
maupun melalui pengaturan hak.

3. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan peimidanaan

1

yaitu penyelesaian konfiik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh
adanva lindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatenoton

£

fasa Gandl Qiseny wosyarekal, Hal ind juga diadopsi dalam rancangan
konsep KUHP Nasional yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke-3).147

Penulis sepakat untuk beberapa hal pendapat Muladi tersebui. Namun, ada
bebarapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu bahwa pertama, perlindungan terhadap
korban diarlikan sebagai apabila pelaku telah dipidana dan diproses. Padahal proses
pemidanaan tidak hanya pada sast hakim mulai bekerja, namun dalam saat tingkat
kepolisianpun proses pemidaaan tersebut telah dimulai, dan korban {erlibat
didalamnya. Oleh karena iu, pelrindungan korban periu pula ditekankan perhatian
terhadap bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana tersebut ditangsungkan oleh
aparal penegak hukum mulai dari Kepollisian. Apakah bekerjanya aparat penegak
hukum tersebut justru menimbuikan ‘second viktimization’ terhadap korban.

Korban kejahatan ‘dapal’ hadir dalam proses peradiilan pidana dengan dua

kualitas berbeda. Perfama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban untuk memberi

" Lihat dalam Barda, Op.cit, 1996, hal, 153-154, Tujuan Pemidanaan yang dirumuskan
dalam Konsep KUHP Baru (Pasal 47) :
1. Pemidanaan bertujuan untuk
ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
pengayeman masyarakat:
ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan  mengadakan pembinaan sehingga
menjadikannya orang yang baik dan berguna;
ke-3 menyelesaikan konflik yvang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana, '
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kesaksiann dalam rangka pengungkepan kejahatan yang sedang dalam proses
pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan,.iahap penuntutan maupun pada tahap
pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan.
Fungsi korban dalam hal Ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap
pelaku kejshatan yang telah mengekibetken atau menimbulkan keruglan /
penderitaan pada dirinya. '*°

Paradigma perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-
undangan yang berlaku, yeitu KUHP dan KUHAP fermasuk kebljaken instansional
birokrasi penegek hukum. Oleh karena #u bentuk perlindungan korbanpun telah
dikonstruksikan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini berarli bahwa realilas
soslal periindungan korban dimungkinken mengalami pendegradasian karena adanya
kekurangan atau hambatan delam perundeng-undangan, sehingga kurang
mengakomodasi respon terhadap korban.

Sehubunﬁan dengan upaya perlindungan korban melalui Peradilan pidana
selama ini banyak ditelaniarkan. Masalah Kejahatan senantiasa difokuskan pade apa
yang dapet dilakukan terhadap penjahat dan kurang dipertanyekan apa yang depat
dilakukan terhadap korban. Seflap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk
menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat

adalah satu-satunya sumber kesulitan bagi korban'*®,

Hal ini terlihat dari pendapat Marc Ancel mengenai * social defence’. Konsep

modern social defence menurutnya diintefpretasikan sebagai The prevention of crime

18 Andi Matalata, Santunan Bagi Korban, dalam Sahetapy, Op.cit, 1987, hal. 43- yrs
S \ulyana W.Kusumah, Aneks Permasalahen Dalam Ruang Lingkup Kriminologl,
(Bandung : 1981, hal.2

T-ruSTAK- '6\3233?,




. korban.

1

and the freatment of c'Jfffenders. Dikemukakan oleh Ancel lebih lanjul bahwa
konsekuensi dari konsep modern ‘social defence ‘tersebut adalah berari tujuan dari
politik hukum pidana adalah * sysfemafic resociaiization of offender. Konsep ini
berusaha menjaga hak-hak sebagali manusia dari pelaku kejahatan, meskipun ia
harus membayar kejahatan atau hukumannya.'*

Jelaslah teriihat dari pendapat Marc Ancei fersebut , bahwa konsep
perlindungan sosial diasumsikan sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan
pelaku kejahatan, mengind'ikasikan korban kurang mendapat perhatian dari konsep
ini. Perlindungan terhadap kotban hanya diartikan secara tidak langsung dengan
pencegahan {erfjadinya kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunye telah
dipidana. Perlindungan korban menjadi teranulir dan limitetif dalam konsep ini, dan
tidak memberikan wawasen bagi upaya pencarian ‘acces fo justice and fair treatment

fo the victim', maupun pemikiran terhadap compensation, restitution, dan assistance.

Dalam Simposium pembaharuan Hukum Nasional tahun 1980, dinyatakan
perumusan yang luas mengenai Konsep petlindungan masyarakat, yaitu disamping
perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasaan hidup

dalam masyarakat, juga dimasukkan unsur perlunya memperhatikan kepentingan

161

Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kabijakan perlindungan

masyarekatl dicantumkan pula pade hasil Konggres di Milan ltalia sebagaimana

0 Mare Ancel, ‘Social Defence’ A Modern Approach to Criminal Probiems, foreward Leon
Radzinowicz, trans J. Wilson, (Londen : Routledge & Kegan Paul., 1965), hal. 25

¥ Barda Nawawi Arief, Kebijskan Legisiatit Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara, {Semarang : Ananta, 1994), hal. 91,
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dikulip Barda Nawawi Arief | dalam Declaration of Justice for victim of Crime and
Abuses of Power | yang menyatakan bahwa  “Victims rights should be perceived as
an integral past of fofal criminal justice system”. Oleh karena itu ditegaskan Barda
Nawawi Arief bahwa perhatian terhadap hak korban harus dilihat sebagai bagian
integral dari keseluruahan kebijakan kriminit. '**

Berdasar terminologi diatas, jelaslah dan periu digarishawahi bahwa dalam
rangka perlindungan hukum terhadap korban , maka petlindungan korban harus
dijadikan sebagal bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dari
kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan /
social welfare polficy dan social defence policy yang mengakomodasi hak-hak
korban.

Apabila dikaitkan dengan petlindungan korban, maka perspeklif viklimologi
memberikan muatan Kebijakan terhadap perlindungan korban. Daltam  sisi upaya
oriertasi viktimolog! untuk mencapai kesejahierasan, maka terkait pula dengan
kebijakan perfindungan korban sebagai bagian integral dari kebijakan petlindungan
masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Perlindungan korban adalah sebagai bagian integral pula dari kehijakan
kriminal . G. Peter Hoefnage!s mengutip pendapat Marc Ancel bahwa * The science of
ciriminal policy is the science of crime prevention..., criminal poficy is the rational
organzation of the social reaction of crime science of crime prevention. Dalam
bagannya Hoefnagels mengemukakan hahwa Criminal policy as a science of policy is

part of a larger policy : The Law enforcement policy ..The legislative and

%2 Barda,op cff, 1986, hal.19-20.
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enforcement policy is in tumn part of social policy.” Politik kriminal sebagai usaha
rasional untuk menangulangi kejahatan adalah melalui jalur penal dan non penal.
Dalam penelitian ini dkhususkan kebijakan kriminal melalui sarana hukum pidana.
Sehubungan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana sacara keseluruhan,
penulis mengutip La Patra bahwa ' Afl the Criminal Justice System sub systems
legitimately may expect to patticipate in one or more of these activities in order fo
contribute to the enfire system's welffare’. Lebih lanjut dikemukakan La Patra bahwa
three major goals of the overall CJS are the identification and processing offenders,
the control of violence, and the provision emergency services, '5*
Untuk menjelaskan hal tersebul diatas perlu dikemukakan terlebih dahulu bagan

sehagai berikul :

Kebijakan kesejahteraan sosial '

Kebijakan Sosial Tujuan

t—————— Kebkijakan Perlindungan Masyarakal—

SaranaPenal. |

/

Kebijakan Kriminal

Sarana Nerrens—-

"* Hoefnagels, Op.cit, hal57,56.
1 { a Patra, Op.cif, hal. 87

mrmmp e et e e e
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Jelaslah bahwa keierpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial
mencakup kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan
masyarakal berkonsekuenéf pada perluinya perhatian terhadap kerban. Dalam hal ini
social defence sebenarnye tidak hanya ditujukan sebagai ‘the systematic
resocialization of the offender sebagaimana dikemukeken Marc Ancel di ataes,
melainkan tergbkus pula pada perlindungan hek asesi dan martabat korban datam
proses peradilanl pidana yang juga iak lepas dari kebijeakan untuk mencapai
kesejahteraan bagi korban atau masyarakai. Dalam kata lain orientasi viktimologi juga
tak lepas deri kesejahtersan masyarakat, masyarakat yang fidak menderita atau

masyarakat yang tidak mgnjadi korban dalam arti luas.

Sehubungan dengan bagan diatas, menarik pendapat yang dikemukakan
oléh Jaksa Agung dalam Seminar Nasional ‘menggugat pemikiran Hukum Positivistik
Di Era Reformasl, yaitu bahwa hukum dan penegakan hukum tidaklah memiliki tujuan
sendiri yang terlepas dari tujuan masyarakal pada umumnya. Dengan kata lain
dinyatakan beli'a'u bahwa berdasarken Kketerkaitan kebijakan pidana dan kebijakan
penegakan hukum dengan kebijakan sosial, meka pandangan dan pendekatan
positivistik dalam penegakan hukum, jelas tidak akan mendukung upaya pencapaian

tujuan masyarakat.'*®

85 Marzuki Darusman, Jaksa Agung, seminar : Difena Pendekatan Positivistik Dalam
Penegakan Hukum, makalah dalam Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum
Positivistik Di Era Reformasi Program Doktor limy Hukum UNDIP, Semarang, 22 Juli
2000, hal.t '
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Penulfis sependapat dengan hal tersebut, bahwa dalam rangka pencapaian
periindungan dan kesejahieraan khususya bagi korban, maka orientasi yang petiu
diperhatikan adalah keadilan substansial dalam rangka periindungan teradap korban

derigan mempethatikan nital -niltai humanisme.

Dinyatakan oleh Bassiouni sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa
fujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud datam
kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai fertenty vang periu

difindungi. Kepenfingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah

1. pemeliharaan tertib masyarakat;

2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-
bahaya yang tak dapat dibenarkan , yang dilekukan oleh orang lain;

3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum:

4. memelihara atau memperthankan infegritas pandang-pandangan dasar
ferteniu mengénai keadilan sosial, mariabat kemanusiaan dan keadilan

individu. %®

Bertolak dari pemikiran di atas, sudah sewajarnya bahwa kepentingan korban
diperhatikan. Oleh karena itu, masalah ulama atau obvek hukum pidana sevogyanva
di samping masalah perbuatan pidana, perlanggungjawaban, dan pidana, juga

meliputi permasalahan korban.'®’

15-6 Barda, Op.cit, 1996, hal.39-48.
¥ ibid, hal. 87.
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Selaras dengan hal fungsi pengayoman dalam bekerjanya Sistem Peradilan
Pidané, yang harus m_elindungi secara infegral kepentingan negara, kepentingan
umum, dan kepenﬁngén individu (balk korban maupun pelaku), periu dikemukakan
karakteristik aliran -alivan dalam hukum pidana.  Aliran dalam hukum pidana meliputi

1. Aliran Klasik dengan pelbagai citi (al. docirinee of free will punihment
should be Tit the crime, fegal definition of crime, determinate séntence,
daadstrsfrecht, no empirical research, justice model, equal Justice,
pidana bertsifat pembalasany menunjukkan kelemahan yakni tidak
mempérhitungkan harkat dan martabat man usia terfalu rhengutamakan
kepentingan negara dan kepentingan umum.

2. Aliran modern dengan senjata ilmu pengetahuan dengan pelbagai
karakieristiknya (natural crime, indeterminate sentence, doctrine of
determinism, punihment should fit fthe crime, judicial discretion,
daderstrafrecht, medical model, individualization of punishmenf and
{reatment dan sanksi bersifat mendidik) menunjukkan kelemahan yakni
terlalu memeanjakan penjahat dan apabila diterapkan sungguh-sungguh
{erfalui mahal, kurang mempefhatikan kepentingan korban kejahatan.

3. Aliran neo Kklasik dipandang negara sangat manusiawi dan
menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional.
Karakteristiknya adalah sebagai berikut : Modifikasi dokirin kebebasan

“kehendak atas dasar usia, patologi, dan lingkungan, daad-
daderstrafrecht, manggalakkan experf fesfimony / kesaksian ahii,
pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat pemidanaan,
pengembangan fwinfrack-system, perpaduan antara justice model dari
perlindungan terhadap hak-hak {erdakwa-terpidana termasuk

pengembangan non-institutional freatment |, dekriminalisai, dan
depenalisasi. 1%

58 hMuladi, Op.cif, hal. 147-148, 152-153
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Terkait dengan  kepentingan korban yang harus diperhatikan dalam
persoalan pokok pidana seperti tersebut di atas, dapat dikemukakan pendapat Muladi
bahwa Model peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia mengacu kepada ‘daad-
dader strafrecht’ atau model keseimbangan kepentingan yang dipilih dari aliran neo-
Klasik . Model ini disebut sebagai model realistik yang memperhatikan kepentingan
vang harus dilindungi oleh hukum pidana, vaitu kepentingan negara, kKepentingan
individu, kepentingan petaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan."™

Dalam Rancangan KUHP Baru telah diakomodasi perhatian terhadap
kepentingan korban, yakni dalam Pasal 48 ke -8 : Dalam pemidanaan hakim wajib
mempertimbangkan pengaruh findak pidana terhadap Kkorban atau keluarga
korban. '™

Sehagaimana dikemukakan oleh Van Dijk selaras dengan terminologi di atas
bahwa principle sentencing should stafe that writfen reasons for sentence shouid be
given, following criteria to incfude ;

a) The foreseable consequences of the offence fo the victim
b} The likelihood of tihc victin's safety béfné-affected, and

¢} The priosity of restitution to the victim over any sanction for the state. "'

158 yauladi, Kapita Selekta Sistem Peradiian pidana, (Semarang - UNDIP, 1985), hal5

0 Barda, Cp.cff, 1996, hal. 155

' jan Van dik, Victim Rights : A Right To Befter Services or A Rights To Active
Darticipation, ed., dalam Van Dik, Charles Halfmans, Orimisal Lew fn Aclon, Ad
T T AR ieniern Sooeties | (Deventer- Netherland @ Kluwer Laws
and Taxation, 1968}, hal. 430.. Terkait dengan hat ini Van dijk mengemukakan bahwa
orientasi hukum pidana yang meletakkan definisi korban sepanjang terkait dengn haknya
untuk menerima ganti rugi adalah tidak memuaskan, karena ketika menentukan siapa
vang berperan dalam proses untuk memperoleh ganti rugi tersebut, atau mendapatkan
informasi terhadap hasil dari criminai procedings, 1bid, hal. 355.
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Berdasar hal pemikiran Van Dijk tersebut jelas bahwa perlindungan terhadap
korban dalam Peradilan pidana, tidak hanya diarahkan pada pemberian ganfi rugi
belaka, namun juga meliputi bagaimana reaksi penegakan hukum uniuk fetap

mengakomodasi hak asasi korban .

1.Ganti Rugi Terhadap Korban

Petlindungan korban khususnya hak korban untuk memperolah ganti rugi
merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial
{social security). Hal ini pun mendapal pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan :

Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk

kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan,

pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan -pelayanan sosial
yang diperiukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit,
tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia atau kekurangan nafkah lainnya

dalam keadaan-keadaan diluar kekuasaannya.'®?

Perlindungan korban dalam peradilan pidana menurut ketentuan hukum
positif berusaha dikritik dari sisi pendekatan krifis bekerianya perundang-undangan
tersebut untuk diurgensikan dengan harapan cifra hukum vyang melindungi dan

herkeadilan.

152 james W. Nickel, Hak Asasi Manusia , Making Sense of Human Rights, Reflaksi

filosofis afas Dekiarasi Universal Hak Asas/ Manusia, {Jakarta . Gramedia Pustaka
Utama, 1896}, hal. 267.
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Barda Nawawi Atief mengemukakan bahwa Hukum Pidana posilif saat ini
lebih menekankan pada periindungan korban ‘in abstrakfo’ dan secara tidak langsung.
Hal ini dikarenakan tindak pigana positif menurut hukum pidana positif tidak dilihat
sebagai perbuatan menyerang / melanggar kepentingan hukum seseorang (korban)
secara pribadi, dan konkiit , tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran nofma f teitib
hukum in abstrakio. Clsh karena itu, pertanggung jawaban pidana terhdap korban
bukanlah pertanggungjiewaban terhadap kerugian / pemderitaan korban. secara
langsung dar konkrit, tetapi lebinh tertuju kepada pertanggung jawaban pribadi.'®

Dapat dfkemukakan contoh bahwa dalam penegakan hukum pidana reaksi
terhadap pelaku delik diambil sepenuhnya oleh negara melalui badan penegak
hukumnya yang bekerja terintervensi oleh berbagai kepentingan, yang seringkali
tanpa merasa pertu mengikutseﬁakan korban dengan pengecualian pada delik-delik
aduan, terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh penegak hukum.

Dalam taraf penyidikan maupun penuntuian misainye | dimungkinkannya
suatu tindakan yang oleh undang-undang disebut sebagai ‘diskresi * untuk aparat
kepolisian maupun penerapan asas oportunitas untuk jaksa pénuntut umum .'® Bagi
kejaksaan, Pasal 32 ¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan
menegaskan kewenangan Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi

kepentingan umum. Undang-undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 tercantum

163 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebiiakan Penegakan dan Pengembangan Hukurm
Pidana, { Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998}, hal.55.,58

164 oot Andi Hamzah, Sistem Piddna dan Pemidanaan di Indonesia, {Jakarta : Pradnya
Paramita, cet.ke-2, 1993), hal.94. Diskresi tertera dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 28 Tahun
1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seria penjefasaan umumnya. Asas
oportunitas memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk meniadakah penuntutan
hukum terhadap seseorang yang disangka iefah metwujudkan suatu perbuatan berdasar
pertimbangan bahwa lebih menguntupgkan kepentingan umum jikalau tidak dilakukan
penuntutan. '
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dalam Pasal 18 vang dmyatakan dalam ayat 1 Untuk kepentingan umum , pejabat
kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
dapat betfindak menurut penilaiannya sendiri. Dijelaskan dalam penielasan pasal
tersebut bahwa bertindak menurut penilaiannya ssendiri adalah suatu tindakan yang
dapat dilakukari oleh | pejabat kepolisian vyang dalam bertindak harus
memperiimbangkan manfaal serfa resiko dari tindakannya beful-betul untuk

kepentingan umum.

Dalam kUHP pun terdapat diskresi yang dikenal dalam lembaga ;aﬂ(oop’
sebagaimana diatur oleh pasal 82 KUHP, yaitu: Kewenangan menuntuf pelanggaran
yang diancam pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar
maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah
dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan

dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

Berbagai pertimbangan bezkerjanya penegak hukum dalam menuntaskan
suatu perkara {ersebul dikemukakan anfara lain karena bentuk kejahatan yang
semakin beragam, sehingga beragam pula korban yang ditimbulkannya. Mardjono

Réksodiputro mengemukakan dua permasalahan yang mungkin timbul, yaitu :

1. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (adanya ‘abstract victims dan
‘collective victims' dan ; _
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain

karena kesukaran dalam pengumpulan barang bukti.'

185 Mardjono Reksodiputro, Kemsjuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat
Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (Jakarta : Lembaga Kriminologi Ul, 1994 b),
" hal. 44
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Dalam prakiek benerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai ‘saksi
korban’ dan terkadang mengabaikan posisi korban sebagai ‘pencari keadilary. Dalam
proses persidangan, korban ‘diwakilkan’ kepada penegak hukum. Reaksi {rehadap
pelaku delik menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan.’®® Dalam hal ini
pelanggaran atas suatu hak (kepentingan hukum) seseorang warga (yang dianggap
cukup serius untuk dirumuskan dalam KUHP) ditindak oleh negara karena perfama ;
dianggap sebagai ‘serangan’ terhadap masyarakat, kedua ; sebagai reaksi negara
terhadap kejahatan supaya tidak digantungkan kepada kepentingan dan kebutuhan
korban untuk memuaskan keinginan balas dendam. Tindakan negara ini seringkali
tanpa merasa perlu mengikutsertakan korban (dalam arti pendapat korban {entang
pelanggaran haknya itu tidak menentukan keputusan badan penegak hukum, dengan
pengecualian pada deiik aduan. 157

Hukum Pidana positif lebih mengasumsikan behwa peiaku pelanggaran
dianggap mengganggu ketertiban dalam masyarakat daripada mengganggu
kepeminga‘n hukum kdrban. Hal ini jelas dari pendapat * ... Public prosecution was
originally superimposed upon a system of privafe prosecution, but private prosecution
was eventually seen as impracticabls, too often subject fo abuse, and inconsistent
with the view that crimes were ‘acts against the state * and not simply wrongs inflited

upon an individual victim.®®

188 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , (Bandung : Alumni , 1986}, hal. 184.

"% Mardjono, Op.cit, 1984 a, hal. 74-T5.

188 | ihat Jerold H. Israel, ; Yale Kamisar, Wayne R. laFave, Criminaf Procedure and The The
Constitution , Leading Supreme Court Cases and Introductory -Text, (St. Paul , Minn :
Vest Publihing Ce, 1989), hal. 21.




Beberapa hal diatas terkait dengan perlindungan korban secara fak
fangsung, terutama ferhadap perlindungan {erhadap calon korban afau korban
potensial, adatah melalui pidana pokok berupa pidana mali dan perampasan
kemerdekaan, dan juga pengenaan pidana tambahan berupa pencabutan hak
tertentu, perampasan barang terfentu, pengumunan putusan hakim, ataupun dalam
tindakan iata tertib berupa penutupan seluruh fsebagian perusahaan antara {ain
dalam Pasal 7 ayat 1 b UU no. 7 drt 1855 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan
Pasal 18 ayat (1) huruf ¢ UU No. 31 {ahun 1989 tentang Pemberantasan Tindék
Pidana Korupsi, dan Pasal 63 mengenai pidana tambahan berupa pencabutan iiin
ysaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

Bentuk petiindungan korban secara langsung dan bersifat kolektif mencakup
kepentingan orang banyak diantaranya adalah memperbaiki akibat-akibat dalam
Tindak Pidana Ekonomi sebagai tindakan fata terfib dalam UU No. 7 drt 1855,
pemulihan lingkungan yang telah tercemar atau mengalami kerusakan dalam Ut} No.
23 Tahun 1897, dan perintah penghentian Kegiatan fertentu vang menyebabkan
timbulniya kerugian konsumen, serta kewajiban penarikan 'barang dari peredaran
dalam pidana tambahan pasal 63 UL No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Bentuk nedindungan korban secar tmeasung  berupa ganti rugi yang dapat
perkentulc restitust maupun kompensasi. Menurut Stephen Schaffer |, perbedaan
antara restitusi dan kompensasi dapal dikaji dari dua hal. Kompernisasi merupaken
tuntuian pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melaiui suatu perraohonan

dan dibayar oleh masyarakal / negafa. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan adanya
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penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan

mefalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan'®®

Penulis kurang menyetujui pendapat Schafer tersebut. Perfama, bahwa

kompensasi {idak menufup funiutan pidana terhadap pelaku. Pelaku lidak dapat

terbebas dari funfutan keadilan, walaupun negara menyediakan kompensasi bagi

korban. Hal ini didasarkan pada rasa keadilan masyarakat sebagal bentuk

perlindungan masyarakat, dan juga sebagai upaya pembinaan terhadap terhukum.

Stephen Schafer menulis dalam buku “ The Victim end His Criminal *

mengenai lima perbedaan sistem resfitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan .

Yaitu :

a)

b)

c)

Ganti rugi yang berkarakter / bersifat keperdataan dan diberikan dalam
proses perdata. Dalam bentuk ini, memisahkan antara tuntutan ganti
kerugian yang dapat diajukan korban melalui acars perdata dari proses
peradilan pidana yang mengadili térdkwa. Kejahatan dipandang sebagat
kejahatan terhadap negara, kepentingan korban tidak menjadi bagian dari
prosedur peradilan pidana.

Kompensasi yang berkarakier perdata tetapi diberikan melalu proses
peradilan pidana, Sistem ini masih memperiahankan perbedaan antara
kesalahan pérdaia dan pidana. Di Jerman sistem ini dinamakan
adhasionprozess, di Prancis reslitusi terhadap korban disebut sebagai

““action civile,” dan pada peradilan pidananya korban adalah hanya

~ sebagai ‘ a civil paitie’.

Restitusi yang berkarakter perdata, tetapi terjalin dengan sifal pidana,
dan diberikan melalui prosedur pidana. Dalam pemecahan permasalah

15 vergil L. Williams; Mary‘ Fish, "4 Proposed Mode! for individuslized offender Restitution
Through State Victim Compensation dalam Drapkin, & Viano, Victimology : A New Focus
Vol. 11 : Society's Reaction to Victimization, ( Toronto-London : Lexington, 1974), pal. 167.
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ini, klaim korban dapat diputuskan dalam peraadilan pidana. Walaupun
restitusi ini bersifat keperdataan, namun tidek diragukan sifat * genera/
punitive’ nya. Denda ini berbentuk ¢ kewsjiban yang bermilai uang
{monetary obligation) yang dikenakan kepada pelaku sebagai ganti rugi
terhadap korban dan penambahan daari penghukuman yang seharusnya
diberikan.

d} Kompensasi yang berkarakier perdata , diberikan melalui proses
peraditan pidana, dan didukung oleh sumber-sumber keuangan negara.
Kompensasi iidak memiliki aspek pidana apapun, dan meskipun diberikan
dalam proses pidana. Kompensasi dari negara ini merupakan tanggungan
negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan
pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan implikasi dari pengakuan
negara atas ketiidakmampuannya dalam menjalankan {ugas melindungi
korban dan mencegah terjadinya kejahatan.

e) Kompensasi yang berkarakter nefral den diberikan melalui prosedur
khusus. Sistem ini diaplikasikan ketika korban membutuhkan namun
pelaku dalam keadaan ‘bangkrut’ dan tidak dapat memuaskan kiaim
korban untuk ganti rugi. Peradilan perdata maupun pidana tidak
berwenang untuk menangani, tetapi prosedur khusus dan mandiri yang
mengintervensi negara atas permintaan korban.'’°

Berdasar sistem yang diberikan Stephen Schafer tersebut apabila dikaitkan dengan
pemberian sistem ganti rugi delam proses peradilan pidana di Indonesia , adalah
cenderung mengikuti sistem ke -2 tersebut. KUHAP sebenarnya tidak menganut
secara murni sistem kedﬁa secara uluh atau hanya secara terbatas. Berdasarkan
KUHAP Pasal 98 memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara

gugatan ganti keruglan ke dalam proses peradilan pidana, dan ganti kerugian ini

170 Sohafer, Stephen, The Victim and His Criminal , A Study in Functional Responsibility,
‘(New York : Random House, 1968), hal. 105-109.
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dipertanggungjawabkan pada pelaku tindak pidana. Namun, Pasal 99 ayét )
mengadakan pembatasan vyaifu bahwa ganti kerugian yang diajukan terbatas pada
hukuman penggantian biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang
dirugiken, sehingga tuntutan yang lain daripada itu yaitu untuk ganti rugi immateriil
harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan apabile hendak diajukan harus dimasukkan
sebagai gugatan baru dalam perkara perdala. yang tidak merupakan ne bis in idem
apabila dalam amar putusan dimuat ‘tidak dapat diterima dan harus digjukan sebagai
perkara perdata biasa”.

Dalam aturan umum KUHP juga tidek mengenal jenis ‘pidana gan.ti rugi’.
Pidana bersyarat yang memuat ganti rugi dalam Pasal 14 ¢ KUHP tentang pidana
hersyarat pada dasarnya ftidek bersifat pidana dan hanya sekedar pengganti uniuk

menghindart atau tidak menjalani pidana. 7

a. Pemberian Restitusi Kepada Korban

- Rancangan KUHP Baru mengemukakan pemberian restitusi kepada Korban
dalam Kkaitannya dengan kepentingan peia!;u , yaitu dalam Pasal 52 ke -5 : Pidana
diperingan dalam hal seseorang setetah melakukan tindak pidana, dengan sukarela
memberi ganti kerugian yang layak  atau memperbaiki Kkerusakkan akibat
perbuatannya.'’? Penulis berpendapat bahwa kriteria pemberian ganti rugi yang layak
dalam RKUHP Baru tersebut perlu dijelaskan , apakah mencakup bentuk ganti rugi

baik materill maupun immateriil .

7' Barda, Op,cif,19898, hal. 61
72 Barda, Op.cif,1996, hal. 142
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Hukum pidana positif (materiil / formil) walaupun memberi perhatian kepada

ikorban secara langsung denganpemberian ganti rugi  inipun masih bersifal sangat

ferbatas dan limitatif, yaitu :

1.

Dalam hal hakim menjatuhken pidana bersyarat dalam pasal 14 ¢ KUHP hakim

~ dapat menerapkan svarat khusus bagi terpidana unfuk mengganti kerugian baik

semua ataupun sebégian.yang ditimbulikan dari {indak pidana

Dalam pembayaran uaeng pengganti dalam perkara korupsi, sebagal pidana
tambahan pasal 34¢ UU No. 3 Tahun 1871 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi)

Dalam Pasal 18 UU No. 31 tahun 1899 tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
Penggahtian b'iaysa yang telah dikeluarken dalam proses penggabungen perkara
gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101 KUHAP).

Ganti kerugian dalam UL No. 23 Tahun 1937 {entang Pengelo!aan Lingkungan
Hidup (Pasal 34 ayat 1)

Pasal 63 huruf ¢ UU No. 8 Tahun 1899 {entang Perlindungan Konsumen fentang

pembayaraan ganti rugi.

. Tindakan tata terib dalam UU Tindak Pidana Ekonomi No. 7 drt 1955 dalam

Pasal 8 sub d berupe kewsjiban mengerjekan apa yang dilakukan tanpa hak ,
dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat yang semuanya atas
biaya si terhukum.

Kelemahan yang ada dalam pengenaan ganti rugi tersebul adalah sifat

fakultatif pada pidana tambahan yang dijatuhkan, H_al ini berarti pengenaan pidana
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tambahan tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim juga hanya bisa
menjatuhkan pidana tambahan ini untuk ditambahkan pada pidana pokok, atau hanya

bersifat ‘accessoir, kecuali dalam hal apabila pesakitan dianggap tidak/kurang mampuy

- dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam UU Darurat No. 7 tahun 1955.

Datam aturan umum KUHP tidak mengenal jenis ‘pidana ganti rugi, seperti
pada delik-delik tertentu khusus di luar KUHP di atas. Ketentuan kemungkinan
pemberian ganti rugi dalam Pasal 14 ¢ pada dasarnya tidak bersifat pidana, namun
hanya sekedar sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana.
Cleh karena itu pasal ini hanya melandaskan pada ide dasar pemidanaan yang
berorientasi pada kepentingan pelaku, bukan pada korban.

Melalui perspektif kritis terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat
pula dikaji kelemahan lain dalam ketentuan pidana bersyarat. Ketentuan pidana
bersyarat dalam KUHP tidak menjamin korban otomatis meperoteh ganti rugi, apabila
hakim menjatuhkan pidana bersyarat, sebab walaupun terdakwa telah diputus dengen
pidana bersyarat, namun lidak ada kewajiban bagi hakim untuk mencantumkan syarat
khusus berupa- ganti kerugian'’®. Hakim hanva diwajibankan oleh Undang-undang
untuk mencantumkan syarat umum sebagai syarat mutlak pidana bersyarat apabila
hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
Ganti rugi dalam Pasal 14 ¢ KUHP seﬁlah«olah berfungsi sebagal pengganti pidana
pokok, dan tidak dapat diiberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri. Jadi
hanya sebagai syarat khusus yang bersifat fakultalif pula, untulc fidak ditaksanakan

fdijalaninya pidana pokok yang dijaluhkan kepada terpidana.. Hakim juga tlidak

73 Terkait dengan hal ini syarat khusus di samping berkenaan dengan pembayaran ganti
kerugian terhadap korban akibat tindak pidana vyang dilakukan oleh si pelaku, iuga
membuka kemungkinan berupa sanksi pidana adat. ,

(
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memiliki pedomen secara yuridis normatif untuk menerapkan pidana bersyarat. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan lembaga pidana bersyarai dalam
hukum positif masih belum mencerminkan perlindungan terhadap korban.

Ketiadaan pedoman pemberian pidana dalam penjatuhan pidana bersyarat
sebenarnya merulpakan kelemahan KUHP secara umum , karena tidak memuat aturan
yang mengandung pedoman pemberian pidana bagi hakim dalam menetapkan tinggi
rendahnhya pidana yang ekan ddijatuhkan. Dalam hal ini sebenarnya dapat
dikemukakan pendapat Soedarto bahwa pedoman pembetian pidana (secara umum)
terdapai dalam MVT (Memorie van Toelichting) atau memori penjelasaan dari Wvs
Belanda tahun 1886, yakni : ‘Dalam menentukan tinggi rendahya pidana uniuk setiap
kejadian, hakim harus memperhatikan keadaan objektif dan subjekiif tindak pidana
yang dilakukan, ia harus memperhatiken perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa
sajakah yang ditanggar dengen adanya tindak pidana itu ? Kerugian apakah yang
ditimbulkan ? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu merupakan
langkaht petfama ke arahjalan sesat ataukah suatu perbuatan  merupakan suatu
pengulangan dari watak yang sebelumnya sudah fampak 2”174

Penuﬁs sepakat! dengan melihat fakta empirik dari korban dalam perundang-
undangan mengenai hal fersebut. Terlihat dari keiadaan pedoman dalam penerapan
lembaga pidana bersyarat, dan tidak adanya kepastian bagi korban untuk memperoleh

ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan ierdakwa.

Perspektif kiitis terhadap ketentuan penggabungan perkara gugatan ganii

kerugian dalam perkaré'pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampal dengan

Y Sudante, Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakaf, Masatah-Masalah Hukum,
Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Ed.Khusus Tahun XVi1-1987, hal. 36
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Pasal 101 KUHAP menééba dikemukeken bagaimanakah aspek  perlindungan
terhadap korban. Keuntungan dikemasnya hak korban kejahatan dengan
penggabungan gugatan danli rugi dalam perkara pidananya adalah memudahkan
korban etau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan sendiri. Namun,
ketentuan KUHAP yang diperuntukkan bagi perkara pidana umum ini tetap lebih
bersifat keperdataan, walaupun diberikan lewat proses pidana. Di sisi lain harus pula
diakui bahwa peratiran pelaksanaan ganti kerugian, yaiiu Peraturan pelaksanan No.
27 Tahun 1983 hanya ditentukan jumlah ganti kertigian maferiil biaya yang telah
dikeluarkan, dan fidak mencakup pada ganli rugi immateriil. KUHAP juga fidak mampu
mengatur bagaiman-a‘biia pelaku tidak mau atau tidak mampu uniuk membayar
restifusi terhadap korban tersebut. Proses penggabungen perkara ganti kerugiat ini
pun masih bersifal fakulfatif, yailu dari Pasal 99 ayat 1 ‘hakim dapat menetaapkan
uniuk menggabungkan perkera ganti kerugian kepada perkara pidana Hu. ° Qleh
karena ifu hakim dibeti kesempatan menolak atau menerima permohonan
penggabungen perkara gugetan ganti kerugian yang diajukan oleh korban atau
menolak permohenan tersebut, '7°

Rancunya ketentuan penggabungan perkara ganti kerugian perdata pada
perkara pidana , vaitu jika terdakwa yang telah menimbutkan kerugian fersebut
ternyata bukan bertempat tinggal afau berkediaman di dalam wilayah pengadilan

negeri yang mengaditi perkaranya. Dengan demikian apabila korban m_engajukan

75 Dalam Pasal 99 ayat 1 dan 2 KUHAP dasar pertimbangan hakim untuk menolak atau
menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oieh
korban, yaitu 1.Pertimbangan tentang kewenangan untuk mengadili gugatan, baik absolut
maupun relatif, 2). kebenaran dasar ganti kerugian, 3).Putusan atau penetapan tentang
hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan, disamping putusan pemidanaan
terhadap terdakwa.
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penggabungan ganti kerugian ke pengadilan yang meliputi wiiayah tempat tinggal atau
fempat kediaman terdakwe, sementara perkara pidananya sendiri diperiksa oleh
pengadilan fain di luar wilayah fempat finggat atau fempat kediaman terdakwa, makae
perkara ini menjadi gugatan perdata blasa, dan bukan penggabungan'’®.

Persocalan lain yang muncul sehubungen dengan perlindungan korban adalah
adanya ketentuan normatlif dalam Pasal 100 ayat 2 KUHAP, vaitu bahwa apabila
terdakwa dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka penggugat ganti
kerugian tidak dapat mengajukan banding atas putusan / penetapan gugatan ganti
kerugiannya. Tapi apabila {erdakwa naik banding, maka pengadilan {inggi baru dapat
memeriksa kembali putusan penggantian kerugian, Ketergantungan atau sifal
acessoris dalam putusan penggabungan perkara tersebut, menurut M. Yahya Harahap
meliputi 2 (dua) segi, yaitu ; 177
1. Segi Kekuatan hukum tfeiapnya putusan ganti kerugian dalam penggabungan

perkara, ia ditentukan oleh kekuatan hukum tefap putusan perkara.pidananya L ni
berarii, seolah-olah pufusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan
merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi terganlung pada
keadaan dan sifat yang melekat pada putusan‘ perkara pidananya. Dalam

rangkaian yang seperii ini, Pasal 99 ayat (3) KUHAP menegaskan, putusan

78 Dasar pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak permohonan penggabungan
gugatan ganti kerugian vang diajukan korban kepada perkara pidananya didasarkan pada
ketentuan Pasal 99 ayat 1 dan 2 KUHAP, vaitu kewenangan absolut maupun relatif,
kebenaran dasar ganti kerugian . Dalam hukum acara perdata kompetensi relatif
didasarkan pada tempat iinggal atau kediaman tergugat, sedang dalam hukum acara
pidana, kewenangan mengadili adaiah didasarkan pada tempat tindak pidana dilakukan
oleh terdalwa (locus deficti. Baca Moeljatno, Asas-Asas Hukum FPidana, (Jakarta : Bina
Aksara, 1987) , hal. 78

77 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan  KUHAPR Jifid 1f
{Jakarta : 1993}, hal. 607 - 608
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mengenai ganti kerugian dengan sendirimya mendapat kekuatan hukum tetap.
Artinya, sepanjang pulusanl pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap,
selama itu pula putusen genti kerugian juga beium memperoleh kekuatan hukum

fetap.

2. Dari segi lain, yaitu berkenan dengan pemeriksaan banding, putusen ganti

kerugian tidak berdiri sendiri, terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara

pidananya,

Dari rumusan Pasal 100 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan :

a. Dengan adanya pérmintaan pemeriksaan banding atas putusan perkara
pidanya “denganl .sendirinya" membawa akibat permintaan dan pemeriksaan
banding atas putusan gugatan ganti kerugian. Oleh karenanya, sekalipun
ferdakwa secara {egas hanya meminia pemeriksaan banding atas putusan
perkara pidananya saja, hal itu tidak mengurangi arli akan adanya permintaan
banding atas putusan gugatan ganti kerugian.

b Sebaliknya, fanpa adanya permintaan banding terhadap perkara pidananya,
mengakibatkan terdakwa yang bersangkutan tidak dapat mengajukan banding
hanya untuk putusan gugatan ganti kerugiannya saja. Jadi Pasal 100 ayat (2)
KUHAP tidak memperkenankan seorang ferdakwa dalam penggabungan
perkara pidana dan perdata ini, hanya meminta banding putusan perdatanya

saja.

Berdasar hal tersebut, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya proses

peradilan pidans fidak diorientasikan semata kepada pelaku, tetapi juga terhadap




kerugian dan penderitaan loibz.., sehingga penvelesaian masalah gdgatan ganti
kerugian lidak digantungkan pada ada atau tidaknya banding dari si terdakwa,
walaupun mungkin juga bisa menguntungkan korban.

Lembaga penggabungan perkare ganti kerugian memeng tidak termasuk
sebagai salah satu jenis pidana dalam pasal 10 KUHP, namun menurut penulis hal ini
perlu diberd_ayakan sebagal salah satu pidana pokok untuk lebih memenuhi harapan
masyarakat / korban unfuk disesuaikan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan

biaya ringan.

Sehubungan dengan jumiah gahli kerugian, perlu diperhatiken keputusan
Menteri Kehakiman RI. Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman
Pelaksanaan KUHAP yang aniara lain dimuat sebagai berikut :

‘Ganti rugi tersebut dapat diminfakan terhadap semua macam perkara yang

dapat menimbulkan kerugian meteriil bagi korban. Sedang kerugian yang

bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian lewat prosedur ini.

Rumusan Keputusan Menteri Kehakiman fersebut dikatakan oleh Marpaung
sebageal kurang {epat, karena mengajukan permintaan fidak dapai dipersalahkan, dan
dimaksudkan bahwa kerugian immateriil tidek dapat !diproses menurut prosedur
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, sehingga
sural gugatan teréebut harus diajukan fersendiri dengan gugatan biasa, dan fidek

ferbentur adanya hambatan dari masalah nebis in idem. '7®

"% Leden Marpaung, Proses Tuntutan Ganli Kerugian dan Rehabilitas! Datam Hukum
Pidana, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997), hal, 89.
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Penutlis kurang sependapat dengan Marpaung, kafena hahwa yang menjadi
hakekal adalah bagaimana perlindungan korban bisa giercermin dalam proses
peradilan pidana dan mewadahi keadilan bagi korban, sehingga pokok
permasalahannya adatah bukan secara formal ganti kefugian immateriit tersebut
hariya bisa digugat dalam perkera perdata biasa, namtjn eksistensi Kepulusan
Menteri Kehakiman tersebut sangat fidak menghargai penderitaan Kkorban.
Penderitaan korban tidak hanya secara fisik materiil belaka, namun jusiru penderitaan
batinlah yang paling dirasaken mendalam oleh Korban. Ketentuan dalam KUHAP
Pasal 99 ayat 1 KUHAP vang hanya menuntut ganti ruﬁi terbatas pada hukuman
penggantian biaya yang nyata-nyata ‘ telah ' dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan,
menimbulkan problema pula apabila perawatan korban misalnya masih belum tuntas
atau masih dalam perawatan. |

Perspektif kritis terhadap kefeniuan normafif KUHAP dan KUHP dalam
perlindungan korban, menyimpulkan bahwa hak dan éeksistensi korban belum
diberdayakan secara maksimal dalam proses peradilan pidajna. Berhagal penyeiesaian
alternatif di luar jalur Peradilan pidana ditempuh oleh berbagai piak yang lebih dirasa
memuaskan rasa keaditan bagi masyarakat. |

Dalam slsl korben, jalur peradiian pidana leblhg dirasa memberatkan dan
kurang memuaskén rasa keadilan baik secara psikis maupﬁn materiil Oleh karena itu,
menurut Mardjono Reksladiputro perlu digali dan dikembangkan upaya-upaya hukum
ada? yang mampt menyﬁrelesaikan sengketa-sengketa mélalui prosedur perdamaian

(concifiation procedures).)’®

9 Mardjono, Op.cif 1994 &, ,hal.93.
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Perhatian korban  termasuk upaya perlindungan korban vang harus
direfleksikan dalam peradilan pidana memberikan pemikiran bahwa korban juga

menmiliki hak untuk memilih penyelesaian hukum yang tepat bagi dirinya. %

b. Pemberlan Kompensas] Bagl Korban

" Kerugian dan penderitaan yang dialami korban , dapat dibedakan antara'®' :
a). yang bersifat materiil (dapat diperhitungkan dengan uang), dan b). yang sifatnya
immaterill {(misalnya perasaan takut, sedih, sakit, dif). Mengenai korban tipe b , telah
umum diterima bahwa masyarakat (negara) yang harus menyediakannya. Diusulkan
agar diadakan klinik-klinik atau pusat-pusat yang melayeni korban. Permasalahannya
adalah dalam hal korban tipe &), maka dianggap sepantasnyalah pelaku menyediakan
ganti rugi. Nahun, bagaimanakah bila si pelaku tidak mampu ?  Dapatkah ini
dianggap sébagal ‘risikofkorban” , ataukah masyarakat {(hegara ) periu juga merasa
bertanggung jawab ?

Pemikiran tanggung Jjawab negara melalui campur tangan negara secara aktif
dalam merﬁberikan solusi bagi perlindungan korban secara konkret , menurut penulis
selaras dengan ide bahv&a kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban
merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak
dapat dilepaskan dari ifujuan polilik sosial untuk melindungi masyarakat dan
menciptakan kesejahteraan. )

Dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban kejahatan dan

Penyalahgunaah Kekuasaan Huruf A butir 12 menetapkan : “Apabila imbalan (restitusi

80 Hat ini merupakan bentuk pendekatan dari sisi optik korban yang selama ini terabaikan.
Pemahaman offender centered harus diseimbangkan pula dengan victim centered.
B Mardjons, Op.cif, 1984 a, hal. 77
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'pen ) tidak sepenuhnya tersedia darl orang vang bersalah atau sumber-sumber Jain,
Negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada :
a) Para korban yang menderita luka jasmani beraf etau kemerosotaan fisik
atau mental sebagal ekibat kejahatan yang serius,
b) Keluarga, terutama tanggungen dari orang-orang vang meninggal atau
- menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat ke}ahalén
tersebut.
B.erdasar ketentuan tersebut jelaslah hahwa kompensasi bersifat sebagal

pelengkap atau penambahan apabifa restitusi tidak mampu diberikan oleh pelaku atau

tidak mencukupi bagi korban..

Alasan-alasan utama ganti kerugian kompensasi kepada korban oleh negara

. antara lain adaleh sebageai berikut ;

a) kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ;

b) Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh petaku pada korban;

© ¢) Ketidak layakan pembagian hasil

d) Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada

umumnya.’®

2. Hak- Hak Korban Lainnya Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum
Pemikiran genti rugi berupa kompensasi maupun restitusi terhdap korban
sebagai satu-satunya bentuk perlindungan terhadap korban adalah sangat keliru.

Fokus perlindungan korban hanva semata pada ganti rugi belaka, mengabaikan

182 Arif, Op.cit, hal. 25.
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terjadinya bentuk perilaku penegak hukum dalam bekerjanya Peradilan pidana yang
justru mengebiri prinsip perlindungan korban untuk * access fo justice and fair

treatmenf’, serta pentingnya assistance bagi mereka.

Sejalan dengan paradigma Konstruksi sosial dari  korban, penulis
berpendapat hahwa bentuk perlindungan terhadap korban diewali dengan pola pikir
dari aparat penegak hukum, masyarakat, ataupun korban serta agen kontroi sosial
untuk fnengkaji proses sosial pendefinisian korban dan respon sosiainya. Berarli
paradigma korban dan bentuk petrlindungannya diurgensikan dengan merefleksikan

realitas sosial perlindungan korban yang menjangkau berbagai bentuk perlakuan fidak

adil baik oleh hukum maupun oleh bekerjanya aparat penegak hukum khususnya.

dalam Peradilan pidana.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Declaration of Basic FPrinciple of Justice
for Victims of Crime énd}Abuse of Power dalam ketentuan huruf A mengenai Victims

of ¢ctime yang bersub judul Acces fo ju;stice and fair freatment butir 4, 5, 6, dan 7

memuat 1%%:

4y Korban harus diperlakukan dengan penuh rasa kasihan dan respek
untuk martabatnya. Mereka berhak untuk mengakses mekanisme
peraditan terhadapnya dan segera memperoleh ganii rugi vyang
dilegitimasi oleh perundang-undangan dari penderitean yang didapat.

5) Peradilan déh proses administrasinya haruslah dibangun dan dikuatkan
untuk keperitan korban memperoleh ganti rugi baik secara prosedur
formal maupun informal vang terbaik, adil, dan dapat diterima korban.
Korban harus mendapatkan informasi mengenai hak-haknya dalam
meminta mekanisme gantu rugi yang terus menerus.

%3 ) jhat Seventh United nations Congres On The Crime and The Treatment of Offenders,
Op.cit, hal45-48, '
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6) Tanggung jawab dari proses peradilan untuk kebutuhan korban harus
memfasilitasi beberapa hal :

a) Menginformasikan korban mengenai peran dan kesempatannya,
waklu dan proses dari penyelesaian kasusnya, khususnya pada
kejahatan serius dan dimana korban memperoleh informasi.

b) Memberikan perhatian {erhadap korban unfuk dihadirkan dan
dipertimbangkan / didengar secara tepal dalam proses peradilan
dimana mempengaruhi kepentingan korban, tanpa syak wasangka
terhadap terdakwa dan Konsisten dengan Peradilan pidana nasional.

¢) Menyediakan asistensi yang panias bagai korban sepanjang proses
hukumnya,

d) Mewmberikan persyaratan yang meminimalkan penderitan korban,
melindungi privasi korban ketika periu dan keamananya termasuk
familinya dan kepentingan dalem kesaksiannya dari intimidasi dan
pembal.asan dendam.

e) Menghindari penundaan dalam penangan kasus dan eksekusi untuk

ketertiban atau menanggung tanggungan bagi korban.

7). Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, {ermasuk
perantaraan, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan
pribumi, harus digunakan apabila tepat uniuk memudahkan perujukan
dan pemberian ganli rugi kepada para korban,

Korban juga memiliki hak untuk memperolah assistance maupun remedies
lainhya dalam pengurangan penderitaan yang dialaminya. Declarafion of Basic
Principles of justice for victims of ciime and Abuse of Power mengemukakannya

dalam Pasal 16 dan pasal 19, yaifu :'%

184 bid, hal. 47.
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Pasal 16 : Police, justice, heaith, social service and other personne!
concerned recejve fraining to sensitize them to the needs of victims, and

guidelines fo ensure proper and prompf aid.

Pasal 19 : mengemukakan perlunya remediasi bagi korban penyalahgunaan
kekuasaan, vaitu : States should consider incorporating into the nationaf faw
norms prescribing abuses of power and providing remedies to victims of
such abuses. In partticular, such remedies should include resstitution and/or
compensation , and necessary material, medical, psychological and social
assistance and suppon. '

Penulis berpendapat bahwa deklarasi fersebut kurang mengakomodir
ketentuan bahwa assistance, restitution, maupun compensation bisa dilakukan dalam
periakuan khusus yang tidak hanya secara femporal dalam akiu singkat, dan
pragmatis, namun apabila perly haruslah dikemukakan bahwa petlakuan khusus ini

dapat dipercleh dalam jarig_ka waklu yang terus menerus.

Rumusen Deklafasi tersebut periu dijadikan sebagai pedoman dan acuan
dalam rangka penyusunan peraturan dan bekerjanya penegak hukum untuk lebih

mengakomodasi keadilan sebagai pertindungan bagi korban.

Hak dan kewajibah korban menurut Arif Gosita antara lain adalah sebagai

berikut ;1%°

1. Si korban berhak mendapatkan kompensai atas penderitannya, sesuai
dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan

fersebut .

% pArief, Op.cif, hal. 53-54,
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2. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (lidak mau
diberikan restifusi karena tidak memeriukannya).

3. Mendapatkan restitusi / kompensasi unfuk ahli warisnya bila pihak korban
meninggatl dunia karena tindakan tersebut.

4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi

5. Mendapat hak miliknya kembali

6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman ;Sihak pelaku hila melapor dan
menjadi saksi. |

7. Mendapatkan baniuan penasehat hukum.

Dalam KUHAP Eeberapa pasal yang mengatur hak korban tindak pidana
dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu
1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam
perkara pidana (Pasal 98-101).
2. Hak atas pengembelian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).
3. Hak Penéajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
4, Hak mengajukan '_upaya hukum banding {Pasal 233 ) dan Kasasi {Pasal
244).
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
6. Hak untuk didampingi jury bahasa (Pasal 177 ayat 1).
7. Hak untuk didampingi penterjemah (Pasal 178 ayat 1).
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229
ayat 1).
Berdasar ketentuan normatif diatas, dapat dikaji bahwa pembedaan atau
stersotip perlindungan hak-hak korban masih disubordinasikan daripada pelaku. Hal

ini tampak dalam bebgrapa hal.
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Pertama . hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak diakomodasi bagi
korban. Korban harus berhadapan dengan perilaku éparat penegak hukum dan peiaku
sendiri. Diasumsikan bahwa korban seakan sudah diwakili oleh negara dalam hal ini
melalui aparat penegak hukumnya,

Kedua  : hak lain lagi yang spesifik bagi korban daleam proses peradilan
pidana adalah apabile dikedepankan kacamata korban, maka korbanpun seharusnya
memperoleh hak uniuk memilih penyelesaian kasus yang dihadapinya. Berbagai
penyelesaian hukum fidak menuiup kemungkinan adalah hasil konformasi antara
penegak hukum dan pelaku tanpa melibatkan korban.

Ketiga : hak yang kurang diperhatikan dalam kebijekan formulasi terhadap
korban adalah hak korban untuk mengetahui sejauhmana proses peradilan pidana |
dalam arti hak untuk “ to acces for justice’. .

Keempat : hak korban untuk mendapat perlindungan atau hak korban
untuk mendapat jaminan keamanan bagi korban mempakaﬁ hak korban yang harus
diwadahi dalam ketentuan normatif.

Keiima , hak korban untuk memperoleh pendampingan / assistance dalam

mengurangi penderitaan yang dialaminya, baik secara morat psikolois dan sosial.

Hak k'orban.t'er_kaii dengan kewajiban korban pula dalam proses peradilan
pidana . Dalam KUHAP dinyatakan pula kewajibgn korban {indak pidana, antara lain :
1. Berkewajiban datang, apabila dipanggil penyidik (Pasal 112 ayat 2).
2. Berkewajiban fnemberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat
2).

3. Berkewaiiban mengucapkan sumpah / janji (Pasal 160 ayat 3dan 4).
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4. Betkewajiban hadir dalam sidang (Pasaal 167 ayat 1 dan 2).

5. Berkewajiba'n‘ bersikap tenang dalam sidang (Pasal 167 ayat 3 dan Pasal
217 ayat 2).

8. Berkewsjiban menghormati pengadilan (Pasal 218 ayat 1 den Pasal 232
ayal 2 dan 3). |

7. Berkewajiban menjadi saksi (Pasal 159 ayat 2).

Penulis berpendapat bahwa kewajiban korban ferksit dengan hak korban
pula. Dalam hal korban mengalami depresi yang sanggt seharusnya korban tidak
dimutiakkan untuk datang di persidangan misainya dalam kasus‘perkosaan. Dalam hal
ini korban mempunyai hak pula untuk fidak datang karena kondisi mentalnya. Jaksa
penuntut umum dengan sendirinya mempunyal kewajiban pule untuk mencari

keterangan ientang korbén dan peristiwa yang dihadapinya dari korban sendiri.

Pembentuk Undang—Uﬁdang felah merﬁmuskan asas-asas beracara , yaitu
dalam KUHAP maupun Undang-Undang No. 14 Tahun 1870. Dalam Undang-Undang
tersebut dirumuskan asas yang menyangkut peradilan, asas yang menyangkul
perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia bagi pihaek-pihak yang

terlibat dalam proses peradllan pidana .

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
Peradilan cepat atau lazim disebut ‘constante justitie’ menjadi penekanan

ketentuan KUUHAP dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 & , berbunyi "Peradilan

harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas , jujur ,
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dan tidek memihsk”, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh iingkat
peradilan.

Ketentuan mehgenai peraditan cepat, sederhana, dan biaya ringan seara
eksplisit dikemukakan datam penjelasan butir 4 ayat 2 Undang-undang No.14 Tahun

1970, dinyatakan bahwa :

“Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu
menghendaki peradilan cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan
pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabbkan proses
sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para
ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan arlinya, biaya yang serendah
mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyaf. Ini semua dengan tanpa
mengofbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Penjabaran ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 24 sampai dengan
Pasal 51 , Pasal 102 ayat 1, Pasal 107 ayal 3 dan Pasal 110 supaya aparat yang
bersangkufan sesegera mungkin menyelesaikan suatu perkara, baik oleh penyelidik
untuk segera melakukan penyelidikan, penuntuf umum untuk segera membuat surat
dakwaan dalam hal suatu perkera bisa ditunuut, dan segera melimpahkan perkara ke

pengadilan, serfa pengeaditan untuk segera mengadili.

Asas constante Justitie dalam khasanah hukum pidans menurut Andi
Hamzah adalah berfungsi untuk mencegah masyarakat mengadili sendiri atau
membalas dendam terhadap terdakwa dan akhirnye meningkatkan kesadaran hukum
dalam masyarakat karena ketidak seimbangan vang terjadi yang disebabkan suatu

kejahatan segera dapat dipulihkan dengan pemidanaan tepat dan cepat.'®

18 Andi Hamzah, Perlindungan HAM dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
(Bandung : Bina Cipta, 1986), hal. 15.




133

Penulis menambahkan pendapat Andi Hamzah tersebut, yakni bahwa asas
peradilan cepal tidak hanya diperunfukkan bagi tersangka dari pembalasan dendam
korban atau masyarakat, melainkan juga merupakan beniuk dari perlindungan korban
sendiri yang ingin segera dipulihkan dari penderitaan yang dialaminya dengan
mendapat perlindungan hukum .

Menurut pendapat penulis, penekanan peradilan cepat atau speedy frial
merupakan esensi yang sangat fundamental, sebab mémiliki cita moral hukum antara
lain memberikan kredibilitas badan peradilan sebabagi institusi pencari keadilan. Dari
sisi korban lainnya, mencerminkan proses .peradilan pidana yang tidak akan
menambah beban penderitaan, dan memberi kesempatan bagi korban untuk
memulinkan keadaan yang dideritanya dan dapat melakukan akfivitasnya.

Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan suatu pedoman
bagi aparat per}egak hukﬁm unfuk tidak melakukan kolusi yang sering dimanfaatkan

oleh mafia peradilan.

b. Asas Persamaan dimuka hukum

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Pokok Kehakiman memual asas
persamaan di muka hukum. Dalam KUHAP penjelasan umum butir ke-3 dinyatakan
sebagai : Perlakuan yan’g sama atas diti setiap orang dimuka hukum dengan tidak
mengadakan pembedaan perlakuan. Pasal-pasal ini adalah pedoman tidak hanya
untuk mengadili di muka sidang, namun juga dimulai dari taraf penyelidikan, dari taraf

seleksi dalam penegakan hukum.



134

Bekerjanya hukum diharapkan dengan {idak membeda-bedakan orang tanpa
kecuali, fanpa membedakan ras, agamajenis kelamin, dan status. Kesamaan
kedudukan di muka hukum tanpa diskriminasi merupakan asas periindungan hukum
terhadap findekan méiawan hukum vang diperbuat terhadap korban . Hal ini
diarahkan untuk melindungi korben dati perbuatan diskriminasi aparat penegak

hukum.

Aéas ‘equality before the faw ' ini tertera pula dalam Deklarasi HAM pada
Paseal 6 dan Pasal 7.,Dalaml suafu proses merupakan cita hukum yang dijunjung tinggi
dalam negara hukum. Untuk itu perlu diletakken dalam keharmonisan dengan
kenyataan, tidak hanya menjadi ‘mitos belaka. Terminologi dicantumkannya asas ind
antara lain dalam rangka periindungan hak asasi manusia tridak hanya bagi tertuduh
melainkan juga bggi koran untuk mendapatkan peradilan yeng tidak memihak (fair

frial).

¢. Pemeriksaan pengadilén terbuka untuk umum.
Pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHAR berbunyi :
“Untuk keperiuan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan
menyatakan terbhka untuk umum kecualli dalam perkara mengenai
kesusilaan alau terdakwanya anak-anak {ayat 3).
Tidak dipenuhinya keteniuan tersebut dalam ayat 2 dan ayat 3

mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (ayat 4).
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Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum ferkait dengan perlindungan
terhadap HAM. Dalam Deklarasi HAM Pasal 10 dirumuskan hak untuk diadit oleh

pengadilan yang adil dan ferbuka oléh hakim yang independen dan tidak memihak.

Berdasarkan dekiarasi di atas seakan ketentuan ini hanya diperuntukkan bagi
ferdakwa padahal, sebenarnya asas ini merupaken bentuk perlindungan terhadap
korban, sebagai implikési. dari hak korban untuk menolak adanya * informaf fact finding
process ' dan terpenuhinya asas demokratis yang memungkinkan adanya sociaf

confrol unfuk fair frial.

d. Pengadilan Tidak menolak mengadili dengan dalih hukum tidak jelas

Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun
1970, dikemukakan baﬁ%&a Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasat ini
mencerminkan perlindungan kepentingan hukum korban, karena pasal ini merupakan
ketentuan yang menjadi pedoman bagi hakim, tanpa alasan apapun kecuali ada
hubungan darah dengan mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana, untuk
memerlksa dan mengadili sebagaimana yang diajukan oleh korban.,

Y Lo
Datam hal demikian, hakim dituntut untuk menggali hukum tak tertulis (hukum

adaf) sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, terutama mengenai ganti kerugian

dan pemenuhan kewajiban adat.
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Nilai-nilai dalam KUHAP dan UU NO. 14 tahun 1970 diatas memberikan
nuansa humanisme _membutuhkan penghayatan unfuk fungsionalisasinya dalam
prakiek hukum acara oleh para aparat penegak hukum, baik dari kepolisian,

kejaksaan, maupun pengadilan, sera lembaga pemasyarakatan.

Menurut Romli Atmasasmita, berlakunya ketenfuan-ketentuan tersebut dalam
ketentuan hukum beracara dengan muatan hak asasi manusia, menimbulkan suatu
perubahan dalam cara berpikir, yang kemudian mengakibatkan perubahan sikap dan
cara berlindak pada aparat penegak hukum secara keseluruhan. Nilai-nilai yang ada

dalam UU tersebut, memerlukan penghayatan dari para aparet penegak hukum.'®’

Gosita mengemukakan berbagai penyelesaian viktimisasi kriminal yang

dikenal dengan ideologi viktimogogis'®® antara lain &). ideologi pelayanan ‘b).ideoclog

189

% Roml Almasasmita, Sistem  Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme, dan
abolisionisme, {Bandung : Bina Cipta, 1996), hal. 28.

188 ysan Dijk, The Haque, op.¢#, hal. 351 mengemukakan bahwa victimagogic knowledge on
the effects of crimes on victims and on the legal, social or other methods fo reduce these
offect is stilf underdeveloped.

18 Gosita, Op.cif, hal. 54, menurut Gosita, Ideclogi pelayanan yang lebihi ditekankan pada
beban tanggungan ditanggung bersama oleh penduduk untuk pelayanan korban pelaku
viktimisasi kriminal. Seperti korban yang tidak berani melapor karena takut pembalasan;
ideologi resosialisasi dilihat sebagai sualu penamaan gerakan pelayanan korban pada

- gerakan ‘social defence’ dalam hukum pidana; ideologi retribusi menempatkan korban
pada kedudukan yang lebih kuat dalam pengambilan keputusaan penuntutan dan
penghukuman, sebab peradilan pidana harus memuaskan keingihan yang bersangkutan
mengenal keadilan, pembenaran moral, atau pembalasan dengan sistem pemidanaan
tegas menurut tarai  keseriusan pelanggaran; ideologi penegahan pertentangan
mengenalkan sistem baru berdasar hukum privat guna meminimalkan intervensi dalam
keadaan yang berkaitan dengan perilaku menyimpang dengan mediasi, reparasi, bantuan
kepada para kerban, dan pencegahan kejahatan harus diserahkan kepada kelompok
fetangga/jaringan kerja lain.
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Pendapat Arief Gosita tersebut menurut penulis memang beberapa hal
fersebut panfas diakomodasi demi perlindungan korban, namun Gosita meiupakan
bahwa.saksi korbanpun bisa menjadi korban lagi / dikorbankan kembali akibat
bekerjanya penegak hukum dalam Peradilen Pidana. Oleh karena itu perhatian
terhadap kotban dan penderitean yang dialaminya lidak hanya karenea perbuatan
pelaku kejahatan terthadapnya, melainkan pula bagaimana periakuan aparat penegak
hukum dalam sefiap proses peradilan pidana untuk merefleksiken keadilan dan
perlindungan bagi korban.

Jelaslah bahwa hak- hak korban adalah bukan hanya hak untuk memperoleh
ganti rugi belaka, melainkgn proses peradilan juga petlu diperhatikan sebagai indikasi
sejauhmana petlindungan korban terakomodasi. Hak korbant uniuk memperocleh
informasi tentang Ihj.alannya pemeriksaan perkaranyanhya, misainya adalah untuk
mengetahui waktu pengsjuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian , vaitu
berdasar ketenfuan Pasal 98 ayal 2 KUHAP adalah sebelum penuntut umum
mengajukan tuntutan pidana, dan apabila penuntut umum tiddak hadir, permintaan
diajukan selambat-tambatnya sebelum hakim menjatuhkan pufusan. Oleh karena itu
selayaknya pasal ini iebih ditekankan hak korban untuk memperoleh informasi dengan
mewajibkan penuniut umufn atau hakim afau pejabat lain untuk memberitahukan
kepada korban tentang wakiu penuntut umum akan mengajukan atau membacakan
requisitornya. Demikian pula, apabila penuntut umum tidak dapat hadir, meka menurut
hemat penulis harus ada pemberitahuan kepada korban tentang waktu hakim akan
menjatuhkan putusan atas perkara tersebut, sehingga korban lidek mengalami

keterlambatan pengajuan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
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Hal ini mengandung konsekuensi bahwa jika dalam tuntufannya penuntut

umum mengharuskan pula- kepada terdakwa untuk membayar ganti kerugian pada
korban, maka ada kecenderungan pidana yang dituntut akan lebih ringan
dibandingkanrdengan tidek membayar ganti kerugian. Doktrin yang ada adalah bahwa
kepedulian terhadap korban merupakan hal yang meringankan hukuman bagi
terdakwa.'®°

Berbagai keteniuaﬁ dalam perundang-undangan yaitu KiJHAP di;asa penulis
kurang pula mewadahi hak korban untuk menuntut keadilan / perlindungan dari
penderitaannya. Ketentuan bahwa korban {elah cukup diwakili jaksa penuntut umum,

hendaknya ditinjau kembali, yaiti bahwa korbanpun berhak memperoleh bantuan

hukum dari penaseha{ hukum.

Ketentuan lain sebagai wujud kepedulian bagi perlindungan korban adalah
menurut penulis perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan mengenai
perlindungan bagi saksi. Berbagai fenomena masyarakat sekarang ini menunjukkan
adanya berbagai tindaken yang melawan hukum dari kekuaten-kekuatan tertentu
untuk menghilangkan kemerdekaan bagi sebagian warga negara yang menunfut hak-

haknya, seperti penculikan-penculikan, dan intimidasi-intimidasi.

Van Dijk mengemukakan model pengaturan hukum pidana terhadap korban
kejahatan dalam dua perbedaan, pertama yaitu The Procedural Rights Mode!l' atau
Model Hak-Hak Prosedural, dan kedua ‘ The Services model atau Model

Pelayanan.’®’ Model Hak Prosedural fokus ditekankan pada dimungkinkannya si

1% parpaung,, Op.cit, hal. 86.
19! \ian Dijk, Op.cit, hal, 352-353.
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korban untuk memainkan peranan akiif di dalam proses kriminai atau alternalif proses
peradilan, hak korban untuk mengadakan tunfuian pidana, atau untuk membantu
jeksa atau hak untuk dihadirken dan didengar dalam sefiap 1ingkaian sidang
pengadilan dimana kepentingannya terkaif didalamnya, fermasuk hak unt‘uk diminta
konsuﬁasi oleh lembaga pemasyarakalan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada
akhirnya hak uniuk mengadakan perdamaian atau peradilan pidana. Pendekatan
dalam model ini unfuk melihat korban sebagai korban sebagai seorang subyek yang
harus diberi hak-hak yuridis vang luas untuk menuntut dan mengejar ke!pentingan-
kepentingannya. Pada mode! pelayanan atau services model memfokuskan pada

periunya diciplakan standard—standard bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat

digunakan oleh polisi, pedoman untuk melindungi  korban oleh polisi dan atau

kejaksaan dalam rangka‘ penanganan perkaranya, pemberian kompensa‘si sebagai
sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan—pernyatajan korban
sebelum pidana dijatuhken, sensitrivitas polisi dan penegak hukum lai;imy untuk
memberikan assistance bagi korban secara berkelanjutan. Pendekatan model ini
melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk ditayani dalam kerangka

kegiatan polisi dan para penegak hukum.

Lebih lanjut dikemukakan Van Dijk kelebihan dan kekurangan |dari kedua
mode! pengafuran Kkorban dalam peradilan pidana.’®  Kelebihan model hak
Prosedural disebutkan sebaga.i * remedy for non-prosecution, rebuftal of aflegations
by defence counsel, dan Case foad }eductfon. Ke}emahan dari model hak prosedural

disebulkan sebagai "conﬂict between private and public interest, ingpos:’fion of

92 bid, hal. 358-363.
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additional burden on vi;ctfm and undue pressures, limbulnya ‘risk of secondary
victimization, 'psychoic':g{ca{ , practical and financial obstacles, dan harsher
punishment of the offender.

Kelebihan dari service model dikemukakan sebagai the need to be
reassured, cost effecfiveness, sedangkan kékumngannya édafah ‘obstactess for
police, prosecufor and judges, non -compliance by criminal justice 3ystem personef.

Sehubungan dengan pemikiran mengenai model pengafuran korban dalam
hukum pidana tersebut, bélﬁt dikemﬁkakan pendapat Muladi bahwa model pelayanan
Iservice modef lebih tepat untuk ditetapkan, sebab risiko-risiko penggunaan mode{ hak

prosedural terlalu besar baik bagi si korban sendiri maupun bagi sistem peradilan

pidana secara keseluruhan.'®

Penulis berpendapat bahwa kedua modt‘s'lu'tersebut , tetapl harus direfleksikan
dan diseleksi secara positif guna mencari periindungan korban dalam proses
peradilén pidana. Oleh karena itu, kurang tepat apabila dibuat suatu dikotomis tajam
antara keduanya, karena masing-masing model memiliki kelebihan daan
kekurengannya. Risiko vyang ditimbulkan oleh> mode! hak prosedural yang
dikhawatirkan sebagai suatu model yang membenturken kepentingan umum dan
kebentingan pribadi sebenarnya adaleh menjadi suatu gambaran yang kompleks
untuk lebih membuat terang terjadinya suatu tindak pidana dan akibatnya bagi korban,
dan oleh karena sebenarnya tindak pidana itu sendiri juga berarli telah terjadi konflik
antara kepentingan umum dan pribadi. Pertimbangan hakim menjadi lebih mendalam,

karena tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah tercapainya keseimbangan

%2 puladi, Op.cit, 1995, hal. 73.
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kepentingan. Oleh karena ifu penulis mengemukakan kurang tepat apabile model hak .
prosedural dikritiki sebagal suatu model yang membenturkan kedua kepentingan
umum dan pribadi. Di samping fu keberatan terhadap model hak prosedural yang.

dikemukakan sebagal menambah beban berleblhan bagi administrasi. peradilan

‘menurut penulis juga kurang tepat, oleh karena hal Hu berarl peradilan pidana henya

melayani dirinya sendirl, bukan melayani kepentingan pihak-pihak yang seharusnya
dilindungi, walaupun unfuk Hu tetap harus dipertimbangkan beban bagl penegak

hukum dalam melakukan kéwajibannya secara rasional.
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BAB lli
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Peslindungan korban dalam peradilan pidana terkeit dengan perlindungan
korban sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan
kesejahteraan sebagai bagian dari kebijakan sosial. Keterpaduan antara kebijakan
kriminal dan kebijakan sosial berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap
kofban. Pengakomodaéian hak-hak asasi korban melalui perfindungan hukum

terhadapriya merupakan bagian integral pula dari keseluruhan kebijakan kriminal.

G. Peler Hoefnagels mengutip pendapal Marc Ancel bahwa the science
of criminal policy is the science of crime prevention, criminal policy Is the rational
organization of the sociai reaction of crime science of crime prevention. .Dalam
bagannya Hoenageis mengemukakan bahwa ‘Criminal Policy asl a science of
policy is pait of a Ia;ger policy : The.faw enforcement policy' dan bahwa criminal
policy, dan law enforcement policy adalah bagian dari social policy'%?
Politik kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, melalui
jalan penal Sistem Peradilan Pidana dan non penal. Jalur penal meliputi hukum
pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana,

Penanggulangan kejshatan melalui sarana penal lazimnya diaweli dengan langkah

merumuskan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung unsur-

192 Hoefnagels, Op.cif, hal. 57,56,
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“unsur yang bersifat subslantif, strukiural, dan kultural dari masyarakat yang

bersangkutan. Untuk selanjutnya secara operasional dilakukan dalam bekerjanya

peradilan pidana.

Sehubungan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan,
penulis mengutip La Patra bahwa ' A# the CJS (Criminat Justice System) sub
systems legitimately may expect to participate in one or more of these activities in
order fo contribute to the entire system's welfare' '%

Social policy berorientasi tidak hanya pada ‘social welfare poficy’,
namun juga memperhatikan ‘Social defence policy’. Marc Ancel dalam konsepsi
modemnya mengemukakan sebagai ‘ The Prevention of Crime and the treatment
of offender yang menuntun pada ‘a frue judicial humanist’.  Konsep Soclaf

defence ini memiliki konsekuensi bahwa politik hukum pidana yang rasional

bertujuen pada’ the systematic resocialization of the offender.'™

Sebagaimana pada Bab terdahulu, penulis kurang menyetujui pendapat
Marc Ancel yang membatasi tujuan sosial defence policy pada resosialisasi dari
pelaku kejahatan. Penulis menegaskan bahwa a frue judicial humanism harus
menjadi paradigma yang dikembangkan untuk pengakomodasian periindungan
korban. Keseimbangan terhadap hak-hak korban harus pula diperhatikan.
Keseimbangan kepeﬁtingan pelaku dan korban dalam rangka perlindungan hak-

hak asasinya adalah menjadi perspektif bekerjanya peradilan pidana.

93 1 a Patra, Op.cit, hal. 87 Lebih fanjut dikemukakan La Patra bahwa three major goals
of the overali CJS are the identification and processing offenders, the control of
viotence, and the provision of emergency services. (bid, hal. 93,

% Ancel, Op.cit. , hal. 17, 23,25, Konsep ini mengikhtiarkan perlindungan terhadap
pelaky kejahatan yang mencakup haknya sebagai manusia, walaupun ia harus
membayar kejahatan yang dilakukannya.
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Keterkaitan politik kriminal untuk menanggulangi kejahatan, memiliki tiga
essensial bagian yaitu inpuf, process, dan oulpuf yang tak lepas dari norma-riorma
didalamnya.'®® Analisis dari proses Peradilan Pidana membutuhkan analisis
dari input dimentions, yang merupakan dimensi masukan awal (raw inpuf), dan
instrumental inpuf, maupun environtmental input dari lingkungan strategis yang
bersifat nasional seperti dokirin dasar bangsa Indonesia Pancasila dan
Pembukaan UUD45 dan batang tubuh, taraf regional, maupun dalam kancah
global dengan nilai kemanusiaan beradab yang diakui secara infernasional.
Dimensi instrumental input adalah mendasar bagaimana penegak hukum
bertindak, vaitu khususnya dalam lembaga dan pranata hukum pidana, melalui
KUHAP, KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya.

Terkait dengan peran penting lingkungan strateqis dalam operasionalisasi

Sistem Peradilan Pidana, maka nilai-nilai mendasar dalam taraf formulasi memiliki

urgensi yang mempehgaruhi taraf aplikasi maupun taraf eksekusi hukum pidana.
Pendapat Prof. Muladi yang mengetengahkan model realistik sebagai falsafah
Sistem Perédilan Pidana dengan sebuten ‘mode/ keseimbangan kepentingan’
penting untuk dikemukakan. Model ini memperhatikan pelbagal kepentingan yang
harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum,
kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban

kejahatan, 1%

135 | ihat Coffey, Op.cit, hal, 8-11. The input of the criminal justice system is selected law
violations . The process of the system refers fo the many acltivities of pofice,
attorneys, judges, probafion and parole officers , and prison staff. Quiput or results is
reduced criminal problem.

" 1% Muladi, Op.cit, hal. 8. Hatini sejalan dengan afiran neo kiasik dalam Hukum Pidana

Lihat Muladi, op.off, 1997, hal. 147,148,152,
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Berdasar {erminologi perscalan bekerjanya peradilan pidana,
memunculkan suatu pemahaman kritis mengenai ‘bagaimanakah mengeliminasi

bekerjanya Peradilan Pidana yang dapat bersifat kriminogen dan viklimogen

- karena disfungsionalisasi hukum pidana. Terminologi ini mengakomodasi

“accountability for criminal justice”’¥” seperti nilai HAM untuk direfleksikan.

Perlindungan korban pada hakekatnya merupakan perlindungan hak
asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan Separovic bahwa The rights of the

victim are a component part of the concept of buman rights.’

Aspek HAM dalam Peradilan Pidana merupakan dimensi masukan
strategis. Dalam taraf nasional, seperii nilai HAM dalam Pancasila, dan dalam
taraf global, standar dalam instrumen-instrumen HAM internasional memberikan

muatan kemanusian yang diakui masyarakat beradab. Beberapa standar HAM
internasional dapat dikemukakan sebagai berikut'®® ;

¢ Code of Conduct for Law Enforcement Officials.

¢ Basic Principle on the independence of the judiciary.

¢ Bagic Priciple on the Role of Lawyers.

¢ Guidelines on the Role of Proseculors. .

e Declaration of Basic Principle of justice for Victims of crime and the Abuse of
Power.

¢ Declaration on the protection of ail persons from being subjected fo torfire and
ofher cruel.

«  Universal Declaration of Human Rights.

7 Baca Stenning Op.cit, hal. 3-14.
%8 Separovic, Op.cft, hal43.
'%9 Bassiouni, Op.cft, , halxifi-x
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Instrumen internasional tersebut diatas memuat khususnya kepentingan
dan hak asasi korban. Implementasi HAM yeng mencekup demokrasi dan
penegakan hukumnya periu diakui dan disesuaiken dengan standar ‘International

Civit and Palitical Right .

Perspekiif HAM di atas memberikan wawasan bagi adanya, perhatian
terhadap korban, dan aspek efika serta profesionalitas aparat penegak hukum.
Dalam hukum pidana posifif KUHP dan KUHAP, beberapa aspek HAM dalam
asas-asashiya sudah pula tercantum, antara lain : asas legalitas, non-
_retmaktivitasm, penghormatan fethadap martabat kemanusiean,
proporsionalitas, persamaan di muka hukum, peradilan cepat, sederhana, dan
biaya ringan, bantuan hukum, ganti kerugian.

Layanan untuk masyaraket dunia dalam bidang pencegahan kejahatan
dan peradilan pidana yang dilakukan Penasehat Antara Regional dengan misi
konsultasi, misi perumusan  iembaga PBB membantu untuk penerapan standar
dan panduan PBB dan membaniu perencanaan program-program nasional. Bentuk
hantuan tersebut mencakup bidang-hidang teknis, khususnya bagi korban adalah

sehagai berikut:

1. Kebijaksanaan dan prosedur untuk melindungi para korban dan model
perundang-undangannya.

2. Program restitusi, kompensasi, dan jadwal pendanaan.

3. Layanan kesehatan, sosial, dan hukum bégi para korban: perlindungan
anak, rumah perlindungan bagl wanita-wanita yang dianiaya, pusat krisis
perkosaan. T

4 Keterlibatan korban dalam tata cara peradilan; alterr-aé'tif selain proses

peradilan.

M0 pgas non-retroaktivitas dapat dikurangi dalam hal tetah terjadi pelanggaran HAM yang
sangat serius melalui peradilan ad-hoc dalam peradilan HAM.
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5. Layanan khusus dari polisi dan prosedur khusus bagi korban seria
program-program pelatihannya.
6. Pelaporan terjadinya korban dan studi tentang korban

7. Kompensasi bagi korban penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
ekonorni.*" ‘

Penulis berpendapat substansi (;ala.m cakupan bidang-bidang tersebut
unfuk lebih mengqptimalkan perlindungan korbgn haruslah juga menjadi wacana
dan dikembangkan dalam kerangka kebijakan pembangunan hukum nasional.

Declaration of Basic Principle of justice for Victims of Crime and The
Abuse of Power yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 Nopember 1985

(resolusi 40/34) atas rekomendasi Konggres ketujuh, menyatakan perlindungan

korban antara lain dalam wujud-wujud sebagai berikuf :

1. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormaft
ferhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti
rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan
disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti
rugi.

2. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka,
jadwal wakiu, dan kemajuan yang ielah dicapai dalam penanganan
kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus
selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses...
Jika ganti rugi yang menyeluruh fidak dapat diperoleh dari pelaku
kenakalan, dalam kasus—kasus kerugian fisik atau menlal yang parah,
Negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan
atau keluarganya.

3. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi kepada korban kejahatan
atau keluarganya.”** |

X Kunarto, penyadur , P88 dan Pencegahan Kejshatan tkhtisar Implementasi Hak
Asas/ Manusia Dalam Penegakan Hukum, {Jakarta : Cipta Manunggal,1986), hal, 62.
%2 bid, hal. 107. '
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Di Indonesia perspektif HAM sebagai implementasi TAP MPR No. Xvil
Tahun 1988 dituangkan daiam UU Ne. 39 Tahun 1899 tentang HAM. Pengesahan
perangkat-perangkat internasional masih menjadi agenda rencana Aksi Nasional
HAM Manusia Indonesia 1998-2003, sebagai upaya ‘positivization of rights' untuk

memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum.

Pengkondisian HAM dalam Peradilan Pidana merupakan pendekatan
yang harus digunakan' dalam hukum pidana materill, formil, khususnya dalam
rangka perlindungan terhadap korban, yeitu melalui  penyusunan KUHP baru,

K29 gecess fo jusfice and fair

dan penyempurnaan k;UHAP, hak korban untu
treatment., assistance, restitusi, and compensation.

Pengimplementasian HAM memunculkan pula pembaharuan untuk
terwujudnya ‘Sisfem Peradilan Pidana Terpadu® (fermasuk penasehat hukum)
guna menjalankan fungsli kontrol sebagai usaha ‘negative entrophy’ mewujudkan
Criminal Jusﬁce System. Penggambaran La Patra bahwa proses peradilan pidana
sebagai sualu sistemn dengan kepolisian, kejaksaan, pengaditan, serta
pemasyarakatan membu{uhkan kerjasama dan koordinasi dari sub sislem maupun

diluar Sistem Peradilan Pidana, yaitu dalam lapisan periama masyarakat, dan

lapisan kedua aspek ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik. 04

Hal ini melibatkan peran political will pemerintah, aparat penegak hukum,
dan masyarakat. dalam jaringan kerjasama. Dalam rangka diseminasi berbagai

standar internasional HAM, maka peran Jegel educeafion berupa pendidikan dan

3 Baca dalam van Dijk, Op.cif, hal. 352-366,
@44 4 Patra, Op.cit, hal. 86 penelitian ini tidak mengkhususkan pada analisis apakah
bekerjanya sub-sub sistem dalam SPP sebayai suatu sistem atau tidak.




latihan menjadi penting bagi penegak hukum, pakar hukum, pejabat badan
nasional terkait, LSM dan sosialisasi kepada masyarakat luas. **°
- Berdasar terminoclogi di atas, dapst dikemukakan bahwa perlindungan

korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu :

1. Perlindungan hukum unfuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang
identik dengan periindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan
hukum seseorang. Berarli perlindungan korban tidak secara langsung.

2. Perlindungan uniuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas
penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan

termasuk hak korban untuk memperoleh assisfance dan pemenuhan
hak untuk ‘acces fo justice and fair freatment, Hal ini berari adalah

perlindungan korban secara langsung.”®

Bentuk periindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan
kriminal, yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan, dan Kesejahteraan. Melalui
keterpaduan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, maka perlindungan
terhadap korban mengindikasikan bahwa setiép perumusan  Kebijakan
pembangunan harus mencakup upaya terhadap perlindungan masyarakat.

Terminologi fersebut sejalan dengan hasii Konggres—konggres PBB yang
merupakan instrumen hukum dari perkembangan internasional yang harus diacu

dalam pembangunan hukum di indonesia ini.

25 Sugeng Bahagijo, Asmara Nababan, ed., Hak Asas/ Manusia, Tanggung Jawab
Negars, Peran Institusi Nasiona! dan Masyarakal, (Jakarta . Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia KOMNAS HAM, 1999), hal.116.,

28 Bandingkan Barda Nawawi Arief, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi
Periindungan HAM dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana [ndonesia,
Semarang 23-30 Nopember 1998, Semarang, hal. 8-9. Konsep diataa selaras dengan
hasi Simposium Pembaharuan Hukum Nasionaal Tahun 1980 tentang rumusaan luas
konsep periindungan korban, vaitu periindungan masyarakat dari kejahatan, dan
perhatian terhadap kepentingan korban. Lihat Barda, Op.cif, 1994 hal 91.
Perlindungan korban secara langsung dalam penefitian ini hanya dikhususkan bagi
orang yang telah ditetapkan sebagai korban oleh penegak hukum, walaupun pelaku
juga bisa menjadi korban.
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Dalam Konggres kelima Tahun 1875 di Geneva tentang Pencegahan Kejahatan
dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan memilki tema Pencegshan dan
Penanggulangan Kejahatan . Tantangan Perempat Abad Terakhir Abad XX,
Pérsoa!an yang dibahas antara lain mencakup

Perubahan bentuk dan dimensi kriminalifas baik tingkat nasional maupun
internasional, kejahatan korporasi dan kejahatan terorganisasi, peran
undang-undang pidana, prosedur peradilan dan bentuk pengawasan
sosial dalam pencegahan kejahatan; akibaf-akibat sosial ekonomis dari
kejahatan (termasuk biaya kejahatan) dan tantangan baru untuk riset dan
perencanaan; alkohol dan penyalahgunaan obat bius; kompensasi bagi

korban kejahatan sebagai penggantian retributif dalam pengadilan
kejahatan.*®

Konggres keenam PBB di Caracas Tashun 1980 menyataken pula beberapa
persoalan ;Senting yang bisa diurgensikan dengan perspektif perlindungan korban
dalam peradilan pidaﬁa. Konggres keenam tersebut memberi perfimbangan khusus
kepada masalah kecenderungan baru dalam kejahatan dan penerapan strategi
pencegahan kejahatan yang sesuai; kejahatan yang dilakukan oleh orang-crang
berpenéaruh yang sering kebal terhadap hukum. Konggres ini juga menyatakan
hahwa antara pembangunan dan kejahatan terdapet hubungan yang saling

berpengaruh.

Dalam Kongres kefujub Tahun 1985 di Milano ltalia, membahas perscalan yang
harus diperhatikan, yaitu : dimensi-dimensi baru kejahatan dan pencegahan
kejahatan dalam konteks pembangunan, kaitan antara kebijakan perkembangan

sosial dan Sistem Peradilan Pidana; proses peradilan pidana dan pandangan-

W Kunarte, Op.cit, hal. 22, e

UPT-PUSTAL- TNDIE|
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pandangan dalam dunia yang sedang berubah meliputi kebutuhan untuk merevisi,
memperbaharui atau mene_.gaskan kembali bekerjanya sistem-Sistem Peradiian
Pidana; hak-hak korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, kompensasi,
dan rancangan restitusi serta cara-cara membantu mereka melalui sistem-sistem
peradilan. Akhirnya konggres ini mengeluarken standar internasional tentang

Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan

Kekuasaan.

Konggres kedefapan PBB di Havana Kuba memberi pethatian pula dengan tema
utama kejahatan dan pembangunan serta dikeluarkannya norma dan standar
internasional untuk peradilan pidana {(a.l Prinsip-prinsip Dasar dari Peranan

Penuntut Umum; Prinsip-prinsip Dasar dari Pengacara).?®

Bentuk perlindungan korban secara langsung vaitu hak korban untuk
memperoleh santunan dan hak korban untuk ‘acces fo justice and fair treatme, |
compensation, restifution, dan asisstance merupakan reaksi terhadap fokus
perhatian hukum pidana selama ini yang menempatkan korban sebagai forgoften
person”,

Bentuk korban dalam penelitian ini disamping meliputi concret victim juga
meliputi apa yang dinamakan abstract victim, termasuk mereka yang karena
kebijekan dalam penegakan hukum tidak dikategorikan sebagai korban kejahatan,
yaitu karena diskresi p'enegakan hukurn, tidak terjangkaunya perbuatan merugikan
yahg dialami korban oleh penegakan hukum, atau selektivitas perilaku penegak

hukum yang tidak mengklarifikasi perbuatan tertentu sebagai telah menimbulkan

%8 ibid, hal 21-27.
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kerugian atau sebagai kejahatan. Oleh karena itu, korban dalam penelitian ini tidak
hanya difujukan kepada bentuk kejahatan biasa atau warungan, melainkan juga
menunjuk kepada bentuk perileku ‘ifegal abuses of public or economic power.
Kerugian yang ada berarti tidak hanya kerugian materi maupun fisik, melainkan
termasuk pada kerugian social alau social damage, baik dalam nilai-nilai sosial
dan moral, keadilan, hak asasi manusia dan masyarakat, ataupun nilai-nilai
demokrast.datam kehidupan berbangsa, bernegara, dan hermasyarakat.

Perlindungan korban tidak hanya berjuang untuk mewujudkan  the justice
of law untuk new legistation processes (proses pembuatan undang-undang yang
baru) , tetapi juga lebih daripada ifu adalah mengkaii ‘injustice of law’ yang dapat
saja diprakiekkan para penegak hukum. Dengan demikian konsep petlindungan
hukum dalam rangka perlindungan korban adalah bagaimana mewujudkan hukum
sebagai alat perwujudan perlindungan.?®®  Para penegak hukum, baik polisi,
jaksa, maupun hakim tidak hanya menerapkan hukum karena ada suatu yang
dilanggar, melainkan karena sesuatu yang ‘adil / the just’ yang perlu dilindungi dan
diwujudkan.

Pérlindungaﬁ hukum yang adil dipeahami sebagai hahwa semua orang
dlbsr[akukaﬁ sama . sebagal manusie lainnya. Hal ini mencakup dua hal, yailu
penyamaan sefiap drang didalam hukum vang mendasari asas dan prinsip

‘equality before the law “V'"(persamaan kedudukan di depan hukum) dalam

2 Hukum seringkali memiliki pengaruh vang kontradiktif datam hidup kita, di satu sisi dia
dapat memberikan perlindungan dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan
secara adil, namun sebaliknya hukum dapat juga mengubah hidup kita dan
menciptakan penderitaan dan kecemasan, khususnya bila hukum sudah terkooptasi
vleh dan menjadi alat kekuasaan semata. Lihat dalam Susanto, Op.¢/f.1999, hal.19.

M0 penjelasan umum .angka 3 huruf a dari UU No. 8 Tahun 1981 dengan tegas
mewajibkan perlakuan sama setiap orang di muka hukum dengan tidak
memperkenalkan perbedaan perlakuan (atas dasar status sosial, kekayaan, atau
kategori fainnya). Dalam penjelasan umum angka ketiga huruf d menegaskan...para
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penegakkan hukum yaitu apakeh para penegak hukum telah mewujudkannya,
maupun persamaan di dalam hukum / egualify in !aW, sehagai pedoman untuk
menganalisis apakah Isi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur
persamaan di depan hukum

Konsep asas dan prinsip di atas untuk mengejawantahkan perlindungan
korban sebagai salah salu pihak dalam peradilan pidana, mampukah equaiity
before the faw maupun equality in faw mampu direfleksikan dalam perlindungan
hukum,

| Konsep perlindungan korban {ersebut di etas memunculkan pertanyaan

yaitu bagaimanakah bekerjanya lembaga dan pranata hukum khususnya dalam
peradilan pidana terhadap perlindungan korban dalam kedua bentuk diatas.
Mengingat bekerjanya peradilan pidana berada dalam dimensi sosial yang
melibatkan masyarakat dan berbagai konstruksi sosial, maka bekerjanya lembaga
dan pranata hukum untuk bersungguh-sungguh melindungi korban harus dilihat
sehagai suétu proses sosial yang melibatkan masyarakat sebagai totalitas.

Paradigma di atas memberikan suatu kajian bahwa dalam kerangka
perfindungan hukum untuk mewujudkan perlindungan korban dalam peradilan
pidana, melibatkan paradigma moral atau akal budi tidak hanya habitat
perundang-undangan f lpranaia vang harus mengakomodasinya, melainkan juga
perilaku penegak hukum/ lembaga, dan didukung oleh masyarakat dengen
berbagai.aspek kehidupan seperii politik, ekonomi, budaya, yang saling

herinteraksi, pengaruh mempengaruhi, dan bersinergi.”""

penegak hukum vyang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar asas
hukum tersebut dapat dituntut, dipidana, dan dikenakan hukuman administrasi.

7 pandingkan dalam Susanto, yang mengutip paradigma moralitas atau akal budi
Satjipto Rahardjo, dalam Susanto , Op.cit, 1999, hat. 21.
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B. Bekerjanya Peradilan Pidana Dalam Masyarakat

Dalam menganalisis terthadap fakia bekerjanya penegak hukum di atas
khususnya dalam perlindungan korban dapat ditelaah dengan menggunakan
pendapat La Patra mengenai kemampuan peradilan pidana menyelesaikan dafiar

bekerjanya 2'%:

1. Pasiikan bahwa terdakwa tidak diabaikan untuk diwakili secara efeldif.
2. Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan untuk diwakili secara efeklif.

3. Ciptakan kondisi yang mendukung ke arah penilaian yang adil dan
. nalar. '

4. Memungkinkan pemrosesan suatu perkara dengan kecepatan yang
terukur.

5. Mengurangi sampai mininium beban di pundak pihak-pihak yang
berperkara.

6. Mengurangi sampai minimum beban dari pihak-pihak lain.
7. Mengurangi sampai minimum ongkos-ongkos perkara.

Dalam rangka perlindungan korban patut dipertanyakan , mampukah
lembaga dan pranata hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang besar yaitu
masyarakat mampu mewakili korban / masyarakat untuk mendapatkan keadilan?
dan apekah bekerjanya peradilan pidana justru menambah beban di pundak
korban ataukah justru hekerjanya peradilan pidana justru memunculkan viktimisasi
kembali ierhadap korban ? Hal inilah yang akan penulis analisis dengan

memberikan latar belakang proses bekerjanya peradilan pidana tersebut.

Analisis terhadap bekerjanya peradilan pidana sebagai suatu proses

sosial berusaha untuk menjelaskan makna/ ‘searching for meaning', atau lalar

N2 1 a patra, Op.ci, hal. 85,



belakang bekerjanya penegak hukum untuk berusaha mewujudkan perlindungan

bagi kKorban.

La Palra menegaskan secara ideal pendekatan Sistem Peradilan Pidana
haruslah, dikaitkan dengan sistem sosial yang melingkupi sebelum pelaku berada
dalam criminal jusfféé sysfem. Sebagaimana diungkapkan dalam bagan La Patra
mengenai Levels of The Criminal Justice System © yaitu dalam level pertama :
yang terbesar dan melingkupi tevell lainnya adalah . Soclefy, level kedua adalah
sistem sosial lannya yaifuy Economics, technology, education, Politics, sedangkan
dalam level keiiga adalah . sub system of Criminaf Justice System.. ©'° Berikut ini

akan dikemukakan pemikiran L.a palra :

LEVEL 1 :SOCIETY

LEVEL 2
ECONOMICS | | TECHNOLOGY | | EDUCATION | [ POLITICS
LEVEL 3
SUBSYSTEM Of CJS

Bagan : fevels of the criminal justice system by La Palra.

Dalam bagan ini, sub sysfem peradilan pidana dikemukakan La Paira
sebagai : police, Sherif, D.A. Courts, Corrections, Probafion. Dalam bagan fevel 3
hanya dikemukakan sebagai subsystem of CJS.

Menarik pernyalaan La paira bahwa . Ideally the systems approach

should be used {to explore the relationships between the factors that conitroi how

23 {4 paira, Op.cff, hal. 85,86. Dalam pengertian ini, berlaku pula bagi konstruksi
pendefinisian korban,
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- a particuiar individual becomes an ofender as defined by society laws®!

Pendepat la Patra tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dalam
peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, menerima kKedudukannya sebagai
sub sistem dari sistem yang besar, yailu masyarakat. Oleh karena itu bekerjanya
peradilan pidana‘harus difungsikan sebagai administrasi keadilan yang harus
mampu menyelesaikan permasalahan hukum pidana beik dalam lembaga dan
pranatanya secara adil di masyarakat.

Selaras dengan Sistem Peradilan Pidana sebagai bagian dari sistem yang
jebih besar vyaitu masyarakat, maka memberikan suatu paradigma bahwa
bekerjanya hukum itu sebagai suatu proses sosial, yaitu apa yang dikerjakan oleh
lembaga-lembaga hukum tersebut dan bagaimana mereka melakukannya.
Bagaimanakah bhekefjanya peradilan pidana ini mewujudkan ﬁerlindungan hagi

korban dalam masyarakat.

Edmond Cahn menganjurkan  bshwa dalam rangka memberikan
perfindungan bagi pihak-pihak yang harus dilindungi hukum yang disebut dengan
“konsumen hukum’ dalam hal ini korban dan masyarakat luas, maka pandangan
antroposentris tentang hukum sangat diperiukan. Pandangan ini merupakan suatu
segi pandangan tentang hukum dan pemerintah dimana manusia-manusia secara
konkret hidup di tengah-tengahnya, sebagai konsumen-konsumen paling utama
dari hukum dan pémerintahan. Cara konkrei manusia diperlakukan aken
.menentukan nilai hukum. Dalam perspektif konsumen ini, memiliki cara bekerja

sebagaimana dikemukakan oleh Cohn sebagai berikut

24 bid. Bandingkan dengan A.S. Blumberg bahwa ...the criminal court as a social
systom, as a communily. The ciminal court is the part of the community screen
which sifts ouf and fabels the accused person Op.cff, hal. ix, 40
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1. Perihal {arget dan peristiwa yang berkaitan dengan dampak hukum.

‘ Arti penting dari setiap prinsip, aturan atau konsep ditefiti dengan

mengobservasi target manusiawi yang terkena dan{paknya. Metode ini

mengungkapkan bahwa rasa ketidekadilan membawa pengaruh vilal

bagl cara beketjanya hukum,

i 2. Perihal Konkretisasi manusia. Hukum melindungi keselamatan fisik

| dan psikis dari manusia seutuhnya, dan miliknya yang menjadi tempat
bergantungnya Hukum menjamin nilai sosial, cita-cita , dan kebehasan
yang membuat hidup sangat berarti bagi manusia seutuhnya.

3. Perihal proporsi relatif beratnya hal-hal. Meskipun' responsif kepada
kepentingan efisiensi internal dan keuntungan, hukum memberikan arti

- yang jauh lebih besar kepada kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan

oleh rakyat pada umumnya.

4. Perihal ;Jerhatian terhadap kasus-kasus terientu. Tradisi bagi ahi
hukum memakai perspektif resmi untuk membenarkan sistem hukum
dalam pengertian rata-rata, statistik secara keseluruhan, dan cara

bertingkah laku secara keseluruhan. Dalam kenyataannya

mengeciikan arti suatu minat terhadap hasil dari kasus-kasus tertentu
sebagai tidak ilmiah, tidak seperli ahli hukum. Sistem mereka bukanlah
suatu sistem apabila sifalnya tidak impersonal dan tidak acuh tak
acuh. 218 '

Berdasar perspekiif konsumen dari Cahn tersgbu!, dapat dinyatakan
bahwa konsep perindungan korban melalui bekerjanya peradilan pidana mengacu
pula pada persepelkdif konsumen, agar supaya perlindungan hukum yang diberikan
memberi arti pada kebutuhan hukum masyarakat banyak.

Pengkajian 'bekerjanya hukum sébagai suatu proses sosial memberikan

paradigma bagai penekanan-penekanan faktor di luar hukum terutama mengenai

75 Edmond Cahn Hukum Dalam Perspektif Konsumen, dalam Peters, Koesriani, Op.of,

hal. 144,152-154, Hukum dalam perspektif ini diperhadapkan pada perspekiif resmi
4 yang dikatakan sebagai cara memandang problem kemasyarakatan oleh kepentingan
dominan pemeganyg kekuasaan.
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sikap dan nilai-nilai baik dalam masyarakat ataupun dalam individu penegak hukum
ke dalam bekerjanya peradilan pidana itu sendiri.
Sikap dan nilai-nilai dalam hal ini adalah ditampakken melalui persepsi

dan perilaku baik dari korban maupun penegak hukum terkait dengan apa yang

~ dinamakan kultur hukum. Friedman menjelaskan kultur hukum ini sebagai : “ sikap-

sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama dengan
sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkail dengan tingkah laku yang berhubungan

dengan hukum dan lembaga-lembaganya baik secara positif maupun negatif "

Prof. Satjiptio menggambarkan masuknya unsur-unsur faitor di luar hukum
terhadap bekerjanya hukum, memberikan kajian hukum sebagat berikut

Pertama-tama memperhitungkan fakior berminlaan yang ditujukan kepada
lembaga-tembaga hukum, ysitu permintaan yang menyebabkan lembaga
tersebut bertindak; Kedua sebagai akibat dari permintaan itu adalah
timbulnya respons yang diberikan oleh lembaga-lembaga hukum; keliga
adalah efek respons terhadap orang-orang vang mengajukan permintaan
tersebuf, dan keempat adalah efeknya terhadap masyarakat secara

keseluruhan. 2*7

Dalam pengkajian bekerjanya hukum sebagai suatu proses sosial
merupakan suatu paradigma yang mempersepsi hukum tidak sekedar sehagai

suatu kebutuhan fungéionai , melainkan hukum yang terbebani dengan harapan-

harapan dan janji-janji.*'®

218 | arence M Friedman, On Legai Development, Rutgers Law Review, Vol.24, 1969,
hal. 28.

27 Gatjipto, Op.cit, 1956, hal. 27

Y8 Hukum sebagai kebuluhan fungsional menerima hukum sebagaimana adanya ,
sebagal kenyataan dan sarana untuk menyelesaikan permasalahan secara prakdis,
sebagai tinjauan minimalis mengenai hukum. Hukum timbui dari kebutuhan elementer
untuk menjaga ketertiban dan menindas kejahatan yang termasuk kateori nilai lunak.
Pendekatan kedua mensyaratkan lebih banyak dari suatu sistem tata hukum, tetapi
juga menghasikan lebih banyak pengertian mengenai nilai-nilai. Lihat dalam Ronmy




Penulis berpendapat bahwa bekerjanya hukum sebagai suatu proses
sosial melibatkan masyarakat sebagai suaiu totalitas. Hal ini berarii, makna hukum
dalam masyarakat dikaji baik dalam pembuaian hukumnya maupun bekerjanya
lembaga penegak hukum yang mengatami suatu proses untuk menentukan apakah
hukum tersebut sungguh-sungguh berfungsi dalam masyarakat dan bagaimanakah
bekerjanya faktor di fuar hukum sebagai faldor sosial memberikan pengaruh bagi
bekerjanya hukum iiu sendiri.

Robert B. Seidmann mengemukakan bekerjanya hukum dalam
masyarakaf sebagai bukan sesuatu yang abstrak. Hat ini dapat ditengarai dalam
asumsi-asumsi berikut :

Anggota masyaraket memilih dan bertindak dalam lingkup pembatasan-
pembatasan dan dari sumber yang terdapat dalam lingkungan mereka.
Peraturan-peraturan hukum dan tindakan-tindakan lembaga pelaksana
hukum hanya menetapkan mengenai salah satu segt saja dalam
fingkungan tersebut. Suatu perangkat peraturan hukum hanya akan
mehimbulkan fingkah laku bila peraturan itu ditetapkan berdasarkan
kehendak sebagai variabel bebas, sedangkan fakior lain merupakan
kondisi-kondisi. Oleh karena itu harus diterima sebagai sualu kebenaran
bahwa semua unsur-unsur non hukum yang mempengaruhi pemilihan dan
identifikasi perangkat peraturan hukum merupakan suatu variabel

" pperasional atau sebab atau penjelasan.®"®

Pemaparan bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh Robert B. Seidman
di atas, ménsiimulasik-an bekerjanya hukum dalam liga proses, yaitu: Law making

processes, conformity inducing measures, dan law implementing proceses yang

Hanitijo Soemitro, Politik, Kekuasaan, dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum),
{Semarang : UNDIP, 1988}, hal. 2-3.

18 geidmann , Robert B, Law and Proverty : Essays On Third World Perspective in
Jurisprudence , Malayan Law Journal 1984, dalam Ronny , /bid, hal. 127,
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berada dalam suatu arena pilihan bagi pemegang peran yang saling memberikan
umpan balik.** Dalam hat ini, terlihat bahwa Seidman hanya memberikan
kerangka berpikir mengenai efektivitas bekerjanya hukum melalui kepatuhan-
kepatuhan bagi pemegang peran yang akhirmya memberikan unipan balik dalam
proses pembuatan dan brenerapan hukum. Bagan Seidman kurang memberikan
penjelasan mengapa dalam proses penerapan hukum maupun pembuatan hukum
bisa menimbulkan viktimisasi bagi masyarakat. Fokus Seidman lebih dititik
beratkan pada upéya kepatuhan hukum dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh
aktivitas penegak hukum.

Belierjc;ahya lembaga hukum dalam konteks ini khususnya dalam hukum
pidana diproyeksikan bukan hanya atas dasar permintaan yang menyebabkan
tlembaga tersebut bertindak, melainkan juga atas dasar kemauan lembaga ifu
sendiri  untuk Eenindak. Respon dari {embaga penegak hukum khususnya
kepolisian untuk menjawab berbagai sinyalemen viktimisasi dalam masyarakat ,
dengan sikap masyarakat senditi yang pérmisif. Dalam hal ini proses sosial
bekerjanya lehﬁaga peﬁégak hukum selayaknya tidak hanya untuk menanggapi
laporan yang ada, melainkan juga berarti membina dan m'éngayomi masyarakat.

Untuk dapat mengikuli bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses,
Lawrence Friedman mengemukakan dalam tiga komponennya, yaifu Strukturai,
kultural, dan substantip. Ketiga unsur ini berada dalam proses interaksi satu sama
lain dan membentuk totallitas.  Berikul ini adalah penjelasan mengenai hal
tersebut ;

1. Komponen petlama yaitu bersifat struktural, merupakan suatu kelembagaan

vang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagal macam fungsinya

20 bid, hal, 128,
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dalam rangka mendukung bekerjanya sisiem fersebut. Dalam kerangka
struktural ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum

memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara
teratur.

2. Komponen kedua adalah hersifat kultural, terdiri dari nitai-nilai dan sikap-
sikap yang merupakan pengikat sistem ity serta menentukan tempat sistem
hukum itu ditengah kultur bangse sebagai keseluruhan. Komponen ini
mengist kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan untuk dapat menjelaskan
penggunaan, kelidak-penggunaan, dan penyalah gunaan proses hukum
serta sistem hukum. Kultur hukum berfungsi sebagai bensinnya motor
keadilan.

3. Komponen keliga adalah bersifat substantip. Dalam pengertian ini
dimasukkan norma-norma hukum itu sendiri, baik berupa dokirin-dokirin,

keputusan-keputusan sejauh semuanya itu digunakan oleh pihak yang
mengatur maupun yang diatur, !

Berdasar terminologi Friedman tersebut, penulis memprediksikannya
dalam penelitian ini. Komponen struktural dalam penelitian ini adalah komponen
birokrasi peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk
peran pengacara dalam ikul membentuk bekerjanya birokrasi ini. Pengkajian
strukiural hukum 1ierkait dengan lembaga penegak hukum ini sebagai suaiu
birokrasi yang memiliki tujuannya sendiri sebagaimana dirumuskan dalam dasar-
dasar peraturan organisasi yang melandasi bekerjanya lembaga hukum tersebut.
Ansalisis terhadap bekerjanya lembaga peradilan pidana, uniuk mengeksplorasi
bagaimanakah pelayanan lembaga peradilan pidana tersebut uniuk mewujudkan

tujuannya yaitu melaksanakan fungsi hukum.

2 palams Satjipto, Op.c/t, 18886, hal 84-86, Bandingkan dengan Renny, Op.c/t hal.105.




Konsep yang terpenting adalah kultur hukum sebagai nilai dan sikap yang
berkaitan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Oleh karena mendasari dan
mempengafuhi bekerjanya siruktural hukum atau lembaga beradilan pidana
tersebut di atas termasuk sebagai basic idea dalam komponen substantip

huikcum, 222

Dalam  penelitian ini, analisis terhadap kultur hukum memberikan
paradigma berpikir guna menjawab berbagai fenomena-fenomena yang ada, yaitu :

1. Bagaimanakah latar belakang yang mendasari persepsi dan perilaku
dari aparal penegak hukum unluk sungguh-sungguh memberikan
perlindungan bagi Korban.

2. Mengapakah terjadi viktimisasi bekerjanya hukum pidana datam
lembaga peradilan pidana.

3. Bagaimanakah persepsi dan perilaku korban atau masyarakat terhadap
berbagai bentuk viktimisasi terhadapnya.

4. Apakah lalar belakang sosial persepsi dan perilaku korban atau
masyarakal tersebut, apabila vikiimisasi tersebut diproses dalam
peradilan pidana.

5. Apakah beketjanya norma hukum dalam peradifan pidana diterima
masyarakat sebagai sarana untuk mencari keaditan.

6. Bagaimanakah perwujudan nilai fungsi hukum untuk memberikan
petlindungan terhadap korban atau masyarakat dalam norma
perundang-undangan yang ada.

Komponen substantip hukum dalam bekerjanya sistem hukum sebagai

suatu proses dikemukakan sebagai owfpuf sistem hukum. Penulis menyetujui

22 Bandingkan dengan Talcolt Parsons melalui teeri Sibernetika. Peneliti berpendapat
bahwa hukum tidak merupakan suatu sub sistem tetapi sesungguhnya sebagai suaiu
lembaga pengubah (converting instifution) yang ikul berperan memproses informasi
dan  energi, sehingga menghasikan sistem hukum vang  beridentitas terlentu
sebagaimana berada dalam keempat sub sistem, vaitu sub sistem budaya, sosial,
politik, dan ekonomi. Bandingkan dengan Ronny Hanitijo Scemitro, Perspekilif Sosial
Dalam Pemahaman Masalah-Masafah Hukum, {Semarang, Agung Press, 1828} hal. 28
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pendapat ini bahwa komponen susbtantip ini adalah memberikan makna
perwujudan dari kultur yang ada dan mendasari bekerjanya lembaga peradilan.
Penulis menegaskan bahwa komponen substantip ini bisa pula dikaji sebagai

‘instrumental system’. Menginget dalam hukum pidana, peraturan seperti KUHP

adalah peninggalan Jaman Hindia Belanda melalui WVSnya.

Penelitian ini menganalisis pula bagaimanakah norma hukum vang ada
seperti KUHAP, KUHP, maupun perundang-undangan lainnya, mewujudkan nilai
perlindungan bagi korban. Penelitian ini mengkaji urgensi norma hukum yang
diselaraskan dengan instrumen internasional guna mereﬂe'ksikan bekerjanya
hukum ataupun lembaga hukum untuk mengakomodasi perlindungan korban.

| Dalam komponen substansip hukum, bisa pula dimasukkan berbagai
kebiasaan yang digunaken dalam masvarakat untuk mencari keadilan dan
perlindungan hukum terhadapnya yang tidak terikat pada formalitas tertentu, .

Paradigma beketjanya sistem hukum di atas sebagai suatu proses sosial,
merupakan hubungan interaksi satu sama lain antara komponen struktural,
komponen kuiltural, dan komponen subsiantip sebagai suatu lotaliias dalam
bekerjanya sistem htfku'm. Hubungan interaksi ini dapat memberikan pengaruh
negatif atau juga muﬁgkin sinergi bagi bekerjanya hukum khususnya bekerjanya
hukum pidana dalam memberikan perlindungan korban sebagai suatu proses

sosial dalam masyarakat sebagai suatu totalitas.

Dengan demikian dapat ditegaskan oleh peneliti bahwa bekerianya

hukum bukan hanya secara ‘rufes and fogic’ dalam tataran substantif, melainkan

juga meliputi social structure and behavior dari individu atau lembaga vang terlibat
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datam konteks masyarakat sebagai suatu totalitas, 2%

Pada akhirnya bekerjanya ketiga komponen vaitu strukiural, kuftural,
maupun substanlip hukum khususnya dalam proses sosial bekerjanya lembaga
peraditan pidana dalam merea!iéasikan suaft perlindungan korban adalah suatu
konstruksi sosial.

Berger dan Luckman memberikan analisis melalui minat pemikiran pada
kehyataan sosial ataﬁ konstruksi sosial melalui hubungan antara pemikiran
manusia dan konteks sosial darimana.pemikiran tersebut timbul dan dilembagakan.
Daiam penelitian ini adalah untuk met:‘iahami kenyataan sosial bekerjanya hukum
pidana melindungi korban yang berperspekiif pluralis, dinamis dalam proses
perubahan terus menerus dalam konteks masyarakat. 22*

Berger memandang masyaraket sebz;gai produk manusia dan manusia
sebagai produk sosial masyarakat dan menjelajabi  berbagai implikasi dimensi

kenyataan objektif dan subjektif, maupun proses dialekiis dari tiga momen simuitan,

5 Bandingkan dengan Koenlo Wibisono Siswomihardjo, seminar Supremasi Hukum
Dalam Negara Demokrasi Menuyju indonesia Baru (Kajian Filosofis), 27 Juli 2000,
Semarang, hal.1 yaitu bahwa Masalah hukum merupakan suatu masalah fundamental,
karena masalah hukum menyangkut segi ontologis tentang apa dan siapa manusia itu,
dan segi aksiologis tentang nilai-nilai imperatil yvang akan diberlakukan di mana
manusia yang menjadi subjek sekaligus objek dalam bidang hukum. Aktual karena
masyarakat dewasa ini mengalami dekadensi dan disintegrasi dalam berbagai aspek
kehidupan, mutiak menuniut adanya reorientasi dalam pembinaan dan pengembangan
hukum, tidak saja bila diinginkan agar hukum memiliki supremasinya, tetapi bila juga
dikehendaki terwujudnya negara demokrasi dalam anli kata sebenarnya.

Berger dan Luckman memusatkan perhatian pada kenyataan sosial sebagai konstruksi
-sosial yang didekati dari pelbagai pendekatan seperti pendekatan mites yang irasional,
pendekatan filosofls yang bercorak moralistis, pendekatan praktis yang bersifat
fungsional dengan berpijak konteks dialekiis. Kenyataan atau kontruksi vyang
dibangun secara sosial diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam suatu
fenomena-fenomena vang kita akui sebagai memiki keberadaan (baing) yang tidak
tergantting pada kehendak kita sendiri, dan pengetahuan sebagai kepastian bahwa
fenomena-fenomena itu nyata dan memitiki karakteristik spesifik. Dalam hal ini berarti
dipelajari bagaimanakah proses-proses pada setiap perangkat ‘pengetahuan’ pada
akhirnya ditetapkan secara sosial sebagai kenyataan. LUihat Berger, Luckmann ,
Cp.cif, hal 1,

24
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vaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio kulfural sebagai produk
manusia), objeklivasi (interaksi sosial dalam dunia intersubjekiif vang
dilembagakan atau -mengalami proses institusionalisasi), dan  internalisasi
(individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga sosial tempat individu menjadi

anggotanya).?®®

Bertolak dari perspeldif Konsiruksi sosial Berger Dan Luckman, dapat
dikaji bahwa bekerjanya hulum pidana uniuk melindungi korban dalam masyarakat |
mengatami dua tahapan, yaitu sebagai kenyataan objekif dan sebagai kenyataan
subjeklif. Dalam ketiga momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi
memunculkan suatu konstruksi kenyalaan sosial yang merupakan hasil ciptaan
manusia. Eksistensi kenyataan sosial objektif dalam hubtingan individu dengan‘
lembaga sosial (salah satu lenbaga sosial yang besar adalah negara yang juga
bekerja melalui lembaga penegak hukum), fermasuk aturan sosial atau hukum —

| hukum yang melandasi lembaga tersebut bukanlah hakekat dari iembaga-lembaga
ifts, karena lembaga-lembaga ifu ternyata hanya produk dari kegiatan manusia .

Konsep konstruksi sosial dari Berger dan Luckman, memberikan
perspekdif bahwa untuk .meng'analisis bekerjanya peradilan pidana dalam
melindungi korban adalah dengan memperhatikan tidak hanya momen internalisasi
dalam kehidupan masyarakat melalui individu-individu, namun juga memusatkan
perhatian‘pada gejala perubshan sosial, strukiur sosial, ketimpangan sosial |
maupun legitimasi kekuasaan, dan sebagainya. Dalam momen ini semua individu
vang terlibaf baik penegak hukum, pelaku dan korban bersama-sama membentuk

kenyataan oleh masyarakat sebagai sociaf construction of reality.

25 bid, Lihat dalam Berger, Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang
Sosiologi Pengetahuan , (Jakara : LP3ES) hal. xx '
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Keterkaitan paradigma Konstruksi Sosial di atas dengan perspektif
inferaksionisme simbolik datam penelitian ini, memberikan pengembangan dalam
peneiitian bekerjanya peradilan pidana dalam struktur sosial. Dengan demikian
pemikiran hubungan inferaksionis antare pelbagai pihak yang terlibat d_a!am
bekerjanya peradilan pidana, adalah suaty dialekdika anfara individu daﬁ
masyarakat, baik dalam taraf hubungan sosial individu dan dalam iembaga-
lembaga dalam taraf internal melainkan juga dikaji bekerjianya perspektif sosiologi

makro dalam bekerjanya hukum seperti norma-horma dan aturan yang ada.

Peradilan pidana adalah suatu birokrasi penegakan hukum pidana dalam
masyarakat. Oleh kaena ifu berbicara mengenai peradilan pidana tak lepas dari
analisis mengenai karakieristrik birokrasi. Ciri-citi dari deskripsi tipe ideal Weber
tentang birokrasi mencakup unsur-unsur sebagai berikut : pembagian kerja, dan
spestalisasi, hierarki wewenang, staf administrasi, kompensasi yang befkaitan
déngan posisi seseorang, kelangsungan ketja, dan penerimaan tenaga kerja, serta
diterapkannya kontrak atau perjanjian yang memastikan terlebih dahulu kewajiban
seseorang dalam organisasi. Secara implisit dikemukakan Weber pula bahwa
imbalan yang akan 'diperikan organisasi didasarkarn prestasi kerja. Hampir semua
f'ek‘for di atas ditemuk;n bahwa ada dus pengelompokkén afribut organlsasl‘, yang
disebut dengan ‘birokratis’ dan ‘rasional 2%

. Berdasar perspektif Weber birokratisasi berarti  semakin tumbuhnya
penggunaan peraturan dan kefenfuan-ketentuan yang dibangun secara formai
rasional pemisahan antara kehidupan umum dan pribadi, ferjadinya bentuk

legalitas yang beralasan rasional, serta cara-cara bertindak yang mementingkan

%5 Blau, IMeyer, Op.ci hal. 124-125.
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rasional dan pelembagaan. Pola pikir yang efisiensi memberikan perintah pada
birokrasi untuk mentaati semua perafuran. Suatu birokrasi menggunakan
kekuasaannya agar para anggotanya mentaati peraturan organisési.

Dominasi peraturan -perafuran formal yang mengikat para anggota
organisasi sebagai sarana menuntul kepatuhan, didukung oleh nilai-nilal
fersembunyi yang sengaja diciptakan organisasi serfa lazim disebuf ideologi
organisasi. Mitos-mifos atau ideologi-ideologi tersebut menjadi bagian integral dari
hampir semua organisasi besar, bersifat prival atau publik.*¥’ Mitos-mitos
organisasi merupakan alal untuk meningkatkan esprif de corps dan pengabdian
para anggota organisasi. Penetrasi ideologi birokrasi dalam fakta empiris
menciptakan birokrasi yang bermuka dua. Pada satu sisi menciptakan keterikatan-
keterikalan yang menguntungkan organisasi, di sisi lain cenderung menekan
pandangan kritis atau kebebasan yang diperluken untuk meningkatkan vitalitas
organisasi. Penerimaan ideologi organisasi dari para anggota organisaasi
dilingkupi dengan struktur hirarki yang ketat dalam pentaatannya mencegah
munculnya kritik konstruktif bagi vitalitas organisasi untuk lebih bersifat dinamis. 22°

Dominasi rasional sebagai faktor determinan dari birokrasi yang berfungsi
untuk meﬁgenda[ikan dan memberikan pembenaran (legitimasi) pencapaian fujuan
organisasi, membentuk struklur organisasi ke dalam spesialisasi, hirarki, jabatan,
keahlian para anggot‘all organisasi dalam rangka menggerakkan organisasi. Hampir
pada setiap kehidupan organisasi, manusia menghargai manusia dalam
hubungannya dengan struktur yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk masing-

masing anggota organisasi. Hubungan semacam ini membual orang mau

27 1bid, hal 73.
8 1bid, hal. 78,
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1
|
|

menghargai orang lain dengan melihat bagaimana kéé[udukan, pangkat, dan
!
jabatan seseoran, tidak didasarkan atas kedudukan ofrang sebagai manusia

semata. Hubungan antara manusia anggota organisasi jditentukan oleh simbol

yang melekal pada masing-masing anggota organisasi %dalam bentuk jabatan,

keahlian, dan kedudukan. Orang yang mempunyai ?simbol—simboi . yang

merapesona seperti pangkal, jabatan, kedudukan, kekayz;an, akan dihargai oleh
1

1
orang lain, sebaliknya orang yang tidak mempunyai simbol sulif untuk mendapat
|

fempat dalam panggung penghargaan. 2%

Dominasi yang kuat dalam orgahisasi sebagai srjarana legistimasi untuk
mengendalikan dan memberikan dasar pembenar bagi organisasi untuk mengikat
anggola organisasi dalam sekat hirarki dan kedudukan berdasar peraturan
organisasi merupakan sarana untuk menciptakan efisiensi %dan pencapaian {ujuan

- organisasi. Perspeldif organisasi tersebut menggambark‘an organisasi sebagai
‘ 1

suatu mesin yang bekerja denigan suatu keteraturan dan ‘!;fea;égan’ {ertentu yang

menekankan adanya tingkat produkiivitas terentu, taraf %eﬁsiensi tertentu, dan

dikendalikan oleh suatu legitimasi otoritas pimpinan. Premijs dasar dari paradigma

ini berpijak pada pemshaman bahwa organisasi seba_dai kelompok manusia

\
ekonomi yang rasional, sehingga lewat pembagian kerja, jspesialisasi, hubungean
|

1
kerja secara hirarkis, maka usaha pencapaian fujuan bersama akan dapat dicapai
|
secara efektif dan efisien, Metapora yang digunakan adaiiah organisasi sebagai
suatu sistem mesin (mechanism paradigm).*®

Suafu organisasi menurut Donald Black ditandai bleh kehyataan bahwa
|

tindakan anggota-anggota tidak hanya dibentuk oleh persyaratan-persyaratan
|

. |

28 Thoha Miftah , Dimensi-Dimensi itmu Administrasi Negara, (.{akarta : Rajawali, 1984),
_hal. 121, |
¥ Ibid, hal. 133, |
|




168

institusional deri peranan mereka saja, melainkan juga oleh kepemimpinan yang
diperkuat dengan otoritas. Sefiap anggota memiliki safu orang atau lebih anggota
yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengatuf kegiatan dari anggota-
anggota yang lain, mereka ini merupakan iitik pusat dari jalur-jalur komunikasi
didalam organisasi-organisasi ilu. Mewakili senfral terlinggi dari sistem
kewenangan, dan mereka menyatakan keputusan-keputusan yang mengkoordi
nasikan kegiatan anggota, ménetapkan arah dan untuk apa energi organisasi akan
dipergunakan, dan menentukan perimbangan reletif atau proporsi antara tuntutan
yang paling bertentangan dalamn usaha memperoleh kekuasaen organisasi.
Mereka menetapkan apa yang merupakan tujuan utama dari organisasi, dan
meng alokasikan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk organisasi itu
guna mencapai tujuan-tujuan tersebut =

Formalitas prosedur dalam birokrasi yang sering digunakan untuk
mencapai efisiensi dalam rangka mencapai tujuan organisasi, berpeluang menjadi
prosedur yang bersifat konira produldif. Prosedur formal cenderung membuat
adminisirasi yang berbelit-belit, sehingga tidak ada keraguan bahwa birokrasi
kerapkal tidak efisien.

Amitai  Etzioni membedakan antara organisasi dan  birokrasi.
Dikerukakannya dalam dua hal, sebagai perikut : pertama bahwa birokrasi sering
bermakna konotatif negatif bagi pemimpinnya, sedangkan organisasi memiliki
terminologi yang netral. Kedua birokrasi yang iebih dekat dengan pemikiran Weber
, tetapi banyak organisasi modern bukaniah hirokrasi dalam kategori teknishya.

Seﬁagal contoh adalah rumah sakit yangd tidak memiliki safu pusat pengambil

51 ponald Black , The Behavior of Law, (Londen : Academic Press, 1976), hal,15-16.
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keputusan®®

Lembaga-lembaga penegak hukum rﬁemiiiki tugas untuk mengemban
tujuan-tujuan hukum atau mewujudkan fungsi hukum. Sebagaimana dikemukakan
Prof. Santo batiwa fungsi primer negara hukum dapat dikemukakan dalam tiga hal,
yaitu perfindungan, keadilan, dan pembangunan 2*2.  Oleh karena ity lembaga—
lembaga penegak hukum dapat dikatakan sebagai pengorganisasian kegiatan-
kegiatan untuk mencapai fungsi hukum_.‘

Dalam fenomena empiris, lembaga-lembaga penegak hukum ini bekerja
dalam birokrasinya, membentuk norma-norma dan fujuan-tujuan birokrasi sendiri.
Daiam proses. mencapai {ujuan organfsasi untuk mengemban fungsi  hukum
iersebut, manusialah yang menjalankan hukum. Hal ini berarii bergantung padae
bagaimanakah individu-individu penegak hukum untuk menafsirkan tugasnya

khususnya dalam hukum pidana.

Seliap lembaga penegak hukum dan individu di dalamnya bekerja dalam
konteks sosial masyarakat dan diperhadapkan pada kepentingan-kepentingan dari
berbagai pihak yang berada dalam konteks masyarakat sebagai suatu fotalitas,
alau dalam cu/fure masyarakat yang memunculkan suatu behavior of law, 2

Hal inl memberikan kemungkinan adanya suatu * conflict of interest' yang
memunculkan pengantian tujuan-tujuan lembaga tersebut dengan tujuan-tujuan
pragmatis sebagai suatu sub culiure birokrasi yang bersangkutan yang bersifat
laten atau tersembunyi.- Menurut Chambliss dan Seidman administrasi hukum

pidana dalam desltipsi apa yang akan terjadi {sebagaimana tercantum dalam

2 Amitai Etzioni, Modern Organizations, (Engle wood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall,
1964), hal. 3 .

=3 Susanto, Op.cif, 1999 hal.17-18

“ Black, Op.cit, hal, 1,61-63
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aturan) bukanlah cetak biru sistem hukum, metlainkan tingka;h taku para pelaku
yang sebenarnya. **°

Donald Black memberikan suatu pemahaman behavior of law * yang
dikaitkan dengan aspek 'social life' ..Pemikiran Black dalam penelitian ini
merupakan suatu prediksi konsep behavior of law yang akan dikoherensikan
dengan hasil penelifian di atas. Black mengemukakan behwa : faw is greater in a
direction toward less culfure than toward more cudture. ...an {)ﬁ’ensé by some one
with less cuiture than his victim is more serious than an oﬁ’énse in the opposite
direction. If the offense is toward more culture, such as an éﬁense against some
one with niore edﬁcatio'ln than the offender, iaw of every kind fs greater. 236

Biack juga mengemukakan preposisi , yailu l:_aw is greater in a
direction toward less conventionally than foward more conve?ntionaﬂy. Keterkaitan

dengan korban adalah faw increase with victim conventional =7

Apabila dikaitkan dengan hukum sebagai kontrof sosial, maka Black
memberikan asumsi j;ust as social controf defines who is deviant, it defines who
is respectable. Respectable is a quantitative variable, known by the social contro!
to which a group or person has been subfect: The more so:ciai control , the less

respectable he is... Law is greater in adirection towardc less resspectability than

toward more respectability. *%°

Munculnya fenomena tujuan birokrasi yang menyimpang seperti halnya

apabila sistem peradian pidana atau criminal justice system justru malah

D5 ohambliss dan Seidman, Op.cit, hal. 2-13.
28 Black, Op.cit, hal. 65-66

27 1bid, hal.B9-T0

28 tpid, hal. 111, 114,
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terkadang menjadi criminal injustice system merupakan suatu ‘displacement of
goaf’.

Latar belakang sosial dari displacement of goal ini tak lepas deri
karakteristik birokra'si‘dengan bangunan formal prosedural yang dijabarkan dalam
spesialisasi, hirarki, yang berarti menekankan keseragaman dan pembatasan.
Pembatasan inilah yang memunculkan kemampatan bekerjanya birokrasi sesuai
dengan kebutuhan kenyataan yang ada, dan bahkan terjadi  seleklivitas dari

bekerjanya birokrasi . Pembatasan demikian menimbulkan pengaburan pengertian

“entara ‘apa yang seharusnya dilakukan’ dengan ‘apa yang senyatanya terjady.

Pembatasan yang ada dan melingkupi birokrasi fermasuk inidvidu-
individu di dalem Sistem Peradilan Pidana adalah pada sumber daya keuangan
atau pembiayaan dan sarana serfa sumber daya manusia. Hambatan-hambatan
dalam birokrasi inilah menentukan bagaimana lembaga peradilan pidana
beroperasi. Oleh karena itu membuka kemungkinan agar birokrasi inj tetap survive
dengan berusahe mencari jalannya sendiri. Pengelolaan penyelenggaraan
peradilan misainya dengan pungutan seperti uang administrasi dan sebagainya
yang dapat dipandang pula sebagai usahé mengelola birckrasi peradilan pidana
seperti halnya pola managemen perusahaan blasa, walaupun birckras! peradilan
adatah badan pubiik.

Situasi masyarakat indonesia merupakan suatu complex societies. Pola
kehidupan sosial bergerak ke arah terciptanya masyarakat terbuka heterogen.
Dalam penerapannya proses birokratisasi di Indonesia mengalami  suatu
ken&endeg’an dalam suatu birokrasi rasional. Organisasi formal masih ditandai

dengan kekakuan (inflexibillty), kemandegan struktural (structural statis), tata cara
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yang berfebihan (ritualism), dan penyimpangan sasaran (prevesion of goals), sifat
yang tidak pribadii / impersonaiity), pengabaian /alienation ofomeatis, dan menutup

diri terhadap perbedaan pendapat (constrin of dissent) **

Hal ini sejalan dengan pemikiran Chambliss dan Seidman yang
merumuskan kerja birokrasi dalam ' maximizing rewards and minimizing strains on

the organization'. Sebagaimana diangkapkannya :

Suatu organisasi dan anggotanya cenderung untuk menggantikan tujuan-
tujuan serta kaidah-kaidah organisasi yang resmi dengen kebijaken-
kebijakan serla kegiatan-kegiatan secara terus menerus dijalankan, yang
akan meningkatkan keuntungan terhadap organisasi dan akan menekan
hambatan-hambatan terhadap organisasi.?*

Selaras dengan hak tersebut sebagsi lembaga penegak hukum yang
berada dalam sisiem lebih besar yallu masyarakat, maka pengaruh masyarakat
berimbas pada organisasi karena sumber daya yang digali dari masyarakat. Hal ini
membuka kemungkinan bahwa fenomena displecement of goal merupakan
gambaran adanya hubungan resiprositas antara lembaga penegak hukum dengan
masyarakal sebagai basis sosial bekerjanya lembaga tersebuf. Demikian pula
perilaku penegak hukum merupaken hasil interaksi dengan masyarakatnya.
Berbagai kondisi dalam masyarakat atau produk masyarakat bahkan bisa menjadi

pembatasan birokrasi penegak hukum dari aspek kultural mauoun sosial.

Beberapa fenomena dalam penelitian yang akan dibahas pada sub bab
selanjutnya menggambarkan pula adanye nilai-nilai palriakal yang kurang

mengakomodasi hak asasi perempuan dalam masyarakat untuk diakui dan

9 Blau, Meyer, Op.cit, hal. ix.
#0 chambliss dan Seidman, Op.cit, hal. 266
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dilindungi dalam hukum positif dan bekerjanya hukum. Mengingat ratﬂ'ikasi
internasional beraiti menjadikannya sebagal hukum positif dalam pembuatan dan
bekerjanya perundang-undangan.
| Dalam kondisi masyarakat yang masih mengagungkan kekuasaan , maka

bekerjanya aparat penegak hukum menjadi terpengaruh pada karaktetistik ini.
Pelak#anaan hukum dalam masyarakat misalnya ditujukan kepada orang-orang
yang memiliki kekuasaan politik kecil atau bahkan sama sekali fidek biasanya lebih
aman dijalankannya daripada pelaksanaan yang ditujukan kepadg orang-orang
yang memilki kckuaségn politik besar, sebab dalam kondisl terakhir ini pelaksa
naan ifu akan berbalik menimbulkan tekanan kepada badan-badan pelaksana
hukum Hu sendird. 2 Cerminan penyimpangan tujuan dari birokrasi yang
diterima dalam proses resiprositas dengan masyarakal merupaken respon birokrasi
etau individu di dalamnya dalam menghadapi kemampatan formalilas prosedur
organisﬁsl yang kaku dan upaya penegak hukum untuk menigkatkan dan menarik
keuntungan dari masyafakat serta menekan hambatan-hambatannya.

Kecenderungan penegeken hukum meringankan golongan masyarakat
yang berkekuasaan dan menekan masyarakel yang lidek memiliki kekuasaan
menjadi stigma masyarakat terhadap bekerjanya penegak hukum vang bersifat
beral sebeiah atau diskriminatif. 242

Dalam birokrasi penegak hukum dan prilaku individunya seperti polist,
jaksa, bahkan hekim. Penulis berpendapat bahwa dalam masalah buruknya
pelayanan keadilan dari birokrasi penegak hukum tak lepas dari tudingan terhadap

masyarakat. Kerja penegak hukum dalam beberapa hai bahkan bisa diketegorikan

2 Chambliss Dan Seidman, Op.cit, hal. 475.
2 pandingkan dengan Black, Maureen, Op.cit, hal.8 the legal process is geared largely
fo serve the requirements of the upper strafa.
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sebagal hasil ‘produk’ atau pantulan darl masyarakal’. Hal ini berarti behwa
apabila seorang penegak hukum berperilaku tidak sesuai dengan peraturan formal,
mis. dengan meminta ‘vang lfelah afaupun vang untuk melakukan kompromi-
kompromi‘ dalam keputusan atau bekerjanya penegakan hukum, barangkall hal
inipun menjadi bagian kebiasaan dalam masyarakat. Dalam feniomena ini perilaku
atau humq action atéu bahkan mungkin behavior dari penegak hukum {ak lepas
dari kebiesaan keingipan yang berleku dalam masyarakat apabila menginginkan

segala sesuatu sebagai ‘inf bisa diatur.

Dalam penelitian, dapat dikemukakan suatu fenomena sebagalmana yang
dikemukakan A.S. Blumberg bahwa . In some modern bureaucratic settings, the
omanization appears fo exist fo sewe the need of its personel rather than its
clients. The clients bgcomes a secondary figure in the court system a3 in other
large organizational seftings.**

Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan bagaimanakah accountability dari
bekerjanya birokrasi penegak hukum melaiul aparat penegak hukunt tersebut.
Untuk menganalisis hal ini dapat dikemukakan pendapat Prof. Santo, bahwa:

Barangkali pada semua fingket didalam korporasi tefdapat ‘pelembagaan
mengenal ketidakbertanggungjawaban’ dengan memblarkan korporasi
menjalankan fungsinya, namun di balik itu seolah membiarkan individu-
individu dalam korporasi {erfulup oleh tirai yang seakan-akan batlindak

sesual hukum maupun moral 24

Apabila dikoherensikan dengan korporasi penegak hukum, mengingat

korporasl bisa berbentuk privat maupun publik, maka pendelegasian ketidak

28 Bumberg, Op.cit, hal, 47
4 gusanto , Op.cit,19986, hal.27
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bertanggung jawaban in , dapat pula terjadi pada peradilan pidana. Penelitian yang
menunjukkan berbedanya pendapat informan kunci dalam hal ini aparat penegak
hukum sendiri dengan masyarakat atau korban sebagai konsumen hukum yang
mengalaminya, misainya oleh polisi dikemukaken tidak ada uang lelah ataupun

penarifkan uang untuk aduan, namun masyarakat sebagai korban menyatakan
~ mengalami hal ini.

Berbagai persoalan di atas menumbuhkan suatu pemikiraan /untuk
mengkaji bekerjanya penegak hukum untuk mampu mewujudkan funfutan dan
harapan masyarakat. Kemandirian penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun
hakim merupakan suatu kebutuhan untuk memenuhi funtutan masyarakat dalam
rangka melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum secara
profesional.

Kerugian yang dialami masyarakat sebagai korban ganda dalam peradilan
pidana, lidak ada yang mencatat. Belum lagi yang berupa kejahatan korporasi
seperti produk makanan dan obat berbahaya, ataupun bentuk kejahatan
telekomunikasi lainnya, tidak pernah ditanggepi penegak hukum pidana. Hal ini
membuktiken adanya sifat berat sebelah dari bekerjanya aparat penegak hukum
pldana,

Peran advokal ataupun pengacara tak boleh dipandang remeh untuk ikut
mewujudkan keadilan dalam peradilan pidana. Sebagaimana diungkapkén sebagai

berikut :

Advokat tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi pene'gak hukum
bersama~sa‘ma dengan polisi, jaksa, dan hakim selama 32 {ahun, karema
meveka dianggap sebagai anak nakal ( f'enfant ferriobie ), terbukti dari
RUU advokat tidak pernah masuk sampai ke DPR, paling-paling sampai
Sekretariat Negara lalu dicabut kembali. Hal ini telah terjadi beberapa
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kali. Atas dasar itu mereka bermain dilapangan Polisi, Jaksa, dan hakim

sehingga seringkali terdengar bahwa perantara suap atau makelar. 245

Apabila dikaitkan dengan Basic Principles on The Role of Lawyers
Prinsip Dasar Peran Pembela, maka sinvalemen di atas melanggar hal ini, Karena
dalam Prinsip Dasar tersebut dikemukakan bahwa :

Pengacara harus selalu menjunjung tinggi kehormatan dan mariabat
profesinya sebagai agen pelaksanen peradilan. Kewajiban pengacara kepada
kliennya adalah membantu kiien dengan cara yang baik ... Pengacara harus selaiu
berpegang teguh pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan
fundamental yang diakui oleh hukum negara dan internasional serta selalu bebas
dan rajin bertindak sesuai hukum dan standar profesi hukum. 246

Dalam penelifian terungkap dari beberapa responden, bahwa peranan
pengacara sangat besar untuk ikut menyelesaikan masalah. Kedekatan pengacsara
atau penasehat hukum dengan aparat merupakan sualu indikator keberhasilan
penyelesaian kasus sesuai yang dikehendaki pihak-pihak yang tetlibat.

Berbagai fenomena tersebuf memberikan suatu kesimpulan bahwa dalam
rangka petlindunigan Korban melalui Sistem Peradilan Pidana, berbagai bentuk
viktimisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru memperoleh
kekebalan hukum.

Dalam penjelasan di bawsh ini merupakan suatu penggambaran
fenomena bekerjanya peradilan pidana sebagal suatu birokrasi beserta anggota-

anggotanya yang melibatkan masyarakat untuk merefleksikan pertindungan korban

8 Pengadilan Tinggi Jaleng, Seminar ,Difema Fendekatan Fositivistik Dalam
Penegakan Hukum , Semarang, 22 Juli 2000 , hal. 6.
%8 Wunarte, Op.cit, hal. 148-148.
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dalam suatu hubungan interaksionis melalui suatu konstruksi sosial perlindungan
korban ,

Pélbagai perilaku negaﬁf penegak hukum di atas, memunculkan suatu
paradigma bahwa penegak hukum itu sendiri melakukan suatu perbuatan yang
tidek mencerminkan perfindungan korban. Bahkan peritaku penegak hukum

menjadikan viktimisasi terhadap masyarakat. Dengan kata lain penegak hukum

- justru bisa menjadi pelaku ‘waite collar crime” yang justru kebal hukum.

Gilbert Geis dan Robert F. Meier mengemukakan bahwa kejahatan kerah
putih ini 'mengindikasikan distribusi kekuasaan dalam masyarakat, bahwa orang /
sekelompok orang yang memilki kekuasaan akan lebih menduduki kemenangan
kejahatan kerah putih ini mengindikasikan adanya hipokritas dalam masyarakat, 247

Penelitian mengambarkan bahwa penegak hukum bisa berperilaku
merugikén atau sebagai pelaku viklimisasi terhadap masyafakat umumnya
mefupakan suatu jlustrasi bahwa * white collar crime jauh lebih berbahaya daripada

kejahatan yang dilakukan perorangan / kelompok yang bersifat warungan.

C. Konstruksi Sosial Perlindungan Korban

Terminologi petlindungan  korban pertama-tama  dilakukan adalah
pendefinisian mengenai ‘siapakah korban?' Dalam realitas sosial terhadap korban
memunculkan berbagai fenomena. Berdasar pemikiran Howard Becker dapat
dikemukakan bahwa pendefinisinan korban ‘termasuk proses penimbulan

korhannya adalah berangkat dari proses pendefinisian kejahatan oleh lembaga

*7 Geis, Meier, Op.cit, hal. 18-19. dalam hal. 42 disebutkan bahwa f8e financial joss

from WCC great as it is, is fess trust and thersfore create distrust , whih lowers
social morafe and producessociaf disorganization on & large scale.
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dan pranata hukum peradilan pidana untuk menentukan korban resml atau {idak.

Hal inl menunjukkan adanya proses interaks! antara korban yang berinteraksi

dengan pelaku termasuk aparat penegak hukum . 248

Richard Quinney menegaskan konstruksi korban melalui definisi korban
secara luas. Definisi korban secara luas adalah pengkajian konstruksi korban dan
reaksi soslainya oleh kekuasaan fembaga dan prenata hukum pldana. Hal ini
memberi simpulan mengenai konstruksi korban bahwa tidak semua perbuatan yang

merugikan dan menimbulkan kerusakkan masyaraka! dianggap sebagai telah

menimbulkan korban, 2*°

Paradigma viktimologi dalam melakukan studi terhadap korban dalam
M victimologi oleh Ellias den Separovic dimunculkan paradigma baru yeng lebih
luas untuk menjawab berbagai persoalan seperti : What cen be done about
victims, not only crimingls ? Selaras dengan pemiiran ‘for the well being and
progress of humanity dan mengedepankan ﬁawasan hak asasi manusia dari sisi
human suffering. 25°

Psendefinsian korban dalam penelitian inl apablla disslaraskan dengan
tipologl korban dari S:tephen Schafer, maka korban di sini lebih didudukkan pada
posisi yang berkarekteristik ‘unrelated victim, biologicaily weak victims, socially

weak victims, dan political victims25' Peristiwa viklimisasi yang mencoba

20 susanto, disertasi, Op.cit, hal. 34.

3 Quinney, Op.cit, 1974 hal. 104,103, Merupakan reaksi dari definisi korban secara
dogmatis sempit yaitu penderitaan vang dialami orang / masyarakat karena perbuatan
jahat yang dirumusakan dan dapal dipidana datam hukum pidana.Bandingkan dengan
pemikiran Donald J. Newsnan, mengemukakan bagan mengenai penegakan hukum
yang digambarakan bahwa ada area undefected crime, un reporfed crimes, dan juga
sekiivitas bekerjanya penegak hukum. Newman, Op.cif, hal. depan

B0 separovic , Op.cif, hal, 28, 42,43,

G ibid, hal. 149-150, dan Schafer,Op.c/{ 1963 hal. 42, 50. Tipologi korban menurut
Mendeisohn dan Hentlg dikritik Schafer sebagai spekiulatif , tanpa melakukan
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dielaborasi dalam penelitian ini, adalah pada perhatian terhadap korban yang
menempati posisi tereliminasi dari kekuasaan lain baik korban dari kejahatan

ataupun penyalahgunaan kekuasaan.

Teori Labeling ferkait dengan orientasi pendefinisian korban uniuk
memberikan  reaksi  perlindungan  hukum terhadapnya. Pemikiran ini
mengindikasikan hubungan antara kenstruks! sosie! mangenat korban dengan
orientasi viktimologi pula untuk menjangkau interaksi tak terbatas antara proses
penimbulan korban dan respon sosiainya. Pendekatan ini menghasilkan
pandangan bahwa konstruksi korban meliputi pula konstruksi legalistis dan
konstruksi korban secara harian atau senyatanya yang terjadi dalam fenomena
sosial, 2%

Beranjak dari ferminologi ini, selaras dengan perspektif viktimologi akan
diungkep konteks sosial dari terjadinya viktimisasi bagi masyarakat dan akibat
sosial dari viktimisasi terhadap masyarake! dan kemanusiaan pada umumnya

dalam lingkup kafian kritis terhadap bekerjanya peradilan pidana.

1.Parseps! dan Porllaku Korban

Paradigma konstruksi sosial Berger dan Luckman memberikan suatu
deskripsi atau pengambaran berbagai momen simultan yang berada dalam
masyarakal sebagai suafu proses dialeklis. Fenomena perlindungan korban
mé!alui peradilan pidana merupakan suatu fenomena hukum dalam masyarakat,

yang berarti melibatkan persepsi dan perilaku masyarakat.

%2 inat Open system modef oleh Smith, weis, dalam Viane, op.cit hal. 43-48.
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Aspek masyarakat adalah sebagai objek sekaligus subjek penegakan
hukum. Kondisi kemajemukan masyarakat baik dari sisi pengetahuan hukum,
pendidikan, maupun kbndisi sosial ekonomi yang masih sangat tajam adalah corak
dari perspekiif masyarakai yang memberi karakteristik bagi persepsinya terhadap
berbagai perbuatan merugiken yang dialaminya atau persepsinya terhadap

kejahatan serius yang periu diperhatikan.

Tabel : jenls kejahatan yang dipersepsi masyarakat
sebagal kelahatan serius,

No Jenis Kejahatan

Korupsi

Narkoba
Pembunuhan
Main hakdm sendiri
Perampaokan

I I

Parkosaan
7. curanmor

sumber ; data primer

Persepsi masyarakat memandang kejahatan korupsi sebagai kejahatan
yang paling serius dikarenakan banyak surat kabar dan televisi leb.ih banyak
memuatnya, apalagi seiring dengan kasus larinya Tommy Soeharfo dan kasus
Soeharto. Hal ini menjadi persepsi sebagian besar masyarakat, baik yang memiliki
fingkat pendidikan tinggi ataupun rendah.

Pada kejahatan terhadap konsumen, masyarakat menempatkannya
kurang begitu serius, karena dipandang sangat individual, dan kebanyakkan tidak
pernah merasa sebagai konsumen yang dikorbankan karena findakan tertentu.

Perhatian ferhadap kejahatan ini justru lebih banyak dipersepsi oleh masyarakat
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dengan tingkat sosial ekonomi lemah, dibandingkan dari masyarakat dengan
kondisi menegah ke atas. '

Berdasar kesimpulan terhadap persepsi masyarakat mengenai kejahaten
yang serius lersebut, dapat dipercleh enalisis bahwa tindakan korupsi misalnya
atau perilaku penyalahgunaan kekuasaen oleh penegak hukum fidek dianggap
sebagai kejahatan serius Kejahatan oleh penegak hukum sehubungan dengan
jabatannya tidak dianggap sebagai ‘real crime’. Hal ini _menjadi pefsepsi
masyarakat yang tidak atau sedikit memiliki pengetahuan hukum.

Berikut ini adalah tabel mengenai kejahatan yang dialami korban dan
dipersepsi korban sebagai viktimisasi bagl dirinya.

Tabel : Jenls kejahatan yang dialam} korban

No. | Jenis kejahatan

Curanmor
Penipuan
Penjambreian
Pencurian

Uang paksu
Penganiayaan

. | Pelecehan seksual
sumber : data primer

t

i el e

Berdasarkan hal tersebut, makea depat dikemukakan bahwa perbuatan
merugikan bagi masyarakat lebih benyak diartikan secara maleri, jarang
dipersepsi dari .nliai-nilai yang perlu dilindungi, namun dilanggar, seperti
petlindunigan buruh, pungutan-pungutan liar oleh birokrasi, ataupun nilai késehatan
masyaral;al dengan produk berbahaya vang beredar di masyarakat atau nilai
religiusitas masyarakﬁl’ misalnya kasus ajinomoto. Bahkan masyarakat / responden

yang pemah mengalami penekenen oleh aparal penegak hukum untuk kasus




183

pelanggaren lalu lintas dengan menyerahkan sejumliah ueng !Idall( dipersepsi
sebagal {elah menjadi kotban.

Proses sosiaiisasi dalam proses internaiisasi berlangsung dalam konteks
struktur sosial tertentu. Hal ini berarti bahwa suatu perspekiif den perilaku individu-

individu dalam masyarakat mempunyal kondisikondisi strukiural dan dan

konsekuensi sosial struktural 252

Keseluruhan fakia sosial (fotef social fact) bekerjanys peradilan pidana.

yang mempengaruhl persepst dan perllaku korban memberikan pesmahaman

bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat selalu menjalani referendum. 25 |
Berikut ini akan dikemukakan pengalaman masyarakael / korban dalam

berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana. ' |

Tabel : Pongalaman Korban Dalam Peradilan Pldana

=
1®

Pengalaman korban

Tidak diberitahu hak-haknya oleh polisi, Jaksa / hakim
Tidak merasa diwvakil penderitaannys oleh aparat
Tidak merasa didampingi

Tidak tahu setiap perkembangan kasusnya,
Merasa lehih banyak biaya dan wakiu yang tersita
Proses peradilan pidana terlals lama

Keadilan tidak nampak

Perlakuan tidak enak dari aparat

mengeluarkan uang eksira untuk kerja aparat
cara kerja polisi yang tidak profesional.
Penyelesaian perkara dikiar kemauan korban

—oPENPORLN S

sumber: data priméf '

%3 gejalan dengan kerangka teoretis dalam penelitian inl analisis mikro sosiologis dari
fenomena internaksasi dilatar belakangi oleh suatu pemahaman makro sosial tentang
aspek strukiurainya atau pemahaman aspek struktur soslal yang didatamnya
berlangsung internalisasi.

4 Lihat datam Satjipto,Rahardjo, Mengajarkan Keleraturan Menemukan Ketidak-aturan
({Teaching order finding disorder), Pidalo mengakhiri masa jabatan sebagali Guru
Besar Tetap pada Fak. Hukum, UNDIP, Semarang 15 Desember 2000, hal.10
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Berdasar fenomena tersebul, dapai dikemukakan bahwa bekerjanya
peradilan pidana bagi ‘konsumen hukum’ khususnya korban bisa menampakkan
sebagal birokrasi yang justru mempersulit korban untuk mendapatkan keadilan.
Bekerjanya birokrasi perédiian terkadang justru menjadi birokrasi yang lidak efisien
dan menimbulkan viktimisasi gande bagi korban.

Dalam proses cobjekiivasi, peranan peniing yang ade adalah pembuatan

{anda-tanda oleh manusia. Tanda-tanda dan sistem tanda merupakan- objektivasi

dalam arti digunakan melampaui batas ekspresi maksud-maksud subjektif di sini.

den sekarang’?®®  Dalam penelitian diperoleh momen ini yeitu berupa ‘wang

lelah’ yang dimaksudkan untuk rguengekspresikan suatu maksud umum untuk

molakukan * hadiah alau suap'yang "'bisadlkenall sefiap orang yeng tahu apa arti-

uang lelah. Maka uang lelah ini merupakan produk manusia atau produk

masyarakat dan objeklivasi dari subjektivitas manusia. Demikian pula bahwa .

perspekiif ‘itu bisa diatur dikategorikan sebagai suatu tanda bahwa korban harus
memberikan ‘upeti * untuk kelancaran kasusnya.

Terkait dengan pengalaman korban dalam bekerjanya penegak hukum

dalam peradilah pldana, maka tak Jepas pula dari persepsi dan reaksi masyarekat

terhadap peranan pengacera. Persepsl korban terhadap pengacera umumnya
adalah negalfif, karena perilaku pengacara yang dinilai lebih mementingkan nilai
materi dengan mengutamakan secara membabi buta kepentingan pelaku.-/
tersangka / terdakwa dan menyampingkan hati nurani untuk turut mewujudkan nilal
kebenaran dan keadilan untuk perlindungan korban.

Beberapa fenomena berikut ini mengenai alasan korban untuk

% khat Berger, Luckmann, trans.Op.cif, hal. 51, 52. Objektivitas yang umum dari
kehidupan sehari-hari pertama-tama diperiahankan oleh signifikansi-bahasa.
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melaporkan atau fidak kejahatan yang menimpanya terkait pula dengan persepsi

masyarakat / korban terhadap bekerjanya peraditan pidana .

Tabel! : Alasan Korban untuk tidak melaporkan kejahatan Yang dialaminya

Alasan tidak melaporkan

Tidak percaya dengan polisi

Nilai kerugian kecii/ idk merasa sb korban
Takut berurusan dengan pelaku

Merasa ikut bersalah

Merasa percuma bila lapor

Malas berurusan dengan polisi

Takut dianggap terlibat

malu

sumber : data primer

M~m9??N?§

Tabel : Alasan Korban untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya

o | Alasan melaporkan

Berharap barang bisa kembali
Nilai kerugian besar

Berharap pelaku dapat ditangkap
Berharap polisi bisa menangani
Kejahatan dirasa meresahkan

Berharap bisa memperoleh ganti rugi
sumber data primear

ook LR

Jelasiah berdasar fenomena tersebut seperii yeng dikatakan fipologi
korban menurut Walter C. Reckless dikategorikan sebagai ‘the reporting or
nonreporting victim. Dikemukakan reckless bahwa korban tidak melaporkan karena

“ fears the social consequences of doing so, %

Dalam tahap korban melaporkan penderitaan vang dialaminya kepada
polisi untuk diajukan melalui proses judicial atas kasusnya. Korban seringkali
ditempatkan hanya sebagai saksi belaka, bukannya pencari keadilan. Bahkan

polisi cenderung untuk melecehkan dengan kata-kata/menakuti , bahkan terkadang

%6 palam Schafer, 1968, Op.cit48.
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memojokkan dan meminta balas jasa dari pelapor. Dalam beberapa masalah
korban mendapal penderitaan vyang bersifal prosedural seperti penundaan,
pembatalan, bahkan penyelesaian yang fidak dikehendaki korban dan melanggar
rasa keadilan.

Dalam penelitian diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat yang merasa
keadilannya tereliminir oleh berbagai hal seperi oleh findak kejahatan terientu ,
misaihya penipuan konsumen, kasus kéceiakaan lalu lintas (ps.358-360 KUHP),
dan tindak pidana lainnya, merasa sangat enggan untuk membawa persoalan
hukum  yang dihédapinya melalui birokrasi peradilan pidana.  Masyarakat
cenderung menghindari bekerjanya birokrasi peradilan pidana. Sikap skeptis
korban semakin menjadikan timbulnya pengorbanan yang terus menerus terhadap
korban. Sikap skeptis ini juga ditujukan bagi perilaku negatif aparat penegak
hukum yang bekerjé namun justru menimbulkan beban kerugian bagi masyarakat.
Pelayanan penegak hukum terkontaminasi cleh berbagai perilaku'negatif, sehingga
berubah hukan menjadi pengayom, dan pelayan keadilan melainkan penguasa
hudum.

Persepsi masyarakat {erhadap perbuatan merugikan yang dialami
masyarakal misalnya terhadap produk yang berbahaya eataupun penipuan
konsumen sulit diklariﬁkasi masyarakat sebagai kejahatan. Penelifian menunjukkan
masyarakat sebagai korban menerima hegitu saja tanpa apriori terhadap perbuatan
merugikan tersebut, seperti kasus penipuan konsumen, produk cbat-obatan / Food
Suplemen melalui jasa TV dan telekomunikasi tanpa adanya perlindungan produk
secara pastl, ataupun kasus pembelian bahan makanan yang kadaluarsa, ataupun
ketidakiahuan konsumen terhadap bahan makanan yang berbahaya ataupun

penggunan label halal (benar-benar halal) penting bagi masyarakat muslim seperti
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dalam kasus Ajinomolo yang {elah terjadi dan fidak adanya kesepakatan antara
pemerintah { Depkes dan MUl sebagai lembaga penyertifikasi halal untuk semua
produk makanan. |

Dalam surat kabar pernah pula diungkapkan berbagai produk obat-
obatan yang berbahaya seperti produk yang mengandung Phenylpropanolamine
(PPA) vang dinyatakan sebagai tidak aman dan efektif, karena hasil penelitian
menunjukkan hubungan obat yang mengandung PPA dengan insiden yang nyata
Bahkan PIRAC (Pub!:c inferest Research and Advocancy Gentre)
merekomendasikan 'adanya 125 obat di Indonesia yang mengandung unsur
PPA. ¥

- Berdasar penelitian yang dilakukan penulis, banyak masyarakat yang
tidak mengerti hal ini dan tidak mempedulikannya, sedangkan pemerintah tidak
gencar melakukan Kebijakan tegas (Batasan kadar PPA yang aman untuk
kesehatan} dan sosialisasi terhadap berbahayanya obat-obatan vyang
mengandung PPA tinggi. Lembaga Kepolisianpun ketika dikonfirmasikan tidak mau
tahu dan tidak mau pro aldif dengan melakukan tindakan preventif dari ‘produk
yang berbahaya tersebut, dan justru mengancam kesehatan masyarakat luas.
instansi Dinas Kesehatan maupun Dirlen POM sendiri tidak pernah diungkap
media nmassa melakukan tindakan / kebijakan yang diambil terhadap obat yang
masih beredar luas di masyarakat ini.

Penulis berpendapal persepsi masyarakat, penegak hukum sangatiah
minim terhadap pelbagai perbuaten yang justru merugiken masyarakat banyak,

dan tidak diklarifikasi sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat |uas.

57 harian Surya hal. 1. 11 125 Mrek obat lidak aman, Jum’at 1 Desember 2000. Berita ini

diikuti harian Kompas 2 Desember yang mengemukakan bahwa kandungan PPA yang
aman adalah 15 mg.,




188

Masyarakat dan parat cenderung bersifat skeptis terhadap hal ini.
Sebagaimana yang dikemukakan Clinard dan Yeager mengenai korban
dari kejahatan korpofési ini, dapat dungkap sebagai berikut :

victims of corporate crimes,...are oﬁén unwate that they have been taken.
Exampies are share holders who receive a falsified balance sheet, consumers
who have paid and inflated price for a product as a resuft of anti frust
collusion, or consumers who have accepted with confidence the misleading
adverfising claims made for a product without knowledge of ifs financial or
heaith effects on them.?®®

Persepsi korban terhadap domestic violence khususnya kekerasan dlam
rumah iangga, persépsi responden adaléh tidak didefinisikan sebagai sualu
kejahatan atau pelanggaran hak asasi perérmpuan.

Dalam kasus perkosaan ataupun pelecehan seksual, wawancara yang
ditakukan di LSM - K3 JHAM menunjukkan bahwa apabila kasus ini dilaporkan ke
kepolisian, maka reakst dari pelaku, keluarge pelaku bahkan masyarakat
mengecam karena dianggap telsh mencemarkan nama baik komunitas mereka.
Dapat dcontohkan kasus perkosaan yang dalami seorang siswa kelas 1 SMP yang
dianggap mencemarkan nama baik sekolah, seolah sekolah tersebut tidak ikut
bertanggungjawab terhadap masa depan pendidikan anak korban kekerasan.”®®

Kasus perkosaan yang menimpa anak jalanan yang dilaporkan pada
butan Agustus (lihat tabel mengenai data kasus kejahatan terhadap perempuan
dan anek di Poltabes), dapat diasumsikan bahwa kejadian ‘perkosaan’ yang sudah

berlangsung lama dan dilakukan oleh pengasuh anak jalanan, ternyata baru

%8 Clinard, Yeager, Op.cif, hal. 7
9 wawancara dengan keordinator K3 JHAM (Kelompok Kerja Keadilan Jender dan Hak
asasi Manusia 2 Olktober 2000,




terhuka ketika lembaga advokasi membantu anak jalanan ini. Hal ini dapat
menunjukkan bahwa dukungan ‘action /ines’ dari kelompok-kelompok menekan
seperti LSM, sangat berarti untuk kasus-kasus susila dalam masyarakal. Oleh
karena secara individu, masyarakat masih memiliki 'keengganan’ yang timbul
karena rasa malu atau takut untuk berhadapan deﬁgan penegak hukum.

Menilik contoh kasus perkosaan terhadap anak jalanan fersebut di aias
untuk menggambarkan kondisi anak jalanan di Semarang sangatiah tidak
mungkin. Hatl ini didasarkan pada pemikiran ‘dark number’ dari kejahatan tersebut.
Data yang diperoleh oleh Perwakilan PBB (UNICEF) Indonesia misalnya
dinyatakan bahwa antara 40.000 — 70.000 anak indonesia anak, terutama anak
perempuan dieksploilasi secara seksual dan terikat dalam jaringan prostitusi anak.
Mereka adalah bagian dari enam juta anak indonesia berusia enam {ahun sampai
15 tahun yang tidak pernah sekolah atau putus sekofah.”®  Dalam penelitian
kefika dikemukakan berbagai sinyalemen ini, diperoleh Kesan bahwa hal ini lidak
termasuk target operasi kerja polisi dan diserahkan polisi pada LSM.
| Datam penelitian kasus di Kepolisian terdapat dua kasus penganiayaan
suami terhadap istri / marital abuses selama tahun 2000. Dua kasus tidak begitu
saja dianggap sebagai pencerminan bahwa kasus marital abuses sangat langka
di masvarakat. Dapat dikemukakan bahwa angka kasus laporan penganiéyaan
yang kecil ini hanyalah puncak dari gunung es. Dalam penelitian lerhadap

beberapa responden, diperoleh suatu gambaran bahwa kejahatan penganiayaan

5 Kompas, “40.000 Anak indonesia Dieksploitasi Secara Seksual “, 1 Desember 2000,
hal. 10. Rolf C. Carriere menyatakan 50 % anak Indenesia tidak memiliki akta
keiahiran sebagai pengakuan negara terhadap keberadaan anak, sehingga lebih
mungkin kehilangan kesempatan sekolah, perawatan kesehatan, serta rentan terhadap
perlakuan salah {abuse) dan ekspioitasi. Di semarang rumah singgah untuk anak
jalanan hanya ada satu di Lemah Gempal.
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yang dilakukan oleh keluarga dekat {erlebih antara suami-istri, cenderung tidak
diterima sebagai kejahatan.

Kekerasan dalam keluarga, antara suami dan istfi memang walaupun
jarang, satu afau dus kesus masih difangani oleh kepolisian, hamun hagaimana
dengan kasus kekerasan lerhadap anak dalam keluarga. Tidak pernah ada dalam
penelitian, baik dalam fahun 2000 maupun sebelumnya yang memuat kasus -ini
untuk diselesaikan dglam peradilan pidana. Hal ini {enfu saja bukan berarti bahwa
tidak ada sama sekali kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

Apabile dianalisis dart 'perspektif Labelling, maka persepsi korban
terhadap pelaku yang memilki kedekatan pribadi dengan korban, maka korban
akan sulit melaporkah den memberikan label pénjahat bagi pelaku karena
kedekatan tersebut.

ﬁada sisi budaya, penganiayaan antara suami-istri ataupun bahkan
kekersan {erhadap anak dalam keluarga masih dipandang sangat pribadi dalam
masyarakaf, terlebih dé!am budaya palriakal yang memberi sterectipe terhadap
kedudukan wanita dalam rumah tangga yang sub-ordinasi di bawah pria / suami.

Dalam kasus lain, pihak kepolisian apabila menerima pengaduan atas
kasus penganiayaan suami-isiri, maka berdasar penelitian, hat ini aken teriebih
dahulu berusaha didamaikan oleh kepolisian. |

Terhadap kasus kekerasan terhadep anak dalam keluarga, polisi
mengemukakan bahwa tidak pernah ada kasus ini, karena_hal ini dipandang

sangat pribadi datam masyarakat, dan merupakan hak orang tua untuk mendidik

anak.

Masyarakat lebih menyukai sirategi lain untuk menyelesaikan viklimisasi

yang terjadi terhadapnya, yailu dengan cara misalnya beberapa responden yang
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lebih memiltih untuk mengirim kepade ‘ surat pembaca’ alau surat aduan f keluhan
melalul media massa. Bahkan hal ini lebih dirasa efektif bagi masyarakat sebagai
‘bargaining position' untuk kasus yang dihadapinya.?®’

Dalam penelitian, masyarakat lebih menyukai strategi altematif di luar
birokrasi peradilan pidana, namun masih secara individual bukan bersama-sama
misalnya melalui LSM atau lembaga-lembaga konsumen.

' Upaya penyelesaian informal yang lebih banyak diakui oleh masyarakat
sebagai sarana efeklif untuk menyelesaikan beberapa kasus seperti kasus
kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, maupun pencurian. Hal ini untuk
menjelaskan bahwa gambaran interaksi antara bekerjanya mekanisme kehidupan
sosial formal dan informal adalah bahwa pada saat mekanisme formal itu
mengendor, maka dengan senditinya masyarakat akan memunculkan
mekanismenya yang informal sehingga kehidupan sosial tetap berjalan. 52

Anggapan masyarakat untuk memiliih jalur penyelesaian kasus di luar
peradilan pidana, bertolak dan persepsi !consumen hukum ity sendiri termasuk
pihak-pihak yang terlibat, misalnya pelaku, korban ataupun polisi dalam policy of
non enforcement tersebut bahwa peradilan pidana justru tidak akrab dengan
realitas sosial, dan terkadang justru lidak mengena dengan keadilan rakyat yang
lebih menyukai bentuk kekeluargaan.

Hal ini pun mempengarchi pula bekerjanya penegak hukum.

Sebagaimana dikemukakan A.S. Blumberg balwa :@ the system of justice by

! Lihat datam surat pembaca dalam berbagia harian yang mengelih mengenal pebagai
perbuatan merugikan yang meninpanya, justru sering mendapat tanggapan positif dari
pihak yang dituntut.

%2 pandingkan dengan Black, Op.ci, 1976, hal.107. Dikatakan batwa /sw is stronger
where other social controf is weaker .Dalam hal ini dapat berlaku sebaliknya, karena
{aw varies inversely with other sociaf control,
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negotiafion, without thiat probably tends fo serve beffer the interest and
requirement of the guilty.As compensation for his acquiescence and participation ,

having observed the prescriptive etiquelte in compliance with what is expected of
the defendant, he is rewarded.?*

Dapat diberikan suetu confoh pada upaya diskresi dalam penyeleseian
kasus lalu lintas khususnya dalem pelanggaran Pasal 369 atau pasal 360 KUHP
yang mengakibatkan korban mati ,ataﬁ luka—luka berat merupekan suafu
penyelesaian yang sering diambil oleh aparat polisi (lihat data tabel penyelesaian

petkara 359-360 KUHP oleh polisi). Penelitian yang dilakukan memperoleh kesan

~ bahwa seakan korban sendirilah yang mengajukan suatu pemyataan untuk fidak

menuntut perkara tersebul. Delam perkara inl, korban manandatangani surat
pemyalaan untuk tidak menuntut pidgna terhadap pelaku , sehubungan dengan
restitusi /ganti rugi pelaku secera sukarele kepada korban sebagai ungkapan duka
cita. Rate-rata berkisar antara 1,5 juta sampai 3 Juta rupiah.®*

Dalam fakianya kerapkali apa vang dinyatekan sebagal faw non
enforcement adalah bukan ‘jalan damai dari korban’ melainkan dari pelaku atau
baﬁkan jalan damai dari aperat penegak hukum.

Persepsi masyarakal yang lain untuk menemui jalur kekeluargaan, dan
mempengaruhi diskresi {ersebut adalah karena masih banyak masyarakat yang
justru tidak mau direpotkan, atau justru jalur peradilan pidana ini tidak tahu atau
tidak dimengerti karena bahasa hukum terbatas jumlahnya dan rata-rata berasal
dari golongan pengués_a dan orang-orang yeng sulit dimengerii oleh rakyat dan

kerapkali dianggap merupakan suatu kesombongan kekuasaan (tfe arrogance of

3 Blumberg, Op.ct, hal. 30 .
wawancara dengan polisi pada Satlantas Semarang ,tanggal 13 Nopember 2000
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power). 2

Beberapa budaya masyaraka_t indonesia khususnya masyarakat jawa
untuk  ‘mikuf  dhuwur mendhem jero' sepertinya dilaksanakan  untuk
mengesampingkan penegakan hukum. Dalam penelitian, mekanisme informal Ini
adalah dalam benfuk kekeluargaan dan melalui ‘per-maafan’ dalam bentuk
penyataan untuk tidak menuntut pidana, dengan syarat ~syarat pembayaran ganti
rugi atau syarat lainnya. Dalam kasus percobaaﬁ-perkosaan misalnya dalam
peneliti, peleku dan keluarganya berkeinginan untuk  menikahi dan membiayai
biaya / sekolah dari korbanny-ra

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dikemukakan pendapat
Prof; Satjipto yang mengutip Sally Moore bahwa di iuar hukum negara, masyarakat
masih selalu mendefinisikan hukum menurut pikirannya sendiri yang disebut
sebagai ‘semi-autonomous field". Akan tetapi milik masyarakat hampir selalu kalah
berhadapan dengan hukum modern yang ‘sfafe centered’ dengan sekalian

kelengkapannya yang jauh lebih berdaya kekuatan f power fuli. %

2. Persepsi dan Perilaku Penegak Hukum Dalam Birokrasl Peradilan Pldana

Masyarakat sebagai kenyataan objektif, mengalami pelembagaan dan
Iegitimasi' sebagai abjékﬁvasi makna tingkat pertama dan kedua. Legitimasi dalam
hal ini tidak sekedar soal niai-nilai melainkan juga pengetahuan. Kenyataan
bekerjanya hukum dalam birokrasi peradilan pidana berarti bahwa suatu segmen

kegiatan manusia sudah dilembagakan, yang berarti bahwa segmen kegiatan

%5 Ronny, Op.cif, 1989, hal. 49-50.

® Satjipto Rahardjo, Budaya Hukum Dafsm Reformasi Hukum, Seat Masysrakat
Mendefinisikan Hukum, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-24
Nopember 1988, Semarang, hal. 2,
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manusia untuk mewujudkan fungsi hukum khususnya hukum pidana sudah
ditempatkan dalam kendali sosial, 7

Délam hal-ini berarti bekerjanya penegak hukum berlangsung dalam
hubungan timbal balik dari suatu birokrasi peradilan pidana. Aktivitas penegak
hukum yang dieksternalisasi memperoleh sifat objeklif merupakan suatu proses
objeldivasi. Lembaga adalah akivitas manusia yang diobjekiivasi. Tatanan atau
kepulusan-keputusan ‘dalam lembaga berupa aturen-aiuren merupakan suatu
produk manusia. Lembaga alau birokrasi penegak hukum pidana ini merupakan
suaiu kenyataan yang 'dihadapi individu penegak hukum sebagai fakla eksternal
dan memaksa. Momen ketiga dengan infernalisasi, yaitu dunia sosial yang sudah
diobjeklivasi dimasukkan dalam kesadaran selama berlangsungnya sosialisasi.

Bekerjanya penegak hukum dalam peradilan pidana yakni polisi, jaksa,
dan hakim tak lepas dari peranan dati individu penegak hulum untuk
merepresentasikan fatanan kelembagaan yang berlangsung dalam dua tingkat,
yaitu pertama pelaksanaan peranan merepresentasikan dirinye sendiri. Kedua
peranan merepreseniasikan suatu  keseluruhan rangkaian perilaku  yang
melembaga. 2°® Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa bekerjanya lembaga

peneguk hukum dalem proses yang ekiual tidek hanya dipahami dani struktur-

struktur hukum, karena dalam kenyataannya fungsi lembaga ini adalah melalui

suaty individu-individu dan persepsi individu. Dalam hal ini dapat diungkapkan pula

hubungan kekuasaan-kekuasaan yang membatasi persepsi dan perilaku individu.

Bekerjanya peradilan pidana dalam kenyataannya sering menampakkan

hasil yang kurang dalam mencapai fujuannya. Criminal justice System yang

%7 Bandingkan dengan Berger dan Luckmann, terj. Op.cit. hal. 79.

™8 jbid, hal.106
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mén}adi tujuan filosofis peraditan pidana, sering kali justru malah memperlihatkan
bekerjanya peradilan pidana yang ‘criminal injustice system'.

Dalam penelitian upaya peneliti untuk mengungkap bagaimanakah selama ini
bekerjanya peradilan dalam mengambil kepulusan-keputusan seperti diskresi
ataupun latar belakahg proses penuntutan atau tidak terhadap seseorang seakan
sufit untuk diperoleh kejelasan. Bahkan ferkesan menutup-nutupi.?®® Misalnya
dengan menjawab bahwa diskresi lidak dimungkinkan dalam delik biasa. Namun
dalam faktanya banyak beberapa perkara yang pada akhimya diselesaikan di luar
peradilan pidana.

Tahap dimulainya perlindungan korban baik secara langsung maupun tak
langsung dimulai dari input terhadap reaksi dari peristuwa viktimisasi yang terjadi
untuk direaksi melalui proses peradilan pidana. Pertama adalah melalui ‘sefected
of law violafion * {erhadap kasus yang dilaporkan korban atau tidak dan terdeteksi
atau tidak oleh penegak hukum maupun oleh masyarakat. Kedua, sefected law
violation ini berlanjul melalui hekerjanya penegak hukum yang tak lepas dari
karakieristik kasus yar.ng dihadapi, dan interaksi anfara pihak pelaku korban, pihak
lain termasqk pengacara yang melibatkan instrumen perundang-undangan. Dalam
hal ini pendeteksian peristiwa viktimisasi kerapkali bersifat berat sebelah, dan
bahkan bekerjanya peradilan pidana justru menimbulkan viktimisasi gan.da bagi
korban.

Berdasar bagan di bawah ini akan dianalisis bahwa perlindungan korban
secara langsung dan tak langsung dalam peradilan pidana melibatkan bekerjanya

aparat penegak hukum yang tak lepas pula dari instrumen perundang-undangan

%2 Blumberg, Op.c/f, hal. 70 bahwa peradilan adalah suatu komunitas yang tertutup bagi
orang luar untuk mengetahli bagaimanakah cara mereka bekerja .
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yang melingkupinya. Karakeristik penegak hukum dalam dimensi sosial, tak lepas

dari berbagai kepentingan dan kelemahan dari formulasi perundang-undangan,i

sehingga membentuk Kontrsuksi perfindungan korban yang berat sebelah.

Berikut bagan beketjanya periadilan pidana dalam melakukan

 perlindungan korban :

BAGAN : Bekerjanya Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan
' parlindungan Terhadap Korban -

kejahatan

L—— Konstruksl
Soslal

vg ditaporkan

selekiivitas
" patanggaran hukum . _

...........................

kelahatan
terdeteksl

Proses

Polisi  Jaksa Hakim

Pengacara
Perilndungan oy Konstruisl—
Korban 7 Soslal

Ket. : Fenomena kejahatan termasuk didalamnya iltegat abuses of public o/
economic power
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Menilik dari sifat penegakan hukum yang berat sebelah ini dapat

dijelaskan daiam konteks sosial mengenai petlaplsan sosial Srang merupakan

kuncl penjelasan mengapa bekerjanya peradialan pidana bersifat diskruminatif.

Chambliss dan Seidman menggambarkan mengapa penegakan hukum

menjadi bersifal berat sebelah den pilih-pillh dengan penjelasan antara lain

sebagai berikut :27°

1.

The fegaf system is oryém‘zed through bureaucrafically structured
agencies some of which are primally norm-creating agencies and
others of which are primaliy horm-enforcing agencies.

The formal roie expectation for each official position in the bureaucracy
is defined by authoritatively decreed rules issuing from officials in
other position who themselves operate under position -defining noﬁm
giving them the power to issue such niles.

in addition, the rules are for a variely of reasons freuently vague,
ambiguos, contradictory, or weakly or inadequate sanctioned,
Thereforeach level of the bureaucracy posesses considerable

. discretion as to the perfomance of its dities.

Rufwmaiion and rule-enforcement will take place when such creation
or enforcement increases the rewards for the agencies and their
officials, and they will not take place when thay are conducive fo
organizational strain.

The enforcement of laws against persons who possess little or no
political pdwer will generally be rewarding fo the enforcement

. agencies of the legal system, while the enforcement of lew against

persons who possess political power will be conducive to strains for
those agencies.

Therefore, those laws which prohibit certain types of behavior populer
arhong lower -ciass persons are more likely to be enforced, while laws

resfricting the behavior of middle or upper-class persons are not likely

@ Chambliss, Seidman, Cp.cif, hal. 474475
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fo be enforced.

8. When sanctions are imposed, the most severe sanctions will be
imposed on persons in the lowest sociai class.

Berdasar pemikiran di atas, dapat dikemukan pada awal analisis ini
bahwa bekerjanya penegakan hukum tidak memihek dan beketrjanya penegak
hukum yang mewujudkan fungsi hukukm adalah masih bersifat mitos atau asumst
belaka. Hal ini memberi karakieristik perfindungan korban yang berat sebelah pula.

Berikut ini akan dikemukakan berbagai fenomena bekerjanya penégak
hukum baik polisi, j"aksa, maupun hekim dalam mewujudkan perlindungan korban
baik perlindungan korban Secara langsung ataupun fak langsung. Fenomene yang
ada menggambarkan bahwa bekerjanya peradilan pidana adalah sebagal suatu
cermin pasar malam yang fidak sepenuhnya merefleksikan perlindungan korban.

Bekerjanya peradilan pidana yang berat sebalah dalam memberikan perlindungan

-korban ini, seaekan peradilan pidana sudeh memberl perlindungan hukum, namun

pada kenyataannya korban tidak memperoleh petlindungan hukum.

Dalam deskripsi {erhadap persepsi dén perilaku penegak hukum maupun
bekerjanya hukum berikut ini akan diperoleh gambaran bahwa peradilan pidana
lebih hanyak berfungsi sebagal cetmin dari behaya ril yang ada di fengah
masyarakat. Pelbagai perilaku penegak hukum yang menimbulken viktimisasi dan

perilaku penegak hukum yang kurang mereaksi perlindungan korban merupakan

- suaiu gambaran menyimpamg dari peradilan pidana yang sehafusnya melindungi

korban / masyerakat dengan mewujudkan fungsi hukum.
Pembahasan {erdahulu yaitu persepsi den perilaku korban dalam

peradilan pidana dan pembahasan yang akan dikemukakan berikut ini
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Pembahasan terdahulu vaitu pefsepsi dan perilaku korban daigm
peradilan pidana dan pembahasén yang akan dikemukakan berikut .ini
menggambarkan realitas dari cermin bekerjanya peradilan pidana melalui persepsi
dan perilaku penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim mengambarkan

suaty konstruksi sosial perlindungan kerban yang dilakukan oleh peradilan pidana,

sebagai berikut :

a. Polisl

Berdasar hasil penelitian yang mengangkat bekerjanya peradilan pidana
dapat dikemukakan fenomena bekerjanya penegak hukum sebagai berikut

Tabel : Crimes Indek

ND JENIS KEJAHATAN JULI AGUSTUS
1 | Pencurian dengan pemberatan 20 43

2 | Pencurian kendaraan bermotor T4 81

3 | Pencurian dengan kekerasan 15 4

4 | Penganiayaan berat 12 4

5 | Kebakaran/ pembakaran 4 10

6 | Pembunuhan 1 1

7_| Uang palsu 0 0

8 | Narkotika ] 7

sumber © data sekunder di Poliabes Ssmarang. Untuk data Statistik Kriminal memiliki sebaran sama.,
namun mencatat lebih rinci, dan semuanye adalah kejahatan warungan,

Data tersebut bukanlah representative sebagai gambaran atau cerminan
kejahatan yang ada di masyarakal. Namun , data tersebui, memberi suatu
gambaren bahwa dalam rangka periindungan masyarakat, polisi lebih banyak
mencurahkan perhatian pada kejahatan warungan daripada kejahatan kerah putih.
Polisi bekerja secara pasif, lebih banyak beigerax karena iaporan kgrban.
Pelbageai hambeatan lain yang ada dapat diungkapkan antara lain kesulitan dalam
pembukiian. Pelbagai kejahatan yang terkait dengan teknologl misalnya kejahatan

konsumen atau kejahatan telekomunikasi sulit mendapat tanggapan polisi.
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Realitas bekerjanya polisi di atas, yang tercermin crime index maupun
statistik kriminal lidak menggambarkan kejahatan yang senyatanya terjadi di

masyarakaf. Terdapat perbuatan terienfu yang sanget merugikan , namun tidak

dipersepsi atau tidak dufuju oleh bekerianya penegak hukum sebagai suatu

viktimisast. Penegakan hukum hanya diprioritaskan pada kejahatan warungan.

Berdasar data crime index dan Stafistik Kriminal, dapat dikemukakan
pepeliii beberapa asumsi yaitu :

Paradigma kekuassan dalam kepolisian untuk menegakkan hukum,
mempengaruhi bentuk penegakan hukum yang dilakukannya. Hal ini darl asumsi
bahwa beketjanya aparat penegak hukum khususnya polisi, masih menampakkan
banﬁak angka gelap / dark number, karena kejahatan yang ;enya!anya ferjadi,
kejahatan vang diketahui, kejahatan yang dilaporkan, dan kejahétan yang disidik
oleh aparat‘ penegak ﬁukum merupakan fenomena yang berbeda.

Hambatan: dalam kerja polisi adalah mengandaikan dari pengaduan
masyarakat. Hal ini terkait pula dengan ketentuan KUHAP, pasal 160 sub (b) yang
mewaijbkan keterangan yang didengar periama kali dalam ruang sidang adalah
keterangan saksi korban. Keikutsertaan-korban sangatiah penting. Oleh karena itu,
tanpa laporan korban , poiisi tidak dapat memproses perkara lebih lanjut, kecuali
dalam hai kasus * victimiess crime’. %"’ '

Hugh Barlow menggambark:an tugas polisi dalam pikirannya sebagai

berikut:

mosf police work is ‘reactive’ rather than ‘proactive’. That is police

M yictimless crime merupakan pengertian vang diterapkan terhadap kejahatan yang
hanya melibatkan pelaku, namun secara implisit dari kejahatan tersebut terdapat
korban abstrak sepertl nilai sosial, keadilan, dsb.

[UPT-PUSTAR- UKD
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!

enforcement action is usually taken when a member of the public acts
as a complaint. In practical term, this mens that {the police are
usuaily not the first to exercise discretion in enforcement matters,?’2

Berdasar hasil penelittean yang dilakukan dengan wawancara tak
terstruktur kepada polisi, diperoieh keterangan versi polisi mengenai beberapa hal
sebagai berikut :

1. Uang administrasi dalam peléporan tetjadinva tindak pidana adalah

tidak ada, apalagi terkait dengan uang lelah atau uang transport.

2. Kebijakan diskresi oleh polisi berdasar wawancara dikemukakan

bahwa pen_yampingan perkara adalah tidak bisa pada delik yang bukan

' dellk aduan. Dalam hal korban bersedia diajak damai, masih

dimungkiﬁkan untuk dilakukan penyampingan perkara, yaitu dalam hal:

delik aduan

Kasus yang ringan

Kesepakatan keua belah pihak
Tidak cukup buldi

Bukan merupkan suatu tindak pidana.

O &2 O o O

Dalem mengkaji beketjanya polisi, tak lepas dari berbagai fungsi yang ada

di kepolisian. Fungsi dikepolisian dapat dikategorikan dalam empat fungsi, yailu :

Serse : Dalam hal penegaken hukum

Bimmas :Pembinaan masyarakat / Pre-emtif

Sabhara :Untuk melakukan tindakan preventif

Intet  :fungs! intelijen untuk mencarl Informasi mengenai suatu

kasus.

72 Barlow, Op.cit, hal. 426,
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Dalam penanganan terhadap kesus kejahaten terhadap perempuan dan
anak, dibentuk unit KPA pada Jajaran Poltabes Semarang yang fangani para
POLWAN. Unit KPA Poltabes Semarang baru dibentuk empat buian yang lalu, dan
ferbalas pada kegiatan pemberkasan saja, karena lembaga mindik {elah ada lebih

dahulu.

Tabel : Data Unit KPA / Unit Kejahatan Perempuan dan Anak Per Juni 2000

Jenis Umur Korban Umur Pelaku Keterangan
Kejahatan proses
i | Psl 285 KUHP 1Tth tak dikenat penylgikan
2 | Psl 285 KUHP 18 thdan 16 th Pengasuh LSM Anak penyldikan
Jalanan
3 | Psi 285 KUHP 17 th talc dikenal panyldikan
4 | Psi280 KUHP 7th 13th/istangga Kejaksaan
5 | Psi280 KUHP 4th 20 th 1 tetangga penyldiian
6 | Psi287 KUHP | gth . 30th penyldikan

sumbeor : Data sekundoer di Unit KPA Kapoltabes Semarang

Data yang ada Unif KPA tersehut, masih ada kekurangannya yaifu untuk

kejahatan terhadap perempuan berupa delik kekerasan dalam keluarga oleh suami

- ferhadap istri tidak dimasukikan, Deta tersebut ada dalam buku Kejahatan /

Pelanggaran Bulan Agustus 2000, yaitu ada dua kasus :

Pertama : tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Korben,
umur 38 tahun, istri dari pelaku Umur 50 tahun yang dituliskan
penderitaan yang dialami adalah bibir, mata, kepala belakang memar.
Keterangan dari keluarga berada

Kedua :tindek kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban
, umur 39 tahun, peleku adalah suaminya umur 44 tahun. Penderitaan
yang dialami adalah dipukul dengan tangan yang bercincin akik.
Keterangan pelaku adalah Safpam. |
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Berdasar penelitien di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap
istri dalam perkawinan, maupun domestic violence seperti kekerasan terhadap
anak tidak dipersepsi oleh polisi sebagai kejahatan terhadap perempuan,
melainkan hanya penganiayaan biasa. Mengingat wakiu peléporan adalah sudah
padea bulan terdahulu. Pada sisi tain, KUHP dan hukum positif lain tidak

menjangkau hal Iini. Akibatnya banyak terjadi penolakan dan pengingkaran

- kekerasan yang terjadi dan dialami korban.

Data yang ada di kepolisian mengenai domestic violence tersebut adaleh
data yang berada di puncek gunung es. Dalam artl masih banyak realiles domestic
violence yang terjadi di masyarakat, namun tidak terekam dalam bekerjanya polisi.
Berikut ini adalah data dari hasil laporan K3JHAM (Kelompok Kerja Keadilan

Jender Dan Hak Asasi Manusia) mengenai realitas pelanggeran Hak Asasl

Perempuan DI Jawa Tengah 2000 27°:

Tabel : Sebaran tentang kasus pelanggaran Hak Asas! Perempuan di

Semarang Tahun 2000
Monitoring | Ditangani | Ditangani
No Kasus Pelanggaran Media K3iJ Pihak
Massa HAM Kepolisian
1. { Perkosaan 29 3 2
2. | kekerasan dalam pacaran(fisik, 8 2 -
psikis, dan ekonomi
3. | kekerasan dalam rumah tangga 26 23 2
4 | percabulan/pelecehan seksual 7 2
ket :* - Data monitoring Keta Semarang - Jawa Tengah

sumber : Data df K3 JHAM, Pahut dicetat bahwa kasus yang ada di atas adzlah yang sempat

terangkat ke permuicaan (yang dilaporkan saja).

73 K3) HAM (Kelompok Kerja Keadilan Dan Hak Asasi Manusia, Laaporan sketsa
pelanggaran HAM Jateng 2000, Realitas Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Di

JawaTengah 2000 : semakin mekias., Semarang, 10 Desember 2000, hal. 1-17
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Data yang ada di K 3 JHA'M tersebut, menggambarkan kasus yang tetjadi

dalam realita di masyarakat sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang masuk di

kepolisian. Walaupun data K 3 JHAM fersebut juga hanya didasarkan pada data

yang sempat mencuat ke permukaan. Berdasar kasus yang masuk dikepolisian,

berdasar data yang ada tercatat bahwa ada suaiu hambatan berupa ketidakadilan
yang dialami korban yaitu :

| 1. Diasumsikan behwa telah ada apriori dari penegak hukum/polisi

| {erhadap kebenaran laporan korban dan iby korban (dalam kasus

pencabutan/pelecehan seksual, perkosaan):

2. Diskrim'inagsi akan pembuktian. Untuk mendapatkan visum, mereka
harus membayar biaya visum sendiri tanpa diberi hak untuk melihat
hasil visumnya. Dalam hal membutuhkan ke!eréngan saksi merekapun
harus berbenturan dengan kepentingan egoisme profesionalisme

dokter.

3. Divlur-ulurmya wakiu bagi pemenuhan hak-hak perempuan yang

mengalami * kekerasan dalam rumah fangga ‘sebagai  bukdi

ketidakpedulian aparat ferhadap hak-hak perempuan.

Dalam wawancara , untuk kasus perkosaan, maka penyidik menguraikan
kasus tersebut Hikaji dari hubungan pelaku den korban, bukti kasus tersebut yaitu
tempat, cara melakukan kekerasan atau ancaman, dan bukti visum yang ada.
namun, dalam fakia yang ada di !apanga'n berdar;ar hasil femuan K 3 JHAM
dipercleh suatu kesan ketidak percayaan aparat kepolisian terhadap laporan

perempuan korban kekerasan. Polisi telah mengesampingkan kondisi dan dampak

psikologis korbah di depan pelaku.




Penulis berpendapat berdaéar fenomena {ersebut, dalam rangke
perlindungan korban khususnya bagi perempuan korban kekerasaan, polisi masih
berpikiran ‘bias gender' dengan nilai-nilai patriakal yang melokat didelamnya,
sebagai timbal balik dari interaksi sosial masyarakat yang masih menampakkan

nilel patriakal tersebut. Kondisi ini menunjukkan lemahnya hukum dan empati

terhadap korban.

Berikut akhn; dikemukakan pula kecepatan penanganan kerja oieh polisi

dalam crime clearance.

Tabel : crime total tahun 2000
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BULAN LAPORAN SELESA

Januari 263 156

-1 Februani 285 164
Maret 427 208
April 282 175
Mel 228 138
Junl 258 158
Jull 237 148

| Agustus 293" 144

sumber : data sekunder dj Poltabes Semarang

Terkait dengan penanganan kerja polisi tersebut di atas, tak lepas dari
sumber daya manusia di Poltabes Semarang diselaraskan dengen kemampuan
aparat penegak hukum khususnya polisi untuk mengantisipasi berbagai kejahatan

yang ada di masyérakal. maka fenomena yang ada adalah dikarenakan pula

_ keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian. Keterbatasaan ini dapal dikaji

dari jumlah personil yang dapat dilihat pada data berikut Ini ©

Jumiah serse vang ada adalah :

Pamen : 1orang
Pama . 11 orang
Lidik . 58 orang

Riksa/staf ;41 orang
Jumlah  :111 orang
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Tabel : Anallsa Evaluasi Kerja di JaJaran Kepolisian Wil. Poltabes
Semarang Bulan Jull dan Agustus 2000

No _ Evaluasi Kerja Juli ? Agustus ?
1. | Crime Total Bulan Laiu 258 237
Penyelesaian 159 148
} 2. | Crime Totat Lapangan 237 299
Penyelesaian 148 144
3. | Crime Indek Bulan Lal 134 131
; Penyelesaian 51 59
4. | Crime indek Bulan Lalu 131 168
a Penyelesaian 59 54
5. | Kejahatan Bulan Lalu 258 237
Penyelesaian 159 148
l 6. | Kejahatan Bulan Lapangan 237 299
: Penyelesaian 148 144
7. | Rata-rata Setiap haii
a. Crime Total 8 10 perkara
: b. Penyelesaian 4 5 perkara
j ¢. Crime Indek 4 5 perkara
: d. Penyeiesaian 2 2 perkara
e. Kejahatan 8 10 perkara
f. Pentyelesaian 4 10 perkara
8. | Kerugian Rp. 5.169.750.875 Rp. 8.876.800.000
| Yang ditemukan Rp. 2.210.200.500 | Rp. 3.652.201.400
Korban akibat pembunuhan 1 orang 1 orang
Korban akibat 4 erang 12 crang
penganiayaarn berat

} Jumiah Perkara

Sumber Data : Data Sekunder dari* Laporan Kasatserss Poltabes Semarang®

Berikut ini akan dikemukakan pula deta-data bekerjanya polisi khususnya
jejaran Satlentas Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap korban,‘

melalui cara-cara penyelesalan yang ada.



Tabel
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Bulan

E . Korban

Januari

Februari

Maret

April

e |~] T

Mei

Juni

Juli

| Agustus

September

Qktomber

- A SUN BN IS B I E
oo |~ild]esiro|— |} [OR{p2|O=

P e [CREERD D19

|1 (oot jeu|r |l [P IND

Nopember

Desember

Sumber data : Saflantas - Semarang

Tabe! : Penyelesalan Perkara Polsek Thn. 2000

: Kecelakaan Lalulintas yang Terjadl di Witayah Hukum Poltabes
Semarang Th. 2000

Buian Selatan

. Timur § Tengah

LHara

Barat | Tugu

Januari -

Februari

Maret

April

i o]l Juen

Mei

Y R [ ]

Juni

Juli

-1 Agustus

wm-zoaol-bum-sg

September

10

b b DI

Okiober

1
f {men| g Juenil

LS RE R EL Y]

Sumber data : Sallantas - Samarang

Tabel

: Pasal Yang Terlibat Tahun 2000

Bulan

Pasal 359

Pasal 360

Pasal 241

Januari

Februari

Maret

April

Mei

T [}l |C

t ] |exis B4

Juni :

] ] L] I 1

Juki

Agustus

o |oo || |enj ||~ |F

Seplember

10

Okioher .

o it

oo |t

Sumber data

: Satlentas -

Semarang
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Tabel : Statistik Korban Kecelakaan Lalulintas Tahun 2000

Status Jan | Feb | Mar | Apr | Mel | Jun | Jul | Agt | Sep [ O | Jumiah
MER | MER| MER| MBR| MBR | MBR | MBR | MBR | MBR | MBRIM |B | R
ABRI t-=1 = - - - - - 1-- - |- j121-1 -
Polajar 1-11 113 - - - - “- | 1-§j2--14--161{2] 3
Mahasiswa 1=t 1]-1.
| Pegawal --1 - « [1-- - - - - - = t11-11
Penge mudi - - - - - 11- - 12- - - 213l .
Swasta - 461 - [--4]1--1 411 24-1437] 41-f s514[20]12] 17
Tani - - - - - - - - - - -{-1-
bu R.T - - - - - - - - - o B S
Buruh - - - - - - - -1 4 1--] 14 -§ 2
Dagang - - - - - - - - - - ot
Purna - - - - - 1s- 11-f -
Laln- jain. - - - - - =1-11-- - - =111 (21
Jumlah 22| 574 - -4 1- 231§ 32- (758 171- | 828
% Total 4 16 6 1 6 5 20 B 16~ [36 {19 [24

sumber : Data Satlantas Samarang

Tabel : penyelesalan Perkara pasal 359 dl SATLANTAS Semarang Th. 2000

Bulan

jmi. kasus | penyelesalan keterangan
1. i Januari - 2 SP3(2) tersangka meninggal
2. | Februari 4 SP3 (1) tanpa keterangan
TBL {1) tabrak lari
selesai (2) tanpa ket / diskresi
3. | maret __nihil - -
4. | April 1 TBL labrak lari
5_ | Mei 1 SP3 tanpa keterangan
6. | Juni 2 selesai (2) sampai dengan
P19/ diskresi
7 Juli 2 SP3 (2) tersangka mati
8. | Agustus 4 selesai (3) tanpa kelerangan
proses jaksal1) _
8. | September 5 - selesai (3) tanpa kelerangan
- putusan PN (1)
- proses jaksa (1)

sumber : Data Satlantas Semarang

Berdasar data-data di alas, dapat tergambar bahwa meskipun dalam

peraturan, pelanggaran pasel 368 dan pasal 360 tidak dapat dicabut proses

‘penyidikannya, namun dalam kenyataan diskresi polisi memilili peranan besar.

Jalan damai seringkali ditempuh oleh polisi, walaupun dalam wawancara polisi

méngelak mengenai hal Ini.  Hal ini dengan berbagai pertimbangan yang menurut
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penulis terkait denga'n.pola ‘kompromi® dalam penegakan hukum yang melibatkan

pelaku, korban, polisi, termasuk pengacara.

[

Dalam wawancara terungkep bahwa dalam pasal 359 dan pasal 360,
apabila pelaku sudah memberikan ganti rugi, maka korban harus menandatangani
suraf pernyataan untuk tidak menuntuf. Dalam hal ini menurut poiisi, hanya
beriujuan _unluk meﬁgurangi hukuman terhadap pelaku. Oleh karena Htu dapat
penulis simpulkan bahwa kerja polisi, masihlah bersifat beret sebelah dan
menipiskan perlinddﬁﬁan terhadap korban. Dalam hal ini jalan damal vang

ditempuh adalah jalan damai atau kompromi deri pelaku den polisi bukan korban.

Korban terkadang dikondisikan untuk menerima keputusan tersebut, dan
menganggap bahwa hal tersebut sebagai musibah. Sebagai contoh adalah
Korban Ahmad Zaemurib telah difabrak oleh Angkutan Bus Damri, sehingga
meninggal. Dia menihﬁgalkan empat orang anak dan a’nak pertama masih berumur
3 tahun. Ganfi rugi dari DAMRI hanyalah sebesar Rp. 250.000- dan blaya
perawatan Rp. 875.000-. Tersangka memb_anlu sebesar Rp. 850.000,-. Penulis

menganggap bahwa hal tersebut, khususnya ganti rugi terhadap korban, sangatiah
tidak layak. |

Dalam re:ﬁediasi {erhadap kerban, didapat suatu viktimisasl pula terhadap
korban, dalam hal kepengurusean Asuransi Jasa Rahardja. Dalam hal ini
kesalahan korban tetap dilihat (untuk korban bukan penumpang umumy), hamun ini
pembayaran Jasa Rahardja fidek relevan dengan mengikutsertaken kepemilikan
SIM, karena kelkutseriaan PT. Jasa Rahardja adalah berdasar STNK. Dalam hal

korban. menempeti posisi salah, maka pembayaran asuransi Jasa Rahardja adalah
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separo-separo, akan tetapi dalam hal korban berada dalam posisi benar, namun
tidak membawa SIM, maka mendapat Jasa Rahardja dengan cara mengangsur.

Hal inl tenfunya tidak relevan dengan rasa keadilan dan perfindungan.

Berikut ini akan dikemukakan persepsi polisi yang memiliki pengaruhf

terhadap perilaku dan keputusan yang diambil dalam mewujdukan petlindungan

~ korban secara langsung dalam peradilan pidana , khususnya di tingkat kepolisian.

Tabel : Persepsi Polisi Dalam Mewujudkan Parllndungan Karban
Secara Langsung

NO | Porsepsli Polisi

t. | Dalam perundang-undangan | tidak ada kewajiban polisi untuk terus

mendampingi korban dan m|emberitahukan hak-haknya dalam peradilan
pidana. !

2. | Keterbatasan dana operasionLl dan tenaga profesional dalam melakukan
assistance terhadap korban. |

3. | Pendampingan terhadap korba‘n hanya menambah beban kerja polisi vang
sudah berat. |

4. | Polisi berasumsi bahwa korban juga memidki peranan bersalah dalam
teriadinya kejahatan.

5. | Hak korban untuk ‘acces to justice’ sudah dibebankan pada polisi

8. | Tidak ada dana operasional untluk penggantian biaya bagi saksi .
sumber : Dule Poffabes Semarang

Penulis berpendépat bahwa persepsi polisi tersebul di atés,

mengindikasikan keterbatasan-kelerbatasan polisi dalam mereaksi perlindungan

korban. Perspeklif yang legalistik formal, juga menjadikan polisi bekerja sebatas

hal itu adalah ditentukan dalam peerundang-undangan. Oleh karena itu, tugas

polisi lebih sering tidak bersifat akomodetif dalam memenuhi harapan masyarakat/
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korban untuk memperoleh petlindungan hukum.

Dalam bekerjanya polisi unfuk melakukan pendampingan terhadap
korban, hal ini terbentﬁr dari biaya dan sarana yang ada dalam birokrasi kepolisian,
Beban polisi yang beral, tidek mau direpotkan kembali dengan pendamhingan
korban yang serius uniuk mengakomodasi perlindungan bagi korban, seperii
melalui assistensi terhadep beban psikologis, maupun penggantian biaya karena
prosedur peraditan pidana yang sebenarnya disediakan oleh undang-undang,

namun {erkendala oleh sumber daya keuangan kepolisian.

Berdasarkan berbagai fenomena di atas dapat pula dinyataken bahwa
kerja polisi dalam masyarakat adalah lembaga kepolisian adalah sebagian sub
sistem deri sistem yang lebih besar yaitu sociefy 7’ Bekerjanya polisi dalam hal

tertentu polisi mengambil keputusan, tak lepas bahwa hal ini adalah produk dari

masyarakat.

Berdasar penelitian terhadap persepsi masyarakat, viktimisasi terhadap
- masyarakat adalah pada keluhan masyarakat mengenai biaya yang mahal dalam
pengurusan kasus dan uang lelah bagi polisi. Dalam hal ini, stigma masyarakat

sudah mengental bahwa di kepolisian, justru akan menambah penderitaan materi

dan waktu.

Korupsi oleh polisi dikatakan oleh Samuel Walker dalam ‘The police in
Am_erfcan,‘ 1992, dehgan ‘ selama ada polisi, di situ akan ada Korupsi oleh polisi'.
Satjipto perpendapat bahwa godaan menganai sebabh-sebab penting bagi

terjadinya korupsi oléh polisi bersumber pada kewenangan secara hukum untuk

7% | that La Patra, Op,cff, bagan hal, 6.
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bertindak terhadap anggota masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan bahwe
kewenangan yang diberikan dalam rangka kontro! sosial tersebut dapat
menggelincir menjadi kekuasean yang dimanfaatkan untuk melakukan pérbuatan
yang bertentangan dengan hukum, %75

Selaras dengan pendapat Blau and Meyer bahwa birokrasi mempunyai
kekuasaan yang _s_angat besar untuk mengatur masyarakat>® Pollsi sebagai
aparaf koﬁtrol sosial ‘dari pemerintah memitiki monppoli kekuasaan atau otoritas
untuk berhadapan dengan masyarakat. Dalam hat Ini, masyarakat pencari keadilan
ataupun korban acapkell diposisikan sebagali plhak yang menduduki
"kelakb'erdayaan masyahkat’ .

Fenomena korupsi oleh polisi dikondisikan oleh pembatasan-pembatasan
pula dalam birokrasinya seperti renda_‘hnya gaji polisl juga menyangkut fektor *biaya
dinas’ yang harus dikeluarkan polisi untuk menjalankan tugas pekerjaannya.
Saljipto Raharjo mengungkap bahwa keamanan dan ketentraman harus dibeli dan
tidak gratis. Hal ini diangket dari tulisan * What price Safety’ . Dari mana polisi
menyediékan uang untuk pengejaran penjahat yang dalam prakiek terbilang
jutaan, dan bagaimana apabila negara tidak menyediakannya, maka Prof. Satfipto

berpendapat bahwa hal itu ekan diambil deri masyarakat.2’”

78 Saljipto Rahardjo,  Folisi dan Persekongkolan Jahat, artikel adalam Kompas
tanggal 28 Agustus 1996, hal. 4. Conteh Kasus korupsi oleh polisi dikemukakan d,
Robert Kitgaard adalah keterlibatan polisi dalam peredaran obat terlarang, security
bisnis dalam bidang judi dan pelacuran, dan ‘penyelesaian damal polisi /sogok
dalam kasus pelanggaran ki intas dengan, khat dalam Robert Kitgaard,, Membasmi
Korupsi, terj. Hermoyo {Jakarta :Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1998) hal.131-133.

275 Blau , Meyer, Op.cit, hal. 5

7 Satjipto, Op.cit, 1996, hal. 5, 4. Prof.Satjipto juga wmengungkapkan tiga teori
tentang korupsi oleh poiisi : 1). Teori Apel dan Kantong Busuk, vaitu yvang
dilakukan secara individual oleh hanya beberapa orang, 2). Teori korupsi meluas Tak
Terorganisasi yang prevalensinyga cukup lkias tetapi berjalan sendiri-sendir, 3).

Teori korupsi meluas tapl terorganisasi yang paling berbahaya karena kecual
prevalensinya yang las juga terorganisasi. -
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b. Jaksa

_Lembaga--ke:iaksaan merupakan lembaga pemegang otoritas penuntutan
sebagaimana diungképkan dalam KUHAP, dan dapat pula sebagai penyidik dalam
UU pidana khusus seperti UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Dimensi kekuasaan atau otoritas dan wewenang penuntutan
pada lembaga kejaksagn sebagail perwujudan hak dan wewenang kepada négara.
Pergeseran penuntutan privat ke dalam penuntutan publik sebagai wujud
pengalihén penerapan keadilan dari pribadi kepada negara.

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan persepsi dan perilaku jaksa
delam mewujduken peflindungan korben baik dalam penanganan kasus pidana
umuh melalui perlindungan korban secara langsung, maupun dalam penanganan
kasus pidana khusus , dalam hal ini dispesifikkan adalah tindak pidana korupsi.

Dalam tabel berikut ini akan dikemukakan minimnya jumlah kasus Korupsi

yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dari tahun 1998-2000.

Tabel : Jumiah kasus korupsi Tahun 1998-2000
di KeJaksaan Negerl Semarang.

1 No | Tahun Pelaku Tuntutan Putusan
(1 {2) {3) {4) (5]
1. 1650 Facurdi bin wardi 10 bt penjara, denda § 7 bukan penjara denda
(4 kasus) Ka. SDN. Baniel. Smg | Rp.100.000 - sub 1 bl, kr., uang { Rp.100.000,- sub 1 bl.,
psnggaanti Rp, 18.000.000 . uang penggani  Rp.
17.600.000 -
Ignatius 8 blpenjara, percob. 1 th, | 7 bl.psnjara percob.1 th.,
Guru SDN Benial Kab. | denda Rp.100.000. sub 1 bl { danda Rp. 100.000- sub
Semarang Ki., 1bl kr,
Dadi Rinti Nursumadi, 4 1h , denda 10 juta sub, B bl. { 2 th. 8 bl., denda 5 juia
karyawan BRI kr, usng pengganti Rp § sub, & bl kr, uang
122.691.278 - penggantt conf. jaksa
H. Panut Hatsono 2th. 6 bl, denda 20 jula sub. B | 1 tahun Panji Graha
dirst BPD & dirut | bl kr, tang penggenti tidak dituntut
Penisda Rp. 160.844.520
2 1699 Dra. Sita Setianingsih 6 bl poniara, danda 5 juta subs. | B bl penjara sub. 3 bl
{3 kasus} dirut PDAM Semarang | 3bi kr. kurungaan, kelerangan
kerugian nsgara temuan
BPKP Rp.168.576.500.-
dikembaikan PT.
Subosinde Perkasa
{tidak dituntut)
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No | Tahun Pelaku Tuntutan Putusan
(1) (2} {3 (4) (8)
ir. Soadargjo B bl denda & juta sub. 3bL kr { B bl. penjara , denda &
Kacab. PDAM juta sub. 3 bl kurungan
semarang timur keterangsn : sda.
H, Panut Harsono 6-10-1908 tesdakwa mati, PU. | ditolak, keterangan
manten dirut BPD tidak menuniut pidana badan | masih dalam taref kasa
bb di- rampas, hata kakayaan | si. dalam tuntutan ditulis
dirampas, usng pengganti | kerugian negara
Rp.S60 juta- Rp.18. Milyar
3. 2000 Drs. Abdul Gani

{3 kasus) Jurah Jrakah Kec. Tugy
Samatang

Ir. Gendut Bugianto 21h, 8 bl panjara, denda 20 3th, dan denda 20 juta
mantan dirut SWK juta sub. B bi. sub. B bl.

Aris Siswanto 2 th ponjara, denda Rp 25 juta | 10 bulan, denda Rp. 10
mantan Dircab, PT. Dwi | sub. & bl. kr, uang pengganti | jula sub. 2 bl, kr, usng
Satys  Indab  dan | Rp. §05.706.004 juta pengganti Rp. 58,113.162

mantan dirit PT. Td ket : dalam surat

sukses Bersama . dakwaan dinyatakan

Surabaya ' kerugisn nogara ditaksir
Rp. 3 Milyar

sumber : Data Kejsksaan dan Pengadilan Negsari Sernarang

Berdasar tabel tersebut, dépat dinyatakan bahwa sangat minim kasus
korupsi yang sampai di Kejaksaan. Dalam era yang menamakan dirl era reformasi
ini, cukup melegakan perkembangan penegakan hukum di Jateng khususnya
dalam kasi.‘:s korups. Ini terbukti dari dlhadapkannya. di muka hukum beberapa
pejabat tiﬁggi di Jaterig uhtuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap bekerjanya aparat kejaksaan dalam
wakiu sekarang ini adalah sorotan masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi yang
ditangani kejaksaaan, éaberapa kasus yang mendapel sorotan entara lain kasus
Korupsi Panoet Harsono dan Kasus Asrama Haji Donohudan. 27

Apabila dikaji = sejaun mana }'aksa penuntut umum memberikan
perlindungan bagi korban dalam berbagai kasus, dapet dikaji ini mengenal tuntutan

jaksa terhadap uang pengganti sebagai ‘ganti rugli’ terhadap negara dalam kasus

78 palam Suara Merdeka , Soewardi Tersangka , Mudrick Jadi Saksi, dinyatakan oleh
Kejati Soewarsono, SH bahwa Mantan Gubernur  Jateng Soewardi resmi menjadi

tersangka. 4 Maret , hal. XVi. Sampai sekarang tidak jelas perkembangan status
tersebul, -




korupsi di wilayah Kejaksan Negeri Semarang , maka seperti halnya Kasus Panut,

membulkdikan kurang jelinya jaksa menuntut, dan masih sangat jauh funtutan jaksa

terhadaap keadilan masyarakat

Jelaslah bahwa ganti rugi datam kasus korupsi yang lezim disebut dengan
uang penggenti masih sangat jauh dari yang diharapken. Apabila dikoherensikan

dengan persepsi jaksa, maka ada beberapa pertimbangan, yaitu

+  Pelaku adalah sebagat penangung jawab bukan pelaksana di lapangan.

*

Daia'm“UU No. 3 tahun 1971 pembayaran uang penggganti apabila tidak

dipenuhi oleh tedakwa , berfaku kefentuan pelaksanaan pembayaran
hukuman denda.

+ Uang Pengganii tidak diperiukan apabila, temuan BPKP yang dihifung
- sebagai kembian negara sudah dikembalikan.

+  Pelaku sudah menerima hukuman berupa pertanggung jawaban pribadi
dengan perampasan kemerdekaan.

- Tabel data korupsi di awal, memberikan analisis pula, bahwa penetapan
{erdakwa d_alam kasus korupsi di Kejaksaan berkarakieristik pule berat sebelah.
Sebagai contoh PT. Panji Graha dan PT. Subosindo Perkasa tidak dijadikan
terdakwa. Bahkan jeiés dalam dakwaan Jaksa bahwa PT. Panji Graha telah
menempatkan mesin cetak untuk keuntungan perusahaannya.

Kasus PDAM vang melibatkan PT. Subosinde Perkasa menarik pula,
karena setelah PT. Subosindo Perkasa membayar temuan kerugian dari BPKP,
maka PT. Subosindo ini lepas dari jerat hukum. Hal ini fenfunya bertentangan

dengan keadilan masyarakat.

Dalam kasus pidana umum, penelitian menunjukkan bahwa jaksa

»

penuntuf urmum tidak pernah memberikan tuntutan ganti rugi datam tuntutan pidena

bersyaraf.
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Tabel : pertimbangan Jaksa terhadap restitusl

No. | Pertimbangan Jaksa

Tldak ada kewajiban jaksa untuk menuntut ganti rugi
Pelaku tidak mampu

Hukum mengatur secara limitatif dalam pidana bersyarat
Korban tidak mengalami kerugian berarti

Korban dapat menuntut ganti rugi secara perdata

Pelaku sudah memperolah ganjarannya dengan perampasan
kemerdekaan.

sumber : Data Kejaksaan Negerl Semarang

DO RN

Langkenya pengajuan tuntutan jaksa dengan sanksi khusus pembeayaran

ganti rugl pada pidana bersyarat, maupun jarangnya permohonan korban untuk

_mengajukan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dapat dikemukekan dari

latar belakang beralihnya wewenang penuntutan dari privat ke publik menem
patkan kepentingan korban pribadi korben diabstreksikan hanya sebagai
kepentingah negara. Oleh karena itu lembaga kejaksaan melalui aparatnya
jarang menempatkan dirinya sebagai pembela kepentingan kotban secara pribadi.
Hal int juga karena anggapan bahwa pelanggaran atas suatu hak {kepentingan

hukum) seseorang warga yang ditindak oleh negara dianggap sebagai serangan

. lerhadap masyarakat, dan otoritas Iembagé' penegak hukum sebagai reaksi

negara terhadap kejahatan dianggap tidak digantungkan kepada kepentingan dan

kebutuhan korban semata, termasuk keinginan korban untuk membalas dendam.

275

719 wawancara dengan Jaksa tanggal 14 Oktober 2000.Bandingkan dengan Guidelines on

The Role of Prosecutor/Pedoman dan peran Penuntut Umum yang diadopsi dari
Konggres Kejahatan Ketujub, Havana, 1980 penuntut umum dituntut untuk
melaksanakan fungsinya secara lidak memihak dan menjauhl segala bentuk
diskriminasi; melindungt  kepentingan  masyarakat, bertindak  objektif,
mempertimbangkan posisi terdakwa dan korban, serta memperhatikan kondisi
- lingkungan yang relevan, dan tanpa menghitung-hitung apakah menguntungkan atau
merugikan bagi terdakwa; mempertimbangkan pandangan dan keprihatinan kerban,
serta menjamin apakah mereka diberi Informasi mengenal hak-haknya sesual
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Hal ini selaras dengan pendapat Jerold H. Israel dan Yale Kamisarr
bahwa : ... Pub!ic':' bmsecuﬁon was otiginally superimposed upon a system of
private prosecution, but private prosecution was eventually seen as
impracticaable, foo ofien subject to abuse, and inconsistent with the view that
crimes were ‘acts against the state’ and not simply wrongs infiifed upon an
individuaf victim.?*°

Lembaga Kejaksaan dibentuk oleh negara sebagai badan atau lembaga
pemerintahan yang berfungsi sebagai organisasi penegak hukum untuk melakuan
penuntutan pidana, membuat aturan atau pedoman dan keputusan-keputusan
yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan administrasi. Cleh karena itu
sebégai ‘administration of justice’ bekerjanya lembaga kejaksaan diikat oleh
prosedur dan aturan organisasi adalah juga merupakan suatu birokratisasi .

Peritaku aparat jaksa penuntut umum yang dirasa mengebiti rasa keadilan
masyarakat diungkap pula dalam Seminar Nasional Menggugat Posilivisme Hukum
yang dikemukakan oleh pemrasaran dari Pengadilan Tinggi Jawa tengah, yaitu :

Jaksa sebagai penuntut umum mulai memainkan perkara sejak {ersangka
diserahkan kepadanya , dan alafnya yang paling ditakuti di sini adalah
suret merah atau surat tahanan yang umumnya dipakai sebagai alat
negosiasi. Alat yang kedua adalah rencana tuntutan (stau rentut} yang
bisa menjadi fifik tolak untuk negosiasi tentang jumlah waktu {untutan
hukum dan imbalan. 2%

Dalam penelitian hal ini juga dibenarkan oleh nara sumber yang tidak mau

lingkungan yang relevan, dan tanpa menghituhg-hitung apakah menguniungkan atau
merugikan bagi terdakwa; mempertimbangkan pandangan dan keprihatinan korban,
serla menjamin apakah mereka diberi informasi mengenai hak-haknya sesuai
dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk korban kejahatan dan
Penyalahgunaan Kekuasaan. fihat dalam Kunarto, Op.c#, hal. 151-153

0 Jerold , Op.cit, hal. 21. :

* Lihat dalam Pengadilan Tinggi Jateng, Op.cff, Hal.5.
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disebutkan namanya. Pada kenyataannya hal in] juga merupakan suatu fenomena

~ dalam penegakan hukum. 2**  Hal Ini adalah merupakan suatu ketidakadilan

hukum feriebih bagi masyarakat sebagai korban kejahatan yang lebih tereduksi

kemball melalui viklimisasl masyarakat untuk mencapal keadilan dalam peradilan

pldana.‘

Kasus yang menarik adalah kasus Panut Harsono. Kasus yang beliau

| hadapl sebelum meninggal dunia adalah kasus pengadaan mesin cetak dan Kasus

Pembangunarn Gegiung BPD di beberapa daerah. Secara keseluruhan menurut
wawancara sebelumnya. kasus yang sudah disidik mencapal lebih dari 6 kasus
korupsl di jajaran 'BP'D_. t\\lamun, seiring denngan meninggalnya tersangka, maka
kasus ini _dilutup. Unluk membuka kemball kasus yang sebelumnya sudah disidik

ini, sebenamya bisa dimungkinkan melalui Surat Kuasa Khusus / SKK oleh

Kejaksaan dari instansi yang dirugikan. Penelti berpendapat bahwa tindakan pro

aktif kejaksaan sebagai pengacara negara periu dilakukan. Namun, hal inl tidak

dilakukan.

P‘eﬁe]ﬂl berpelndapai ke-enggenan slkap Kejaksaan untuk menempuh
tindakan Pro AKlif adalah karene leter belekang kedudukan kejaksaan itu sendiri.
Keengganan ini menurul peneliti, merupakan suatu sinyalemen ‘kesungkanan_‘
jaksa untuk melakukan investigasi dalam kedudukannya sebagsi bagian dari
MUSPIDA.

Kedudukan Kejaksean sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif 'secara
organik, strukfural dan fungsicnal masuk kedalam kekuasaan eksekutif yang

berlanjut sampal saal' ini berdasarkan kelentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

22 nalam penelitian dilakukan terhadap seorang bekas narapidana pelaku curanmor yang
mengaku harus menyetorkan sejumiah tang , agar supaya tidak diberi tuntutan tinggi.
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1991 tentang Kejaksaan Republik indonesia

Kedudukan Lembaga kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan

~ ketentuan Paéa! 2 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981

tentang KeJaksaan Republik indonesia adalah sebagal berikut
Pasal 2 ayat {1) :

Kejaksaan Repub®k Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut sebagai

kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penurdulan.

t

Ponjola_san:
Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan

negara yang mempunyai fugas dan weweneng di bidang penuntutan dalam
pelaksanaan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum.

Berdasarken kétentuan di atas, kedudukan kejaksaan adalah lembaga
pemerintah (eksekuﬁf) dan kekuasaan tertinggl ada di tangan Presiden sebagai
Kepala Pemerintahan.'Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksana
kan kekuasaen negara di bidang penuntuian, oleh karena ifu dalam rangke
melakukan fungsi penuntutan ifu berfindak untuk dan ates nama negara atau
sebagal ‘wakil negara’ serta bertanggung jawab menurut seluran hirarki
organisasi. Pengertian ‘negara’ di dalam kebijakan penuntutan tidek sebatas
mewekill kepenfingan pemerintah yang sedang berkuasa, melainkan harus pula

memperhatikan kepenlingan masyarakaf.

Pengakomodasian kepentingan yang menyangkut kepenfigan negara dan
masyarakét luas, memberikan perspekdif kerja kejaksan yang tidak lepas dari politik

krimina!. Peranan kejaksaan dalam rangka penuntutan hukum dinyatakan Soedarto

| sebagai :
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Peranan penegakan hukum ofeh kejaksaan bertitik tolak pada penuntutan
pidana. I(ebijakan penuntutanpun harus sesuai dengan politik kriminal
yang dijalarikan pemerintah. infensitas penuntutan tidak sama untuk
semua jenis kejahatan. Ada jenis kejahatan yang harus diprioritaskan
unfuk dituntut dan dalam permintaan pidana juga dibedakan menurut jenis

kejahatan, di samping tentunya faktor —fakfor lain yang juga menjadi
pertimbangan.?®’

Kebijakan kerja Kejal-:saanﬁ menyikapi politik kriminal sebagai bagian dari
pola kerja kejaksaan.l Dalam hal demikian, berarfi berbagai fakior yang berada
dalam dimensi penegakan hukum dalam masyarakat , harus pula mengindahkan
rasa keadilan dalam masyarakat. Pengejawantahan rasa keadilan masyarakat
dalam pola kerja kejaksaan periu dikembangkan secara dinamis dalam kebijakan

penuntutan itu sendiri.

Hal ini berarti menurut penulis berbagai langkah yang ditempuh kejaksaan

~ sebenarnya tidaklah harus bekerja hanya dalam kerangka hukum positif yvang

berlaku, melainkan memiliki prospektif dinamis menuju urgensi hukum yang lebih
memenuhi rasé keadilan masyarakat yang tidak terakomodasi dalam hukum positif.

Hal ini merupakan suaiu perjuangan bagi lembaga kejaksaan, yang selama ini

- diperhadapkan pada suatu dilematika hukum dan ketakutan ekan menghadapi

funtutan hukum pula dari plhak lain.

Kedudukan kejeksaan sebagai bagian pemerinfah / eksekulif yang
mqlgksanakan tugas dan wewenang di muka sidang pengadilan (kekuasaan
judikatify menimbulkan persoalan sejaﬁﬁ manakah pemerintah dapat melakukan

campur tangan terhadap kejaksaan. Walaupun kedudukan kejaksaan bersifaat

3 sudarlo, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1988), hal. 25.
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subordinated terhadap pemerintah ifu, namun instruksi ateu atau perinteh dari
kekuasaan eksekulif harus didasarkan pada legalitas yuridis dan moralitas negara
hukum.

Kerangka organisasl dan blrokrasi penegakan hukum iembaga kejeksaan
bekerja berdasarkan ‘prosedur dan aturan organisasl yang bersifal kaku dan
rasional mengacu pada keberadaan lembaga kejaksaan sebagal suaiu kesatuan
organisasi Sesuai asas kejaksaan adelah satu dan fidak terpisah-pisah (een en
ondelbaar) .

Kajian {erhadap bekerjanya Jaksa ferkalt dengan batasan perundang-
undangan dan ketentuan lainnya. Untuk memperoleh kesatuan Kkebljakan
penuntutan dalam lembaga kejaksean, dikeluarken pedoman funtutan pldena
sehagai kebljakan lembaga kejeksaan yang didasarkan pada Surat Edaran Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor SE.001/J.A4/1985 tentang Pedoman Tuntutan

Pidana.

Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung tersebut, dalam rangke

perwujudan funtutan pidana :
1. Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat;
2. Menimbulken Jera para pelaku !lrllldak pidana, mampu menimbulkan dampak
pencegahan dan mempunyai daya' tangkal bagi lainnya;
3. Menghindarkan disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis

antara satu daerah dengan daerah lainhya, dengan memperhatikan fakior

kasulstik pada, setiap perkara pidana.




222

Tujuan pedomen funtutan pidana tersebut memberikan langkeh lebih
lanjut agar supaya dalem setiap pengajuan tuntuten pidana (requisifoit) Jaksa

Penuntut Umum terhadap terdakwa harus memperiimbangkan fakior-faktor sebégai

berikut :

1. Perbuatan terdekwa

Ditakukan dengan'cara sadis dan dengan cara kekerasan
a. Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan, dan pengamanan
- pembangunan.

b. Menarik perhétian dan meresahkan masyarakat.
¢. Menyangkut SARA

2. Keadaan diri pelaku tindak pidana :

a. 'Sebab yang m_ehdo'rong dilakukannYa tindak pidana (kebiasaan, untuk
mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-lain).

b. Karakter, moral dan penddidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi
pelaku tindak pidena
Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidanaa

d. Peranan pelaku tindak pidana ’

€. umur petaku tindék pidana.

3. Dampak peibuatan terdakwa :

a. Menimbuikan keresahan dan ketakutan di kalangan masyaraka luas

b. Menimbullken penderitaan yeng sangat mendalam berkepanjangan bagi
korban dan keluarganya. |

e

Menimbutken kerugian bagi negara dam masyarakat.
Menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
Merusak pembinaan generasi muda.

2 B

Berdasarkan pedoman funtutan pidanea tersebut, apabila direfleksikan
-dengan bekerjanya lembaga kejaksaan, pedoman tuntutan ini kurang diperhatikan.

Tuntutan pidana dibuat dalam perspekiif keseimbangan antara keadaan diri
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pelafcu, perbuatannya, maupun dampak dari perbuatan terdakwa bagi korbannya/
bagi masyarakal. Hal ini berarti jaksa harus mempeitimbangkan keadaan diri
korban aklpat perbuétan“lindak pidana itu. Perspektif 'victim—oﬂ'ender cenfered’
merupakan pertimbangan jaksa. Datam penelitian, pertimbangan jaksa ini kerapkali
adalah perspektif jaksa sendiri. Keadaan dan pertimbangan korban tidak pemah
diproyeksikan jaksa dalam tuntutannya. Jaksa hanya bertemu dengan korban
hanya dalam saat persidangan. Tidak pernah jaksa mengundang korban untuk
dilakukan pemeriksaan atau tambahan pemeriksaan, dengan pertimbangan hal ini

sudah tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh polisi.?®*

Kriteria atau tolak ukur untuk menetapkan jenis pidana (stafsoorfy atau

berat ringannya pidana (sfrafmaat} dalam menyusun surat {untuten pidana adalah

sebagai berikut :

Pidanamatl ;

Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidena mali ; Dilakukan dengan
cara yang sadis di fuar perikemenusiaan ; Dilakukan secara berencana ;
Menimbulkan korban jiwa stau saraﬁa umum yang vital ; Tidak ada alasan
yang meringankan,

Pldana Penjara seumur hidup;

Perbuatan yang didakwekan diancam dengan pidana mati ; Dilakukan dengan
cara sadis; Dilekukan secara berencana Menimbulkan korban jiwa atau
sarana umum yang vital Terdapat! hal-hal yang meringanken.
Tuntutan pidana serendah-rendahnya % dari ancaman pidana dari pasal yang
dilanggar , apabila terdakwa :

Seorang residivis ; Perbuatannya menimbulkan penderitan terhadap korban
tindak pidana dan keluarganya ; Menimbutkan kerugian materiit ; Terdapat hal-

24 Wawancara dengan jaksa tanggal 16 Oktober 2000
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hal yang meringankan ;Tuniutan pidana serendah-rendahnya % dari ancaman
pidana yang tidak termesuk di dalam ketentuan butir 1, 2, dan 3 di stas.

1. Tuntutan pidana bersyarat, apabila:

Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang menderita korban tindak pidana ;
Terdakwa belum cukup umur (Pasal 45 KUHP) ; Terdakwa berstatus pelajar /

mahasiswa / exper; Dalam menuntut pidena bersyarat hendaknys
diperhatikan ketentuan pasal 14f KUHP.

Pedoman tuntutan pidana selain mengatur tentang jenis dan beratnya

pidana dalam rangka menyusun suref tuntutan pidana, juga mengatur tentang

upaya hukum (banding dan kasasi). Berdasarken Surat Edaran Jaksa Agung Rl

Nomor SE. 001/J.Af 471995, dalam rangka menggunakan upaya hukum banding,
- agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Terdakwa banding, maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar
masih dapat menggunakan upaya hukum kasus tersebut, mengingat adanya
ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung RI. '

Putusan hakim kurang dari pidana meti atau seumur hidup, sekurang-
kurangnya 20 tahun penjara, apebila perfimbangan Jaksa Penuntut Umum
diambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam

menentukan putusannya, maka Jaksa Penuntut Umum lidak harus
' mengajukan banding.

Putusan Hakim % dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum apabila pertimbangan
dari Jaksa Penuniut Umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau
seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putuéannya, meka Jaksa
“Penuntut Umum tidak harus mengajukan banding.

. Pulusan Hakim 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum walaupun

pertimbangan Jaksa Penuntut Umum lidak diambii sebagian atau seluruhnya

sebagai perlimbangan Hakim dalam putusannya, maka Jaksa Penuntut Umum
fidak harus mengajukan banding.

t
|
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5. Upaya hukum kasasi digunaken oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal
putusan Hakim dengen amar putusan yang membebaskan terdakwa dan
adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP 2%

Penulis berpendepat bahwa adanya pedoman tuntutan pidena tersebut
bagi lembaga kejaksaan memiliki beberapa kekurangan maupun kelebihan.
Kelebihannya adalah bahwa dalam formulasi funtutan jaksa diharapken fidak

memiliki disparitas pidane, dan memperhatikan kepenfingan korban. Kelemahan

yang ada adalah bahwa pedoman tuntutan pidana {ersebul menjadi suatu

- ketentuan yang limitatif bagi jaksa yang mengeliminasi kebebasan Jaksa dalam

mengembangkan profesionalitasnya dan kurang mengacu pada kebebasan
pembuktian dalam persidangan. Misalnya dalam tuntutan terhadap pidans
bersyarat yang mengkondisikan apebila terdakwa sudah membayar gan!i rugi
terhadap korban, tanpa membuktikan dampak perbuatan bagi korban, ekan
menimbulkan batasan limitatif yang kaku. Apabila dihubungkan dengan persepsi
Jaksa, bahwa pertimbangan korban hanya didengarkan pada saat persidangan,
meka ketentuan limitatif dalem -pedoman tunfutan jeksa bisa mungkin menjadi
restriksi yang memberatkan rasa keadilan bagi korban. ‘

Prof. Sudarto mengemukakan bahwa apabila penentuan pidana di dalam
surat tuntutan pidana / requisitoir semata-mata didasarkan pada kritesia pedoman
funtutan pidaria, tetapi kurang memprediksi dan memperhatikan hasil pembuktian
di muka sidang pengadi!an, maka bisa timbul semacam ‘sckablone' dalam proses

peradilan pidana. 266

%5 Dalam wawancara para jaksa sudah sangat memahami ketentuann vaitu dalam kasus
pidana umum, apabila putusan hakim kurang dari 1/2 {separo tuntutan jaksa, maka
Jjaksa harus banding, dan dalam kasus pidana khusus, apabila putusan hakim kurang
dari 2/3 tuntutan jaksa, maka jaksa harus banding.

%6 Sudarto, Op.cif, 19886, hal, 79,

[P PUSTA T

A—— e .



226

Teta cara penuntutan pidana dilakukan dengan mengacu pada asas
organisasi bahwa kebijaksanaan adalah salu dan fidak terpisah-pisah. Hal
tersebut, berarti harus mengindahkan pengendelian secara bérjenjang didalam
hirerkhi organisasi kéja_ksaan sesual dengan lingkat keseriusan perkara pidane.

Tata cara pengajuan tuntulan pidana dileksanakan sebagai berikut:

1

‘Sebelum melakukan {untutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus

membuat rencana tuntutan (rentuf) dengan memperhatikén:

1. Perkara-perkara yang pengendaliannye dilakukan oleh Kepala Kejaksaan
Negeri, rentut dilakukan oleh Kejari, rentut diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

2. Perkara-perkara yang pengendaliannya ddilakukan oleh Kepals Kejaksaan
Tinggi dengan memperhatikan jenjang pade butir 1, maka Kepala Kejaksaan
Negeri meneruskan rentut disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan

Tinggi. Selanjutnya‘ Kejati melaporkan rentut kepada Kejaksaan Agung cq.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

3. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukar oleh Kejaksaan Agung RI.
Secara berjenjang dalam bulir 1 dan 2, Kejari mengajukan rentut kepada Kejati,
kemudian Kejati meneruskan rentut diserlai perlimbangannya kepada Jaksa
Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Batasan tersebut di atas, memang diméksudkan untuk lebih mewtjudkan
periindungan bagl korban sebagal konsumen hukum. N.amun, hal Ini juge
memuncultkan suafu fenomena kurangnya jaksa untuk bersikap mandiri dan
profesional, karena sudah kepufusan-keputusan dibebankan pada pemegang
- otoritas.

Faktor korban harus dipertimbangkan dalam penyﬁsunan surat dakwaan
dan tuntutan maupun dalam perlakuan jaksa untuk mengakses hal tersebut bagi

korban. Dalam hal ini secara prosedural, seharusnya korban juga memilki hak
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supaya kepenting‘anpya unfuk memperoieh keadilan terwakili oleh kéjaksaan,
dengan céra kejaksaan mengakomodasi hak korban pula untuk. ‘acces fo just}ce
and fair freatment’. Substansi penuntutan maupun bekerjanya kejaksaan itu
sendir\i}_hams pula mewakili kepentingan negara maupun kepentingan perasasan
keadilan masyarakat.

Dalam menganalisis proses sosial bekerjanya lembaga kejaksaan tak
lepas dart perspektif yang mengarahkan pada proses ferbentuknya realitas soslal
petlindungan korban oleh kejaksaan sebagai suatu birokrasi yang terkait dengan
individu-individu di dale;mnya yang ditampakkan melalul proses atau cara uniuk
memperoieh fujuan.

Dalam kerangka ketja orgenisasi kejeksaan, maka asas kejaksaan adalah
salu dan fidak terpisahkan, maka penuntutan dilakuken delam struktur hirarki
organisasi . Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam rangka

penyusunan sural dakwaan atau suraf funiutan hukum, jaksa tidak sepenuhnya

mengkaitkan dengan kepentingan korban.

¢. Hakim

Menumpuknya perkara di Pengadilan sebagaimana {erlihat datem tabel
di bawah ini, merupaken salah saiu indikasi pula bagi pentingnya tercapai

peradilan yang murah dan cepal uniuk direalisasikan .

tabel : keadaan perkara blasa di Pengadilan Negr] Semarang

BULAN SISA BULAN MASUK JUMLAH PUTUS SI8A
LALU

Januari 82 49 31 3g )
Februarl %) 63 158 70 155]
Maret 53] 83 149 48 101
Aprii 101 681 162 38 124
Mel 124 B8 190 58 132
Junt 132 B8 180 78 119
Jull - 148 83 172 54 118
Agustus 116 86 214 64 160

sumber : Data Pengadilan Negari Sematrang
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Berdasar data tersebut di atas, jelastah menumpuk berbagai kasus di
Pengadilan negeri. Hal ini tentunya kurang memenuhi adanya asas peradilan
cepat. Berikut inl akan penulis kemukakan peranan hekim dalam ikut meiindungi

korban dalem peradilan pidana, khususnya persepsi hakim untuk mewujudkan

perlindungan korban secara langsung.

Tabel : pertimbangan haklm untuk memberikan putusan restitusi

N Pertlmbangan Hakim

Tidak ada sanksi pidana ganti rugi dalam KUHP
Korban tidak mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi

Ganti rugi yang ada bukan sanksi pidana, hanya syarat khusus
Pelaku {idek mampu

Korban mampu

Pelaku sudah mendapat pidana perampasan kemerdekaan.

Korban sudah mendapatkan kembali barangnya
sumbar data primer

""P’S":”‘P’!"."‘"P

Berdasar persepsi hakim tersebut, jelaslah bahwa' hakim sangatiah
berpikir legaistik formal, fanpa sedikitpun memberi pemikiran bagi keadilan yang

substantif untuk memberi perlindungan bagi korban.

Dalam hal keputusan terhadap pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHPpun,
hakim tidak mengemukakan pertimbangannya ferhadap ganti rugi sekurela yang
dibayerkan pelaku. Menurut penulis, selayaknya hakim juge mengakomodasl tal

ini, dan menjadikan perimbangan bagi korban, bukan hanya bagi pelaku terhadap
ganti rugi yang tidak layak.

Keputusan hakim seleku penegak hukum yang berperan datam output dari
peradilan pidana menjadi indikaior pula bagi masyarsket untuk menifai

sejauhmana fungsi pengadilan mampu memenuhi fungsi hukum. Sebagai contoh
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adelah pitusan pengadilan Negeri Semearang yang kontroversial membebaskan
terdakwa dalam kasus Oli palsu dengan Put. nomor 100/Pid. Bf 2000 dan

bebasnya terdakwa kasus pengedar narkoba Robby Tjahyadi.

Dalam putusan hakim terhadap ketiadaan uang pengganti dari kasus
Panut Harsono dalam perkara mesin cetak perusda den ditolaknya perampasan
barang-barang diduga keras hasil korupsi melaluyi penetapan No. 113/

Pid.B/1989/PN. semarang tentang Pengadaan Gedung BPD Jateng (Pati, Kendal,

- Purbalingga) merupakan suatu tanda tanya yang dipertanyakan oleh masyarakat.

mengingat kerugian negara cukup besar dan pelaku diduga kuat melakukan tindak
pidana korupsi. Padahal untuk pimpinan BPD di fempat proyek pengadaan
tersebut seperti Dirut Purbalingga dipecat dan dijatuhi hukuman, karena

pengadaan tanpa melalui pelelangan dan terjadinya manipulasi anggaran, 2%

Berdasar putusan-putusan hakim {ersebuf, keputusan yang diambil
kerabkali mengecewakan pencari keadilan atau bahkan tidak mengakomodasi
perlindungan' ﬁorban { masyarakat. Sutherland mengemukakan fenomena ini
dengan “ An un!awfuf act is nof defined as criminal by the fécf that it is punished,
but by the fact that is punishable. 268

Dalam penelitian, hekim fidek pernah menjatuhkan pidana hersyarat m
unfuk memperhatikan Korban datam penanganah kasus pasal. 359 maupun pasal

351 mengenai penganiayaan maupun tindak kekerasan lainnya. Pidana bersyarat

%7 dalam penetapan Nomor 113 /Pid/B. 1899 /PN semarang, hakim menslak tuntutan
tuntutan PY untuk menyita barang-barang hasil korupsi, karena belum ada puitusan
terlebih dahulu sesuai padal 23 sub a UU No. 3 th. 1971. penulis berpendapat
penafsiran hakim yang demikian berarti menjadikan pasal 23 sub a tersebut adalah
pasal mati, karena sebenarnya dimungkinkan UU untuk merampas barang-barang
yang disita sebelum putusan ada namun pelaku meninggal dunia..

8 Newman, dalam Geis, Veier, Op.c/f, hal. 55,
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dijatuhken sekalipun, 'hakilﬁ fidak pernah memberikan syarat khusus berupa ganti
rugi kepada korban secara restitusi. Dalam kasus pasal 359 memang hakim
mempemmbangkan findakan pelaku terhadap korban setelah teqadtnya findak
pidana seperil telah memberikan ganti rugi. Namun, hal ini tidak dikritisi hakim
dengan mempetrtimbangkan kelayakkan ganti rugi tersebut

Bekerjanya penegak hukum dalam peradilan pidana berdasar penelitian

. diperoleh pendapat bahwa penegak hukum merasa tidak meiihat dirinva mewakili

korban, melainkan lebih mewakili terpeliharanya ketertiben dalam masyaraket. Hal
ini terlihat dari proses penanganan yang hanya mengkondisikan korban hanya

sebagai saksi, tanpa- mengkaji penderitaan dan hak korban untuk memperoleh

| keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan.

Dengaen demikian hakim kurang memperdimbangkan faktor filosofis
keadilan di sini, dan hanya memperimbangkan faktor normatif sistematif, dan
erapiris, tesmasuk fakior non hukum lainnya yang mempengaruhi keputusan hakim,
sepér!l ekonori maupun politis®®®,

éemagai upaya untuk mempergunskan diskresi yang dimiliki acapkali
fanpa sepengetahuan dan perimbangan korban, sering kali tetjadi ‘komprom!
antara penegak hukum dan pelaku kefuhatan’, tanpa memperduliken korban. Hal
inl memberikan indil_casi kurang memuaskannya bekerjanya peradilan pidan
sebagai lembaga peﬁcari keadilan.

Dalam tihdal; kejahatan yang fidak melibatkan saksi korban, misainya

kasus Narkoba, penelitian menunjukkan hakim fidak pernah menjatuhkan puiusan

Z9 Roeslan Saleh berpendapat bahwa apabila ditinjau dari perkembangan pemikiran dan
sejarah hukum, tampak tiga fase, yaitu normatif-sistematis, empirik, dan filosofis.
Dalam Roeslan Saleh ; Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Fidana, (Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1882), hal. 2
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minimum umum khususnya terhadap pengedar. Peneliti berpendapat korban dalam
hal ini tetaplah ada, yaitu masyarakat,2%°

Dalam késus kesusilaan seperti perkosaan, hakim jarang menjetubtkan

f putusan hukuman maksimal. Beberapa keputusan dirasa kurang melindungi korban
adalah dalam putusan No. 165/id.B/ 200 PN. Smg yang hanya memutus 3 tehun
penjara bagi pelaku permerkosa dengan pengenaan pasal 287 KUHP. Korban
berusia 13 tahun, sedangken pelaku berusia 20 tahun. Keputusan hakim dirasa
kurang menyentuh rasa keadilan, mengingat korban masih anak-anak. Hakim
menyamaratakan perkosaan {erhadap anak-anak dan perkosean terhadap orang
dewasa. Keputusaan ini dianggap kontroversial, karena hakim menganggap hal ini
adalah suka sama suka.

Dalam Basic Principles on fbe Independence of The Judiciaty atau
Prinsip-prinsip Dasar Kebebasan Pengadilan yang diadopsi oleh Konggres
Kejahatan Keiujuh, Milan, 26 Agustus-6 September, dan didukung oleh majelis
Umum dalam Resolusi 40/32 menyatakan bahwa : |

1. Kebebasan peradilan harus dijamin Negara dan tercanium dalam konstitusi
atau undang—undarig hegara.

2. Pengadilan héfuss memuiuskan perkara-perkara dengan tidek memihak,
dengan dasar fakta, sesuai dengan undang-undang, tanpa ada pengaruh atau
tekanan yang tidak semestinya

3. Para anggota badan. Peradilan, seperti halnya para warga negara lainnya
memiliki kebebasan mengutarakan pendapat, keyakinan, berserikal, dan

-berhimpun, namun para hakim harus selalu bertindek terbalk guna
mempertahankan martabat riilai keadilan, kenetralan, dan kebebasan

20 Dalam kasus psikotropika, peneliti tidak pernah mendapati putusan minimal umum bagi
pengedar terhadap kasus Narkcba. Dalam perkembangan kasus, hakim Borkat
Ritonga yang diduga melakukan kolusi dengan memvonis bebas terdakwa narkoba
Robby Tjahyadi, dimutasi. Suara Merdeka, 20 Januari 2001, hal. XIV,
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pengédilan. !

Instrumen internasional tersebut merupakan pedoman bagi hakim yang
diskui oleh masyarakat internasional, memberikan sustu prinsip bahwa hakim
harus memberikan yan§ terbaik demi keadilan. Ha! ini memberikan suatu perspektif
pufa bahwa nilai kea'di.lan. bagi hakim yang harus didahulukan daripada nilai
kepastian. Namun, hal ini dalam prakieknya sangat bergantung kepada integritas
hakim tersebut.

Latar belakang sosial dalam memaknai persepsi dan perilaku hakim
merupakan suatu refleksi dari interpretasi hakim melalui perilaku atau behavior
hakim. Perspektif interpretasi hakim dalam memberikan makna terhadap
keputusan-keputusan yang diambilnya merupakan hasil dari integritas hakim itu
sendiri. |

Dalam menjalankan tugas, hekim harus mampu menterjemahkan makna
hukum . Hal ini berarti hakim behtas menterjemahkan makna hukum yang mungkin
tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh otoritas lain. Roberto M.Unger

mengemukakan sebagai : He is the final person with final authority to determine

whet the law means.?*?

Peran ‘pandidikan hukum ' memiliki  pengarsh bagi terbentuknya
integritas hékim. Prof. Saijipto berpendapat bahwa para hakim itu merupakan hasil
pembinaan suatu pola pendidikan yang berasal dari generasi sebelumnya terutama
yang tedapat di kalangan pegawai negeri. Karakteristik pola pendidikan terletak

pada nilai-nilai yang dipertahankennya, yaitu : pengagungan terhadap dinas,

! Kunarto, Op.cit, hal87.

%2 Roberto Mangabeira Unger, Law In Modern Society, Toward a Critisim of Social
Theory ,(New York-London : The free Press, CaKer Macmillan, 1878), hal.177.
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terhadap kewejiban; - pengagungan terhadap {ete {ordnung) , terhadap pola
susunan atasan dan bawahan ; penghormatan terhadap otorita yang sah, didukung
oleh pengagungan -t’erhadap vang bersifat dinas dan terhadap kewajiban;
penghormatan terhadap semua tata dan kepastian. Dalam keseluruhannya, maka

sikap-sikap tersebut merupakan tanda ciri para pegawai negeri gaya lama yang

bertentangan dengan idea demokrasi.’

Lebih Ianju@ dikemukakan oleh Prof, Satjipto, bahwa para hakim ini terdidik
untuk menetapkan duduk perkaranya dalam rengka pikiran yang bersesuaian
dengan susunan pranata yang ada. Dengan demikian pula para hakim ini akan
terdorong untuk memberikan jawaban-jawaban atau keputusan-keputusan yang

* konservatif terhadap masalah-mesalah yang dihadapkan kepadanya. 2%*

idealisme seorang hakim yang terbentuk dari fektor pendidikan tersebut di

atas, akan membawa pada persepsi hakim mengenai keadilan. Persoalan akan '

{erpolarisasi dalam dua kutub ygiiu antara keterikatan dengan formalitas dan
kewajiban mengemban ‘moral code’ atau formality di satu pihak dan gqm‘f)? di lain
pihak. 2%

Dalam persektif di atas, apabila dikaltkan dengan perlindungan Korban
yag begitu minim dalam perundang-undengan, misalnya dengan pemberian ganti
~ fugi yang sangat terbatas pada pidana bersyarat dan penggabungan ganti rugi
| yang dimohonkan korban yang itupun bersifat limitafif, di samping kekurangan
substantif KUHP yang fidek mencantumkan pedoman pemidanaan maupun tujuan

pemidanaan bagi hakim. Maka berangkat dari pemikiran formalistik, seorang hakim

8 satjipto, Op.cft, 1986, hal.58
24 rbid, hal, 61 .
5 Unger, op.cit, 1976, hal. 203,
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fidak beranl memberikan suatu keputusan alternatif walaupun menjangkau
- kehutuhan hukum para pihak khususnya korban. Terkait denggn kepekaan &an
pemahaman hakim untuk menjembatani rasa keadilan dan relevansi sosial dari
hukum yang dimintakan lewat putuéan-puiusannya.
' Kasus-kasus penganiaysan berai yang korbannys mengelami luka,
penyelesalan kasus-kasus dalam Pasal 359 afau pasal 360 tidak penah
- diungkapkan pertimbangan hakim mengenai ganfi rugl yang layak den adil bagi
korban.
Berdasar hal tersebut di atas dapat ditegaskan aken kebutuhan kebutuhan
hukum yang adil dan berbeda dari kacamata formalistik, maupun kepekaan

keadilan bagl hakim yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan masyarakat,

Dari berbagal fekta di atas, dapat dikemukekan bahwa bekerjenye hakim

dalam penjatuhan pidana fidak sepenuhnya dikeitkan dengan kepentingan korban

puta. Kefadiran korban febih didudukkan pada posisi sebagai Torgoffen person’,

D. Kelemahan Pranata Hukum Untuk Mewujudkan Perlindungan Terhadap"“
Korban dan Urgensinya

Pemikiran perlindungan korban secara tak langsung melaiul substans
perundang-undangan memberikan perspéktif kritis bagi hukum posilif sekarang
yaitu dalam KUHP' dan pemndang-undangén lainnya uniuk diorientasiken pada
perkembangan nilai kemanusiaan yang beradeb dan diskui secara internasionat,
serta disesuaikan dengan nilai -nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan

bangsa Indonesia.?*

2| ihat puta Barda. Nawawi Arief, orasi, Beberapaa Aspek Pengembangan limu Hukum
Pidana {Menyongsong Generas/ baru Hukum Pldana Indonesie), Semarang, 25 Juni
1984, hal. 30 Dikemukakan dalam hal. 16 bahwa masalah sentral kebljakan hukum
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Peraturan hukum boleh dilihat sebagai suatu ‘Sollengessize’ yang berarti
_bahwa peraturan-peraturan u memuat keinginen den cila-cita pera pembuatriya
mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh warga negar;a dan apa yang
 dituntut hukum dari warga negara, 27
Dalam kajian ini berarti bahwa datam substansi pembusatan perundang-
undanngan diharapkan melindungi kepentingan hukum masyarakat dan m.emuat
nilai-nilai moral yang diharapkan dalam masyarakat tersebut. Penelili berpendapat
bahwa kehidupan hukum pidana sudah sslayaknya merupakan suatu ekspresi
nilai-nilai yeng dihayati oeh anggota masyarakat untuk lebih menggambarkan suatu
‘social nature' dari hukum .

Perspéldif di atas beram.“bahwa untuk mengupas pérlindungan hukum
masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan tak lepas dari pengukuhan
norma mo_réﬂtas masyarakat ferhadap perbuatan yang diniiai melanggar moral ke
dalam péfaturan yénf; konkrit. Penelitian mengenal perlindungan korban dalam
masyaraket ini tak lepas dari pengkajian pembuatan dan bekerjanya hukum
secara nafure of law untuk mengeksplorasi bagaimana perangkat nital , sikap-sikap

yang blerlaku dalam masyarakat. Oleh karena hukum bekerja senyatanya dalam

masyarakat.

1. Perlindungan Korban Secara Tak Langsung Dalam KUHP

Persoalan moralitas menyangkut keyakinan tentang nilei-nilai {erientu

dalam masyarakat. Perdehatan yang ada adelah mengenai kerugian apa yang

pidana terletak pada seberapa jauh kewenangan/ kekuasaan mengatur dan membatasi
tingkah laku manusia (warga negara / pejabat) dengan hukum pidana.... Jadi
berhubungan dengan konsep nilai sentral bangsa Indonesia.

%7 satjipto Rahardjo, Aneka Persoaian Hukum Dan Masyarakat, (Bandung : Alumni,
1977), hal.123.
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sken diderifa masyarakal. Beberapa bentuk perbuatan yang kurang dipersepsi
sebagai kejahatan adalah kejahatan terhadap konsumen, dan kejahatan korporasi

tainnya. Kendala nilal budaya menyebabkan kasus domestic violence baik

kekerasaan dalam rurhah tangga maupun terhadap anak kurang dipersepst

sebagai kejahatan.

Selaras dengari hasil penelitian yang telah diuraiken di atas bahwa
beberapa perbuatan_merugikan dalam masyarakat khususnya masyarakat yang
rentari terhadap viklimisasi terhadapnya, yaitu perempuan dan anak-anak bejum
dijangkau hukum pidana positif. Oleh karena itu diperlukan suatu kriminalisasi
dalam hukum positif, seperii dom;estic violence. Domestic violence mencakup

kekerasaan tidak hanya terhadap hubungan suami istri, tetapl juge terhadaap

anak. KUHP positif mengakomodasi hal ini dalam pesal 356 KUHP mengenal

penganiayan, dan {erbatas pada penganlayaan fisik. Oleh karena itu, dalam hal
kekerasan psikis , misalnya penelenteraan anak, Di sisi iain, upaya memformalkan

hal demikan memang dirasa akan merusak hubungan dalam keluarga. Penulis

berpendapatl seyogyanya hal ini juga dilandaskan pada kepentingan yang lebih

besar, misalnya kepentingan masyarakat iuas.

Berdasar rakomahdul'\ :1_9 Ronvens! Penghimpusan Sagala Bentuk

. Diskriminasi Terhadap Perempl.ian‘; rﬁenegaskan bshwa :

Kekerasan berbasis jéﬁder yaitb kekerasaan yang langsung difujukan
terhadap seorang perempuan karena dia adelah perempuan , atat hal-hal
yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional,
termasuk lindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderifaan fisik,
mental, dan seksusa! atay ancaman ataas findakan {ersebut ata
kekerasaan f paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.
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Dalam penelifian terungkap bahwa berbagai kasus kekerasan dalam
rumah tangga, khususnya * marital abuses * banyak melibatkan persoalan zinah.***
Dalam KUHP delik perzinah_an adalah delik aduan absolut. Gleh karena itu penulis
berpendapat sehubungan dengan kekerasan terhadap wanita dalam rumah
tangga, yang terkondisi karena telah terjadi delik perzinahan, maka delik
perzinahan sebagai dellik aduan absolut dalam KUHP adalah sebagai Taktor
kriminogen’ .

Masalah sentralnya adalah bukan pada delik aduan atau bukan,
melainkan pada hakekat dari delik perzinahan itu sendiri. Dalam pandangan
struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, masalah perzinahan dan lembaga
perkawinan bukan semata-mata masalah privat tetapi terkait dengan nilai-nilai dan
kepentingan masyarakat luas, minimal kepentingan keluarga, kepenfingan kaum,
dan kepentingan lingkungan. Cleh karena itu dikemukakan Barda Nawawi Arief
bahwa delik perzinahan patut dipertimbangkan sebagai delik aduan relatif.

KUHP memiliid kelemahan pula dalam pertangungjawaban pidana untuk
mengatasi persoalan kejahatan korporasi. KUHP menganut hririsip hahwa subjek
hukum adalah manusié dan bukan badan hukum. Dalam perundang-undangan lain
diluar KUHP yang memust pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, masin.
memiliki kelemahan, yang juga bersifat kriminogén hagi meluasnya kejahatan
korporasi. Masih diacunya pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan,

namun tidak memberi alternatif bag kemungkinan pertangungjawaban ketat (Strict

26 | aporan K3 J-Ham, Op.cit hal. 10-11. mengetengahkan batwa dari 154 kasus
kekerasan terhadap istri di Jateng dan 54 kasus disebabkan perselingkungkuhan.
Walaupun data ini tidak hisa dijadikan sebagai cermin  kejahatan terhadap
perempuan, namun fenomena kekerasan tidakiah hanya diartikan sebagai kekerasan
fisik semata.

9 Barda, Op.cif, 1996 hal. 318-324.
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liabilify) sebagaimana dalam Pasal 37 RKUHP, dan pertanggungjewaban

pengganti (vicarious liability ) dalam pasal 36 RKUHP vyang memungidnkan

- pembuat findak pidana dapat dipidana semata-meata kérena té!ah dipenuhinya

unsur-unsur tindak pidana, tenpa memperhatiken lebih jauh kesalahan pembuat

delam melakukan indak pidana tersebut®®. Hal ini menurut penulis penting bagi

pertanggungjawaban pidana korporasi, karena sulinya menentuken kesalahan

pada korporasi/ badan hukum, dan unu;k mengantisipasi kejahatan korporasi yang
berkategori berat.

" Dalam sub bab berikut juga akan diungkapkan kelemahan pemberantasan

korupsi selama int yang berawal dari kelemahan taraf formulasi dalam perundang-

undangan.

2. Perlindungan Korban Secara Langsung Dalafn KUHP

Dalam perlindungan korban secara langsung berdasar peneitian di atas
senada dengan pernyataan Sudario bahwa kedudukan dan eksistensi korban
dalam pefadilan pidanai sebagai : orang yang dirugikan tidak mempunyai arti; ia ini
diabstrakkan. Dalam b’reses pemeriksaan perkera pidana seoclah-olah ‘la tidak
dimanusiakan; la hanya merupakan saksi (biasanya saksi periama) hanya penting
unfuk memberi keteraﬁgan tentang apa yang dilakukan oleh si pembuat guna
dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat.

Dalam taraf formulasi, keduduken korban yang hanya sebagal saksi

tampak dalam beberapa tahap :

a. Tahap polisi | Tidak ada kewajiban untuk memberitahu hak-hak korban
ataupun mendampingi korban,

W i5id, hal, 95-96. |
¥ sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , {(Bandung : Alumni , 1883), hal. 192-183.
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b. Tahap penuntutan : Tidak ada kewajiban untuk memberitahu hak korban, dan
Ketentuan unfuk memperhatikan korban dalam rentut melalul pemeriksaan. |
¢. Tahap pemerilksaan pengadilan :Tahap pedoman pemidanaan yang tidak ada,
sehingga seringkali mendudukan korban sebagai ‘forgotten persons’, tidak
~adanya pidana gantl rugl. >

Peﬂindungan korban secara langsung daiam KUHP meliputi hak -korban
dalam peradilan pidana vaitu acces fo justice and fair treatment, di samping hak
hak korban lainnya ijni'uk memperoleh oompensetfop . restitution  den
assistance %% o

Hak korban demikian pada desamya merupakan bagian integral dari
perlindungan korban, sehingga menjadi bagian integral pula dari pemba_ngunan
hek-hak asasi manusia yang berarii mencakup haknya dibidang kesejahteraan /
jeminan sosial / social security 3%

_KUHP kurahg mengakomodasi petlindungan ferhelay korban, Hal ini
jelas-jelas terlihat dauri' tidak adanya pemberian ganti rugi di dalam KUHP baik
sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. ‘

Ganti rugi dimungkinkan oleh KUHP hanya dalam pasal 14 ¢ KUHP
tentang pidana bersyarat. Namun ganti rugi di sini adaiah bukan sebagal jenis atau
bentuk pidana, melainkan hanya sebagai syarat khusus bagi ferpidana untuk
fidak menjalani pidana pokok yaitu dalam hal haﬁm tidak menjatuhkan pufusan

pemidanaan. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi hanya dapat diberikan

02 Bandingkaﬁ dengan hak dari pelaku yang lebih banyak diakomodasi, seperti

rehabiitasi dan kompensasi, dan hak pelaku lainnya seperli memperoleh bantuan
hukum, dsb.

3 §hat dalam Bassiouni, Op.cit, hal 308-320.

3 ghat Separovic , Op.cit, hal43 dan Deklarasl Universai Tentang Hak-Hak Asasi
Manusia pasal 26 ayat 1, dalam Kunarto, Op.¢/f, hal.71
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hakim, ababila hakim menjatuhkan pidena penjara paling lama satu tahun at_au
pidana kurungan, di samping syarat khusus inl fidak bersifa@ imperatif ha:;ya
| fakultalif.

Perspektif KUHP yang offender oriented kurang diimbangi dengan victim
orienfed . Kajian hukum pidana yang demikian adalah berat sebelah yang tampak
terfokus pada perbuatan, pembuat, dan pidana. ¢

Viktimologl menyarankan ager peranan dan perianggungjewaban korban

diakul sebagat unsur-unsur dalam tindak pidana. Schafer menyebut hal ini sebagai

tanggungjawab fungsional korban dalam terjadinya kejahatan. Berdasarkan sifat

' hubungan antara pembuet dan korban, meka peranan korban pada proses

terjaﬂlnya findek pidana den koniribust pelaku untuk memperbaiki korban atau

keluarga korban merupakan masalah sentral vikimologi yang berartl merupakan

intisari pertanggungjewaben pidana. 8

Peneliti berpendapat hahwa aspek korban memang sangal perlu
diperhatikan dalam Kkeseimbangan terhedap kepénilngan pelaki. Namun,
perspektif viklimilogl mulai berkembang pula dengen lebih diperhatikannya hak
asasi korban, daripada melihat peranan bersa[ahnyg korban dan mencoba uniuk
{fidak menyalahkan pelaku. Oleh karena ilu harus ditekankan pada hak aéasi
korban, sepetti dampak perbuatan bagi korban dan tindekan remediasi terhadap
korban.

Beber;apa pendapat mengemukakan bahwa bahwa peranan kofban dalam

unsur iinda!_( pidana, bisa dikeji dari guif f kesalahan, atau culpability / kealpaan

dalam pertanggung jawaban pidana dari pelaku. Dalam praktek yang termasuk

35 soedarto, Hukum Pidana,{Semarang : Yayasan Sudarto, Fak. Hukum UNDIP, 1880),
hal.88. ‘

¥ Schafer, Op.cff, 1968, hal.37-38
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objek penslitian, korban yang terlthet sebagal korban provokasi sanget jerang. Hal

inipun apabila korban terlibat dalam kasus pengeroyokan atau perkeiahian, %7

Dalam kasus perkosaan, peneliti berpendapat, bahwa konsep peranan
korban justru bisa menjadi suatu hal yang rancu kerena kesalahan penafsiran dari
peranaﬁ korban dalam terjadinya kejahetan tersebut. Bahkan dalam hal ini pelaku
bisa merasionalisasi perbuatannya, hanya karena pemerkosa felzh salah
menafsirkan sikap korban , sehinggga memicu proses pelaksanaan perkosaar,

. Oleh karena it dapat dikemukeken bahwa pemikiran tanggungjawab
fungslonai korban yang akhirnya mempengaruhi benfuk perlindungan terhadap
korban masih terdapat kelemahan-kelemahan.

Berbagai kelemahen dalam KUHP positif sekarang Ini dalam
perlindungan korban secare langsung, khususnya dengan restitusi, diperbaiki

dalam RKUP sebagal berikut , yaitu :

Ditingkatkannya status pidena ganti rugi sebagai kebijakan umum pemidanaan
untuk semua delik. Pidana ganti rugi ini walaupun berstatus sebagai pidana
tambahan {yaitu dij'atd'hkan bersama-sama dengan pidana pokok), tetapi dapat
juga dijatuhkan spcara mandiri di samping (sebagai alternatif) dari pidana

pokok, yaites apébila delik yang bersangkuian hanya diancam secara
funggal.(Pasal 56).

Kriteria formal dalam Pasal 56 Konsep ini memang belum memuaskan.

Oleh karena Hu disarankan untuk ditambahkan kriteria materiil yang berorientasi

pada korban, yaitu ;

1. Apabila delik jiang terjadi, jelas-jelas berakibat kerugian bagi korban; dan
2. Apabila terpidana jelas-jelas orang yang mampu, sedangken korban
fergolong orang yeng tidak mampu.

%7 wawancara dengan pihak kepolisian tanggal 13 Oktober 2000, dan pihak kejaksaan

tanggal 14 oktober 2000
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3. Arlinya apabila kriterla materill terpenuhi, meka pidana ganti  rugi
séyogyanya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidna
mandiri (pidana alternatif) di samping pidana pokok.>

Untuk_ mengurangi kelemahan KUHP yang tidak memuat pedoman
pemidanaan bagi hakim , maeka dalam rancangan KUHP baru dikemukakan pasal
48 ke-8 mengenai  Kewsjiban bagi hakim urdtuk mempertimbangkan pengaruh
tindak pidana bagi korban atau keluarga korban. Selaras dengan hal ini adalah
pernyatagn tujuan pemidanaen dalem pasal 47 konsep KUHP vang entara lain
dalam rumusan ké-'1' yaitu menceéah ditakukannya findak pidana dengan
menegakkkan norma hukum demi pengayoman masyarakal, dan ke-3

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulikkan

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, 3%

Reslitusi diakui eksislensinya dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar .

Keadilan Bagi Korban dan Penyalahgunsan kekuasasr pada huruf A angka 3,

Orang yang bersalah atau pihak ketiga berlanggung jawab atas perilaku
mereka harus, apabila tepat memberiken restitusi yang edil kepada
kdrban. keluarga atau tanggungannya. Restitusi tersebut akan mencakup
pengembalian harta milk atau pembayaran atas kerusakkan atau
kerugian yang diderita, penggentian biaye-bieya yang timbul sebagai
skibat jafuhnya korban, penyediaan jasa, dan pemulihan hak. 3'°

Jelaslah bahwa apsbila dibandingkan dengan hukum pidana positif

sekarang ini, yaitu KUHP pengafuran KUHP masih sangat terbatas dibandingkan

39 Barda, Op.cit 1998 Penataran Nasional, hal.11-12
%9 Barda, Op.cft, 1996, hal. 155, 153.
30 pagsoiuni, Op.cit, hat
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dalam deldarasi tersebut.

., Dalam urgensi perlindungan hukum terhadap korban | khusushya
perindungan korban  secara langsung, maka dalam wacana iimiah perlu

dikemukekan kemungkinen kompensasi bagi korban.

Beberapa hambatan peradian pidana dalam sistem pemberian ganti rugi

memberikan solusi alternatif untuk adanya kompensasi. Hambatan tersebut

meliputi :

1. Gagalnya peradilan pidena untuk mengungkep pelaku yang aken
dibebani kewajiban memberi ganti rugi.

2. Kemampuan ekonomi pelaku yang rendah .
3. Taraf formutasi KUHAP dan KUHP dalam sistem pemberian ganti rugi

yang masih berorientasi pada pelaku kejahatan dibandingkan pada
korban.

Sistem kompensasi mgrupakan upaya sistem kasejahtersan soslal

_dibanding sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dikarenakan dalam

proses pemberian baniuan tidak digantungken peda apekah si peiaku sudah
tertangkep dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa
kompensasi' juga terlahir didorong oleh kagagalan peradilan pidana dalam
memberikan perlindungan yang pantas kepada korban,

Terleblh apabila dikaji ruang lingkup korban dalem deklarasi lebih luas,

sebagaimana rumusan dalam huruf A angka 2, yaitu :

Seseorang dapat dianggap korban, berdasarkan deklarasi ini, tanpa
menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke
pengadilan atau dihukum dan {anpa menghiraukan hubungen kekeluargean
antara pelaku kejahatan dan kotban. istilah korban juga termasuk di mana
tepat keluarga dekat atau tanggungan korban orang-orang yang telah
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menderita kerugian kerena campur tangan untuk membantu korban dalam
keadaan kesukaran alau mencegah terjadinya korban, '

Dalam rangka pengakomodasian hak-hak asasi warga negara ntuk

‘memperoleh periindungan hukum dan kesejahteraan sosial, merupakan basic

idea muncuinya kompensasi inl. Kompensasi ini melandasken pada kewajiban

moral dari negara untuk melindungi segenap warganya.

Deklarasi prinsip-prinsip Daser Keadian Bagi Korban Kejahatan dan

Penyalahgunaan kekuasaan menyebutkan pula bahwa :

Jika ganti rugi menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan,
dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, Negara
berkewajiban memberl ganfl rugi kepada korban kejahatan afau
keluarganya. Korban kejahatan harus menerima bantuan materi, medis,
psikologis, daan sosial yang cukup dari pemerintah atau sukarelawan.

Negara harus selalu berusaha merumuskan undang-undenng nasionat
yang mencanturnkan horma-norma vyeng melareng penyalahgunaan
kekuasaan, termasuk kekuasaan politik dan ekonomi. Negara harus

menyediakan fasiliias pemulihan bagl korban-korban penyaiahgunaan
tersebut, termasuk ganti rugi , kompensasi , dan assistensi .9'2

Penulis berpendapat bahwa pemikiran kompensasl bagi korban,
hendaknya dimungkinkari suaty alternatif dengan melihat kesusu-kesus yang
berat. Kompensaéi" inl tidak hanya secara pragmatical saja, namun ebalknya
dimungkinkan pemberian kompensasi yang temporal dan terus menerus. Misalnya

delam kasus kerugian korben yveng berat dan mengganggu keadilan masyaraket

banyak.

3 Bassiouni, Op.cit, hai 205, ‘
32 Kunarto, Op.off, hal. 107-108, Lihat pula Bassiouni, Op.c/f, hal 309-320
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3. Perlindungan korban secara langsung dalam KUHAP

Sehubungan dengan urgensi periindungan korban dalam peradiian

pidana patut dikemukakan di sini berbagai pendapat yang mengemukakan dalam

- vict:m movement

; Hal ini unfuk menengahi pelbagal pendapat yang mendikotomiskan

‘ pgrllndungan korban dalam dua hal, yaitu The prosedural rights mode! and Service

modef, Joanna Shaplan dalam tulisannya Victims and Justice : Needs, Rights, and
Services. menyimpulkan bahwa . rights witf be needed-services will nof eMays be
deiivered'. Dalam hal ini Shaplan menyatakan perlunya perhatian terhadap hak
korban sama sepert] perhatian terhadaﬁ -hak pelaku dalam peradilan pidana. ¥'?
Penulis berpendapat bahwa hendaknya kelebihan dan kelemahan “dari
model pelayanan maupun model hak prosedﬁrai saling mengsi guna urgensi
hukum pidana yeng aken datang. Dalam hal ini kelebihan model hak prosedural
adalah sebagal sarana perbalkan baik bekerjénya penegak hukum, dan berusaha
untuk memberikan wacané kiitis bantahan bagi bekerjanya peradilan pidana yang
teﬂtu!up,‘dalam méngungkapkan cara penyeieséiannya, di samping itu dapat
menjadi alternatif penyeleseian kasus yang lebih berkeadilan dan mengurangi
beban kasus yang menumpuk kerena ketidekpuasen di pengaditen. Kelebihan
modef pelayanan adalah dengan adanya standardisasi bagi pembinaan korban
kejahatan, aken membawa ketenengan bagi korban , Penting untuk dikemukkan di
sini, bahwa kelemahan yang ade daeri kedua model tersebut sebenarnya jusfru
menjadi bemikiran untuk mengeliminasi, éépeﬂi persoalan beban pnenagk hukum,

maupun dimungkinkan perlentangan kepentingan umum dan pribadai. Terpenting

33 Joanna Shaplan, Op.cif, dalam hal. 403
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di sini adalah bagaimanakeh bekerjanya peradilan pidana mempu beketja
mempetjuangkan keadilan dan pelrindungan bagi korban.
Dalam KUHAP juga mengandung kelemahan untuk mémpethatikan dan
: melindungi korban, KUHAP mengakomodasi pemberian ganti rugi kepada korban
melalui pasal 98-101 KUHAP mengenai lembaga penggabungan gugatan ganti
kerugian dalam perkara pidane. inipun bukan bersifat sebagal sanksi pidana |,
namun lebih bersifat keperdétaan. Di sisi lain, memiliki kelemahan pula, yaitu
bersifat fakultatif, dan digantunbkan pada permohonen korban untuk mengajukan
permohonan penggabungan ganti rugi ini. Padahal tidek semua korban kejehatan
mengetahui hai-hak korban untuk mengajukan penﬁohonan penggabungan ganti
rugi dalem perkara pidananya selambat-lambatnya sebelum penuntuf umum
mengajukan tuntutan pidena frekuisitor afas diri {erdekwa, di samping sikap eparat
penegak hukum baik jakse maupun hakim yang apatis dan tidak membetitahu
korban m.

Dealam hal ini seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana untuk
lebih menyempurnakﬁn KUHAP |, Prof. Mulaﬁi mengemukekan adanya ‘cross
examination’ yang merupakan adopsi dari sistem hukum Anglo Saxon periu
dlrumuskan- secara |slas dalam KUHAP, Hal in! tidak diatur dalam KUHAP, tapl
dalam praktek beracara di pengadilan pidana, silang keterangan saksi beberapa

kali terjadl, seria tidak menimbulkan perscatan.®**

Penelifi berpendapal, bahwa cross examination inipun harus didahului

- dengan kemauan jaksa untuk memperhatikan kepentingan korban, di samping hak

korban uniuk didampingi penasehat hukum juga harus diakomodasi seperii halnya

hak peleku unfuk didampingi penasehat hukum.

3% Kempas, 8 Desember 2000, hal. 7
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_Kelemahan KUHAP yang lain adalah KUHAP fidak memperkenankan
kepada korban unfuk mengajukan gugatan ganti rugi yang bersifat Immateﬁil.
Terhadap kerugian materiil pun masth terdapat batasan. Qleh ka.rena itu terhadap

- suafu tindak pidena yeng tidak menimbulkan kerugian nyata, maka ferhadap hal ini
korban tidak dapat mengajukan ganti rugi.

Dalam Pasal 89 ayatl 2 KUHAP dinyatakan bahwa penggantian biaya ini
hanya pada penetaﬁén hukuman penggéniian biaya yang telah dikeluarken oieh
pthak yang dirugikan. Berarti, tuntuten faln yailu unsur genti kerugian berupa
‘bunge’ atau kerugian materiil leinnya fideak dapat diterima, maupun biaya
pengobatan yang belum selesai alau masih taraf pengobatan. Apabila gugatan
ganti kerugain ini ditolak hakim, dan dinyatakan fidak dapat diterima, maka upaya

~korban unfuk memperoleh ganti rugi menjadi pupus, karena korban tidak. dapat

mengejukan perlawanan kepada pengadilan {ingket banding, dan dengan adanya
penofakan gugatan, hilang hak korban qniuk menuntut  ganti keugian dalam
perkara perdata karena ne bis in idem.

Delam hal banding, berdasar Pasal 100 KUHAP korban sebagai pihak
yang dirugiken lidak memiliki hak mengajukan banding apabila plhak terdakwa

tidek mengajukan banding afas perkera pidananya, kecuali jaksa yang

. mengejuken banding etas pulusan perkara pidana tersebut.

Kelemahan KUHAP untuk melakukan perlindungan terhadap korban
antara lain :
| 1. Tidak diakomodasinya hak korban untuk tetap mendapatkan bantuan
hukum dati penasehat hukum
2. Hék korban untuk mengetahui proses peradilan dari késusnya,.yaitu

acces fo justice and fair freatment.
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3. Hak korban untuk dimungkinkan memperolleh assisfance atau

remediasi tethadapnya,

4. Hak korban untuk dimungkinkan memperoleh perlindungan/ jaminan
keamanen sehubungan kedudukannya sebagai saksi.

5. Hak korban unftuk mengajukan keberatan atau memilih Jalen

penyelesaian lerbaik dari penderifaannya.

4. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, angka tindak pidana korupsi
yang sudah diproses dalam peradilan pidana sangat kecil. Ibarat puncak gunung

es, maka sebenarnya ada arus yang sangat besar terjadi, namun tidak muncul ke

permukaan,

Faktor kelemahan yang ada adalah faktor formulasi peruhdang-undangan
dalam menangani korupsi, khususnva pada saat penelitian ini adalah UU NO. 3
Tahun 19?1 tentang Pémberantasan Tindak Pidana Korupsi', mengingat fempus
delictie iér-jadi sebeiur“n UL NO. 31 tahun 1991, Kelemsahan dari UU NO. 3 Tahun
1971 dikemukakan oleh Romil Almasasmita sebagai berikut .

Kelemahan pertama ; terletak pada ketentuan mengenai rumusan delik yang
bersifat materiil. Dalam praktek, kalimat ‘dapat’ dimuka kalimat ‘kerugian
keuangan negara’ atau perekonomian negara, sebagaimana fercentum di
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b sering ditafsirken sebagai unsur yang
harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan. Hat ini
- diperkuat dengan‘tidak adanya penielasan pasal yang menegaskan bahwa
kalimat tersebuf sebagal delik formil. Kelemahan rumusan delik ini kemudian
diperiemah lagi dengan putusan MA No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966
yvang didalam perlimbangan hukumnya mengenai hilangnya unsur sifat
melawan hukum, menegaskan antara lain, bahwa tindak pidena korupsi tidak
terbukti jika : kepehtingan umum terlayani, negara tidak dirugikan dan
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terdakwa tfidak menikmati keuniungan. Akibat darl rumusan delik materrii
dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan Putusan MA tersebut di atas, meka banyak
{indak pidana korupsi yang menyangkut Konglomerat tidak dilanjutkan ke
lingkat pemeriksaan di sidang pengadilan karena lidak terbukti adanya unsur

kerugian keuangan negara dengan dikembalikannya uang hasll korupsi oleh
terdakwa kepada negara. 3'°

Sebagalmana penelitian yang telah dilakukan peneliti, bahwa kelemahan
tersebut, menjadi kendala dalam menjaring pelaku kejahatan. Hal ini
mempengaruhi Labeling terhadap pelaku kejahatan tersebut, Teniu saja dalam hal
ini résa keadilan masyarakal menjadi korban terhadap tindakan penegak hukum
seperti inl. Hal ini tampak dalam kasus Panut Harsono, PT.Panji Graha dan kasus
PDAM déngan PT. Sﬁbosindo Perkasa selaku kontraktor tidek dijaring sebagai

pelaku, karena telah mengembalikan kerugian negara hasil temuan BPKP

Kelemahan kedua dari UUPTPK NO. 3 Tahun 1971 menurut Romli adaiah
sebagal berikul : Sanksi pidana yang menetapkan hanya meksimum umum
dan tidak ada batas minimum khusus, sehingga jaksa penunfut umum memilki
dis'kresi yang sangat luas dalam menefapkan tuntutannya dan begitu pula
penjatuhan pidananya oleh hakim. Namun disisi lain, diskresi tersebut kurang
didukung oleh batas ancaman minimum lertentu yang dapat mencegah atau
mengurengl ketidek adilan dalam penetapan tunfutan pidana atau penjatuhan

pidana (disparitas pidana) apalagi dalam kasus TPK yang berdampak luas
terhadap kesejahteraan masyarakat. 7'°

Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan tidak adanya batas minimum

~ khusus dalam findak pidana korupsi, menyebabkan rentang ganfi rugi yang sangat

315 Romk Atmasasmita, Prospek Penangguiangan Korupsi di indonesia Memasuki Abab
XXI: Suatu Reorientssi atas Kebjjaken Hukum Pidana di Indonesia, Pidato

Pengukuhan jabatan Guru Besar Madya, Dep P&k Univ. Padjadjaran, Bandung, 1993,
hal.13 :

6 ibid, hal, 14,




250

jauh deti kerugian keuangan negara, dengan ganti rugl vang harus dibayarken
pelaku kepada negara. Hal ini menimbuikan kelidakadilan bagi masyarakat,
mengingat ueng rakyat vang dipakai sebagai hasil korupsi sangat jauh dari
keadilan untuk dikembalikan kembali kepada masyarakat. Dalam sisi kebijakan

urgensl terhadap ancaman pidana minimal inipun perlu ada sistem aturan tertentu.

Peneliti berpendapat pula bahwa berdasar Pasal 34 sub ¢ UU No. 3
Tehun 1871, sanksi semacam pidana ganti rugi berupa pembayaran uang
pengganti sebagai pidana tambahan, menampakkan kelemahan pula dari Undang-

Undang Pemberantasan Kkorupsi ini. Mehgingat sifat fakultatif dari pidana

tambahan.

Kelemahan ketiga, dan keempat menurul Romli lebih lanjut terletak
pade subjek hukum yang dijadikan sasaran U PTPK No. 3 Tahun 1971,
yaifu korporasi bukan sebagai subjek hukum Undang-undang ini, hanya
untuk subjek hukum perorangan. Kelemahan keempat terletak pada
sistem pembukiian yang masih mempertahankan ‘negative weffeijjke
beginsel’ yvang dipandang pakar hukum sebagai asas vyang
mengedepankan ‘praduga {ak berselah’ tanpa mempertimbangkan lebih
jauh dampak serius dan meluas dan merugikan masyarakat, bangsa, dan

negara.!?
Peneliti berpendapat bahwa perlanggungjawaban korporasi sebagai
subjek tindak pidana merupakan tuntutan kebutuhan akan supremasi hukum yang

memenuhi rasa keaditan masyarakat. Dalam kasus yang diteliti, subjek hukum darl

37 1bid, hal. 14-15. Ada Ema kelemahan PTPK No. 3 Tahun 1971. Kelemahan kelima

menurut Romli adalah UU No, 3 Tahun 1871 lidak secara tegas memuat ketentuan
yvang memperluas vurisdiksi keluar batas teritorial (extra-ferriforial jurisdiction),
mengingat perkembangan korupsi yang transnasional dan global, Bandingkan dengan
dokumen Konggres A/CONF.188/5 dalam Barda Nawawi Arief, Pokok-Fokok FPikiran
Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Seminar Nasional
Purwokerto, 30 Januari 1899, hal4-5
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korporasi, dibebankan kepada perorangan, dalam hal inf dengan asas identifikasi,
direkfur dari perusahaan tersebut dapat diidentikkan dengan korporasi yang
bersangkutan.

Sebaiknya memang perfanggung jawaban ini dibebankan pula kepada
korporasi vyang Dbersangkutan, mengingat strukiur organisasi korporasi
memungkinkan pemilik perusahaan lepas tangan dan dibebankan kepada
pelaksana, vaitu direktur. Tenfunya hal ini memerlukan pembukiian lebih lanjut dari
penuntut umum. Sanksi pidana ferhadap korporasi ini dapat berupa dends,
pencabutan ijin usaha { hak / keuntungan seluruhnya atau sebagian, peinbayaian
gang pengganti, ataupun penutupan perusahaan sebagian atau seluruhnya.

Perlunya pertanggung jawaban pidana bagi korporasi khususnya dalam
kasus korupsi diungkap pula dalam Konggres PBB ke-IX 1895 di Kairo délam
dokumen Konggres berkode A/CONF.169/5 yang menegaskan bahwa korporasi
mungkin terlibat dalam penyuapan pejabat untuk berbégai alasan. Uniuk
memberikan perlakuan istimewa (preferential treatmenf), al. memberikan Kontrak,
mempercepat f memperancar ijin, membuat perkecuaﬁari-perkecualién atau

menutup mata terhadap pelanggaran peraturan.®'®

Barda Nawawi Arief memberikan suatu gagasan yangllebih mendalam
lagi guna kebljakan pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan korupsi.
Beliau mengetengahkan pula beberapa unsur kebijakan fonnulaﬁf UL NGC. 3 Thn
1971 yang memunculkan kelemahan. Beberapa hal ini dapat dikemukakan sebagal
berikut 7

1. Unsur merugikan keuangan negara (Pasal 1a sub 1a) dan yang dapat

38 thid, hal. 12
3% 1bid, hal.7-12.
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merugikan ke'uangan negara {Pasal 1 sub 1b) seyogvahya ditegaskan
dalam UU bahwa delik korupsi tersebut merupakan delik formal,
Penegasan sebagal delik formal dapat dimasukkan dalam penjelasan atau
dirumuskan sualu ayat yang menegaskan bahwa “pengembalian kerugian
keuangan negara, tidek menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana”.

: ’2. Untuk pemberantasan nepotisme, seyogyanya dirumusakan secara eksplisit
dalam rumusan delik, misalnya perumusan Pasal 1 sub 1a UU NO. 3/1971
diubah menjadi : " barang siapa dengan melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, keluarganya, kawan-kawan dekatnya,

atau orang lain...dst. demikien pula dalam perumusen Pasal 1 sub 1 b UU
No. 3 thn 1971,

3. Perluasan findak pidana pidena korupsi dalam Pasal 1 sub 1c terhadap

delik suap, perbuétan curang dan delik-delik jabatan tertentu dalam KUHP

' péﬂu dikajim‘:uiang untuk diperluas juga pada delik-deliik lain yang sejenis
dengan itu diluar KUHP (al.di bid. perpajakan, perbankan, pasar modal,
kepabeanan, dil).

4. Penegasan Pasal 1 sub 2 , bahwa “percobasn” dan “permufekstan (ahat)”
jahat untuk mélakukan tindak pidana dalam Pasal 1 sub 1 dipidana sebagai
tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri, seyogyanya diperluas juga untuk
'bambuntuuﬁ.'.m |

5. Perlu dikaji ulang ketentuan pemberatan pidana dalam Pasal 32 UU No 3

tahun 1971, karena dapat menghambat peran serla masyarakal dan aparat

untuk memberantas korupsi.

Divid, hal, 7,9,11,12 bahwa bertolak dari rekomendasi Konggres PBB ke-8 angka 3 sub
a.1. mengharapkan agar peraturan pemberantasan korupsi mampu menanggulangi
perbuatan membantu atau mempermudah /memberi fasilitas terjadinya tindak pidana
korupsi. Oleh karena ltu dapat menjaring benluk Kkolusi, surat sakti, atau fasilitas
lainnya untuk melakukan kerupsi. Bentuk pembantuan inl disamping terikat pada Pasal

56 KUHP, yaitu membantu pude sam dun esbelum tinduk pidaris k_o_ifurli dliakukan,
meliputi puls bentuk pembantusn setelah terjadinya tindak pldana kerupsl,
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Beberapa kelemahan dalam UU NO. 3 tahun 1971 tersebut tetah dianutir
dalam UU No. 31 tahun 1989 fentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
mencebut berlakunya UU No. 3 tahun 1971 . Dalam UU No. 31 tahun 1999
dirumuskan bahwa TPK dirumusakan secara formal dan bukan material dengan
ketentuan bahwa kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan
terhadap ferdakwa, pencantuman korporasi sebagai subjek hukum, pengaturan
tentang sistem pembuktien terballik terbatas atau berimbang., pengaturan tentang
penyidikan dalam rahasia pank yang lebih luas , dan pengaturan tentang peran
serta masyarakat, sehingga petlindungan hukum terhadap saksi pelapotr lebih
dijamin, pembentukkan Komisi Pemberantasan korupsi yang independen, dan
ketentuan mengenai pidana tambahan yang telah diperluas dibandingkan dengan
pidana tambahan datam UU No. 3 tahun 1871 dan KUHP.

UU No. 31 Tahun 1998 ientang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi
menurut penulis asih pula memiliki beberapa kelemahan,’ khususnya apabila
dikaitkan dengan perlihdungan korban secara tak langsung. Dalam pencantuman
pidana minimal, misalnya , pembuat UU ini hanya mencantumkan delik delam
perundang-undangan, namun tidak mengatur mengenai sistemnya. Oleh karena
itu, kebijakan pidana rinimal dalam UU NO. 31 Tahun 1999 hanya bersifat partial.
Hal ini tampak dari idak dicantumkannyé sistem penyertaan, serta ketentuan bagi
hakim untuk menerapken pidana minimal ini seperti ketentuan bagaimana bila
hakim mengenakan pidana di bawah pidana minimai.

Kelemahan lain dai UU  No. 34 Tahun 1999 adalah masih
diakomodasinya pe!anggaran pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan Pasal 430 .

Dikhawatirkan ketentuan kriminalisasi terhadap dellik ini akan pula menghambat
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tethedap peran serta masyarakal dan penegak hukum dalam menanggulangl
tindek pidana korupsi.- Menjadi pertanyaan pula, karena defiik ini diberikan
pidana yang sama dengan delik selesal, dan justru memperclah pemberaten dalam

Pasal 23 UU No. 31Tahun 1999,

5. Dalam perundarng-undangan lain
} Dalam pemndang«undandan lain selain UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi di atas, memiliki kelemahan pula yang dapat menjadi ‘faktor
kriminogen maupun viktimogen ' dalam kerangka perlindungan korban f
masyarakat. Dapai dikemukaken di sini bahwa dalam UU Tindak Pidana
Ekonomi No 7 firt/ 1955 , ataupun U No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen misainya , masih memiliki kelemahan. Pertama adalah, pidana

tambahan yang memuat perlindungan korban secara langsung, masih bersifat

- - 'accesoir | fakultalif. Kedua, dalam UU tesebut sudah mencantumkan badan

hukum sebagai subjek tindak pidana, namun dalam hal int perlu dlakomodast
urgensl konsep peﬁa_nggungjawaban strict liabiity dan konsep vicarious lability

dalam penentuan pertanggungjawaban badan hukum tersebut.

E. Pencapalan Bekerianya Peradilan Pldana vang Melindungl Korban

Hambatan vang ada dalam bekerjanya peradilan pidana mewujudkan
petlindungan korban, merevitalisasi birokrasi penegak hukum sebagai birokrasi
yang lebih bersifat terbuka, ataupun yéﬁg diurgensikan sebagal ‘organisasi yang
adaptif dan responsif, fleksibel terhadap berbagal kenyataan kebutuhan

masyarakat yang dihadapinya. Urgensi fransformasi ini kerena sifal kaku dan
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fertutup darl birokresi selama ini. Transformasi birokrasi yang lebih terbuka
diperiukan dalam fataran masyarakat yang mengalami perubahan dalam demokraéi

dan funtutan fransparansi . Adanya perubahan masyarekat ini menimbulkan

| keragaman permasalahan yang menuntuf tidek seragamnya penegakan hukum

dalam arti tetap dibukanya alternatif-alternatif bekerjanya penegak hukum untuk
lebih responsif terhadap kenyataan sosial.

Hasil Penelitian sebagaimana felah dikemukaken didepan, menunjukkan
bahwa bekerjanya peradilan pidana melalul hukum pidena , terkadang justru
ménibulkan ketidakadilan atau viktimisasi. Bekerjanya peradilan pidana tidek

mencerminkan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman yang riil .

- Dalam kaifan Ini keterbatasan - keterbatasan dalam hukum pidana balk dalam

pérundang-undangaan maupun bekerjanya penegak hukum, tidak mungkin
menyelesaikan berbagal masalh'vikﬁmisasl dalam masyarakal yang sangat

kompieks. Bekerjanya peradilan pidana memiliki unsur-unsur kriminogen maupun

| viklimogen dan_bukan pengobatan kausatif {erhadap viktimisasi yang ada dalam

- masyarakat.

Terkait dengan terminologi di atas, sejalan dengan wacana perlindungan
korban sebagai bagian integral dari kehijakan kriminal yang berupaya mewujudkan

kebijakan petlindungan maaysrakat dan kebijakan kesejahteraan sosial, diperlukan

 upaya-upaya non penal untuk ikut mengurangi berbagal vikiimlsasi dalam

masyarakat.

Ketidalkterbukaan biFokrasi penegak hukum menumbuhsuburkan

fenomena korupsi dalam masyarakat baik yang dilakuken oleh public power ,

aparat pemérintahmaupun aparat penegak hukum. Hal ini memiliki indikasi kultural

atau dapat diung'kap‘ dalam ‘corruption has became a culture indicator Sikap
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masyarakat yang ‘permisif terhadap korupsi penegak hukum atau persepsi
ferhadap ‘kekuasaan uang’ dalam menyélesaikan sefiap urusan menjadi fenomena
yang menumbuhsuburken korupsi.®** | .

Senada dengan pemikiran peneliti di afas adalah pendapat Prof.
Soetandyo. Beliau mengemukakan bahwa pemberantasan KKN tidak_lah mudah,
aiasannya KKN sudah menjadi bagian dari kulfur masyarakat Indonesia yang
homogen,'..yaitu. blas'énya masyarekat lebih percaya pada kerabat sendir,
keliuarga;"‘ dean te”rha_n sendlri. Léb_ih lenjut d'ikemukakan bahwa pemerinah
sekarang tidak dipersepsi sebagai rezim bersih. Reformasi hukum fidek ada
pengaruhnya karena tidak ada semangat,l ideoloagi, dan keteladanan. %2

* . Hukum positif kita juge harus dip'erbaharui dalam kerangka periindungan
masyarakat dari kejahatan korupst, lei’u!ma dikaitkan dengan kejahatan money
laundering. Apabila didasarkan pada tindak pidana yang herus dibukiikan lebih
dahulu, maka pemér_iksaan menjadi berlaruf, dan fnembuka kemungkinan larinya
uang hesil korupsi ke luar negeri, **

Penulis berpendapat pula bahwa sejalan dengan urgensi perlindungan
terhadap masyarakat dari tindak KKN dapat dilakukan pula pada koreksi terhadaap
kwangnya pengawaseen dari pimpinan deerah, dan juga koreksi terhadap
kepemirpinan pim'pinan untuk memberl'kepefcayaan terlampau besar, seperti
halnya pada kasus Panut yang merangkep jabatan direktur BPD dan sekaligus

Dirut perusda, walapun hal ini jelas menyalahi Permendagri No. 1 fahun 1984

2 Lihat pula C. Maya Indah S, Adakah Kemandirian Hakim ? Suara Merdeka, 8 April
1999, hal. V1.
32 ‘pamberantasan KKN butuh keteladanan °, Kompas, 22 Januari 20001 , hal. 1, 11 .

Sumber transperency Internasional menyatakan peringkat korupsi negara-negara di

dunia, dan Indonesia menduduki peringkat 86 terkorup pada tahun 2000 dasi 90
negara di dunia.’

. 38 ¢, Maya Indah S., Money Laundeting, Suara Merdeka, 2 Juli 1999, hal. VI,
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tanﬁgaal 31 Jaenuari 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan pertisda
di lingkungan Pemda.

Prof, Satjibtd‘_mengulip pendapat Huntington bahwa tirﬁbulnya korupsl
dalam m_a_s_yérakat te_;k lepas dari proses modernisasi atau proses pembangunan di
negara sedang berke;mbang seperti Indonesia ini. Modernisasi menggalakkan
korupsi , oleh karena perubahan yang diitmbulkannya pada segi output sistem
politik. Bagi negara yang baru seja memasukinya, melibatkan perluasen oforita
pemerii;iah dan perfipatan keglatan-kegiatan yang harus diatur olehnya >

Hal ini sejalari‘ pemikiran Robert Klitgard bahwa korupsi = Monopoli +
{(plus) kewenangan bertindak - (minus) pertanggung jawaban. Perilaku tidak halal
berkémbang manakale pegawai-pegawai mempunyal Kkekuasaan monopoli
terhadap klien, apabila para pegawai mempunyai banyak kewenangan bertindak ,
den apabila pertanggungjawaban pegawai terhadap atasen lemah 3%

Berdasarkan hal tersebut di atas urgensi pembangunan hukum dalam
rangka mewujudkan perlindungan korban dalam hukum pidana , melibatkan tidak
hanya pada pembéhgunan hukum subiansial belaka, melainkan juga pada
pembangunan strukiur dan kultur htkum yang melandaskan pada pembangunan
spritual mentai.

Fekia -fakia globalisasi selring dengan perkembangan manusia yang

beradeb merupekan suafu persoalan perubahan yang melibatkan hukum secara

akdif. Khususnya dalam hal ini adalah dalam rangke mengemban unsur

kemanusiaan vyang diakui masyarakat innternasional melalul instrumen

internasional untuk melakuken periindungan terhadap korben.

24 gatiipto, Op.cit, 1977 hat 139
35 Kitgaard, Op.cit, hal. 93
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Dalam Code of Conduct for law Enforcement officials yang diadopsi oleh

Majelis Umum PBB 17 Desember 1979 atas rekomendasi dari Konggres kelima

dinyatakan bahwa :

Para penegak hukum harus melaksanakan kewsjiban yang diletakkan
}pada pundak mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan
melindungi semua orang terhadap findakan-findakan pelanggar hukum,
Pelayanan kepada masyarakat ma'ncakup bantuan kepada mereka yang
secara pribadi ekonomi,  sosiel, dan alasan mendesak lainnya
memerlukan bantuan negara. |

Para penegak hukum fidak boleh melakukan korupsi / kolusi apapun dan
harus dengan keras melawan semua tindakan yang sedemikian.*?®

Perspektif di atas memberikan bahan pula bagi pertimbangan
terbentuknya pendidikan hukum yang tidak mengajarkan apa yang ditetapkan

hukum sebagal ‘apa yeng seharusnya’ digjarkan sebagai ‘sebagai apa yang

" sebenarnya’. Pengajaran Hukum demikian adalah berusaha mengkonstatasikan *

mitos keaditan * dalem norma perundang-undangan untuk disesuaikan dengan rasa

keadilan. Dalam heal ini berarli mencoba memberikan bekal hukum bagi para
penegak hukum untuk menciptakan hukum' yang lebih berkeadilan. Perspekiif
konéumen sebagaimana dikemukakan Edmond Cahn perlu dijadikan su_atu pola
pikir yang membaharui pembuatan maupun bekerjanya hukum.

Pola pikir penegak hukum  dalam rangka perlindungan korban
mémanifestasikan suaty kebutuhan paradigma hukum yang berbeda dari penegak
hukum untuk menolak terhadap cara berpikir yang fertutup, Dalém hat ini

paradigma hukum yang diakomodasi oleh Critical Legai System 'menghendaki

" Kunarto, penyadur, Op.ct, hal.87-83.
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bahwa dalam analisis hukum selalu terjadi ‘open-ended dispafes"""’

Hasil penelitiaﬁ vang menunjukkan belum cukupnya penegak hukum
berinovasl mengakomodasl perlindungan korban merupakan suatu bukli budaya
hukum formalisitik yang menyebabkan bahwa ide-ide keadilan yang menjadi tujuan
hukum untuk melindungi korban dan mendatangkan keadilan tidak terakomodasi

dengan balk, maka yang terjadi adalah banyak keputusan pengadilan memiliki

A‘ kepastian hukum tetapl kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akibatnya

aplikasi pemikiran hukum tidak responsif memandulkan fungsi hukum pada

umumnya.

Dalam t.okakarya Nasional VI HAM yang bertemakan “Transitional Justice

- Menentukan Kualitas Demokrasi Indonesia di Masa Depan “ Di Surabaya tanggal

24 Nopember 2000 diungkapkan perspekiif korban vyang harus dipakai dalam
penyelesaian berbagai persoalan di Masyarakaf. Perspektif korban juga menjadi

prasyarat delam peleksaan fransitional justice yang memang sudah saatnya

| dikembangken sebagal Jelan keluar dari kemandekan penyelesaian berbagai

- persoalan di tengah masyarakat. Saparinah Sadli mengungkapksn sebagai

berikut :

Bahwa apa yang disebut éebagai transitional justice bﬁkan!ah keadilan
yang tengah mengalami transisi. Keadilan harus tetap dimengerfi éebagai
sesuatu yang universal tengeh bertransisi adalah kenyataan kontekstual
yahg konkret yaitu transisi dari suatu rezim oforiter ke rezim yang
Hemokratilé, dengan segala imbasnya di sektor ekonomi, politik, maupun
sosial, yang pada akhirnya akan berimbas pada tatarannya yang kulural,

% Satjipte Rahardjo, Seminar, Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi,
Semarang, 22 Juk , 2008, hal.23. Hukum tidak dapat ditegakkan atas dasar pikiran
hukum (fegaf reasoning) yang berpegang kepada tujuan, kebijakan, dan asas
impersonal, melainkan sarat dengan wacana ideologis, filsafat dan visionary.
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yaitu tataran nilal dan norma. Dalam hal ini terjadi upaya meredifinisi
keadilan dari konsep semula yang distributif ke konsep yang dirumuskan
mendasarkan pada paradigma komutatif yang lebih realistik 2
Mendasarkan pada hal tersebut, jelaslah bahwa urgensi untuk
petlindungan korba‘n, dépat dicapai dengan menempatkan perspektif korban baik

sebagai salah satu pr:}asyarat baik dalam pembuatan perundang-undangan maupun

bekerjanya penegak hukum.

i

Keterlibatan korban sendii merupakan bagian integral dari upaya
pemulihart kehidupan korban, dan  pencegah terulangnya peristiwa vang
melanggar hak-hak dan martabat manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui
disefninaéi dan sosialisasi hak-hak korban.

Upaya mengoptimalkan terwujudnya keseimbangan perlindungan
berbagai kepentingan dalam peradilan pidana bisa diawali oleh korban sendiri
dengan meningkatkan kesadaran hukumnya untuk memperoleh hak-haknya.
Meningkainys kesadarah ini, di beberapa negara lelah membawa konsekuensi
pada banyaknya usulan pembaharuan seperti pembentukan lembaga pusat
pengaduan dan pelayanan kepada anggota masyarakat; pengkoordinasian saksi-
saksi pade kantor polist, pengadilan, kejaksaan ataupun kanior penasehat hukum:
keikutserlaan korban pada tahap-tahap penuntulan; laporen yang dibuat oleh pblisi
{entang kémajuan dalam penyelesaian perkaranya; peraluran-peraturan tentang
lembaga-lembaga yang akan memberikan baniuan terhadap korban dengan ikut

campur tangan pada kiisis yang timbul sebageai fasilitator masyarakat ; serta

328 Kompas, “Keberpihakan Pada Korban Harus Jadi Pertimbangan”, Senin 27 Nopember
2000, hal. 7. Hukum reponsif merupakan jawaban bagi wacana hukum sebagai

panglima, Lihat dalam C. Maya Indah 8, Hukum Sebagai Pangiima, Suara Merdeka 14
Desember 1999, hal. VI,
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pembentukan Iembaga’-'le'mbaga lain yang memberikan bantuan kepada korban. 32°

Peneliti berbendapat bahwa kemampuan aparat penegak hukum juga
harus dipertimbangkan supaya fidek ada kelebihan beban bagi aparat. Hal ini
berarii kondisi keuangan ataupun beban yang belum memungkinkan bagi penegak

hukum untuk lebih memperhatikan perlindungan korban tetaplah harus diimbangi

dengan pemberdayaan LSM untuk iket berpartisipasi.

Kondisi keuangan negara yang belum layak untuk mengakomodasi

kompensasi dapat dilakukan dengan upaya non-penal [ainnya melalui

pemberdeyaan LSM. Dalam hal ini patut dikemukakan pendapat Dionysios D.

Spineliis yang berusaha mempergunakan: The civif action : The usefui a!iemaﬂve

solution to the victims problems.>°

X3 Emilio, Op.cit, hal, xv-xvi.
0 pionysios D. Spineliis, dalam Jan Van dijk, dkk, Op.cit, hal. 405-416. DI Jateng

misalnya sedang dipertimbangkan Implementasli penggunaan instrumen HA&W
linternasional untuk meminimaiisir kekerasan terhadap perempuan oleh pemarintah,
aparatpanegak hokum, dan masyaiakat melakil One Stop Crieig Centre,
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses pembentukan reafitas periindungan korban sebagai konstruksi sosial
dikarenakan gambarzn terjadinya korban adalah metalui bagaimana terbentuknya
pendefinisian korban melalui persepsi maupun reaksi terhadap fenomena viktimisasi
tersebui dalam suatu interaksi sosial dari masyarakat dan penegak hukum yang
mempengaruhi bekerjanya peradilan pidana .

Perlindungan hukum bagi korban dalam peradilan pidana khususnya melalui

* hukum pidana mencakup perlindungan masyarakat dari kejahatan, dan perlindungan

{erhadap korban. Perfindungan korban dalam hal ini berarti mencakup petlindungan
korban secara fak langsung dan periindungan korban secara langsung. Perlindungan
kothban fidak lepas dar tujuaﬁ poltik krimina! untuk mewujudkan perindungan
masyarakat, dan kesejahteraan sosial sebagat bagian kebijakan sosial.

Proses bekerjanya peradilan pidana melalui pemﬁuatan dan bekerianya
lembaga dan pranata hukum paik struktur, subtansi, maupun Kultur hukum tak lepas
dari konteks masyarakat sebagal tofalitas. Dalam peneliian digambarkan adanya
realitas vilkiimisasi struktural dari bekerjanya peradilan pidana. Bekerjanya peradilan
pidana khususnya melalui hukum pidana datam penelitian menyimpulkan tidak adanya
perwujudan  janji hukum unfuk melakuken petlindungan bagi korban baik secara

jangsung maupun fak langsung.




Petlindungan korban dalam bekerjanya peradilan pidana dimulai dari
masukan peristiwa vildimisasi yang dilaporkan alau ierdeteksi, vang kemudian
diproses dalam peradilan pidana. Penyeleksian heristiwa mana vang didefinsikan
sebagai telah menimbulkan korban dan bagaimana reaksi terhadapnya dilakukan oleh
penegak hukum dan masyarakat dalam hubungan interaksi.

Latar belakang bekerjanya peradilan pidana ini dapat digambarkan sebagai
berikuf :

1. Adanya sifat penegakan hukum yang menggambarkan proses seleksi berat sebelah
dalam administrasi peradilan pidana. Kejahatan yang mendapat perhatian polisi
adalah kejahatan biasa Awarungan, dan jarang dengan kejahatan kerah putih /
kejahatan Korporasi, apalagi bila menyangkut kejzhatan dari penegak hukum, justru
memperoleh kekebalan hukum. Hal ini berarti terjadi distorsi antara ancaman riil
dari kejahatan yang ada dalam masyarakat, dengém kejahatan yang ferdeteksi,
{erlaporkan, terproses dan diputus dalam bekerjanya peradilan pidana. Efisiensi
bekerianya penegak hqkum yang birokratis, kurang memberikan petlindungan
hukum bagi -korban. Bekerjanya peradilan pidana menunjukkan tingkat hibokritas
pula dalam masyarakat. |

2. Paradigma kekuasaan masih menjadi gambaran atau karakieristik bagi pembuatan
dan bekerjanya hukum, bahwa tidek semua perbuatan yang menimbulkan
kerusakan dan kerugian dalam masyaraket dianggap sebagai telah menimbutkan
korban.

3. Pertanggungjawaban penegak hukum untuk mewujudkan periindungan terhadap

korban kurang diperhatikan, karena persepsi dan perilaku yang diskriminatif
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Ilerhadap korbén. Komproi‘ni yang dilakukan penegak hukum, seringkali adalah
kompromi ‘jalan damai’ da}i pelaku dan penegak hukum, bukan karena perspektif
petlindungan korban. |
3. Perspektif legalistik yang @embatasi perilekuy penegak hukum, tidak memberikan
kepufusan alternatif bagi keiemahan dalam pranata hukum/perundang-undangan
fidak menjangkau ke.adiian bagi korban. Kelemahan dalam taraf formulasi dalam
KUHP dﬁn KUHAP, dan pérundang—undangan lainnya khususnya UU No. 3 tahun
1971 te'nlang Perf;beraniaéan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengakibatkan
kurangnya perlindungan huikum terhadap korban , serta hak untuk mendapatkan
akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil, asistensi, restitusi , maupun
kém;.lngkinan kompensas f;ang layak.
4. Masih tergambarnya nitai patriaka! dalam penegakan hukum, sehingga bagi
peremhuan yang mengatanﬁ kekerasan kurang mendapat perdindungan hukum.
5. Kurangnya sarana dan prasarana, serta kemampuan sumber daya manusia dari

penegak hukum mehjadi fhambaian bagi peradilan pidana unfuk mewujudkan

petlindungan bagi korban. -

Bekerjanya peradilan pidana merupakan suafu konstruksi sosial yang
membenluk realitas perlmdungan korban. Hal ini juga memberikan pengaruh bagi
interaksi sosial yang berhubungan timbal balik entara beketjanya peradilan pidana
dengan masyarakat sebagaifkonsumen hukum, karena msyarekat adaleh produk

manusia dan manusia adalah produk sosial masyarakat.
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Survey terhadap korban memberikan gambaran bagaimana peradilan pidana

melalui iembaga dan pranaia hukum bekerja ser{yatanya dalam masvyarakat. Berikut ini

gambaran persepsi dan reaksi masyaraskal korpan ternaaap penaefinisian|korban dan

reaksi terhadapnya :

1. Persepsi masyarakat {eniang penimbulan korban yang ferjadi bersifat bias
terutama ditujukan kepada kejahatan warungan, dan kurang pad kejahatan
korporasi 1ermasu.k terhadap penyalehgunaan kekuasaan oleh penegak hukum.
Kekerasen dalam rumah tangge tidak dipersepsi cleh masyarakat sebagai suatu

peristiwa penimbulan korban. Hal ini mempengaruhi reaksi / laporan masyarakat

lerhadap peristiwa viklimisasi terhadapnya.

Bekerjanya peradilan pidana terkadang dirasakan masyarakat sebagai instifusi
hukum vang justru menjadikan posisi korban sebagai  korban Aanda atau
menjadikan korban mengalami proses viktimisasi untuk kedus kalinya . Lal ini juge
menyebabkan keengganan masyarakat untuk melaporkan viktimisasi tt‘arhadapnya

melalui peradilan pidana. Keengganan masyarakat untuk melaporkan viktimisasi

terhadapnya dipengaruhi pula oleh sosio- kuliural masyarakat.

B, Baran

1. Perlunya diseminasi dan sosialisasi paradigma vikdimologi bagi penegak hukum
maupun pembuat undang-undang untuk mewujudkan perlindungan kolban dalam

~ peradilan pidana.
2. Untuk mengantisipasi berbagei viktimisas! yang berkembang dalam masyarakat,

maka diperlukan perspekiif moral dari penegak hukum dan didukung peran serta
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masyarakel untuk memperhatikan setiap proses kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang ‘kriminogen’ maupun ‘viktimogen'.

3. Perlunya pembeharuan pendidikan hukum bagi penegak hukum dalam peradilan

pidana untuk mewujudken keseimbangan kepentingan antara kepentingan

masyarakat , kepentingan pelaku, dan kepentingan korban, supaye penegak

hukum iebih responsif terhadap kebutuhan hukum sebagal kenyataan sosial

dalam masyarakat.
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